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ABSTRAK

Nama : Mohamad Ibrahim, S.H.
Program Studi: Magister Kenotariatan.
Judul : Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan

sita dan lelang oleh P.U.P.N/B.U.P.L.N (studi kasus putusan Mahkamah 
Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001)

Pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan seseorang pastinya akan menimbulkan 
kesan yang tidak enak dari si pemilik barang sitaan. Apalagi barang-barang sitaan 
tersebut musnah setelah adanya penyitaan dan rencana lelang dari pihak yang berwenang 
dalam hal ini PUPN/BUPLN yang bertugas mengurus penyelesaian kredit macet pada 
bank milik pemerintah yang menjadi piutang negara. Permasalahan pokok adalah sejauh 
manakah tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang akan 
dilelang, perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan dan akibat 
hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan berdasarkan 
putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif analitis terhadap kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti 
berdasarkan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang 
kemudian data diolah dan dianalisis dengan klasifikasi menurut pembahasannya yang 
diuraikan secara rinci dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab musnahnya barang sitaan yang sudah 
diserahkan penitipannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang sekaligus 
menjaga dan mengamankan barang sitaan. Pemilik barang mendapatkan perlindungan 
hukum dengan memperoleh asuransi, ganti rugi atau menempuh jalur hukum. Rencana 
lelang tetap dapat dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan yang tidak ikut musnah 
sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang atas barang-barang sitaan yang ada.
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ABSTRACT

Name : Mohamad Ibrahim, S.H.
Programme : Master of Notary
Title : The Legal Impact Toward The Vanishing Assets due to Confiscation

And Auctions Procedures Govern by PUPN/BUPLN (Case Study of The
Supreme Court Act Number 3285 K/PDT/2001)

Assets confiscation process leave a depressing impact to the Legitimate owners 
of the assets. Above all the assets will be vanished after the confiscation process which 
is govern by the authority of the State Debt Affairs committee/State Debt and State 
Auction Committee (PUPN/BUPLN) who has the authority to manage the non 
performing loan which occur in the government banking. The paper looked into how 
significant the responsibility of both committees with the vanishing of the auctions 
assets, how to protecting of law for debt and the legal impact of the auction plan over the 
assets pursuant to the Supreme Court Act No.3285/K/Pdt/2001. The paper uses the 
normative legal research and the descriptive analytic method against a court decision 
over a legal case. This paper use secondary data collection through a literature study and 
afterward the data was analyzed according to the issues systematically. The research 
demonstrate that PUPN/BUPLN not has the responsibility as the vanishing of the 
auctions assets who given enstrusted by village headman to manage and secure the 
auction assets where the assets had been kept. Therefore the assets legitimate owner has 
the rights to ask for protection of their assets by insurance, compensation or legal 
remedies. The auction was planning stil will be do it for the confiscated assets not 
vanishing included as to go on the auction what is left over.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Indonesia saat ini sedang giat-giatnya digalakkan mencakup 

segala bidang kehidupan, baik materiil maupun non materiil. Pada bidang materiil kita 

langsung dapat melihat hasilnya dalam bentuk nyata, misalnya dalam bentuk bangunan 

perumahan, gedung perkantoran, bangunan bagi usaha industri, bangunan sekolah dan 

lain sebagainya. Sedangkan dalam bidang non materiil, pembangunan lebih difokuskan 

pada pembangunan rohani dan mental bangsa Indonesia.

Sebagaimana dalam Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 

1945) alinea empat, bahwa tujuan umum bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan 

melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

dengan berbagai indikator diantaranya regulasi industri perbankan yang sehat dan salah 

satunya adalah peranan perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di negara ini 

melalui bank.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU 

Perbankan), menjelaskan mengenai definisi bank, yaitu

1
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 
bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan bank menjalankan peranan penting dalam menunjang kesejahteraan 

masyarakat salah satunya dalam.jasa pemberian kredit. Pemberian kredit dapat 

dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak
t

ketiga, atau dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral.
1

Bagi dunia perbankan, peningkatan kualitas dan kuantitas perkreditan sejalan 

dengan upaya-upaya perbaikan kualitas produk secara berkesinambungan. Hal ini 

mengingat pada hakikatnya pemberian kredit adalah penanaman dana dalam bentuk risk  

assets1. Oleh karenanya, setiap pemberian kredit hendaknya dijiwai oleh asas 

konservatif dengan semangat untuk menghindarkan diri dari pemberian kredit yang 

spekulatif dan berisiko tinggi.

Kredit yang diberikan oleh bank berupa sejumlah dana pinjaman sangat 

diperlukan bagi masyarakat sebagai modal. Modal yang dibutuhkan oleh masyarakat 

biasanya digunakan untuk keperluan usahanya. Makin besar jumlah modal yang 

digunakan, makin luas jangkauan usaha yang dijalankan yang berarti makin besar pula 

keuntungan dan/atau laba yang diharapkan dari usaha tersebut. Pinjamannya pun dapat 

berupa sebagai modal dasar atau modal tambahan.

Dari segi hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) UU Perbankan, kredit j

adalah

1 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)9 cet. 1, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 21.
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Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Untuk dapat dikemukakan 4 (empat) unsur kredit diantaranya kepercayaan, waktu, risiko 

dan prestasi2.

Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur 

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dipeijanjikan (Pasal 8 UU Perbankan) 

dalam proses pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, 

sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan 

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan 

yang dipeijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus 

melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), 

modal (capital% agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (chance)3. Mengingat 

bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila 

berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur 

mengembalikan hutangnya.

2 Prof. Abdulkadir Muhammad. SH, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : PT. 
Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 267.
3 Ibid., hal. 268.

3
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Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank dalam menyalurkan kreditnya 

memegang erat prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapannya adalah bank 

mengamankan kredit yang disalurkan dengan meminta agunan atau jaminan dari pihak 

penerima kredit (debitur). Agunan yang dijadikan jaminan dapat berupa benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak.

Jaminan milik debitur atau pihak lain yang menjamin pelunasan utangnya 

dilakukan pengikatan oleh pihak kreditur yaitu bank. Atas barang bergerak dapat 

dilakukan hak yang melekat pada barang jaminan itu disebut Gadai. Barang jaminan itu 

harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh bank sebagai kreditur. Apabila barang 

jaminan itu tetap dikuasai oleh debitur sedangkan hak milik atas barang diserahkan 

kepada kreditur, maka biasanya dilakukan pengikatan secara Fidusia sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya 

disebut UU Fidusia). Apabila barang tak bergerak berupa tanah dan bangunan dilakukan 

pengikatan secara Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang terkait 

dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT)) dan didaftarkan pada bagian pendaftaran 

tanah Kantor Pertanahan setempat.

Bank senantiasa mengharapkan kredit yang disalurkan dapat kembali dengan 

lancar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Tetapi bank juga menyadari adanya 

risiko timbulnya kerugian dalam penyaluran kredit tersebut, yaitu apabila kreditnya 

macet.
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Apabila debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam pelunasan hutangnya 

kepada bank, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian terhadap kredit yang 

bermasalah. Sementara itu pengertian kredit bermasalah menurut perbankan adalah 

kredit yang berada dalam klasifikasi diragukan dan macet, sedangkan secara umum 

kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitornya tidak 

memenuhi persyaratan yang dipeijanjikan4.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan secara hukum melalui dua cara, 

yaitu negosiasi dan litigasi. Negosiasi dilakukan sebagai upaya menyelamatkan kredit 

yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru, sehingga terhindar dari 

masalah. Sedangkan litigasi dilakukan apabila debitur tidak dapat bekeija sama dan 

tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kredit, sehingga diajukan gugatan ke 

Pengadilan Negeri atau ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan 

Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan 

negara.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada Bank Milik Negara 

merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai Piutang Negara, karena Bank 

Milik Negara merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung 

dikuasai Negara. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara 

atau badan-badan, baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara 

berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apa pun5. Piutang Negara menurut

4 Ibid., hlm. 276.
5 H.R Daeng Naja,. op. cit. hal. 345.

5
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asal penyerahannya pun salah satunya berasal dari bank milik pemerintah. Sehingga

apabila pada bank pemerintah memiliki debitur yang dikategorikan debitur kredit macet,

maka Negara melalui bank pemerintah mempunyai Piutang Negara yang harus

diselesaikan. Penyelesaian kredit pada bank pemerintah yang mempunyai Piutang

Negara dapat diusahakan melalui PUPN/BUPLN6.

Penyelesaian kredit macet Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)

perbankan dilakukan oleh PUPN yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp

1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN). Selain UU

PUPN, landasan hukum dalam mengurus piutang negara adalah Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang

Negara (selanjutnya disebut Keppres tentang BUPLN) dan Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya

disebut Kepmenkeu tentang PUPN).

Penjelasan UU PUPN ditegaskan bahwa tugas PUPN adalah

Menyelesaikan piutang negara secara singkat dan efektif, dengan maksud agar 
piutang negara tersebut dapat dengan cepat tertagih dan terselesaikan. 
Kewenangan PUPN dengan menghasilkan produk putusan setingkat putusan 
hakim dilembaga peradilan perdata yang sifatnya final dan dapat dilakukan tanpa 
melalui lembaga peradilan seperti menerbitkan surat pernyataan bersama, surat 
paksa, sita dan lelang7.

6 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, cet. IV, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2003), hal. 434.
7 H.R. Daeng Naja, op. cit., hal. 344.
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PUPN harus melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengurusan piutang negara, sita dan lelang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PUPN 

mengenai tugas PUPN, bahwa proses pengurusan akan dimulai dengan adanya 

penyerahan terlebih dahulu dari penyerah piutang kepada PUPUN. Kemudian PUPN 

menentukan besarnya piutang negara dalam jumlah yang sudah pasti sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) UU PUPN. Setelah 

semuanya memenuhi syarat, diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara 

(SP3N) untuk melakukan kewenangan pengurusan piutang negara secara hukum beralih 

kepada PUPN yang pelaksanaanya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan 

Lelang Negara (KP2LN). KP2LN pun akan memberikan surat pangilan kepada debitur 

untuk menyelesaikan hutangnya dan wawancara sampai tahap pembuatan surat 

pernyataan bersama antara PUPN dengan debitur, sebagamana dimakasud dalam Pasal

10 UU PUPN. Apabila dalam tahap tersebut tidak diindahkan, maka PUPN melakukan 

penyitaan dan eksekusi dengan cara penjualan di muka umum (lelang). Proses 

kewenangan dalam menyelesaikan piutang negara diawali oleh BUPLN yang 

berkoordinasi dengan PUPN dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara 

(KP2LN).

Pelaksanaan eksekusi jaminan dapat dilakukan melalui penjualan umum atau 

melalui penjualan dibawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b 

UUHT:

Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat 
dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 
objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
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¡itentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 
pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditur-kreditur 
lainnya.

dan Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia:

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) oleh penerima Fidusia;
b. penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan 

penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan 
pemberi dan penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh 
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Eksekusi jaminan melalui penjualan umum lazim disebut lelang.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga 

secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang dan 

harus dipimpin oleh Pejabat Lelang8. Sedangkan menurut M.T.G Meulenberg, seorang 

Ahli Lelang Negeri Belanda dari Depertement o f Marketing and Agricultural M arket 

Research dalam paper “Auctions in Netherlands : Expériences and Development”, 

mengatakan bahwa Lelang adalah suatu media antara pembeli dan penjual yang 

bertujuan utamanya untuk menemukan harga”9.

Searah dengan perkembangan dunia perbankan lembaga-lembaga pembiayaan 

lainnya yang tidak bisa lepas resiko kredit bermasalah, pelaksanaan dan pelayanan

8 Drs. Wildan Suyuthi, SH, MH, Sita Eksekusi : Praktek Kejurusitaan Pengadilan, cet.
1, (Jakarta : PT. Tatanusa, 2004), hal. 43.
9 F.X Sutardjo. “Azas-azas yang Mendasari Lelang,” (Makalah disampaikan pada kuliah 
Hukum Lelang, Depok, Agustus -  Desember 2006), hal. 5.
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lelang barang jaminan dituntut untuk semakin ditingkatkan sesuai dengan perkembangan 

dan perubahan budaya masyarakat, baik dari segi sarana dan prasarananya, sumberdaya 

manusia pelaksanaannya, pengawasan pelaksanaannya maupun perangkat hukum yang 

dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

pelaksanaan lelang.

Perkembangan dan perubahan pelaksanaan lelang serta berbagai hal yang terkait 

dengan lelang dalam mengikuti perkembangan masyarakat tersebut dapat dilihat antara 

lain dari perubahan rumusan tentang lelang dalam peraturan perundang-undang yang 

mengaturnya.

Peraturan perundang-undangan tentang Lelang di Indonesia diawali dengan 

Vendu Reglement (Peraturan Lelang)Stb. 1908 Nomor 189 dan Vendu Instructie 

(Intruksi Lelang) Stb. 1908 Nomor 190. Peraturan pelaksanaan untuk lelang dikeluarkan 

oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang 

kemudian menjadi dasar bagi diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan yang kemudian 

dirubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang .Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan juga Keputusan Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor 42/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Lelang.

Sisi positif yang terkandung dalam pelaksanaan penjualan barang secara lelang 

antara lain adalah adil, aman, cepat dan efisien, harga wajar serta menjamin adanya 

kepastian hukum. Adil karena disaksikan pimpinan dan dilaksanakan oleh Pejabat
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Umum yang oleh Pemerintah yang bersifat independent. Cepat dan efisien, karena lelang 

didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat hari 

lelang dan pembayaran tunai. Harga wajar, karena menggunakan sistem penawaran yang 

bersifat kompetitif dan transparan serta menjamin kepastian hukum, karena dilaksanakan 

oleh Pejabat Lelang dan dibuat Risalah Lelang sebagai akta otentik.

Siapapun yang berminat menjual barang secara lelang harus mengajukan 

permohonan tertulis ke Kantor Lelang (dalam oranisasi sekarang namanya Kantor 

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara atau disingkat KP2LN) ditempat 

yang akan dilelane ieiang tersebut pada dasarnya tidak dapat

ditolak oleh Kantor Lelang, kecuali permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dalam ketentuan lelang. Setelah pemohon lelang m endapatkan 

persetujuan dari Kantor Lelang Negara, dilakukan pengumuman terlebih dahulu un tuk  

pelaksanaan lelang pada surat kabar harian. Pe.Vateancian lelang dilakukan oleh pejabat 

lelang fo\\itup dengan pe/nbayaran dan pelunasan oleh pemenang lelang. 

Pelaksanaan lelang yang telah memenuhi ketentuan tidak dapat dibatalkan.

Lelang digunakan dengan berbagai sistem dalam pelaksanaannya salah satunya 

melalui lelang eksekusi dan lelang non eksekusi. Lelang eksekusi pun dibagi m enjadi 

lelang eksekusi pengadilan dan lelang eksekusi PUPN. Lelang eksekusi pengadilan 

adalah lelang untuk melaksanakan putusan hakim/penetapan pengadilan sebagai tindak 

lanjut dalam perkara perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang 

eksekusi PUPN adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang negara yang

10

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



wajib dibayar kepada negara/badan usaha milik negera yang baik dikuasai secara 

langsung atau tidak secara langsung berdasarkan suat peraturan, peijanjian atau sebab 

apapun, misalnya BUMN/BUMD, Departemen/Lembaga non Departemen yang diurus 

oleh BUPLN/PUPN.

Seperti halnya kasus kredit macet antara Bank Mandiri ex Bank Bumi Daya 

(selanjutnya disebut bank dengan debiturnya yaitu PT. IRADAT PURI (selanjutnya 

disebut debitur) yang kreditnya tidak beijalan dengan baik. Atas kredit tersebut debitur 

menyerahkan agunan sebagai jaminan pelunasan hutangnya kepada bank berupa tanah, 

pabrik dan sebagainya. Kemudian muncullah kebijakan pemerintah yang merugikan 

beijalannya usaha debitur, sehingga mengakibatkan usaha debitur mengalami 

kemunduran.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut, debitur melakukan pembelian sejumlah 

mesin, peralatan, dan sebagainya melalui leasing. Tahun berikutnya debitur mengalami 

masalah baru yaitu terhadap kayu olahan milik debitur dilakukan penyitaan dan 

penyegelan dengan alasan bahwa kayu-kayu milik debitur merupakan stock kayu illegal 

oleh Kepala Dinas Kehutanan. Akhirnya debitur tidak bisa melunasi sisa pembayaran 

hutang kepada bank.

Bank mengambil tindakan dengan memberikan kualifikasi sebagai kredit macet 

atas nama debitur dan menyerahkannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara (selanjutnya disebut BUPLN) untuk diurus lebih lanjut. PUPN/BUPLN pun 

melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan kepada debitur yang
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dinyatakan sebagai debitur kredit macet. Salah satu tindakan adalah

melakukan penyitaan atas barang-barang milik debitur berupa tanah, pabrik, perumahan, 

stock kayu dan mesin-mesin pabrik, peralatan berat, yang termasuk dibelinya melalui 

leasing. Tetapi, kemudian ternyata ada masalah pada barang-barang milik debitur yaitu 

musnahnya beberapa barang-barang yang dijadikan jaminan setelah disita oleh 

PUPN/BUPLN.

Beberapa jaminan milik debitur yang disita oleh PUPN/BUPLN mengalami 

kebakaran. Kebakaran tersebut terjadi selama dua kali yang memusnahkan gudang, kayu 

dan pabrik milik debitur. Akhirnya debitur menggugat PUPNi'BliVY^ atas peristiwa 

tersebut. Debitur rwcTvg,ctfiggap bahwa selama barang-barang jaminan debitur disita dan 

disegel oleh PUPN/BUPLN, maka barang-barang tersebut berada di bawah kekuasaas\ 

PUPN/BUPLN dan sekaligus b e r ta n g g u n ^ i^ ^ '& a s  peristiwa tersebut.

WPN/BUPLN pun akan melakukan pelelangan terhadap barang-barang m ilik 

debitur kredit macet tersebut. Walaupun pelelangan masih dalam perencanaan saja, 

debitur tetap tidak setuju akan rencana lelang. Debitur menganggap bahwa kelalaian 

PUPN/BUPLN masih harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu terhadap 

musnahnya barang-barang milik debitur.

Melihat kasus diatas, mengenai adanya gugatan debitur kepada PUPN/BUPLN 

dan Bank atas musnahnya barang-barang sitaan yang akan dilelang, mengingat barang- 

barang debitur musnah pada saat masih berada dalam kekuasaan PUPN/BUPLN selam a 

lelang belum dilakukan. Penulis merasa tertarik untuk membahas kasus tersebut dengan
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judul, “Akibat hukum terhadap musnahnya barang-barang sitaan atas tindakan 

sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 

3285 K/Pdt/2001)’\

B. Pokok Permasalahan :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan

yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung

nomor 3285 K/Pdt/2001?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan

berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 K/Pdt/2001?

3. Bagaimana akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya

barang sitaan?

c. Metode Penelitian

Penelitian merupakan-suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan 

kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis 

berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu
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sistem, sedangkan konsisten berarti penelitian dilakukan dengan taat asas l0. Untuk itu 

penelitian ini dilakukan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder 11.

2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. 

Deskriptif analitif yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, 

rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang berhubungan dengan 

kewenangan PUPN/BUPLN, perlindungan hukum terhadap debitur dan rencana 

lelang terhadap musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang o leh  

PUPN/BUPLN a tas putusan SVgvmg Nomor 3285 K/Pdt/2001.

bakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan cara menelaah 

dan menganalisis berdasarkan peraturan-peraturan dan literatur-literatur serta teori- 

teori yang digunakan sebagai analisis, kemudian dideskripsikan dalam satu bentuk 

tulisan.

10 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta : Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hal. 2.
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, ed. 1-9, (Jakarta : 
RajaGrafindo Persada, 2006). hal. 12.
12 Sri Mamudji, et al., op. cit., hal. 4.
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Data dan sumber data.

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan 

mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang akan dibahas, berupa peraturan 

perundang-undangan tentang hukum jaminan dan lelang terutama yang 

berhubungan dengan masalah pelaksanaan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN, 

buku-buku, media internet, majalah, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan tesis ini.

Sumber data sekunder atau pustaka hukum ini diperoleh dari :

a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa keputusan, 

peraturan, petunjuk pelaksanaan yang mengatur atau terkait dengan lelang, 

Peraturan Pelaksanaan sita dan lelang oleh BUPLN sesuai dengan 

pembahasan mengenai bantahan kreditur terhadap penundaan pelaksanaan 

lelang, yang meliputi:

(1). Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(2). Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

(3). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

(4). Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

(5). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang terkait dengan tanah.

(6). Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan 

Piutang Negara.
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(7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang petunjuk 

Pelaksanaan Lelang.

(8).Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 1/KMK.08/2002 tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara.

(9). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1991 tentan 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, makalah dan 

artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.

13c. bahan hukum tertier berupa kamus hukum. • •

4. Pengumpulan data.

Pen<£vyc -̂uWi data dalam penelitian ini menggunakan studi yaitu studi

yang didapat dan peraturaiv dan peraturan perundang-undangan serta

'Deberapa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum jam inan dan 

pelaksanaan sita dan lelang oleh BUPLN dengan cara membaca, mempelajari, 

mengutip data tersebut untuk pembahasan14.

5. Pengolahan data.

Setelah data terkumpul, kemudian diperiksa kembali untuk menghindari kesalahan 

dan kekurangan. Jika telah sempurna maka data tersebut diklasifikasikan m enurut

ljSoeijono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit., hal. 13.
14 Sri Mamudji, e t al., op. cit., hal. 30.

16

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



bahasannya. Selanjutnya data disusun sesuai dengan kerangka bahasan yang 

ditentukan, sehingga dapat mempermudah untuk memperoleh kesimpulan.

6. Analisis data.

Data yang terkumpul dan telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data kedalam bentuk kelimat 

secara sistematis. Melalui metode ini diperoleh yang jelas mengenai masalah yang 

dibahas.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri atas 3 (tiga) bagian atau 

disebut bab yang berkaitan, untuk melihat hubungan yang jelas antara satu bab dengan 

bab lainnya dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab II merupakan bab pembahasan mengenai akibat hukum terhadap

musnahnya barang sitaan atas tindakan sita dan lelang oleh BUPLN, yang disajikan 

mengenai teori-teori hukum dan tinjauan pustaka yang memiliki hubungan dengan 

penelitian seperti menguraikan secara teoritis dan peraturan perundang-undangan yang 

terdiri dari sub bab Pertama tentang Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan yang 

berisikan tentang, pertama mengenai Hak Tanggungan terdiri dari uraian mengenai 

Pengertian Hak Tanggungan, Dasar Hukum Hak Tanggungan, Fungsi Hak Tanggungan,
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Asas-asas Hak Tanggungan, Eksekusi Hak Tanggungan dan kedua mengenai Jam inan 

Fidusia yang terdiri dari Pengertian Jaminan Fidusia, Ruang Lingkup Jaminan Fidusia, 

Asas-asas Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia. Sub bab Kedua tentang Panitia 

Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), 

mengenai Pengaturan PUPN/BUPLN, Tugas dan Fungsi PUPN/BUPLN. Sub bab Ketiga 

tentang Sita terhadap barang jaminan mengenai Sita Jaminan dan Sita Eksekusi. Sub bab 

Keempat tentang Lelang mengenai Pengertian lelang, Dasar hukum lelang, Fungsi 

lelang, Asas Lelang, Sistem lelang dan Prosedur lelai\%. Sub bab Kelima tentang 

Analisis putusarv Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001 berisikan Kasus Posisi 

Perkara berisikan Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan 

yang akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara mahkamah agung nom or 32S5 

K/Pdt/2001, perYmdungan hukum terhadap, <tefc>Ytur atas musnahnya barang sitaan 

berdasarkan putusan perkara mahkamah agung nomor 3285 K/Pdt/2001, dan

akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang sitaan 

tersebut.

BAB III : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dalam tesis ini, dan apabila 

terdapat fakta baru tetapi tidak termasuk dalam jawaban permasalahan maka akan 

dimasukan kedalam saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkem bangan 

hukum mengenai lelang di Indonesia .
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Selain hal-hal yang terdapat dalam bab-bab tersebut diatas, dimuat pula daftar pustaka 

yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis, dan terakhir adalah lampiran yang 

berkaitan dengan penulisan tesis ini.
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BABU

Akibat hukum terhadap musnahnya barang sitaan 

atas tindakan sita dan lelang oleh PUPN/BUPLN

A. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Kebendaan

Salah satu kegiatan usaha bank adalah pemberian kredit. Pemberian kredit 

merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang 

umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap 

penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan 

dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini15.

Pada dasarnya jaminan kredit dibagi terdiri dari jaminan perorangan dan jaminan 

kebendaan. Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan berupa 

kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan 

kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera 

janji (wanprestasi)16 yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab- 

kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

15 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta 
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 3.
16 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 211.
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Jaminan Kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda m aupun 

hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian harta kekayaan, baik si 

debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kew ajiban-kew ajiban 

debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (w anprestasi). 

Kreditur tersebut mempunyai kedudukan preferen yang didahulukan dari kreditur lain 

dalam pengambilan pelunasan piutangnya dari benda objek jam inan.

Jaminan kebendaan dibagi lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya G adai, 

Hipotek, Hak Tanggungan dan Fidusia. Pengaturannya pun terdapat dalam Buku K e­

dua Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1178 KUHPerdata dan beberapa pengaturan
a

lainnya. Tetapi untuk penulisan ini hanya akan membahas jam inan kebendaan m engenai 

Hak Tanggungan dan Fidusia.

1. Hak Tanggungan

a). Pengertian Hak Tanggungan

UUHT memberikan definisi Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda 

yang berkaitan dengan Tanah, yang selalu disebut dengan “Hak Tanggungan”, terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) UUHT, sebagai berikut:

“Hak Tanggungan adalah Hak Jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang
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tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 
terhadap kreditur-kreditur lain”17.

Uraian diatas, ada beberapa unsur pokok dari Hak Tanggungan yang termuat di

dalam definisi tersebut. Unsur-unsur pokok itu ialah:

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan untuk pelunasan utang.

2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai Undang-undang Pokok 

Agraria (selanjutnya disebut UUPA).

3. Hak Tanggungan dapat bebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat 

pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu.

4. Utang yang dijamin harus suatu utang tertentu.

5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lain.

b). Dasar Hukum Ilak Tanggungan

Hukum yang mengatur Hak Tanggungan adalah :

(1). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (selanjutnya disebut UUPA):

17 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak 
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 11.
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a. Pasal 25 UUPA : “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 

hak tanggungan”18.

b. Pasal 33 UUPA : “Hak guna usaha dapat dijadikan jam inan utang dengan 

dibebani hak tanggungan”19.

c. Pasal 39 UUPA : “Hak guna bangunan dapat dijadikan jam inan utang dengan 

dibebani hak tanggungan”20.

d. Pasal 51 UUPA : “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada hak m ilik, 

hak guna usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 

diatur dengan undang-undang”21.

(2). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT)22.

(3). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaft^T^W. 

(selanjutnya disebut PP 24/1997'\23 %

^^Y£fturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (B PN ) 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pem erintah

18Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan H ukum  
Tanah, Cet. 17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal. 13 .
19 Ibid., hal 15.
20 Ibid., hal 17.
21 Ibid., hal. 21.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang  
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 414.
23 Ibid.
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Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan 

Menteri 3/1997)24.

(5). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa 

Membebankan Hak Tanggungan Untuk menjamin pelunasan kredit-kredit 

tertentu25.

(6). Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan 

memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UUHT, dinyatakan dalam Pasal 26 

UUHT, bahwa peraturan mengenai hypotheek yang ada pada mulai berlakunya 

UUHT berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan26.

c). Fungsi Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang 

tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu kepada 

kreditur-kreditur lain. Apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan 

berhak menjual melalui pelelangan, umum tanah yang dijadikan jaminan menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangn yang bersangkutan, dengan hak mendahului 

daripada kreditur-kreditur lain.

Adakalanya seorang kreditur menginginkan untuk tidak berkedudukan sama 

dengan kreditur-kreditur lain, dalam hal-hal tertentu. Kedudukan yang sama dengan
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kreditur-kreditur Jain (kreditur konkuren) itu berarti mendapatkan hak yang berim bang 

dengan kreditur-kreditur lain dari hasil penjualan harla kekayaan debitur. K edudukan 

yang sama itu tidak memberikan kepastian akan terjaminnya pengembalian piutangnya27.

Makin banyak kreditur dari debitur yang bersangkutan, makin kecil pula 

kemungkinan terjaminnya pengembalian piutang milik kreditur. Bahkan yang paling 

ditakutkan adalah ketika sesuatu hal debitur menjadi berada dalam keadaan insolven  

(tidak mampu membayar utang-utangnya)28. Dan sebagai akibatnya, kem ungkinan 

dinyatakan oleh pengadilan debitur itu^atuh pailit.

Uraian diatas, menciptakan perlu adanya perlindungan terhadap beberapa 

kreditur yang diistimewakan. Pengadaan Hak- Tanggungan adalah untuk m em berikan 

kedudukan bagi seorang kreditur tertentu untuk didahulukan terhadap kreditur-kreditur 

lain (kreditur preferen). Itulah pula tujuan dari eksistensi Hak Tanggungan yang d iatur 

oleh UUHT29.

d). Asas-asas Hak Tanggungan

Berdasarkan UUHT, maka Hak Tanggungan mempunyai asas-asas, antara lain

sebagai berikut:

(1). Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditur 

pemegang Hak Tanggungan (asas droit de preference).

27 Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., hal. 10.
28 Ibid.
29 Ibid.
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Karakteristik yang pertama ini tidak hanya dapat kita temui dalam Pasal 1 ayat 

(1) UUHT dan Pasal 20 ayat (1) UUHT, tetapi pada bagian lain UUHT yaitu 

Angka 4 Penjelasan Umum UUHT30:

“bahwa jika debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak 
menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak 
mendahului daripada kreditur-kreditur yang lain. Keduduka diutamakan tersebut 
sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut 
ketentuan hukum yang berlaku”31.

(2). Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kecuali dipeijanjikan lain.

Maksudnya adalah bahwa Hak Tanggungan membebani secara utuh objek Hak 

Tanggungan dan setiap bagian darinya. Telah dilunasinya sebagian dari utang 

yang dijamin tidak terbebasnya sebagian objek Hak Tanggungan dari beban Hak 

Tanggungan, melainkan Hak Tanggungan tetap membebani seluruh objek Hak 

Tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 ayat (1) UUHT). 

Namun demikian dapat dikecualikan artinya Hak Tanggungan itu dapat hanya 

membebani sisa objek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang yang belum 

dilunasi apabila dipeijanjikan lain (Pasal 2 ayat (2) UUHT)32.

30 Ibid., hal. 16.
31 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah, Cet. 17, (Jakarta : Djambatan, 2006), hal. 175 .
32 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. IV, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2003), hal. 411.
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(3). Selalu mengikuti objek jaminan hutang dalam tangan siapapun objek tersebut 

berada (droit de suit e).

Walaupun objek Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi m ilik 

pihak lain, kreditur masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi 

jika debitur tersebut wanprestasi (Pasal 7 UUHT)j3.

(4). Perjanjian Hak Tanggungan adalah Perjanjian Accesoir.

Perjanjian Hak Tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. 

Keberadaannya adalah karena adanya perjanjian lain, yang disebut perjanjian 

induk (pokok)34. Perjanjian induk (pokok) bagi perjanjian Hak Tanggungan 

adalah perjanjian hutang-piutang yang menimbulkan hutang yang dijam in. 

Perjanjian Hak Tanggungan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya35 

(Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) UUHT).

(5). Asas Spesialitas.

Bahwa Hak Tan%<goffigan harus memenuhi asas spesialitas, misalnya nam a, 

identitas, domisili kreditur dan pemberi Hak Tanggungan. Selain uraian tersebut, 

wajib juga disebut secara jelas dan pasti piutang yang mana yang dijam in dan

33 Ibid.,
34 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan  
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang H ak  
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 28.
35 Muhamad Djumhana, op. cit.
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jumlahnya atau nilai tanggungannya, juga uraian jelas dan pasti mengenai benda- 

benda yang ditunjuk menjadi objek Hak Tanggungan36 (Pasal 11 UUHT).

(6). Asas Publisitas.

Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atas asas keterbukaan bagi pihak ketiga. 

Realisasinya yaitu dengan cara didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan 

tersebut, hal ini merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan 

tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (Pasal 13 ayat 

(1) UUHT)37. Pendaftaran Hak Tanggungan mempunyai sifat terbuka bagi 

umum yang berkepentingan, termasuk data mengenai Hak Tanggungan 

tersebut38.

(7). Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Menurut Pasal 6 UUHT dan penjelasannya, bahwa hak untuk menjual objek Hak 

Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari 

kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan, atau 

oleh pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu 

pemegang Hak Tanggungan39. Tidak hanya itu saja, bahkan seorang kreditur 

tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada, pengadilan melalui 

gugatan perdata, tetapi dengan adanya irah-irah dengan kata-kata “DEMI

36 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 419.
37 Muhamad Djumhana, op. cit., hal. 412.
38 Boedi Harsono, op. cit., hal. 420.
39 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak 
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 47.
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KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E SA ” , 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

14 UUHT. Pemegang Hak Tanggungan dengan kedudukan yang diutam akan 

berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas hutang debitur dari 

hasil penjualan atas objek Hak Tanggungan (Pasal 6 UUHT)40.

e). Eksekusi Hak Tanggungan

Hak Tanggungan bertujuan uutuk menjamin utang yang diberikan pem egang 

Hak Tanggungan kepada debitur. Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan Pasal

20 UUHT:

(1). Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual o b j£ k \N ^ \^ £ £ u n g a i \  

sebagaimana dalam Pasal 6

lfle eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaim ana 

dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT.

Melihat uraian diatas, maka tanah (hak atas tanah) yang dibebani Hak Tanggungan itu 

berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi H ak 

Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas 

penjualan tersebut.

40 Boedi Harsono, op. cit., hal. 455.
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Pelaksanaan penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan. Penjualan melalui 

pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk 

pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada 

kreditur-kreditur lainnya (Pasal 20 ayat (1)) UUHT). Berdasarkan penjelasannya pun 

perwujudan dari kemudahannya yang disediakan oleh undang-undang ini bagi para 

kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam hal harus dilakukan eksekusi41. Eksekusi 

pelelangan digunakan agar penjualan itu dapat dilakukan secara jujur42 dan diperoleh 

harga yang paling tinggi untuk objek Hak Tanggungan yang dijual43.

Selain melalui pelelangan, dimungkinkan penjualan dibawah tangan terhadap 

objek Hak Tanggungan. Penjualan dibawah tangan yang dimaksudkan dalam rangka 

eksekusi objek Hak Tanggungan diperlukan persetujuan pemberi dan pemegang Hak 

Tanggungan (Pasal 20 ayat (2) UUHT). Pelaksanaannya dapat dilakukan setelah lewat 

waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi Hak Tanggungan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat 

kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta 

tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (Pasal 20 ayat (3) UUHT). Persyaratan

41 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta 
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 46.
42 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak 
Tanggungan), (Bandung : Penerbit Alumni, 1999), hal. 164.
43Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cet. 10, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 458.
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tersebut dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang berkepentingan, m isalnya 

pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari pemberi Hak 

Tanggungan44.

Dari adanya dua cara penjualan terhadap eksekusi objek Hak Tanggungan 

tersebut diatas, untuk pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya akan 

menggunakan eksekusi objek Hak Tanggungan dengan cara penjualan m elalui 

pelelangan umum.

2. Jaminan Fidusia

a). Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia telah di^urssk.'an Indonesia sejak masa Hindia Belanda 

suatu bentuk lembaga jaminan yang memw^Vinkan kepada pemberi F idusia 

untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang 

dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan Fidusia.

Menurut asal kata, Fidusia berasal dari kata fides yang berarti “ kepercayaan”4 \  

Memang hubungan hukum antara debitur pemberi Fidusia dan kreditur penerima Fidusia 

merpakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

44M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta 
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 47.
45 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 276.
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Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) memberikan pengertian tentang 

Fidusia dan Jaminan Fidusia :

-  Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan 

dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam 

penguasaan pemilik benda”46.

Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud 
maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang khususnya bangunan yang 
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimksud dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 
pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”47.

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia. 

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia 

adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk Fidusia.

Fidusia yang diberikan UU Jaminan Fidusia dapat dikatakan bahwa dalam 

Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu teijadi atas dasar 

kepecayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam 

penguasaan pemilik benda.

46 Indonesia. Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999.
47 Ibid,.
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Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara constitutum
v o

possesorium . Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan 

melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan Penerima Fidusia. 

Penyerahan secara constitutum possesorium berarti barang jaminan kredit atau barang 

Fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur .

b). Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Lembaga Jaminan Fidusia lahir pertama-tama dari yurisprudensi di Belanda, 

yaitu dengan dikeluarkannya keputusan oleh Hoge Raad (HR) Belanda tanggal 29 

Januari, yang dikenal dengan Bierbrouwerij Arrest. Sedangkan di Indonesia sendiri 

lembaga Jaminan Fidusia sendiri untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam  

keputusan Hooggerechtsh o f  (HgH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam peikara antara 

Batciafsche Petroe-um Maatschappij (BPM) dewgftftYfcclro Clignett

Perkara BPM melawan Pedro Clignett terjadi ketika Pedro Clignett m em injam  
uang dari BPM dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. 
Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir 
jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM , 
sampai akhirnya kejadian tersebut terjadi, namun ditolak Clignett dengan alasan bahw a 
perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi 
karena barang gadai dibiarkan tetap berada dibawah kekuasaan debitur maka gadai 
tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPdt. Putusannya HgH m enolak 
alasan Clignett karena menurut Hgh jaminan yang dibuat BPM dan Clignett bukanlah 
gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau Fidusia yang telah

48 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia , Cet. I, 
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 127.
49 H.R Daeng Naja., Loc. c i t hal. 279.
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diakui oleh Hoge Raad (HR) Belanda dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignet diwajibkan 
untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM50.

Setelah adanya keputusan Hgh itu, Fidusia selanjutnya berkembang baik di 

Indonesia. Lembaga Jaminan Fidusia kini diatur melalui peraturan perundang-undangan, 

yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan 

diberlakukannya UU Jaminan Fidusia tersebut, pengikatan jaminan utang yang 

dilakukan melalui Jaminan Fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya. 

Dalam undang-undang ini barang sebagai objek Jaminan Fidusia disebut benda.

c). Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Pasal 2 UU Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya UU 

Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan membebani 

benda dengan Jaminan Fidusia51.

Rumusan diatas dipertegas kembali yang dimuat dalam Pasal 3 UU Jaminan 

Fidusia, bahwa UU Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan 

perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut 

wajib didaftar.

50 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., op. c i t hal. 120.
51 Ibid, hal. 131.
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Penjelasan mengenai uraian diatas, diatur dalam penjelasan Pasal 3 huruf a UU 
Jaminan Fidusia, bahwa berdasarkan ketentuan ini, bangunan diatas tanah m ilik 
orang lain yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan UU 
Hak Tanggungan (UUHT), dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia1’2.

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh M3 atau 

lebih

c. Hipotek atas pesawat terbang.

d. Gadai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 4 serta Pasal 3 UU Jaminan Fidusia, dapat 

dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat 

dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda 

benvujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak m aupun 

tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT atau Hipotek sebagaimana dim aksud 

dalam Pasal 314 KUHPdt.

d). Fungsi Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia memegang peranan penting dalam dunia perbankan khususnya 

pemberian kredit. Melalui Jaminan Fidusia dengan cara pengalihan hak kepem ilikan 

semata-semata digunakan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, bukan seterusnya

52 M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Ed. 1, (Jakarta 
: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 52.
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dimiliki oleh Penerima Fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia .

Biasanya kredit yang diberikan oleh bank diperlukan perusahaan-perusahaan 

untuk kehidupan usahanya. Perusahaan yang diberikan kredit oleh bank pun 

memberikan barang-barang persediaannya dan piutang-piutangnya baik yang sudah ada 

maupun yang masih akan ada sebagai barang jaminan, dengan masih tetap menguasai 

barang-barang persediaan tersebut.

Fidusia juga dipergunakan sebagai jaminan dalam pembelian benda bergerak. 

Jika pada pembelian benda bergerak54, dimana si pembeli tidak mempunyai uang yang 

cukup untuk membayar secara kontan, maka dengan persetujuan si penjual, harga 

barang-barang itu dapat dibayar sebagian atau keseluruhannya dengan peminjaman 

kredit dari pihak ketiga, dengan Jaminan Fidusia atas barang-barang tersebut

Bahkan sesuai dengan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, bahwa eksekusi terhadap 

benda Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia apabila debitur cidera 

janji. Ini menandakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka barang-barang atau 

benda-benda yang dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia dapat di kuasai oleh 

Penerima Fidusia sebagai pengganti atas tidak terpenuhinya hutang debitur atau Pemberi 

Fidusia kepada Penerima Fidusia.

53 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., pp. cit., hal. 130.
54 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan 
Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Yogyakarta 
: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur, 1977), hal. 44.
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d). Karakteristik Jaminan Fidusia

1. Perjanjian Assesoir.

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Jam inan

Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak

berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani H ak 

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan 

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang m em berikan 

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ini berarti UU Jamina Fidusia secara tegas menyatakan Jaminan Fidusia adalah 

agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang  

diutamakan kepada Penerima Fidusia^ y hak yang didahulukan terhadap kreditur 

Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likudasi Pemberi F idusia 

(Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia)55.

Melihat uraian diatas, maka tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Jam inan 

Fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir? Yang melahirkan hak yang bersifat 

“persoonlijk” (perorangan) bagi kreditur56.

Pasal 4 UU Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa Jam inan 

Fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang m enim bulkan 

kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kewajiban bagi para pihak untuk m em enuhi

55 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., op. c i t hal. 124.
56 Ibid,.
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suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, beibuat sesuatu, atau tidak berbuat 

sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu peijanjian assesoir, peijanjian 

Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut57:

a. sifat ketergantungan terhadap peijanjian pokok.

b. Keabsahannya semata-mata sitentukan oleh sah tidaknya peijanjian pokok.

c. Sebagai peijanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang 

disyaratkan dalam peijanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

2. Sifat Mendahului (Droit de Preference) dalam Jaminan Fidusia.

Sama halnya seperti hak agunan atas kebendaan lainnya, Hak Tanggungan yang 

diuraikan diatas, maka Jaminan Fidusia menganut prinsip “droit de preference ”. Sesuai 

ketentuan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal 

pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Hal yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah hak Penerima 

Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi 

objek Jaminan Fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahulukan kreditur- 

kreditur lainnya. Bahkan sekalipun Pemberi Fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, hak 

yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia tidak termasuk dalam harta pailit Pemberi Fidusia.

Jadi dapat dikatakan bahwa uraian diatas berhubungan dengan ketentuan bahwa 

Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di

57 Ibid., hal. 125.
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samping itu, ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa benda

• • SKyang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi .

3. Droit de Suite.

Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan 

yang menjadi objek Jaminan Fidusia (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia).

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip “droit de suite"  yang telah 

merupakan bagian dari peraturan penindang-undangan Indonesia dalam kaitannya 

dengan hak mutlak atas kebendaan. Namun demikian tidak menutup kem ungkinan 

terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang 

menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan sebagaimana yang diatur dalam  

Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 UU Jaminan Fid&&\&.

e). Eksekusi Jaminan Fidusia

Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam  

melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Pasal 29 UU Jam inan F idusia 

menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap 

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

a. pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.

58 Ibid., hal. 126.
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b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima 

Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan 

Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapar diperoleh harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh 

harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan 

umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik 

Pemberi ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan 

asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat 

jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal

29 sampai dengan Pasal 34 UU Jaminan Fidusia.

Dari dua cara eksekusi tersebut, Penulis hanya akan membahas eksekusi benda 

yang dijadikan objek Jaminan Fidusia yang akan dilakukan rencana pelelangan umum 

saja.
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B. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang  

Negara (BUPLN)

1. Pengaturan PUPN/BUPLN

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) merupakan panitia interdépartemental 

yang bertugas mengurus piutang negara/kredit macet bank pemerintah yang telah 

diserahkan pengurusannya kepada instansi pemerintah atau badan-badan yang secara 

langsung atau tidak langsung dikuasai negara.

Landasan hukum PUPN dalam mengurus piutang negara/kredit macet bank 

pemerintah adalah Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia U rusan 

Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN). Selain itu, dalam m enjalankan 

operasionalnya PUPN berpedoman kepada ketentuan Keputusan Presiden N om or 11 

Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang N egara  

dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia U rusan 

Piutang Negara.

Penjelasan UU PUPN menerangkan bahwa tugas PUPN adalah m enyelesaikan 

kredit macet bank pemerintah secara singkat dan efektif, dengan maksud agar kredit 

macet tersebut dapat dengan cepat tertagih. Untuk itu, kepada PUPN diberikan suatu 

kekuasaan khusus dalam menetapkan dan menerbitkan Surat Pernyataan Bersama (PB ), 

Surat Paksa, Surat Perintah Penyitaan dan lelang.

Perkembangan PUPN saat ini menjadi sangat pasif bahkan tidak berfungsi. Hal 

ini terjadi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N om or 33 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005
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tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa Piutang 

Negara Perusahaan Negara/Daerah untuk selajutnya dilakukan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan 

Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksananya. Dengan demikian, maka piutang 

negara yang berasal dari bank milik pemerintah dapat secara sendiri mengurus 

penyelesaian kredit macet tanpa melalui PUPN lagi.

Selain PUPN, ada pula lembaga pelaksana pengurusan piutang negara yaitu 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). BUPLN dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 (selanjutnya disebut Keppres BUPLN), yang 

dalam perkembangannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 serta 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 menjadi Direktorat Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara (Diijen PLN).

Pasal 2 Keppres BUPLN, menerangkan mengenai tugas dan wewenang BUPLN. 

Tugas BUPLN adalah melaksanakan atau menyelenggarakan pengurusan piutang negara 

dan pelayanan lelang berdasarkan pelaksanaan tugas PUPN maupun pelaksanaan 

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. Badan ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Menteri Keuangan.

Pelaksanaan tugas operasional BUPLN dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN) yang 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri
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Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 telah digabung menjadi Kantor Pelayanan Piutang 

dan Lelang Negara (KP2LN).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa tugas PUPN berbeda dengan 

BUPLN. PUPN merupakan pihak yang melakukan pembahasan, penataan, pengurusan 

dan pengawasan terhadap piutang negara. Sementara itu, BUPLN hanya sebagai 

pelaksana dan operasional dari apa yang sudah diputuskan dan dibahas oleh PUPN.

2. Tugas dan Kewenangan PUPN/BUPLN

Berdasarkan Pasal 8 UU PUPN, yang dimaksud dengan piutang negara adalah 

jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara 

langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, 

perjaniian atau sebab apa pun.

Piutang negara menurut asal penyerahannya dibagi dalam dua kategori, yaitu 59:

1). Piutang negara perbankan yang penyerahannya berasal dari bank-bank m ilik

pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah); dan

2). Piutang negara non perbankan yang penyerahannya berasal dari instansi

pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non perbankan, Badan U saha

Milik Daerah (BUMD) non perbankan, yayasan dan lain-lain.

Piutang negara yang penyerahannya berasal dari bank milik pemerintah dapat 

berasal dari salah satunya adalah kredit macet pada bank pemerintah. Suatu kredit pada

59H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 345.
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debitur dapat dinyatakan sebagai debitur dengan kredit macet apabila sudah digolongkan 

ke dalam indikator berdasarkan aspek-aspek tertentu dan terukur yang ditetapkan oleh 

suatu peraturan perbankan dan menghasilkan kolektibilitas. Kolektibilitas yaitu keadaan 

pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat 

kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut60.

Kredit bermasalah terutamanya golongan kredit macet pada bank milik 

pemerintah merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara, 

karena bank milik pemerintah merupakan salah satu badan yang secara langsung atau 

tidak langsung dikuasai pemerintah atau negara61. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU 

PUPN, penyelesaian kredit bank milik pemerintah dapat diusahakan melalui PUPN.

Pada penjelasan Pasal 4 UU PUPN dinyatakan bahwa piutang negara pada 

tingkat pertama, secara prinsip upaya penyelesaiannya menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab dari penyerah piutang. Jika upaya-upaya yang telah ditempuh tidak juga berhasil, 

diserahkan pengurusannya kepada PUPN .

Melalui UU PUPN, PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah 

diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan 

demikian, bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan 

melalui PUPN.

60 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. IV, (Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 2003), hal. 42V.
61 Ibid., hal. 434.
62 Ibid,.
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata C ara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah disebutkan bahwa Piutang Negara Perusahaan 

Negara/Daerah untuk selajutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik N egara 

beserta peraturan pelaksananya. Dengan demikian, maka piutang negara yang berasal 

dari bank milik pemerintah dapat secara sendiri mengurus penyelesaian kredit m acet 

tanpa melalui PUPN lagi.

Namun dalam hal ini akan diuraikan mengenai tugas PUPN dalam  

menyelesaikan pengurusan piutang negara yang berasal dari kredit macet pada bank 

milik pemerintah berdasarkan UU PUPN.

Pelimpahan pengurusan penyelesaian kredit macet oleh kreditur yaitu bank 
kepada PUPNfB\J?LN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal ja tu h  
tempo yang tercantum dalam dokumen perpanjangan jangka waktu pelunasan 
kredit. Setelah pengurusan dan penyelesaian kredit macet ditangani oleh 
PUPN/BUPLN, maka yang menjadi pihak yang berpiutang adalah negara dan 
bukan lagi bank. Untuk itu, maka PUPN/BUPLN bertindak sebagai penguasa 
yang melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik dan keputusan 
PUPN/BUPLN ini bersifat eksekutorial63.

Kewenangan PUPN menurut UU PUPN, terutama diatur dalam Pasal 4 dan 5 

dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976, antara lain 64:

63 Ibid., hal. 437.
64 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , (Jakarta 
: Sinar Grafika, 2006), Cet. 2, hal. 370.
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-  membahas pengurusan piutang negara yang harus dibayar kepada instansi- 

instansi pemerintah dan Badan-badan Usaha Milik Negara yang modal atau 

kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara, baik di pusat maupun di 

daerah;

-  melakukan pengawasan-pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit 

yang dikeluarkan oleh instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Usaha 

Milik Negara, baik di pusat maupun di daerah.

Tugas PUPN bukan mengadili tetapi melakukan pengurusan, penataan dan 

pengawasan. Dengan kata lain, tugas utama PUPN ialah “inkaso”65, yakni melindungi 

dan menagih pembayaran piutang negara agar segera dapat dikembalikan debitur ke kas 

negara yang bersangkutan. Hanya saja tindakan inkaso yang dilakukan PUPN memiliki 

ciri yang hampir sama dengan penagihan grosse akta66. PUPN dapat menagih langsung 

tanpa melalui proses dan campur tangan pengadilan. Undang-undang memberi hak 

khusus yang berdiri sendiri kepada PUPN dalam pengurusan, penataan, pengawasan dan 

penagihan piutang negara.

Kemudian untuk memperoleh kepastian penyelesaian kredit macet, PUPN 

mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu 67 membuat 

“Pernyataan Bersama” (PB) antara Ketua PUPN dengan pihak debitur, tentang 68 jumlah 

kewajiban (pengakuan hutang) debitur, waktu pemenuhan pelunasan kewajiban.

65 Ibid,.
66 Ibid,.
67 Ibid, hal. 371.
68 Ibid,.
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Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dimaksud dalam Pasal 10 

UU PUPN.

PUPN/BUPLN pun mempunyai kewenangan melakukan penagihan sekaligus 

dengan Surat Paksa dan sebagai landasan operasionalnya PUPN/BUPLN diatu r 

sebagaimana dalam Pasal 11 UU PUPN yang memberlakukan ketentuan Pasal 1, Pasal

3, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 63 Tahun 1959 tentang 

Penagihan Pajak Negara yang telah mengalami perubahan terakhir U ndang-undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Berdasarkan uraian kewenangan tersebut diatas, maka PUPN dalam  

pengurusan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan asas “parate eksekusi"09. Parate 

Eksekusi yang dimiliki PUPN/BUPLN memberi wewenang untuk m elaksanakan sendiri 

\e\ang tanpa campur tangan Pengadilan Negeri. Melalui Surat Paksa tersebut, 

PUPN/BUPLN berhak memerintahkan dan melaksanakan lelang terhadap harta 

kekayaan (barang jaminan) milik debitur. Hanya penjualan lelangnya tetap tunduk 

kepada ketentuan Peraturan Lelang/Vendu Reglegment Stb 1908 N om or 189. O leh 

sebab itu, segala tindakan dan perintah yang dilakukan dan ditetapkan PU PN /BU PLN  

adalah sah dan mengikat kepada semua pihak, termasuk pengadilan dan Pengadilan 

Negeri tidak berwenang mencampuri apalagi membatalkannya.

Sistem pengurusan kredit macet pemerintah yang dilaksanakan K P2LN  

merupakan alat bantu bagi pemantauan proses pelaksanaan dan perm asalahan

69 Ibid,.
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pengurusan kredit macet bank pemerintah. Pelaksanaan tugas dan wewenang untuk 

menarik semua kredit macet pemerintah telah diserahkan kepada satu badan yaitu 

PUPN/BUPLN.

3. Prosedur Pengurusan Piutang Bank Pemerintah.

Pengertian bank pemerintah dapat diartikan apabila dilihat dari kepemilikannya. 

Segi kepemilikannya dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang 

dimiliki bank yang bersangkutan. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta 

pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia atau 

negara, sehingga keseluruhan keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula70. -

Bank pemerintah pun layaknya bank pada umumnya melakukan kegiatan usaha 

bank, yang salah satunya adalah pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank 

didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan 

pemberian kepercayaan kepada nasabah atau debitur. Oleh karena pemberian kredit 

yang dilakukan bank atas dasar kepercayaan, maka perlu adanya prinsip kehati-hatian 

dengan memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan demi menjaga keamanan dari 

suatu kredit.

Berkenaan dengan pemberian kredit oleh bank, pasti menghadapi masalah 

kredit macet. Kredit macet pada bank merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu 

sendiri, yaitu berupa tingkat kesehatan bank tersebut. Oleh karena itu, bank wajib

70 Kasmir, SE, MM, Pemasaran Bank, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 19 - 
20.
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menghindari dan melakukan penyelesaian dari kredit macet. Penyelesaian kredit m acet 

khususnya pada bank pemerintah atau negara dilakukan melalui panitia khusus yang 

dinamakan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KM K.01/1998 dan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998 jo. Keputusan Kepala BU PLN  

Nomor Kep-1 l/PN/1999 tentang prosedur pengurusan kredit macet bank pem erintah 

dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a). Penyerahan Pengurusan Kredit macet Bank Pemerintah

Penyerah piutang/kreditur menyerahkan pengurusan kredit macet secara tertu lis 

kepada PUPN/BUPLN melalui Kantor Penerimaan Pengurusan Piutang N egara (K P3N ) 

disertai dengan data/dokumen piutang yang lengkap,

b). Penerimaan Pengurusan Kie&Yt Macet Bank Pemerintah.

Keabsahan dan kelengkapan syarat-syarat akan diteliti dan dianalisis kem bali 

termasuk juga apakah jumlah hutang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. K asus 

piutang negara perbankan besarnya piutang negara harus sesuai dengan peraturan 

kolektibilitas kredit Bank Indonesia71. Apabila ternyata jumlah hutang tidak sesuai 

denga peraturan yang berlaku pihak KP2LN akan mengkonfirmasikan kembali kepada 

penyerah piutang.

Apabila syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi melalui penelitian dan atau 

lebih diketahui adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, dalam kasus piutang

71 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 346.
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negara perbankan besarnya piutang negara harus sesuai dengan peraturan kolektibilitas 

kredit Bank Indonesia, maka Ketua PUPN akan menerbitkan SP3N, yaitu Surat 

Penerimaan Pengurusan Piutang Negara, dan akan ditandantangani oleh Ketua PUPN. 

Penerbitan SP3N ini, pengurusan kredit macet pemerintah secara formal beralih kepada 

PUPN/BUPLN dan penyerah piutang wajib menyerahkan semua dokumen asli 

kepemilikan barang jaminan dan pengikatannya kepada KP2LN.

c). Pelaksanan Pengurusan Kredit Macet Bank Pemerintah.

1). Pernyataan Bersama

Sesuai Pasal 10 UU PUPN, Pernyataan Bersama diartikan sebagai pengakuan 

atas sejumlah hutang yang wajib dibayar oleh penanggung hutang kepada negara dengan 

syarat-syarat penyelesaiannya berdasarkan hasil perundingan dan kesepakatan antara 

PUPN/BUPLN dengan penanggung hutang/debitur. Pernyataan Bersama ini merupakan 

landasan hukum yang sangat penting bagi PUPN/BUPLN karena Pernyataan Bersama 

ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan kekuatan memaksa.

Dalam proses pembuatan Pernyataan Bersama ini, sebelumnya PUPN/BUPLN 

atau KP2LN akan melakukan pemanggilan terhadap diri debitur/penanggung hutang. 

Bagi, debitur/penanggung hutang yang menghilang dan tidak diketahu alamat dan 

domisilinya, maka KP3N melakukan pemanggilan melalui pengumuman panggilan pada 

surat kabar harian.

Apabila debitur/penanggung hutang datang memenuhi panggilan, maka akan 

dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran adanya dan
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besarnya jumlah hutang serta menetapkan jangka waktu serta tata cara penyelesaiannya 

yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab.

2). Penetapan Jumlah Kredit Macet.

Penetapan jumlah nilai kredit macet oleh Ketua PUPN/BUPLN dilakukan 

apabila penanggung hutang/debitur tidak mengakui jumlah hutang baik sebagian atau 

seluruhnya dan tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah, atau 

debitur/penanggung hutang mengakui jumlah hutang tetapi menolak m enandatangani 

Pernyataan Bersama tanpa alasan yang sah dan terakhir jika debitur/penanggung hutang 

tidak memenuhi surat panggilan. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan KP2LN akan 

menetapkan jumlah piutang negara secara sepihak dalam bentuk surat Penetapan Jum lah 

Piutang Negara (PJPN).

3). Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Tindakan, ^w^eganan ditujukan kepada debitur atau penanggung hutang yang 

beritikad tidak baik dalam meyelesaikan hutangnya, namun diperkirakan m em iliki 

kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Pencegahan terhadap penanggung 

hutang/debitur untuk tidak pergi ke luar negeri dilakukan apabila jum lah hutang sebesar 

Rp. 1.000.000.000,- atau lebih, dan nilai barang jaminan tidak m enu tup  jum lah hutang.

Usul pencegahan yang ditujukan kepada Kepala Badan yang terkait harus 

didasarkan atas hasil penelitian kantor pelayanan yang apabila dilakukan pencegahan, 

akan berdampak adanya pelunasan atau pembayaran angsuran hutang. U paya 

pencegahan harus mengenai sasaran dalam arti apabila dilakukan pencegahan, debitur 

akan berupaya untuk meyelesaikan hutangnya atau tidak dapat melaksanakan niatnya
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untuk melarikan diri ke luar negeri. Jadi pencegahan bagi debitur untuk bepergian ke 

luar negeri ini dilakukan demi pengamanan dan kelancaran pelaksanaan pengurusan 

kredit macet. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan ini terletak pada Menteri 

Keuangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1992 tentang Keimigrasian.

4). Surat Paksa.

Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Ketua PUPN/BUPLN 

kepada penanggung hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutang kepada Negara 

berdasarkan UU PUPN. Surat Paksa ini berbentuk keputusan Ketua PUPN/BUPLN yang 

berkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Surat 

Paksa akan dikeluarkan apabila debitur/penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban 

yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Piutang Negara. Surat Paksa 

mempunyai kekuatan yang sama dengan grosse putusan hakim dalam perkara perdata 

dan oleh karenanya tidak dapat dimintakan banding. Surat Paksa memuat sekurang- 

kurangnya nama debitur, besarnya sisa hutang yang harus diselesaikan, alasan yang 

menjadi dasar penagihan, dan perintah kepada debitur/penanggung hutang untuk 

melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 X 24 jam terhitung sejak tanggal 

pemberitahuan Surat Paksa.

5). Penyitaan.

Apabila Surat Paksa tidak dipenuhi, maka akan dilakukan penyitaan terhadap 

barang jaminan atau harta penanggung hutang, dan kemudian akan disusul dengan 

pelelangan yang akan dilaksanakan oleh BUPLN.
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Surat Perintah Penyitaan (SPP) tidak dapat diterbitkan sebelum jangka w aktu 

1 X 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. SPP memuat sekurang-kurangnya 

pertimbangan hukum, yaitu nama debitur/penanggung hutang, nomor dan tanggal Surat 

Paksa, alasan kepentingan pengamanan kekayaan negara, dan nomor serta tanggal SPP 

dengan dasar-dasar hukum serta perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk 

menugaskan jurusita melakukan penyitaan dan menyetor uang hasil penyitaan yang  

tersimpan di bank dan tanda tangan Ketua Panitia. Berita Acara penyitaan ini 

ditempelkan pada barang bergerak dan barang tidak bergerak yang disita tersebut 

berada. Tempelan tersebut berupa segel sita yang memuat kata-kata “disita oleh 

PUPN/BUPLN”, nomor dan tanggal Berita Acara penyitaan, larangan untuk 

memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan dan merusak barang yang disita.

Setelah dilakukan penyitaan, maka langkah selanjutnya PUPN/BUPLN akan 

melakukan pelelangan atas barang-barang jaminan debitur yang tidak dapat m elakukan 

pelunasan terhadap hutang debitur kepada bank pemerintah.

C. Sita terhadap barang jaminan.

Pengertian sita berasal dari terminologi beslag {Belanda) dan istilah Indonesia

• 7*}beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan . Pengertian yang terkandung di 

dalamnya ialah :

72 M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, 
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cet. 4, (Jakarta : Sinar G rafika, 
2006), hal. 282.
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tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam
keadaan penjagaan;
tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah 
pengadilan atau hakim;
barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang 
disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat 
pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, dengan jalan menjual
lelang barang yang disita tersebut;
penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses 
pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang 
menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu .

Sita (beslag) adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak 

ataupun tidak bergerak milik Tergugat atas permohonan Penggugat untuk diawasi atau 

diambil untuk menjamin agar tuntutan Penggugat/kewenangan Penggugat tidak menjadi 

hampa74.

Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan 

barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas 

penetapan dan perintah Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis75. Bertitik tolak dari 

definisi diatas maka jelaslah bahwa sita itu pada dasarnya untuk menjamin suatu hak 

atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga merugikan pihak 

pemohon sita dengan demikian gugatannya tidak hampa (illusoir) apabila hanya menang 

dalam perkara tersebut. Sita adalah salah satu upaya untuk menjamin suatu hak dalam 

proses berperkara di pengadilan.

73 Ibid,.
74 Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH, Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan, 
Cet. I, (Jakarta : Tatanusa, 2004), hal. 20.
75 Ibid., hal. 21.
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Jenis-jenis sita dibagi menjadi beberapa macam sita diantaranya Sita Jam inan 

(Conservatoir Beslag), Sita Hak Milik (Rivindicatoir Beslag), Sita Harta Bersam a 

(Marital Beslag) dan Sita Eksekusi (Executoir Beslag). Namun dalam penulisan ini 

hanya akan membahas 2 (dua) jenis sita, yaitu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan 

Sita Eksekusi (Executoir Beslag).

1. Sita Jaminan

a). Pengertian dan dasar hukum sita jaminan.

Sita Jaminan (conservatoir beslag) ialah sita yang diletakkan baik terhadap harta 
yang disengketakan maupun terhadap harta kekayaan Tergugat yang bergerak 
maupun yang tidak bergerak atas ganti rugi atau hutang piutang, yang bertujuan 
untuk memberi jaminan kepada Penggugat, terhadap harta yang disengketakan 
atau harta milik Tergugat akibat ganti rugi atau hutang piutang, agar tetap ada 
dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada Penggugat bahwa kelak 
gugatannya “tidak illusior” atau “tidak hampa” pada saat putusan dieksekusi 
(dilaksanakan)76.

Dasar hukum. S>\Xa. Jaminan (Conservatoir Beslag) terdapat pada Pasal 227 H IR,

Pasal 261 RBg (Rechtsreglement Buitensewesten) atau Pasal 720 Rv :

menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut; 
tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selam a proses 
persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan 
pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan  m enjual 
barang sitaan itu7 .

Melihat uraian diatas, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada 

sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Setelah diletakannya

76 Ibid,.
77 M. Yahya Harahap, S.H, op. cit, hal. 339.
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sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat dialihkan tergugat kepada pihak 

ketiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat 

tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, maka pelunasan atau ganti rugi itu, 

diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, 

tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur bukan untuk diserahkan dan 

dimiliki penggugat (pemohon sita), tetapi diperuntukkan melunasi pembayaran utang 

tergugat kepada penggugat78.

Barang-barang yang disita dibekukan, untuk kepentingan kreditur (penggugat) 

disini barang-barang tersebut disimpan untuk jaminan, tidak dipindahkan/dijual (Pasal 

197 ayat (9), Pasal 199 HIR, Pasal 212 dan Pasal 214 RBg79).

Apabila dikaitkan dengan sita jaminan yang dilakukan oleh PUPN sebagai akibat 

dari kredit macet atas piutang negara, maka sita jaminan yang dilakukan oleh PUPN 

dapat digolongkan kepada sita eksekusi. PUPN dalam melaksanakan penyitaan terhadap 

harta kekayaan debitur dilakukan dengan berdasarkan kuasa undang-undang sebagai 

proses penyelesaian piutang negara. Penyitaan PUPN pun dilakukan berdasarkan surat 

paksa yang berdasarkan Pasal 154 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

300/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, mempunyai kekuatan, yang 

sama seperti putusan hakim tanpa campur tangan pengadilan negeri.

78 Ibid,.
79 Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH., op. cit, hal. 23.
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b). Prosedur Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

1). Permohonan Sita.

Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek kepada 

Pengadilan dengan alasan yang cukup, sedangkan apabila Tergugat berusaha, 

menghilangkan akan memindahtangankan atau menyingkirkan dengan m aksud 

menjauhkan barang-barang tersebut, permohonan tersebut dapat dilakukan.

Bersamaan dengan surat gugatan, atau saat sedang berlangsungnya sidang 

pemeriksaan materi perkara yang digugat, setelah putusan perkara dibacakan 

sampai saat putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, perm ohonan 

pun masih dapat dilakukan.

2). Penetapan Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis.

Berdasarkan permohonan sita, maka Ketua atau Ketu<\ M ftjchs memenYsst 

permohonan sita tersehvsfc, «pabila menurut penilaian Ketua/Ketua M ajelis 

permohonannya dapat dikabulkan, maka dibuatlah penetapan untuk dilakukan sita.

3). Biaya penyitaan.

Setelah adanya penetapan sita, maka kepada Penggugat dibebankan untuk 

membayar biaya sita sebesar yang telah ditentukan. _

4). Pelaksanaan Sita.

(a). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, harus dibantu 

oleh 2 (dua) orang saksi.
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(b). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan penyitaan, sebaiknya 

! memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa tentang maksud akan dilaksanakan

penyitaan.

| (c). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti beserta saksi-saksi mendatangi lokasi barang
i
i

yang akan diletakkan sita serta memberitahukan maksud kedatangannya kepada 

termohon sita atau siapa saja yang ditemui.

(d). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti meneliti barang-barang yang dimohonkan 

sita, baik macam, jenis, jumlah ukuran dan lain-lain.

(e). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita.

(f)- Apabila Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, tidak 

menemukan barang-barang sesuai dengan penetapan Sita, maka dibuat pula 

berita acara yang menyatakan sita tidak dapat dilaksanakan karena barang- 

barang tersebut tidak ditemukan.

(g). Penjagaan barang sitaan diserahkan kepada si tersita atau dipindahkan ke 

tempat lain yang dianggap lebih aman (Pasal 212 RBg).

Kekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini mempunyai kekuatan 

eksekutorial pada saat perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang 

berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada lagi Sita Eksekusi terhadap barang yang sudah 

berada di bawah Sita Jaminan80. Dengan catatan pihak yang menuntut sita jaminan 

dimenangkan dalam putusan pengadilan yang bersangkutan.

80 Ibid., hal. 31.
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2. Sita Eksekusi

a). Pengertian dan Dasar Hukum Sita Eksekusi.

Sita Eksekusi (Executoir Beslag) ialah sita yang diletakkan atau barang-barang 

yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap81. Dimana barang-barang tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung, tetapi 

harus melalui pelelangan.

Dasar hukum sita eksekusi ini sudah diatur sebagaimana dalam Pasal 208 RBg.

b). Prosedur Sita Eksekusi.

1). Pemohon mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan, setelah

putusan berkekuatan hukum tetap tidak d\}a\ankan si tergugat dengan secara

sukss^ac,

2). Ketua Pengadilan meneliti semua surat-surat yang berhubungan dengan 

permohonan sita eksekusi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan persiapan dan 

dengan sebuah penetapan, dilakukanlah pemanggilan terhadap tereksekusi untuk 

di aan maning (peringatan) maksimal 8 (delapan) hari, terhitung sejak aan  

maning (peringatan) dilakukan.

3). Apabila Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut, dengan alasan yang 

dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka ketidak hadirannya tersebut 

dapat dibenarkan, dan si tergugat harus dipanggil kembali untuk di aan  

/wtfw'rtgfperingatan,.

81 Ibid., hal. 28.
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4). Apabila ketidak hadiran si tergugat tersebut tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan/diterima, maka:

Gugur hak si tergugat untuk di aan maning kembali.

Tidak perlu dipanggil kembali.

Ketua Pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi berupa

penetapan, terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.

5). Berdasarkan penetapan eksekusi, Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Juru 

Sita atau Juru Sita Pengganti untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap 

Tergugat.

6). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti membuat Berita Acara sita eksekusi yang 

termuat nama barang-barang atau benda-benda apa saja yang dieksekusi.

7). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh

2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat untuk itu.

8). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sebelum melaksanakan eksekusi terhadap si 

tersita/Tergugat, terlebih dahulu memberitahukan kepada si tersita, setidak- 

tidaknya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan, agar si 

tersita tidak memindahtangankan barang-barang yang akan disita.

9). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya, 

memberitahukan kepada Lurah/Kepala Desa setempat, bahwa terhadap si tersita 

akan dilaksanakan sita eksekusi dan setidak-tidaknya Lurah/Kepala Desa 

setempat hadir pada waktu sita eksekusi itu dilaksanakan.
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10). Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya dapat m inta 

bantuan alat negara/polisi.

11). Setelah sita eksekusi dilaksanakan, oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dan 

saksi-saksi serta si tersita menandatangani berita acara sita tersebut.

12). Terhadap barang-barang/benda-benda yang telah disita eksekusi m enjadi 

tanggung jawab Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk mengawasinya, dan 

oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melaporkannya kepada K etua 

Pengadilan.

Pada dasarnya suatu barang yang sudah diletakkan sita tidak dapat lagi dilakukan 

penyitaan untuk kedua kalinya. Apabila hal ini teijadi, maka akan dilakukan yang 

dinamakan sita persamaan. Sita persamaan adalah sita yang dilakukan terhadap barang 

bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah disita lebih dahulu dim ana sita 

yan^ ked\ia  \̂xru sita mempunyai kewenangan mempersamakan barang-barang yang 

disita dengan Berita Acara Penyitaan (Pasal 463 RV)82.

Berdasarkan uraian mengenai sita dan jenis sita diatas, dalam hal ini penulis 

hanya akan membahas mengenai penyitaan milik tergugat untuk menjamin pem bayaran 

utangnya yang telah mempunyai kedudukan sita atas Hak .Tanggungan dan Fidusia. 

Penyitaan ini dilakukan oleh PUPN, dimana debitur telah melakukan w anprestasi 

(ingkar janji) atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada debitur yang dilakukan 

oleh PUPN/BUPLN yang dapat dipersamakan seperti sita eksekusi.

82 Ibid, hal. 172.
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D. Lelang

1. Pengertian lelang.

Berdasarkan Pasal 1 Vendu Reglement (VR) Stb. 1908 No. 189, melihat lelang 

dari segi Penjualan Umum adalah

“pelelangan atau penjualan barang-barang yang diadakan dimuka umum dengan 
penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin 
menurun atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang 
atau sebelumnya sudah diberitahu tentang pelelangan atau penjualan, atau 
kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang 
membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”83.

Uraian pengertian lelang diatas, dirasa kurang tepat dikarenakan mengenai 

“penjualan” tidak ada pengertian lebih lanjut/dijelaskan. Oleh karena itu, seorang saijana 

yang bernama Polderman pada tahun 1913 mengadakan disertasi dengan judul : “Het 

openbare aanbod", mengatakan bahwa lelang atau penjualan umum adalah alat untuk 

mengadakan peijanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual 

dengan cara menghimpun para peminat84. Jadi lelang terjadi pada saat tertentu yaitu saat 

dimana dicapai kata sepakat atau persetujuan tentang harga.

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Polderman, memberikan beberapa unsur- 

unsur dalam hal penjualan umum. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:

1. Penjualan harus selengkap mungkin.

83 Rachmat Soemitro. Peraturan dan Intruksi Lelang, Ed. Kedua, Cet.l, (Bandung : 
Eresco, 1987), hal. 1.
84 Ibid., hal. 154.
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2. Ada kehendak untuk mengikat diri.

3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan pijanjian 

tidak dapat ditunjuk sebelumnya.

Sementara itu, Roel, menyatakan bahwa lelang atau penjualan umum adalah :

Suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana sesorang hendak 
menjual suatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun dengan perantaraan 
kuasanya memberi kesempatan kepada orang-orang yang hadir melakukan 
penawaran untuk membeli barang atau barang-barang yang ditawarkan sampai 
pada suatu saat dimana kesempatan itu lenyap8 .

Menurut Wennek, dari Balai Lelang Rippon Boswel and Company Swiss 

pengertian lelang adalah sebagai berikut:

An Auction is a system o f selling to the public, a number o f individual items, one 
at a time, commencing at a set time on a set day. The auctioneer conducting the 
auction invites offers ofprices for the item from the attenders86.

Wennek menyatakan bahwa lelang adalah suatu tindakan berdasarkan suatu sitem 

penjualan kepada publik atas sejumlah barang milik perorangan. Petugas lelang 

menetapkan waktu dan tempat serta mengundang para peserta lelang untuk melakukan 

penawaran harga yang disanggupinya.

85 Sutardjo, Prospek Penjualan Barang-Barang Agunan Sehubungan Dengan Undang- 
undang Hak Tanggungan, Disampaikan pada Seminar Sehari tentang Manfaat, Peluang 
dan Tantangan Balai Lelang Dalam Dunia Usaha di Hotel Radison, Jakarta : Tim 
Penyempurnaan Sistem dan Tata Cara Pelaksanaan Lelang, 1996, hal. 5.
86 Sutardjo, Hand out Silabus Pengetahuan Lelang, Mata Kuliah Lelang Program 
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 8.
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F. X. Sutardjo merumuskan pengertian lelang adalah sebagai berikut:

Cara penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan oleh atau di hadapan 
Pejabat Lelang, dengan cara pembentukan harga kompetitif melalui penawaran 
harga secara terbuka/lisan atau tertutup/tertulis yang didahului dengan 
pengumuman lelang87.

Pasal 1 angka 1 Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu 

Pelaksanaan Lelang) mengungkapkan, bahwa lelang adalah penjualan barang terbuka 

untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan
oo

pengumuman lelang .

Lelang merupakan cara penjualan barang dimuka umum melalui penawaran 

harga secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminta/peserta lelang 

dan harus dipimpin pejabat lelang89. Dari uraian tersebut, ada 4 (empat) unsur lelang 

yang dipenuhi, yaitu :

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada waktu dan tempat yang 

telah ditentukan.

2. Dilakukan di depan umum yaitu dengan cara mengumumkannya untuk 

mengumpulkan peminta/peserta lelang.

87 Ibid., hal. 10.
88 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Drs. Wildan Suyuthi, SH., MH., loc. cit, hal. 43.
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3. Dilaksanakan dengan cara penawaran harga yang khusus, yaitu dengan cara 

penawaran harga secara lisan atau tertulis yang bersifat kompetitif.

4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pem enang.

2. Dasar hukum lelang

a). Landasan Struktural

Keberadaan lelang di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan lelang yang 

muncul pada masa Hindia Belanda, yaitu :

Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189.

Vendu Instructie Stb. 1908 No. 190.

Peraturan Bea Lelang Stb. 1949 No. 390.

b). Landasan Operasional

Lelang digunakan dalam berbagai sistim hukum di Indonesia dalam rangka 

penjualan lelang. Adapun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

pelaksanaan lelang dalam lingkup peraturan lelang, antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

3. Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak dan Surat Paksa.

4. Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

5. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah serta 

Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah.
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6. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

7. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan

Lelang Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang, 

tanggal 30 Nopember 2006.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2006 tentang Balai Lelang.

12. Semua peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku khusus tetapi di 

dalamnya terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan lelang.

3. Fungsi lelang

Lelang sebagai salah satu cara penjualan memiliki fungsi privat dan fungsi 

publik. Fungsi privat dalam lelang, karena lelang merupakan institusi pasar yang
A A

mempertemukan penjual dan pembeli . Lelang dapat dikatakan berfungsi mempelancar 

arus lalu lintas perdagangan barang.

Lelang juga mempunyai fungsi publik dalam pelaksanaannya. Fungsi publik 

lelang, antara lain :

a). Pengamanan aset yang dimiliki/dikuasai oleh negara untuk meningkatkan 

efisiensi dan tertib administrasi pengelolaannya.

90 Ibid., hal. 45 -  46.
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b). Mendukung badan-badan peradilan dalam mewujudkan fungsi peradilan dengan 

peJayanan penjualan barang yang mencerminkan keadilan, keam anan dan 

kepastian hukum karena itu semua penjualan eks sita pengadilan, PU PN , 

kejaksaan dan sebagainya harus dilakukan secara lelang,

c). Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang dan U ang M iskin .

4. Asas Lelang

Asas-asas yang mendasari lelang adalah, antara lain :

a. Asas Transparansi

Asas ini mengandung makna bahwa cara penjualan um um  m elalu i le lang  

dilakukan dimuka umum. Lelangnya pun harus dium um kan terleb ih  dahu lu , 

agar masyarakat mengetahui akan adanya lelang dan barang le lan ^ u y a  cep a t 

teijual. Lelang harus dikontrol \\yi Icrblikii dengan adanya sistem  le lang  y an g  

'bVioah diatur dalam peraturan perundang-undangan un tuk  m em b erik an  

perlindungan/kepastian kepada m asyarakat/pem beli m engenai ob jek  le lan g  

tersebut,

b. Asas Akuntabilitas

Maksud akuntabilitas adalah lelang dalam  pe lak san aan n y a  d a p a t 

dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya ak ta  y an g  b e rs ifa t 

otentik  yaitu R isalah Lelang dan sistem  pelaksanaan lelang sudah  d ia tu r  o le h  

undang-undang.
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c. Asas Efisiensi

Pelaksanaan lelang tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak perlu 

negosiasi seperti transaksi jual beli pada umumnya. Tidak hanya itu saja, 

objek lelang pun sebelumnya telah diteliti baik fisik maupun aspek juridisnya 

oleh pejabat lelang. Penjualannya pun tidak diperkenankan melalui perantara 

dan pembayarannya bersifat tunai.

d. Asas Certainty (kepastian)

Kepastian lelang sudah diatur sebagaimana dalam Permenkeu Pelaksanaan 

Lelang, yaitu Lelang di pimpin oleh Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh 

Kantor Lelang Negara. Tempat, tanggal, waktu dan objek lelang telah 

ditetapkan sebelumnya dan diumumkan kepada masyarakat Pelaksanaan 

lelang tidak mudah untuk ditunda atau dibatalkan kecuali melalui 

putusan/penetapan pengadilan.

e. Asas Competiiion (persaingan)

Pembeli/pemenang lelang ditentukan dari tawaran tertinggi terhadap barang- 

barang lelang, sehingga lelang menciptakan persaingan bagi para pembeli 

lelang untuk dapat memiliki barang yang dilelang dan keluar menjadi , 

pemenang lelang.
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Berdasarkan asas-asas lelang yang diuraikan diatas, menim bulkan beberapa 

kebaikan lelang. Kebaikan lelang antara lain adalah aman, cepat, m ew ujudkan harga 

yang wajar serta adanya kepatian hukum bagi pelaksanaan lelang91.

5. Sistem Lelang

Pelaksanaan lelang atau mekanisme lelang dapat berbeda antara satu dengan yang 

lainnya sesuai dengan kategori lelang itu sendiri. Sistem lelang secara garis besar lelang 

dapat dikategorikan sebagai berikut:

a). Dilihat dari latar belakang dasar untuk melaksanakan lelang dapat dibedakan atas:

-  Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan 

pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang oleh undang-undang turut 

dipersamakan dengan putusan pengadilarv.

-  Lelane. r\riu adalah lelang yang barangnya merupakan m ilik/dikuasai

negara atau lelang sukarela atas barang milik swasta,

b). Dilihat dari cara penawarannya lelang dibedakan menjadi:

Lelang terbuka/lisan adalah lelang yang dilakukan secara lisan dengan 

penawaran harga meningkat (naik-naik) atau menurun (turun-turun).

Lelang tertutup/tertulis adalah lelang dilakukan secara tertulis dengan penaw aran 

dalam amplop tertutup.

Lelang tertutup/tertulis dapat dilanjutkan dengan lelang terbuka/lisan bila terdapat 

dua atau lebih penawaran tertinggi belum mencapai limit yang dikehendaki

91 Ibid., hal. 44.
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c). Dilihat dari pembebanan pungutan lelang, dapat dibedakan atas:

- Lelang eksklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang 

diajukan peserta/pemenang lelang belum terhitung pungutan-pungutan lelang 

(Bea lelang, uang miskin).

- Lelang Inklusif adalah lelang dimana terjadi dalam harga penawaran yang 

diajukan peserta/pemenang lelang sudah terhitung pungutan-pungutan lelang 

(Bea lelang, uang miskin). Lelang Inklusif dilakukan apabila ada permintaan 

tertulis dari penjual (Surat Edaran Kepala BUPLN No. SE-59/PN/1994, tanggal 

12 Oktober 1994 tentang Tata Cara Penawaran Lelang).

d). Dilihat dari penetapan pemenang ketika penawaran telah mencapai harga tertinggi 

dapat dibedakan antara lain :

Lelang with reserved price adalah pejabat lelang menetapkan penawar tertinggi 

sebagai pemenang lelang apabila penawarannya sudah mencapai/melampaui 

reserved price yang dikehendaki penjual.

Lelang without reserved price adalah pejabat lelang menetapkan penawar 

tertinggi, berapapun besarnya penawar yang diajukan diputuskan sebagai 

pemenang, lelang. Penetapan pemenang dalam lelang without reserved price 

belum lazim dilakukan di Indonesia.

6. Jenis-jenis lelang

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara Nomor : 42/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur mengenai
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macam-macam lelang yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang N egara

(KP2LN) adalah sebagai berikut:

a). Lelang barang milik pemerintah Pusat/Daerah.

Adalah lelang barang-barang milik Negara yang bersumber untuk seluruhnya 

atau sebagian dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yang dikuasai dan dibawah pengurusan Pemerintah Pusat/Pem da, 

Lembaga-lembaga Negara, Lembaga Pemerintah Non Pemerintah serta unit-unit di 

dalam lingkungannya, baik di dalam maupun diluar negeri. Terhada barang-barang yang 

dimiliki/dikuasai Negara tersebut apabila dilakukan penjualan maka hasil penjualannya 

tetap menjadi milik Negara.

Sehubungan dengan itu penjualannya harus dilakukan dengan cara yang paling 

menguntungkan Negara yaitu cara lelang. Hal ini berdasarkan Pasal 4S 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petb<cT\&aYiaraan Negara, bahwa penjualan barang m ilik 

m gaia/daerah dilakukan dengan cara lelang. Penjualan secara lelang selain dilakukan 

cepat, aman dan mewujudkan harga yang wajar, sehingga dapat menjadi salah satu 

sumber penerimaan keuangan negara, juga merupakan alat pengawasan terhadap asset- 

asset negara sehingga dapat digunakan untuk menghindari kebocoran m aupun 

pemborosan keuangan negara.

b). Lelang barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Penjualan asset Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUM N/D) harus 

dilaksanakan dengan proses yang cepat, aman dengan harga jual yang paling 

menguntungkan. Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 dan K eputusan
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Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, bahwa setiap 

pelaksanaan penjualan BUMN/D harus silakukan dengan prosedur lelang melalui 

KP2LN, kecuali dengan ijin Menteri Keuangan.

c). Lelang barang tidak dikuasai negara (Bea Cukai).

Adalah penjualan atas objek-objek yang tidak diketahui pemiliknya sehingga 

atau hasil sitaan, rampasan dan barang temuan pihak bea cukai yang secara undang- 

undang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai atau menjadi barang milik negara. 

Terhadap objek tersebut harus segera dilakukan pelaksanaan pelelangannya karena 

barang-barang tersebut cepat rusak dan memiliki biaya penyimpanan yang tinggi.

d). Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri.

Adalah penjualan yang dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan. 

Untuk memenuhi unsur keadilan maka objek putusan tersebut dieksekusi dengan cara di 

lelang. Hal Ini dilaksanakan karena lelang dilakukan dengan proses yang cepat dan 

harga lelang yang ditentukan diatas harga limit sehingga barang yang dijual memiliki 

harga yang tinggi, maka pihak tereksekusi tidak mengalami kerugian yang besar.

e). Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Penjualan lelang ini adalah akibat dari piutang negara yang berasal dari piutang- 

piutang instansi pemerintah dan kredit macet pada Bank-Bank Pemerintah/Bank Daerah 

yang pengurusannya telah dialihkan kepada PUPN, apabila tahap pengurusan piutang 

negara tersebut telah dilakukan dan debitur masih tidak dapat membayar hutangnya 

maka barang jaminan atas hutang tersebut dieksekusi melalui lelang.
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f). Lelang Eksekusi Pajak.

Adalah lelang yang diadakan terhadap barang-barang wajib pajak sebagai akibat 

adanya tunggakan hutang pajak kepada negara.

g). Lelang Eksekusi Harta Pailit.

Adalah penjualan asset-asset baik milik perorangan maupun perusahaan yang 

telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

h). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Adalah penjualan barang jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan 

berdasarkan Pasal 6 UUHT khusus Bank Swasta. Sedangkan Bank Pem erintah 

pelaksanaan teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai lex specialis.

i). Lelang Fidusia.

Adalah perjualan barang jaminan telah dibebani Fidusia

? csrA 79 Jaminan Fidusia, Sedangkan Bank Pemerintah pelaksanaan 

teknisnya sesuai dengan UU PUPN sebagai lex specialis. 

j). Lelang Barang Rampasan/Sitaan.

Adalah penjualan terhadap barang-barang rampasan, sitaan dan tem uan yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintah sebagai penyidik atau penuntut umum baik dari 

pihak kepolisian, kejaksanaan ataupun lainnya atas barang-barang tersebut, 

k). Lelang Sukarela.

Adalah salah satu jasa lelang yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan 

masyarakat baik perorangan ataupun perusahaan swasta untuk menjual barangnya secara
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sukarela. Lelang jenis ini biasanya dilakukan di Balai Lelang Swasta yang diarahkan 

untuk membantu pelaksanaan lelang sukarela.

1). Lelang Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP).

Adalah lelang barang sitaan terhadap barang bukti atas suatu tindak kejahatan 

karena objek sitaan tersebut memiliki sifat yang mudah rusak, lekas busuk dan memiliki 

biaya pemeliharaan yang tinggi, 

m). Lelang Barang Temuan.

Adalah lelang terhadap objek yang ditemukan oleh aparatur negara seperti lelang 

temuan kayu dan sebagainya. 

n). Lelang Hasil Hutan.

Adalah lelang yang dilakukan secara periodik atas permintaan oleh Perusahaan 

Umum (perum) Perhutani selaku pengelola hasil hutan di Indonesia.

7. Prosedur Lelang

Pelaksanaan lelang harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangaa yang mengatur pelaksanaan lelang. Secara ringkas, prosedur lelang 

dapat digambarkan dalam skema di bawah in i:
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SKEMA PROSEDUR LELANG

Keterangan :

1. Pemohon lelang sebagai dan/atau pemilik Barang/Penjual mengajukan surat 

permohonan lelang kepada KP2LN dengan melampirkan fotokopi dokumen- 

dokumen barang yang akan dilelang.
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2. K.P2LN melakukan verifikasi terhadap fotokopi dokumen-dokumen tersebut 

apabila berkas tersebut telah lengkap maka KP2LN mengeluarkan Penetapan 

tanggal, hari dan jam lelang.

3. Pemohon lelang melalukan pengumuman lelang di surat kabar harian atau cara 

pengumuman lainnya. Tata cara pengumuman lelang ini telah di atur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4. Peserta lelang menyetor uang jaminan ke rekening KP2LN sebagai tanda 

keikutsertaanya dalam lelang tersebut. Uang jaminan ini akan diperhitungkan 

sebagai pembayaran apabila peserta lelang ditunjuk sebagai pemenang lelang 

maka uang jaminan ini akan kembali tanpa dipotong apapun. Namun, apabila 

peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak dapat segera 

melunasi harga lelang, maka uang jaminan tersebut akan disetorkan ke kas 

negara sebagai penerimaan lain-lain.

5. Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang.

6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang harus membayar harga 

lelang kepada KP2LN selambat-lambatnya 3 (tiga) hari keija setelah 

pelaksanaan lelang.

7a. KP2LN menyetorkan bea lelang dan lain-lain ke Kas Negara sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
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7b. Setoran hasil bersih lelang setelah dikurangi dengan bea lelang penjual serta

Pajak Penghasilan (khusus untuk tanah), maka diserahkan kepada pem ohon 

lelang/pemilik barang.

8. KP2LN menyerahkan dokumen-dokumen barang yang dilelang tersebut

kepada pemenang lelang beserta Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk 

balik nama dan sebagainya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang yang telah diberlakukan sejak tanggal 1 Desember 2006 atau 6 

(enam) bulan sejak diterbitkannya pada tanggal 30 Mei 2006. Peraturan M enteri 

Keuangan tersebut sudah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan lelang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulisan ini hanya akan membahas rencana 

pelaksanaan lelang yang dilakukan atas debitur kredit macet pada Bank Pemerintah yang 

pengurusan piutang negaranya oleh PUPN/BUPLN.

E. Analisis putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001

1. Kasus Posisi

• PT. IRADAT PURI (PT. IRA), berkedudukan di Palu, Sulawesi Tengah adalah 

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 195.000 Ha yang terletak di 

wilayah Hutan di Propinsi/Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan memiliki pabrik 

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) terletak di Tondo Palu;
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• Untuk melaksanakan pengoperasian HPH dan pabrik BPKH tersebut PT. IRA 

memperoleh fasilitas kredit dari Bank Bumi Daya (sekarang tergabung dalam Bank 

Mandiri selanjutnya disebut Bank) yang hubungan ini telah berlangsung 28 tahun 

lamanya teijalin dengan baik dan lancar;

•  Pada tahun 1985 PT. IRA memperoleh fasilitas kredit yang terurai sebagai berikut:

a. untuk tambahan modal keija produksi kayu hitam (Ebony) sebesar

Rp.5.408.000.000,- sebagaimana ternyata dalam peijanjian kredit

No.l7/010/Pe/PLU tanggal 7 Mei 1985;

b. untuk tambahan modal keija produksi (kayu lunak) sebesar Rp.5.439.000.000,- 

sebagaimana ternyata dalam Peijanjian Kredit No.l7/006/Pe/PLU tanggal 2 

Oktober 1985 dan Peijanjian Kredit No.l7/008/Pe/PLU tanggal 21 Desember 

1985;

• Untuk pinjaman kredit dari Bank, maka PT. IRA memberikan jaminan berupa tanah, 

pabrik dan persediaan kayu-kayu ekspor kepada Bank.

• Pada 10 Oktober 1989, Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Surat 

Keputusan Nomor 1134-KMK/013/1989 tentang Pengenaan Pajak Ekspor Kayu 

Gergajian/sawntimber yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan harga kayu 

eksport tinggi dan stock produksi menumpuk tidak laku dijual ke luar negeri dan 

akibatnya PT. IRA mengalami kesulitan keuangan (cashflow) serius;

•  PT. IRA kemudian membeli sejumlah mesin dan peralatannya melalui leasing senilai 

+/- US$ 1.696.652. untuk reprocessing stock kayu gergajian menjadi kayu olahan;
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• Setelah memperoleh bantuan financial secara leasing dari pihak ketiga dapat 

memberikan hasil produksi yang baik dan secara bertahap mengatasi kesulitan 

keuangan PT. IRA dan berhasil membayar angsuran kredit Modal Kerja sebesar 

Rp.300.000.000,- dan Rp.500.000.000,- kepada Bank;

• Awal April 1995 Dinas Kehutanan DATI I Sulawesi Tengah datang ke pabrik IPHK 

milik PT. IRA dan melakukan penyitaan atas semua kayu milik PT. IRA dengan 

tuduhan bahwa dalam stock kayu tersebut diduga terdapat kayu illegal, sehingga 

dilakukan penyitaan terhadap seluruh stock kayu terutama dan khususnya kayu 

hitam (ebony) milik PT. IRA;

• Atas tindakan Dinas Kehutanan tersebut, PT. IRA telah melakukan gugatan perdata 

terhadap Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Palu di Pengadilan Negeri Palu, 

namun hal ini tidak ada kejelasan untuk kelanjutan kasus tersebut;

• Akibat penyitaan tersebut PT. IRA tidak dapat melakukan ekspor dan D inas 

Kehutanan pun menolak mengeluarkan “SAKO” (Surat Angkut Kayu O lahan), 

sedangkan tanpa SAKO kayu tidak dapat diangkut, padahal PT. IRA telah m em buka 

L/C dan kontrak atas penjualan stock kayu yang ada. dan L/C dan kontrak tersebut 

oleh PT. IRA telah diserahkan kepada Bank dengan jumlah sebesar US$ 1.630.000,-;

• Penyegelan atau penyitaan, dan penolakan penerbitan “SAKO” terjadi beberapa 

tahun dan mengakibatkan PT. IRA mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadi 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan, dan tidak dapat membayar angsuran 

Modal Keija pada Bank sesuai dengan jadwal waktu;
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• Karena PT. IRA tidak mampu membayar cicilan hutangnya, maka Bank memberi 

kualifikasi atau menetapkan PT. IRA sebagai “Debitur Kredit Macet”. Maret 1994 

Bank selaku Bank Pemerintah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp 1960 

menyerahkan tagihan piutang negara kepada Kepala Pelayanan Pengurusan Piutang 

Negara (KP3N)(yang saat ini menjadi KP2LN), yang menurut perhitungannya 

kreditur telah berjumlah + Rp. 17 miliar;

• Selanjutnya KP3N/PUPN -  PALU Cab. Palu melakukan tindakan kepada debitur 

kredit macet PT. IRA sebagai berikut:

tanggal 26 Maret 1994: memanggil Debitur;

tanggal 14 April 1994: Berita Acara Tanya Jawab dengan Debitur;

tanggal 2 Juli 1994: Peringatan kepada Debitur;

tanggal 20 Oktober 1994: Putusan Ketua PUPN Palu No.

240/PUPN.C/VIIL/14/1994 tentang jumlah piutang negara atas nama Debitur PT. 

IRA yang harus dilunasinya sebesar Rp. 16.158.348.578 ditambah 10% biaya 

administrasi PUPN;

• PUPN Cab Palu menerbitkan “Surat Paksa” No. SP.364/PUPNC/VIII/14/1994 

tanggal 21 Oktober 1994: memerintahkan debitur PT. IRA untuk membayar 

hutangnya kepada Negara cq. Bank Bumi Daya Cab. Palu Rp. 17.774.184.436.64.

• Pada tanggal 5 Agustus 1996, PUPN menerbitkan “Surat Perintah Penyitaan” (SPP) 

Nomor 101 /PUPNC/VIII/14/1996, atas barang-barang milik Penanggung Hutang 

(Debitur) berupa tanah, pabrik, perumahan, mesin-mesin pabrik, peralatan berat
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(milik pihak tiga -  Leasing), disita pula stock kayu Ebony dan kayu lainnya di lokasi 

pabrik serta saham-saham atas nama Murawan HS — 1372 lembar senilai Rp. 

3.430.000.000,-. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Daniel Pelamonia, SH 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

07/Km.09/PN/UP 11/1992;

• Pada tanggal 9 September 1996 diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan 

(SPP.BS) Nomor SPP.BS-148/PUPNC/VIII/14/1996.

• Semua barang-barang yang disita oleh PUPN Palu tersebut dibawah penguasaan dan 

pengawasan Petugas KP3N/PUPN Cab. Palu dilokasi pabriknya PT. IRA.

• Pada tanggal 13 September 1997 terjadi kebakaran di lokasi pabrik PT. IRA yang 

memusnahkan gudang seluas +5.000 m2 dan stock kayu yang menjadi agunan kredit 

dan telah disita.<a\s2r\Y\3PN, sehingga kebakaran ini merugikan PT. IRA.

• Pada tanggal 6 Desember 1997, PUPN Palu menerbitkan “Pengumuman Lelang 

Barang Sitaan” melalui koran Palu Mercusuar;

• Pada tanggal 23 Februari 1998, dilokasi gudang pabrik PT. IRA terjadi lagi 

kebakaran untuk kedua kalinya dan memusnahkan “kayu lunak” yang juga  m enjadi 

agunan kredit PT. IRA.

• Kejadian kebakaran di pabrik PT. IRA yang memusnahkan stock kayu ebony dan 

kayu lunak dan pabriknya telah dinilai merugikan debitur karena adanya kelalaian 

dari petugas PUPN Cab. Palu sehingga dengan dasar PUPN telah m elakukan 

perbuatan melawan hukum akhirnya PT. IRA sebagai Penggugat m engajukan
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gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palu Register No. 67/Pdt.G/1999/PN.PL 

terhadap Para Tergugat yaitu:

PT. Bank Bumi Daya Cabang Palu (PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Palu); 

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. 

BUPLN Cab. Ujung Pandang cq. Kepala KP3N Cabang Palu (KP2LN Cabang 

Palu).

• Petitum yang dimintakan pihak PT. IRA ada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Provisi:

1. Memerintahkan BUPLN cq. KP3N/PUPN membuat dan menandatangani 

Berita Acara Terima asset-asset milik PT. IRA yang ada di lokasi IPKH 

Tondo kepada PT. IRA sebelum meninggalkan lokasi;

2. Memerintahkan kepada BUPLN cq. KP3N/PUPN meninggalkan lokasi 

IPKH Tondo dan menyerahkan kembali kepada PT. IRA dalam waktu 8 

(delapan) hari setelah putusan ini diucapkan;

3. Tidak diindahkannya putusan ini, Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN 

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) per hari;

4. Memerintahkan kepada PT. IRA untuk mengambil alih pengamanan lokasi 

IPKH Tondo Palu;

B. Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PT. IRA seluruhnya;
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2. Menyatakan menurut hukum Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN BU PLN 

cq. KP3N/PUPN BUPLN cq. KP3N/PUPN telah melakukan perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

3. Menghukum Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN secara tanggung renteng 

untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sejumlah US$ 

1.696.652 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam enam ratus lim a 

puluh dua Dollar Amerika Serikat) dalam waktu paling lambat 8 (delapan) 

hari kalender setelah putusan ini diucapkan;

,4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta gerak dat tak 

gerak milik pihak Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN;

5. Menyatakan putusan perias« dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun 

ada upaya banding, kasasi dan verzet yang diajukan oleh Bank dan BU PLN  

cq. KP3N/PUPN;

6. Menghukum pihak Bank dan BUPLN cq. KP3N/PUPN untuk m em bayar 

seluruh biaya perkaa yang timbul.

2. Putusan

a). Pengadilan Negeri

• Untuk mencegah kerugian bagi PT. IRA atas Pihak Ketiga dilokasi “ Industri 

Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo” yang rawan kebakaran, memusnahkan asset
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Penggugat, maka untuk menghindari musibah yang lebih fatal lagi karena kurangnya 

pengawasan atas asset Penggugat yang disita, maka tuntutan provisi yang diajukan 

oleh PT. IRA adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga tuntutan provisi yang 

diajukan PT. IRA untuk sebagian patut dikabulkan dan butir lain ditolak;

• Mengenai eksepsi yang diajukan oleh Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, 

setelah masing-masing butir eksepsi dipertimbangkan, maka Majelis Hakim menolak 

eksepsi tersebut;

• Mengenai materi pokok perkara berdasar atas bukti dalam persidangan, terbukti fakta 

hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

antara PT. IRA dan Bank telah teijadi hutang piutang kredit modal keija;

Kredit tersebut menjadi macet, karena adanya Surat Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia No. 1134 KMK.013/1989 tentang pengenaan 

Pajak Ekspor kayu gergajian yang sangat tinggi, sehingga Penggugat tidak dapat 

mengekspor kayu;

Selain itu, kemacetan kredit tersebut disebabkan juga karena tindakan Dinas 

Kehutanan Palu yang menyegel/menyita atas stock kayu milik PT. IRA yang 

dituduh ada kayu illegal tanpa disertakan bukti yang jelas dan tanpa dasar 

hukum;

PT. IRA telah membayarkan angsuran kepada Bank sebesar Rp. 300 juta (1994) 

dan Rp. 500 juta (1995)
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Ekspor PT. LRA terhambat karena Dinas Kehutanan Palu menolak memberikan 

SAKO (Surat Angkut Olahan) kepada PT. IRA sehingga ekspor menjadi gagal 

kembali;

Maret 1994, Bank menyerahkan masalah kredit macet ini dari Penggugat tersebut 

kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu;

Atas kredit macet tersebut asset PT. IRA disita, dan barang yang disita oleh 

PUPN kemudian dikuasai dan diawasi oleh Petugas PUPN dan tidak lama teijadi 

kebakaran sampai 2 kali yang memusnahkan stock kayu PT. IRA;

Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan hukum acara, barang yang disita 

tersebut seharusnya dititipkan dan tetap dikuasai oleh tersita yang dapat dipakai 

dengan ketentuan dilarang dipindahkan kepada orang lain; namun dalam perkara 

sita ini, barang sita tersebut dititipkan ke Kelurahan yang kemudian dititipkan 

lagi ke ex karyawan PT. IRA, dari fakta tersebut ternyata PUPN/BUPLN cq. 

KP3N Palu telah melakukan kelalaian, sehingga karena kurangnya pengawasan 

dari PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, maka teijadilah kebakaran digudang 

tersebut.

Kelalaian/kecerobohan pihak PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu telah, melakukan 

kelalaian, sehingga karena kurangnya pengawasan dari PUPN/BUPLN cq. KP3N 

Palu, maka teijadilah kebakaran di gudang tersebut;

Tindakan Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu saat melakukan penyitaan 

tanpa dihadiri PT. IRA/Tersita, sehingga teijadi kesalahan penyitaan terhadap 

barang-barang milik pihak ketiga yang berada di lokasi “Industri Pengolahan
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Kayu Hulu (IPKH)” pada barang-barang pihak ketiga, pada barang-barang milik 

pihak ketiga ini tidak menjadi jaminan/agunan kredit PT. IRA. Barang-barang 

milik pihak ketiga tersebut senilai USS187.504;

Tindakan Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu yang menyita dan menjual 

lelang barang-barang milik pihak ketiga yang bukan menjadi barang jaminan 

kredit PT. IRA adalah merupakan “Perbuatan Melawan Hukum” dan kerugian; 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat 

dikabulkan, kecuali tuntutan untuk melakukan sita jaminan atas harta/barang- 

barang milik Tergugat dengan alasan bahwa barang-barang/aset-aset 

PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan oleh 

Pengadilan;

MENGADILI :

A. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi untuk sebagian;

2. Memerintahkan kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu membuat dan 

menandatangani Berita Acara Serah terima asset-asset PT. IRA yang ada di 

lokasi Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu kepada PT. IRA;

3. Memerintahkan kepada PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu meninggalkan lokasi 

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu dan menyerahkan 

kembali kepada PT. IRA dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini 

diucapkan;
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4. Tidak diindahkannya putusan ini, Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu 

dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- perhari;

5. Memerintahkan kepada PT. IRA untuk mengambil alih pengam anan lokasi 

Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) Tondo Palu.

B. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu;

C. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu 

. melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu secara tanggung 

renteng membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sebesar US$ 

1.696.652;

4. Menghukum para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu m em bayar biaya 

perkara ini Rp. 140.000,-

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

b). Pengadilan Tinggi

• Para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu menolak Putusan Pengadilan

Negeri Palu dan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi di

Sulawesi Tengah di Palu;
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• Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap Putusan Pengadilan Negeri yang 

menerima 3 poin dari 4 gugatan provisi sebagai suatu hal yang berlebihan, sebab 

seharusnya disatukan dengan Pokok Perkara. Disamping itu, dari segi beracara 

tidak lagi ada hal-yang mendesak untuk memenuhi tuntutan provisi, karena 

sudah ada penyerahan asset PT. IRA oleh PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu 

(KP2LN) kepada PT. IRA, dengan alasan tersebut maka tuntutan provisi karena 

kurang beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

• Mengenai gugatan dalam pokok perkara setelah diperiksa, maka Majelis Hakim 

Banding dapat menyetujui pertimbangan hukumnya baik untuk eksepsi maupun 

untuk pokok perkara.

• Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding 

memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Bank dan PUPN/BUPLN cq. 

KP3N Palu;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/PdtG/1999/PN.Palu, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:

• Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan Provisi, tidak dapat diterima;
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• Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi para Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu sebagai

T ergugat/Pembanding;

• Dalam Pokok Perkara:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 67/Pdt.G/l 999 PN.PL, tanggal

19 April 2000 sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PT. IRA untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, 

melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu, secara tanggung 

renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada PT. IRA sejum lah US$ 

1.676.652,-;

4. Menghukum Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu untuk m em bayar 

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding 

ditetapkan sebesar Rp. 140.000,-;

5. Menolak gugatan PT. IRA selain dan selebihnya.

i. Mahkamah Agung

• Para Tergugat (Bank Mandiri dan BUPLN/KP3N Cabang Palu) menolak putusan 

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan mengajukan pemeriksaan Kasasi ke 

Mahkamah Agung Republik Indonesia;
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• Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (Kantor Lelang 

Negara Ujung Pandang cq. KP3N Cabang Palu (KP2LN)) tidak dapat diterima 

karena melewati tenggang waktu;

• Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara perdata ditingkat Kasasi ini, 

setelah memeriksa semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I 

(Bank) maka Majelis menilai, bahwa Putusan Judex Facti -  ic. Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi telah melakukan kesalahan dalam menerapkan 

hukum, sehinga putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya 

Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

• Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan Yuridis yang 

intinya adalah sebagai berikut:

1. bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (ic. BPUP dan ic. KP3N Palu) untuk 

melaksanakan penjualan lelang atas barang-barang berupa stok kayu milik 

Termohon Kasasi (PT. IRA) yang telah dijadikan jaminan piutang Pemohon 

Kasasi adalah “Bukan Perbuatan Melawan Hukum”;

2. bahwa menurut hukum, merupakan hak dari Pemohon Kasasi untuk 

melaksanakan “Lelang Eksekusi” atas barang-barang milik Termohon Kasasi 

(PT. IRA), sebagai pengganti atas pelunasan pembayaran piutang Pemohon 

Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu), karena Termohon Kasasi 

(PT. IRA) tidak melakukan pelunasan pembayaran hutangnya terhadap 

Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu);
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3. bahwa justru Termohon Kasasi (PT. IRA) yang tidak melakukan pem bayaran 

hutangnya terhadap Pemohon Kasasi (Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N 

Palu);

4. berdasarkan alasan yuridis yang dipertimbangkan dalam Putusan M ahkamah 

Agung tersebut diatas, maka gugatan Termohon Kasasi (PT. IRA) yang 

menuntut bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan “Perbuatan M elawan 

Hukum” adalah tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat (PT. IRA) 

tersebut harus ditolak;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II (Pemerintah RI cq. 

Menteri Keuangan RI cq. BUPLN Ujung Pandang cq. KP3N Palu), tidak dapat 

diterima;

2. M<cT\gabu}kan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II(PT. Bank M andiri 

(Persero) Palu -  Ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Palu;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawasi Tengah di Palu, No. 

69/Pdt/2000/PT.PALU dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.

. 67/Pdt.G/l 999/PN.PL

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

Menolak Eksepsi Bank dan PUPN/BUPLN cq. KP3N Palu seluruhnya;
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Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi (PT. IRA) untuk membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini beijumlah 

sebesar Rp. 100.000,- .

3. Tanggung Jawab PUPN/BUPLN terhadap musnahnya barang sitaan yang 

akan dilelang berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung 

nomor 3285 K/Pdt/2001

Bahwa kasus diatas timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

PUPN/BUPLN terhadap debitur kreditur macet yang telah memperoleh fasilitas kredit 

dari Bank milik pemerintah, dimana hutang debitur yang tidak dapat dilunasi menjadi 

piutang negara yang harus diselesaikan. Penyelesaian piutang negara pada bank 

pemerintah seperti kasus ini harus dilakukan oleh PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN pun 

melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap barang-barang milik debitur yang 

dijadikan jaminan guna pelunasan hutang debitur kepada kreditur.

Pada saat barang-barang jaminan pelunasan hutang debitur masih dalam sitaan, 

timbul kebakaran sebanyak 2 (dua) kali yang memusnahkan barang-barang jaminan 

milik debitur. Kasus kebakaran ini dianggap sebagai musibah dengan dikeluarkannya 

surat No.S751 /WPN.03/1997 tanggal 19 September 1997 oleh PUPN/BUPLN. Melalui 

surat tersebut, debitur menganggap bahwa PUPN/BUPLN sangat tidak bertanggung
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jawab, yaitu menyerahkan asset barang jaminan milik debitur kepada pihak yang 

kapasitasnya tidak berwenang untuk mengawasi barang sitaannya.

Berdasarkan kasus diatas, perlu diperhatikan mengenai pelaksanaan penyitaan 

yang dilakukan PUPN/BUPLN apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan UU PUPN bahwa, PUPN/BUPLN bertugas menyelesaikan piutang negara 

yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. 

Dengan demikian, bagi bank milik pemerintah penyelesaian kredit macetnya harus 

dilakukan melalui PUPN/BUPLN. Tetapi tidak hanya melalui penyerahan saja atas 

piutang negara, melainkan berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU PUPN, bahwa PUPN/BUPLN 

pun dapat langsung mengurus piutang negara dengan tidak usah m enunggu 

penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup a\asan yang kuat, bahw a 

piutang negara tersefou^arus segera diurus.

Untuk kasus diatas, bahwa pihak yang menyerahkan kredit macet sebagai 

piutang negara adalah bank milik pemerintah. Dimana sebelumnya, bahwa bank sudah 

memberikan keringanan kepada debiturnya yaitu PT. IRA, untuk melakukan pelunasan 

atas hutangnya kepada bank. Namun, kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan 

sebaik-baiknya oleh pihak PT. IRA, sehingga bank pun sebagai kreditur m enyatakan 

bahwa PT. IRA sebagai debitur kredit macet yang dapat dijadikan sebagai piutang 

negara dan bank pun menyerahkan piutang negara atas kredit macet tersebut kepada 

PUPN/BUPLN dengan surat permohonan bank kepada PUPN/BUPLN nom or 

Plu/194/94/CR tanggal 12 Maret 1994.
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Kemudian PUPN/BUPLN pun mengeluarkan surat penerimaan piutang negara. 

Ini terbukti dengan dikeluarkannya surat tanda penerimaan piutang negara atas nama PT. 

IRA Nomor S.345 A/PUPNC/VIII. 14/1994 tanggal 24 Maret 1994. Melalui surat tanda 

penerimaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dokumen dan k e le n g k a p a n  syarat- 

syarat penyerahan piutang negara telah diteliti dan dianalisis keabsahannya. Dengan 

demikian, kekuasaan bank sebagai kreditur beralih kepada PUPN/BUPLN sebagai 

penagih piutang negara.

PUPN/BUPLN menerbitkan Surat Pernyataan Bersama untuk disepakati antara 

PUPN dengan PT. IRA. Pernyataan Bersama tersebut harus ditandatangani oleh antara 

PUPN/BUPLN dengan pihak debitur (PT. IRA). Surat Pernyataan Bersama ini meliputi 

jumlah kewajiban (hutang) debitur serta waktu pemenuhan pelunasan kewajiban.

Perhitungan hutang debitur yang dikeluarkan melalui surat keputusan pihak 

PUPN/BUPLN, dianggap tidak jelas dasarnya. Surat keputusan PUPN/BUPLN 

tertanggal 27 Nopember 1997, No.S-2089/WPN.08/KP.02/1997, sisa kredit debitur 

adalah sebesar Rp. 17.774.183.437,- yang diserahkan kepada debitur. Namun debitur 

mengajukan keberatan, dimana menurut debitur sisa kredit debitur sesuai surat 

konfirmasi tanggal 06 Oktober 1995 sebesar Rp.9.907.000.000,-.

Untuk mendapatkan penetapan hutang debitur (PT. IRA), PUPN/BUPLN pun 

melakukan wawancara kepada PT. IRA. Ternyata, sudah ada kesepakatan untuk 

kesanggupan PT. IRA melunasi hutangnya dan ini berdasarkan Surat Berita Acara 

Tanya Jawab Nomor BATJ-09/WPN/08/KP.02/1994 tanggal 14 April 1994. Namun PT. 

IRA tidak melakukan kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut dengan jangka
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waktu yang telah ditentukan, sehingga pernyataan bersama pun tidak dapat menemukan 

kata sepakat.

Apabila Pernyataan Bersama tidak ditemukannya kata sepakat, maka 

berdasarkan Pasal 6 UU PUPN pihak PUPN/BUPLN dapat melakukan tindakan 

selanjutnya secara sepihak. Tindakan tersebut antara lain PUPN/BUPLN dapat 

menetapkan jumlah piutang negara secara sepihak dalam bentuk surat Penetapan Jumlah 

Piutang Negara (PJPN). Sebagai tindak lanjut dari PJPN diterbitkan Surat Paksa, yang 

isinya dalam waktu 1 X 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan oleh juru sita KP2LN, 

debitur harus melunasi hutang-hutangnya sebagaimana terdapat dalam Surat Paksa dari 

PUPN CabangPaluNomor SP-364/PUPNC/VIII-14/1994 tanggal 21 Oktober 1994.

Surat Paksa yang dikeluarkan PUPN tidak mendapat tanggapan dari PT. IRA 

selaku debitur. Apabila setelah surat paksa ternyata debitur tidak menanggapinya dalam 

bentuk apapun, maka tindakan selanjutnya akan dilakukan penyitaan terhadap barang- 

barang milik debitur.

Berdasarkan kasus diatas, pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh 

PUPN/BUPLN telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur penyitaan yang 

dilakukan oleh PUPN/BUPLN sudah sesuai dengan UU PUPN. Tahapan sebelum 

penyitaan dilakukan antara lain adanya permohonan dari penyerah piutang (bank) untuk 

penyelesaian piutang negara kepada PUPN/BUPLN dilengkapi dengan kelengkapan 

dokumen. Apabila sudah diteliti dan dianalisis dokumen serta permohonan penyelesaian 

piutang negara, maka dikeluarkan surat penerimaan penyelesaian piutang negara oleh 

PUPN/BUPLN. PUPN/BUPLN pun melakukan wawancara mengenai penetapan jumlah
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dan besarnya hutang debitur untuk membuat Surat Pernyataan Bersama antara PT. ERA 

dengan PUPN/BUPLN. Apabila tidak ada tanggapan dari debitur, selanjutnya 

PUPN/BUPLN akan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) secara 

sepihak.

Akhirnya PUPN/BUPLN pun menerbitkan Surat Paksa kepada debitur (PT. 

IRA). Surat Paksa ini dikeluarkan setelah adanya Surat Pernyataan Bersama yang tidak 

diperhatikan untuk dipenuhi kewajibannya sebagai debitur (PT. IRA) melunasi 

hutangnya. Apabila Surat Paksa ini tidak dipenuhi, maka PUPN/BUPLN pun akan 

melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur (PT. IRA) termasuk barang yang 

telah dijadikan agunan sebagai jaminan dari kredit debitur (PT. IRA).

Dengan demikian barang yang akan disita pun harus di tetapkan terlebih dahulu. 

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa segala 

kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Jadi, bagi PT. IRA atas 

semua barang-barang milik PT. IRA harus menjadi tanggungan atas suatu hutangnya.

Menurut Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa hak 

istimewa yang harus didahulukan yaitu hipotik dan gadai. Dengan demikian, maka 

barang-barang yang telah dijadikan jaminan dengan di pasang Hak Tanggungan dan 

Fidusia milik PT. IRA dapat dijadikan tanggungan terlebih dahulu. Apabila barang- 

barang jaminan yang telah dipasang Hak Tanggungan dan Fidusia terlebih dahulu tidak 

mencukupi atau menutupi jumlah hutangnya, maka harta kekayaan lain milik PT. IRA 

dapat dijadikan tanggungan sampai menutupi jumlah hutangnya tersebut.
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Selanjutnya barang yang disita harus dilakukan penetapan apakah barang-barang 

tersebut benar-benar milik debitur yaitu PT. IRA. PUPN/BUPLN melanjutkan dengan 

penyitaan atau sita eksekusi terhadap barang-barang jaminan milik debitur. Penyitaan ini 

dilakukan setelah adanya Surat Paksa untuk menjalankan sita eksekusi dan lelang 

terhadap harta kekayaan debitur. Dalam hal penyitaan ini debitur, m enganggap bahw a 

tidak semua barang yang disita merupakan milik debitur, melainkan ada sebagian barang 

milik pihak ketiga. Tetapi debitur pun tidak dapat menunjukkan bukti apapun m engenai 

kepemilikan atas barang milik pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 572 Kitab Undang-undang Hukum Perdata m engatur tiap- 

tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barang siapa m e m b e b e rk a n  m em punyai 

hak atas benda milik orang lain harus membuktikan hak itu. Sebagaimana ternyata, PT. 

IRA tidak pernah dapat membuktikan adanya bukti-bukti pemilikan barang, m ana yang 

menjadi milik sendiri dan mana yang merupakan barang milik pihak ketiga. Pihak ketiga 

pun tidak ada yang mengajukan keberatan atas barangnya yang disita oleh 

PUPN/BUPLN. Sehingga barang-barang yang disita dianggap milik PT. IRA.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa penetapan barang sitaan sesuai dengan 

prosedur. Sebelum penyitaan dilaksanakan PUPN/BUPLN sudah m engadakan 

pengecekan dan pemeriksaan mengenai kepemilikan barang-barang sitaan benar-benar 

milik PT. IRA. Penyitaannya pun berlangsung setelah dikeluarkan Surat Paksa 

sebagaimana termaksud dalam UU PUPN.

Pada dasarnya PUPN/BUPLN melaksanakan kekuasaan untuk penyitaan dengan 

itikad baik. Proses penyitaan telah dilakukan melalui prosedur yang sesuai dengan
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ketentuan yang berlaku. Prosedur mengenai sita eksekusi berdasarkan sebagaimana 

dalam Pasal 10 ayat (2) UU PUPN jo. Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara jo. Pasal 25 

Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengusurusan 

Piutang Negara, bahwa sebelum penyitaan dilakukan, si pemilik barang yang akan 

disita harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Apabila pemanggilan tersebut tidak 

diperhatikan atau tidak penuhi oleh si pemilik barang dalam hal ini adalah debitur, maka 

barang-barang tersebut tetap harus dilaksanakan penyitaan.

Ketika penyitaan yang tidak dihadiri oleh PT. IRA, maka barang-barang sitaan 

dititipkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat. Kepala Desa/Lurah setempat yang 

menandatangani Berita Acara Penyitaan atas barang-barang sitaan milik PT. IRA. 

Berdasarkan Pasal 134 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/200G tentang 

Pengurusan Piutang Negara, bahwa barang yang telah disita dititipkan kepada pemilik 

barang atau aparat pemerintah desa/Kelurahan setempat

Namun, ternyata dalam pelaksanaan pihak yang melakukan penjagaan bukanlah 

Kepala Desa. Pihak yang melakukan penjagaan terhadap barang sitaan di lapangan 

adalah pihak lain yang merupakan mantan karyawan PT. IRA sendiri. Padahal 

seharusnya pihak yang diberikan kewenangan penitipan adalah pihak yang sekaligus 

melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap barang sitaan sesuai dengan termaktub 

dalam Berita Acara Penyitaan.

Atas barang bergerak milik debitur oleh PUPN/BUPLN teijadi suatu peristiwa, 

yaitu kebakaran terhadap barang bergerak yang berupa stock kayu berikut dengan
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gudang yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan stock kayu milik debitur yang 

terjadi selama dua kali. Debitur menganggap ini sebagai kesalahan PUPN/BUPLN yang 

tidak bertanggung jawab dikarenakan menurut debitur, bahwa PUPN/BUPLN 

menitipkan penjagaan terhadap pabrik dan gudang beserta stock kayu kepada oknum  

yang tidak mempunyai wewenang untuk menjaga dan mengawasi atas barang-barang 

tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Kepala D esa/Lurah 

setempat tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai pihak yang dititipkan barang 

sitaan. Padahal Kepala Desa seharusnya melakukan penjagaan dan pengamanan secara 

aktif terhadap barang sitaan yang dititipkan, dimana hal ini sudah dijelaskan dalam  

Berita Acara Penyitaan. Berita Acara Penyitaan sebagai dasar untuk penugasan kepada 

pihak yang dititipkan untuk berkewajiban melakukan penjagaan dan pengamanan barang 

sitaan, dalam hal ini adalah Kepala Desa.

ApabYla melihat dalam uraian kasus diatas, bahwa peristiwa kebakaran tersebut 

masih dalam pemeriksaaan dan penyelidikan untuk mencari penyebab kebakarannya. 

Bahkan sampai saat ini pun belum dapat dipastikan apa penyebab kebakaran tersebut, 

karena kasus kebakaran tersebut belum menghasilkan putusan final yang m em punyai 

kekuatan hukum tetap.

Meskipun penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, dalam hal m usnahnya 

barang sitaan milik debitur berada dibawah penguasaan Kepala Desa. Kepala Desa 

sebagai pihak yang diserahkan penitipan harus melakukan pengamanan barang sitaan 

dan bertanggung jawab atas barang-barang sitaan secara fisik, baik kerusakan maupun
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hilangnya barang tersebut. Oleh karena itu kebakaran tersebut menjadi tanggung jawab 

Kepala Desa bukanlah PUPN/BUPLN. Berdasarkan Pasal 1366 jo Pasal 1367 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa seorang yang telah diberikan 

tanggung jawab untuk pengawasan terhadap suatu barang, maka untuk kerusakan dan 

hilangnya barang, baik atas kesalahan sendiri maupun karena kelalaian dan kurang hati- 

hati maka menjadi tanggung jawab pihak yang ditugasi untuk melakukan pengawasan 

terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian, maka PUPN/BUPLN dapat 

dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan 

melawan hukum yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut”.

Atas kejadian kebakaran biasanya dapat dilakukan klaim terhadap asuransi atas 

barang-barang milik PT. IRA. Namun, dalam hal ini tidak terlihat apakah barang-barang 

tersebut sudah didaftarkan asuransi atau belum. Selain itu, biasanya asuransi pun dapat 

terlihat dalam peijanjian kredit antara bank dengan debiturnya. Melalui asuransi dapat 

dilakukan penggantian dengan pembayaran klaim asuransi apabila teijadi hal-hal diluar 

dugaan yang dapat menurunkan nilai dari barang-barang yang dijadikan jaminan 

tersebut sesuai dengan apa yang dipeijanjikan mengenai asuransi dari peijanjian kredit

Seharusnya asuransi terhadap barang-barang persediaan dilakukan untuk 

melindungi peristiwa yang timbul dikemudian hari. Bahkan asuransi terhadap barang- 

barang yang akan disita pun perlu dilakukan karena apabila teijadi musnahnya barang 

sitaan tidak semuanya kerugian dibebankan kepada pihak yang dititipkan barangnya. Hal
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ini dikarenakan pastinya pihak yang dititipkan barang sitaan akan sangat keberatan 

untuk mengganti kerugian yang sangat besar seperti halnya kasus PT. IRA tersebut.

Hakim memutuskan bahwa PUPN/BUPLN tidak bersalah dan telah melakukan 

pengurusan penyelesaian piutang negara sesuai prosedur yang berlaku pada tingkat 

kasasi. Putusan hakim Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Hal ini dapat terlihat dari proses penyelesaian pengurusan piutang negara yang 

dilakukan oleh PUPN/BUPLN sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 

1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

333/KMK.01/2000 tentang pengurusan Piutang Negara serta Keputusan Kepala BUPLN 

Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Secara prosedur PUPN/BUPLN berwenang untuk melaksanakan pengurusan 

piutang negara. Tugas PUPN yang diatur dalam UU PUPN serta peraturan 

pelaksanaannya mengenai pengurusan piutang negara. PUPN dengan kewenangannya 

merupakan panitia yang bersifat interdépartemental sebagaimana dimaksud dalam UU 

PUPN. Kewenangan PUPN pula untuk melakukan eksekusi diluar pengadilan yang 

disebut dengan parate eksekusi.

Namun dalam hal penyitaan sesuai dengan Keputusan Kepala BUPLN, maka 

PUPN wajib melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap barang-barang sitaan 

tersebut. Untuk itu, penitipan barang sitaan diserahkan kepada pemilik barang atau 

Kepala Desa untuk melakukan penjagaan dan pengamanan barang sitaan yang dilakukan 

oleh PUPN/BUPLN.
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Akhirnya atas keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan PUPN/BUPLN 

tidak bersalah secara keseluruhan dapat dibenarkan sepenuhnya. Apabila melihat adanya 

peristiwa kebakaran yang memusnahkan barang sitaan tersebut seharusnya barang- 

barang sitaan berada dalam penjagaan dan pengamanan yang dilakukan oleh Kepala 

Desa, sedangkan di lapangan ternyata penjagaan dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa Kepala Desa tidak melakukan tugasnya untuk 

penjagaan dan pengamanan barang sitaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara prosedur PUPN/BUPLN telah 

melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun 

dalam penitipan barang sitaan yang diserahkan kepada Kepala Desa tidak melaksanakan 

sekaligus tugas penjagaan dan pengamanannya. Hal musnahnya barang sitaan akibat 

kebakaran, baik kebakaran tersebut dilakukan oleh pihak lain atau tidak, tetap saja 

menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai pihak yang harus melakukan penjagaan 

dan pengamanan terhadap barang sitaan. Oleh karena itu, PUPN/BUPLN tidak 

bertanggung jawab atas musnahnya kebakaran terhadap barang-barang sitaan.

4. Perlindungan hukum terhadap debitur atas musnahnya barang sitaan 

berdasarkan analisis putusan perkara Mahkamah Agung nomor 3285 

K/Pdt/2001

Peristiwa kebakaran yang memusnahkan barang-barang sitaan milik debitur 

mengakibatkan debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Namun sampai saat 

ini pun hasil gugatan tersebut belum mencapai putusan akhir. Atas kebakaran barang-
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barang sitaan sampai saat ini masih dalam penyelidikan pidana oleh pihak kepolisian 

dan belum jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Atas peristiwa tersebut, debitur berhak mendapatkan perlindungan terhadap 

barang-barang milik debitur. Perlindungan hukum terhadap musnahnya barang-barang 

sitaan dapat dilakukan melalui asuransi, ganti rugi atau jalur hukum.

Salah satu perlindungan debitur adalah melalui perjanjian kredit. Pada dasarnya 

barang-barang sitaan debitur sebelum dilakukan penyitaan oleh PU PN/BUPLN 

merupakan agunan yang dijadikan jaminan kredit atas hutang debitur didalam perjanjian 

kredit antara kreditur dengan debitur. Debitur pun dapat dilindungi dari segi perjanjian 

kredit tersebut. Dimana perjanjian kredit terdapat klausula asuransi terhadap barang- 

barang yang dijadikan jaminan kredit.

Asuransi yang preminya dibayarkan oleh debitur dalam perjanjian kredit 

merupakan biaya yang dapat dicairkan pada saat barang jam inan terjadi kerusakan atau 

peristiwa lainnya yang dapat mengakibatkan barang jaminan tersebut rusak atau musnah. 

Klausula asuransi ini bertujuan untuk penagihan resiko yang mungkin terjadi, baik atas 

barang agunan maupun atas kreditnya sendiri92. Adapun materinya perlu m em uat 

mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi 

untuk disimpan di bank, dan sebagainya. Intinya asuransi bertujuan untuk m em perkecil 

resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

92 H.R Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book), cet. 1, 
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 195.
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Apabila melihat uraian kasus diatas, tidak terlihat apakah barang-barang tersebut 

oleh pihak PT. IRA sudah dilakukan asuransi atau belum. Baik asuransi yang dilakukan 

untuk perlindungan terhadap kerusakan barang sebelum dijadikan jaminan pelunasan 

hutang maupun pada saat dijadikan pelunasan hutang.

Bahkan dalam peraturan mengenai pengurusan piutang negara pun tidak 

dianjurkan untuk dilakukan asuransi terhadap barang-barang sitaan. Hal ini perlu 

dilakukan karena dapat meminimalisir kerugian yang harus ditanggung oleh pihak yang 

dititipkan barang sitaan selain pemilik barang. Tentunya akan berbeda ketika barang 

sitaan musnah pada saat dibawah penjagaan antara pemilik barang dengan pihak lain 

selain PUPN/BUPLN. Apabila teijadi peristiwa yang sama seperti kasus PT. IRA akan 

berdampak negatif terhadap pihak lain selain pemilik barang, dimana pihak yang 

dititipkan barang sitaan tersebut akan sangat berkeberatan melakukan penjagaan dengan 

menanggung resiko yang tidak memiliki perlindungan hukum terhadap pihak yang 

dititipkannya selain si pemilik barang.

Selain dari segi peijanjian kredit, debitur dapat meminta perlindungan hukum 

terhadap siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Namun, hal ini 

membutuhkan waktu yang lama yaitu menunggu putusan hakim 

Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Apabila putusan hakim yang menjatuhkan pihak 

yang bersalah adalah pihak ketiga, maka debitur akan mendapatkan ganti rugi. Namun, 

apabila putusan hakim menjatuhkan putusan pihak ketiga tidak bersalah, maka debitur 

tidak dapat menuntut ganti rugi atas peristiwa tersebut.
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Melihat uraian kasus diatas, seharusnya PT. IRA mendapatkan ganti rugi dari 

pihak PUPN. Ini terbukti bahwa PUPN merupakan pihak yang harus melakukan 

penjagaan dan pengamanan terhadap barang sitaan. Apabila barang sitaan tersebut 

musnah akibat kebakaran yang berada dibawah penguasaan PUPN, maka PUPN yang 

harus bertanggung jawab atas musnahnya barang sitaan akibat adanya kebakaran.

Apabila barang sitaan tersebut diserahkan atau dititipkan kepada PT. IRA, maka 

mungkin saja barang tersebut akan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh PT. IRA. Namun 

kenyataannya barang tersebut tidak dititipkan kepada PT. IRA melainkan kepada Kepala 

Desa/Lurah setempat Kepala Desa/Lurah setempat pun hanya sebagai pihak yang 

dititipkan barang sitaan milik PT. IRA, sedangkan tanggung jawab dalam penataan dan 

pengamanan barang sitaan dilakukan oleh PUPN. Dengan demikian, maka PUPN harus 

membayar ganti rugi kepada PT. IRA sesuai dengan barang-barang sitaan yang telah 

musnah akibat peristiwa kebakaran tersebut.

PT. IRA pun dapat melakukan penyelesaian peristiwa kebakaran tersebut melalui 

jalur hukum. Jalur hukum ini sudah dilakukan oleh PT. IRA dengan melaporkan 

peristiwa kebakaran kepada pihak yang berwajib, namun sampai saat ini belum 

menghasilkan keputusan dari kasus kebakaran tersebut.

Sebelumnya pihak PUPN memang merasa bahwa kebakaran tersebut bukan 

kesalahannya. Bahkan PUPN menganggap bahwa kebakaran tersebut teijadi karena 

musibah belaka, sehingga Hakim Mahkamah Agung pun memutuskan bahwa PUPN 

tidak bersalah sepenuhnya. Apabila melihat pernyataan dari PUPN itu dapat dikatakan 

sebagai pernyataan subjektif saja, sedangkan seharusnya PUPN melakukan koordinasi
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dengan Bank atas peristiwa kebakaran tersebut sebagaimana termaktub dalam 

Keputusan Kepala BUPLN.

Jadi perlindungan hukum terhadap debitur untuk kasus ini sangat kecil sekali. 

Debitur hanya dapat berharap dari asuransi yang termuat dalam premi asuransi 

sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur (Bank). 

Selain itu juga dapat dari pihak PUPN dengan memberikan ganti rugi atau jika hal 

tersebut tidak tercapai maka PT. 1RA dapat menempuh jalur hukum untuk menuntaskan 

perkara peristiwa kebakaran tersebut.

5. Akibat hukum terhadap rencana pelaksanaan lelang atas musnahnya barang 

sitaan

Setelah penyitaan, PUPN/BUPLN pun melakukan rencana pelelangan 

sebagaimana dalam UU PUPN dan Keppres BUPLN. Pelelangan merupakan salah satu 

tugas dari pengurusan, penataan dan pengawasan yang mempunyai fungsi parate 

eksekusi terhadap piutang negara.

Sama halnya dengan kasus diatas, setelah PUPN/BUPLN melakukan penyitaan, 

maka langkah selanjutnya PUPN/BUPLN harus melakukan pelelangan. Rencana 

pelelangan ini dilakukan setelah adanya penyitaan terhadap barang-barang sitaan milik 

debitur kreditur macet.

Rencana pelelangan telah dilakukan oleh PUPN/BUPLN dengan dikeluarkannya 

pengumuman di surat kabar. Pengumuman dilakukan oleh PUPN/BUPLN melalui koran
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Palu Mercusuar. Namun, pengumuman ini dilakukan terhadap barang-barang sitaan 

yang masih ada setelah adanya kebakaran di lokasi pabrik debitur yang m em usnahkan 

gudang seluas +5.000 m2 dan stock kayu yang menjadi agunan kredit.

Setelah adanya pengumuman rencana lelang, terjadi kebakaran kembali untuk 

kedua kalinya. Kebakaran kedua terjadi dilokasi gudang pabrik debitur yang 

memusnahkan kayu lunak yang juga menjadi agunan kredit PT. IRA.

Peristiwa tersebut mengakibatkan rencana pelelangan menjadi terham bat. 

Hambatan lelang terjadi karena adanya peristiwa kebakaran yang kedua kalinya terhadap 

barang sitaan milik debitur. Dimana, sebelumnya barang-barang yang akan dilelang 

antara lain tanah dan bangunan, pabrik, gudang, mesin-mesin pabrik, peralatan-peralatan 

berat dan stock kayu, sedangkan menjadi berkurang barang-barang sitaan yang akan 

dilelang setelah adanya kebakaran kedua kalinya.

Akibat hukum terhadap rencana pelelangan ini dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu penundaan dan pembatalan lelang. Penundaan atau pembatalan sebagaim ana 

dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia N om or 

337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Pasal 189 Keputusan 

Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang 

Negara dapat dilakukan pembatalan atas rencana lelang.

Berdasarkan Pasal 189 Keputusan Kepala BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwa Kepala Kantor Pelayanan 

membatalkan penjualan lelang dalam h a l:

a. Penanggung Hutang/Penjamin Hutang melunasi hutang;
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b. Barang yang akan dlelang disita dalam kasus pidana;

c. Barang yang akan dilelang musnah;

d. Barang jaminan telah dicairkan diluar lelang, atau

e. Barang jaminan tidak atau tidak lagi menjadi jaminan Piutang Negara.

Namun apabila dalam satu pelaksanaan lelang terdapat beberapa barang jaminan, maka 

pembatalan lelang hanya berlaku atas objek lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf

b, c, d dan e, sedangkan terhadap barang lainnya penjualan lelang tetap dilaksanakan.

Melihat uraian diatas apabila dikaitkan dengan kasus tersebut, barang-barang 

sitaan yang musnah akibat kebakaran tidak semuanya musnah. Ternyata barang sitaan 

milik debitur yang musnah hanyalah stock kayu dan bangunan pabriknya saja, 

sedangkan barang-barang lainnya yang disita masih ada seperti tanah dan bangunan 

rumah, tanah pabrik dan sebagainya. Dengan demikian maka pelaksanaan lelang masih 

dapat dilakukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189 ayat (2) Keputusan Kepala 

BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara.

Apalagi melihat kasus diatas, pihak PT. IRA hanya mengajukan penundaan 

lelang saja. Permohonan penundaan lelang dilakukan oleh PT. IRA berdasarkan karena 

adanya musnahnya barang sitaan akibat kebakaran. Oleh karena itu, sangat pantaslah 

permohonan penundaan lelang yang diajukan oleh PT. IRA tidak dikabulkan oleh 

PUPN.

Setelah melihat kasus diatas, maka rencana pelaksanaan lelang tetap dapat 

dilaksanakan. Ternyata tidak semua barang-barang sitaan musnah akibat kebakaran dan
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masih terdapat barang-barang sitaan lainnya yang masih dapat dijual melalui lelang 

sesuai dengan prosedur pelaksanaan lelang.
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BAB UI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya saat ini pengurusan piutang negara yang berasal dari debitur kredit 

macet pada bank milik pemerintah sudah tidak dilakukan melalui panitia khusus 

yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Badan Urusan Piutang dan Lelang 

Negara (BUPLN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, namun 

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN masih tetap berlaku 

sampai saat ini. Namun dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 

K/Pdt/2001, pengurusan piutang negara masih dilakukan oleh PUPN/BUPLN. 

PUPN/BUPLN melakukan sita dan lelang sebagai upaya terakhir terhadap debitur 

kredit macet. Penitipan barang sitaan pun dapat diserahkan kepada Kepala Desa jika 

penanggung hutang/penjamin hutang tidak hadir ditempat pada saat penyitaan 

dilakukan. Dengan demikian PUPN/BUPLN tidak bertanggung jawab atas 

penjagaan dan pengamanan barang sitaan, melainkan Kepala Desa yang 

bertanggung jawab terhadap penjagaan pengamanan barang sitaan tersebut Maka, 

kebakaran yang menyebabkan musnahnya barang-barang sitaan milik debitur (PT. 

IRA) menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai 

pihak yang diberikan kepercayaan terhadap penitipan barang sitaan, namun dalam 

pelaksanaannya Kepala Desa tidak melakukan penjagaan dan pengamanan terhadap 

barang sitaan sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Penyitaan dan untuk
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itu dapat dikenakan ke dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana term aktub 

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Pemilik barang dalam hal ini adalah PT. IRA berhak mendapatkan perlindungan 

akibat musnahnya barang-barang sitaan. PT. IRA akan mendapatkan perlindungan 

hukum melalui adanya klaim asuransi sesuai dengan peijanjian sebagaimana dalam 

perjanjian kredit yang ditandatangani oleh PT. IRA selaku debitur dengan bank 

selaku kreditur. PT. IRA pun dapat meminta ganti rugi atas musnahnya barang 

sitaan milik PT. IRA oleh pihak PUPN sebagaimana dalam Pasal 1367 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila tidak mendapatkan ganti rugi, PT. 

IRA dapat melakukan perlindungan hukum dengan menempuh jalur hukum.

3. Rencana lelang atas musnahnya barang-barang sitaan yang dilakukan oleh 

PUPN/BUPLN tetap dapat dilaksanakan, karena barang-barang sitaan tidak 

semuanya musnah, sebagaimana sesuai Pasal 189 ayat (2) Keputusan Kepala 

BUPLN Nomor 38/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. 

Atas barang-barang sitaan yang tersisa tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

prosedur pelaksanaan lelang terhadap barang-barang sitaan yang ada.

B. Saran

1. Untuk menghindari hal-hal yang merugikan, baik terhadap pihak debitur, kreditur 

maupun PUPN/BUPLN, sebaiknya PUPN/BUPLN bekeijasama dengan kreditur 

dalam melaksanakan pengurusan penyelesaian piutang negara khususnya dalam 

rangka penyitaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960.
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2. Sebaiknya barang-barang jaminan milik debitur kredit macet yang akan disita 

terlebih dahulu dilakukan pengamanan melalui asuransi yang klaimnya berlaku 

apabila barang-barang sitaan tersebut tidak dilindungi selama penyitaan. Asuransi 

tersebut dapat dilakukan bersamaan melalui kesepakatan perjanjian kredit antara 

bank dan debitur dengan penambahan klausula yang berbunyi bahwa ketika 

kredit macet dan asset jaminan dalam kondisi tidak terlindungi, maka bank 

diperlukan atas tunggakan debitur menutupi asuransi untuk mengamankan asset 

jaminan. Sementara itu mengenai jumlah premi asuransi dapat dibicarakan 

antara bank dengan debitur untuk menutup asuransi apabila terjadi asset jaminan 

yang disita tidak terlindungi.

3. Meskipun penitipan barang sitaan dapat diserahkan kepada aparat pemerintah, 

namun dalam penjagaan sebaiknya PUPN tidak bersikap pasif melainkan harus 

melakukan pemeriksaan secara berkala dan sistematis terhadap keadaan fisik 

barang sitaan dilokasi penyimpanan barang sitaan.

112

L Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahsan, M. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Ed. 1. Jakarta 
: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Djumhana, Muhamad. Hukum Perbankan Di Indonesia. Cet. IV. Bandung: PT. Citra 
Aditya Bakti. 2003.

Hasan, Djuhaendah. Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang 
Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan 
Horizontal Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.

Hasibuan Maiayu S.P. Drs. H. Dasar-dasar Perbankan. Cet. V. Jakarta : PT. Bumi 
Aksara. 2006.

Harahap, Yahya, M, S.H. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. 
Jakarta : PT. Gramedia. 1988.

___________. Hukum Acara Perdata Permasalahan dan Penerapan Conservatoir
Beslag (sita Jaminan). Cet. I. Jakarta: S.N. 1987.

___________. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Cet 4. Jakarta : Sinar Grafika. 
2006.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Cet. 10. Jakarta : 
Djambatan. 2005.

Mamudji, Sri. et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Jakarta : Badan 
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Makarao, SH., MH. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Cet. I. Jakarta: PT. Rineka 
Cipta. 2004.

Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. Hak Tanggungan. Jakarta: Kencana. 2005.

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT. Citra 
Aditya Bakti, 1999.

Murad, Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanak Bandung: Alumni, 
1991.

Naja Daeng, H.R. Hukum Kredit & Bank Garansi. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti. 2005.

Nasir Muhammad, Dr. SH. MH. Hukum Acara Perdata. Cet. II. Jakarta: Djambatan. 
2005.

Parlindungan, A.P. Komentar Undang-undang Tentang Hak Tanggungan, Atas 
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No.
4 Tahun 1996/09 April 1996/LN No. 42) dan Sejarah Terbentuknya. 
Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju. 1996.

___________. Menjawab masalah pertanahan secara tepat dan tuntas. Cet I.
Bandung : Mandar Maju. 1992.

Poesoko Herowati, Dr. SH., MH. Parate Executi Objek Hak Tanggungan. Cet. I. 
Yogyakarta: Laksbang Presindo. 2007.

Rahman Hasanuddin, SH. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di 
Indonesia (Panduan Dasar : Legal Officer). Cet. I. Bandung : PT. 
Citra Aditya Bakti. 1995.

Satrio, J. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tangungan Cet. 1. 
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2002.

__________ . Parate eksekusi sebagai Sarana mengatasi Kredit Macet. Cet. I.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hak Tanggungan Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan 
Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai 
Undang-undang Hak Tanggungan). Cet. I. Bandung : Penerbit 
Alumni. 1999.

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



Soebyakto. Tentang Kejurusitaan dalam Praktik Peradilan Perdata. Cet. II. Jakarta: 
Djambatan. 1997.

Soeroso, R. Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan. 
Cet. VII. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Sofjan, Sri Dewi M. Hak Jaminan Atas Tanah Yogyakarta: Liberty. 1981.

Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum 
Jaminan dan Jaminan Perorangan. Cet. 3. Jakarta : Badan 
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan 
Singkat. Ed. 1-9. Jakarta: PT. Raja Graflndo Persada,2006.

Suyuthi Wildan, Drs. SH., MH. Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan. 
Cet. I. Jakarta: Tatanusa. 2004.

Tiong Oey Hoey. Fiducia sebagai jaminan unsur-unsur Perkatany Jakarta : Ghalia 
Indonesia. 1985.

The’aman Mgs. Edy Putra, SH. Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis. Cet. II. 
Yogyakarta: Liberty. 1989.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis Jaminan Fiducia. Cet. I. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.

Wiraatmadja Rasjim, SH. Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan. Cet. I. Jakarta : 
PT. BANK NISP. 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum 
Tanah. Cet. 17. Jakarta: Djambatan. 2006.

Soemitro, Rachmat. Peraturan dan Intruksi Lelang Staatsblaad 08-189 Peraturan 
Lelang/Vendu Reglement (Penjualan di Muka Umum di Indonesia)

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



sebagaimana telah dirubah dengan Staatsblaad 40-56 juncto 
Staatblaad 41-3. Bandung : Eresco. 1987.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Cet. XXI Diteijemakan 
oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Yakarta Pradnya Paramita, 2001)

Indonesia. Undang-undang tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- 
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 Tahun 1996.LN 
No.42 Tahun 1996

Indonesia. Undang-Undang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998.

Indonesia. Undang-undang tentang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Nomor 49 Prp 
Tahun 1960. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan 
Negara Nomor 2104.

Keputusan Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Badan Urusan 
Piutang dan Lelang Negara, Nomor 21 Tahun 1991.

Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang. Kepmen Nomor 337/KMK.08/2000.

Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengurusan Piutang 
Negara. Kepmen Nomor 333/KMK.01/2000.

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Keputusan Kepala tentang Petunjuk 
Teknis Pengurusan Piutang Negara. Nomor 38/PN/2000.

Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara. Kepmen Nomor 61 /KMK.08/2002.

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang. No. 40/PMK.07/2006.

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara, Kepmen Nomor 61/KMK.08/2002.

D. Artikel

Riko, “Himpunan Balai Lelang Indonesia (Himbali) Minta Awasi Prosedur Hukum 
Lelang,” Sinar Harapan, (16 September 2003): 4510.

Eko, et. al, “Eksekusi Lelang, Kuncinya di MA dan Depkeu,” Jawa Pos, (11 Januari 
2008).

Rina, “DJPLN sosialisasi PP Penghapusan Piutang Negara,” Sriwijaya Post, (20 Juli 
2005).

E. Makalah

Sutardjo, F. X. “Azas-azas yang Mendasari Lelang,” Makalah disampaikan pada 
kuliah Hukum Lelang, Depok, Agustus -  Desember 2006.

E. Internet

Budianto Ali. “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tindakan Sita & Lelang 
BUPLN“, (www.kennywiston.com/artcmarc22.doc),20 Januari 2007.

F. Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3285 K/Pdt/2001.

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008

http://www.kennywiston.com/artcmarc22.doc),20


P U T U S A N  
Nomor : 3285 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
M A H K A M A H  A G U N G  

m e m erik sa  p e r k a r a  p e rd a ta  dalam tin g k a t k asas i t§ la h  
m engam bil p u tu s a n  s e b a g a i b e r ik u t dalam perkara  :

I .  PT.BANK MANDIRI (PERS3R0) PALU EKS PT. 
BANK BUMI DAYA (PERSERO) CABANG PALU, 
b e ra la m a t d i J a la n  Imam Bonjol N q.88' 
P a lu , d iw a k ili  kuasanya : JOHNY SIMON 
RUMAYAR, dan kawan-kawan,. Spoke Man^ger 
PT. Bank M andiri (Persero) Palu Eks. 
PT. Bank Bumi Daya (Persero) Cabang 
P a lu , berdasarkan  S urat Kuasa D irek si 
PT. Bank M andiri (Persero) No.l46/SK. 
CPS/2000 te r ta n g g a l 9 Nopember 2000 *;* 
Pemohon k a sa s i I dahulu te rg u g a t 
I/Pem banding ;

I I .  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MEN­
TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. 
KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LEKANG 
NEGARA UJUNG PANDANG cq KEPALA KANTOR 
PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG . NEGARA 
PALU, berlam at d i J a la n  Tanjung Pesik  
No.38 Palu , d iw ak ili kuasanya : JOHNY

HARAS & MUNAWAR EKA FITRAH, S taf pada 

S u b si Inform asi & Hukum KP3N P^lu, 

b e ra la m a t d i  J a la n  Tanjung Pesik No.38 

P a lu , berdasarkan  S ura t Kuasa te r ta n g ­

g a l  28 Spetember 1999 ;

Pemohon .................
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Pemohon k a s a s i  I I  dahulu te rg u g a t I I /  

pembanding ;

m e l a w a n  

PT.IRADAT PURI, berkedudukan d i  P a lu , 

d iw a k i l i  : RISWONG HONGDOYO, dalam
• *

kedudukannya seb ag a i D irek tu r  . a t a s  

p e r s e tu ju a n  d a r i  JANI WIDJAJA, se lak u  

K om isaris P T .lra d a t Puri (karena MIERA- 

WAN HOLINDO SONMOAHI, se laku  D ire k tu r  

Utama te la h  meninggal dunia pada ta n g ­

g a l 16 F eb ru a ri 2001 yang dalam h a l i n i  

d iw a k i l i  o le h  kuasanya : SAMUBL SAM- 

BEN, SH. d a r i  K antor Hukum G. Simorang- 

k i r ,  SH. & A sso c ia te s , Advokat & Penga­

c a ra , b e rd asark an  su ra t kuasa te r ta n g ­

g a l  1 M aret 2001 ;

Termohon k a s a s i  dahulu  p e n g g u g a t/te r ­

banding ;

Mahkamah Agung te r s e b u t  ? *

Membaca s u r a t - s u r a t  yang bersangkutan ; 

M enim bang, bahwa d a r i  s u r a t - s u r a t  te rs e b u t t e r ­

n y a ta  bahw a se k a ran g  termohon k a s a s i sebagai penggugat 

a s l i  t e l a h  m enggugat sek aran g  pemohon k a sa s i sebagai 

t e r g u g a t - t e r g u g a t  a s l i  dimuka p ersidangan  Pengadilan  

N e g e ri P a lu  p ad a  pokoknya a ta s  d a l i l - d a l i l  :

Bahwa penggugat a s l i  ada lah  pemegang Hak Pengu­

s a h a a n  H u tan  (HPH) s e lu a s  + 195.000 Ha t e r l e t a k  d i  

P r o p in s i /D a e r a h  T in g k a t I  Sulaw esi Tengah, dan m em iliki 

I n d u s t r i  P en g o la h an  Kayu Hulu (IPKH) d i Tondo-Palu ;

Bahwa d a lam  p en g o p e ra s ia n  HPH dan IPKH te r s e b u t  

d i a t a s ,  p e n g g u g a t a s l i  memperoleh f a s i l i t a s  k r e d i t  

e k s p o r  m odal k e r j a  d a r i  te rg u g a t a s l i  I ,  yang no ta  bene
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su d ah  punya hubungan selama ± 28 tahun t e r j a l i n  # dengan 

b a ik  d an  l a n c a r  ;
F a s i l i t a s  k r e d i t  khusus t e r u r a i  sebagai b e r ik u t :
1 . U ntuk  tam bahan modal k e r ja  kayu h itam  (ebony) b e rd a ­

s a rk a n  P e r j a n j i a n  K re d it (PK) N o.l7 /010/P e/P lu  tan g ­
g a l  7 Mei 1985 se b e sa r  Rp.5.408.000.000, - (lim a 
m i ly a r  em pat r a tu s  d e lapan  ju ta  ru p iah ) b v k ti P . l  ;

2 . U ntuk  tam bahan modal k e r ja  kayu lunak berdasarkan 
P e r j a n j i a n  K re d it  (PK) N o .l7 /006 /P e/P lu  tangga* 2 
O k to b e r  1985 dan PK No. 17/008/Pe/P lu  tanggal 21 
D esem ber 1985 yang  d ituangkan  dalam ak te  No.8Q tan g ­
g a l  23 Desem ber 1985 d a r i  Hans K ansil, SH. N o ta ris  d i  
P a lu  s e b e s a r  R p .5 .439 .000 .000 , - (lim a m ilyar enppat 
r a t u s  t i g a  p u lu h  sem bilan  ju ta  rup iah) b u k ti P .2 ;

3 . S i s a  k r e d i t  penggugat a s l i  se su a i s u ra t  konfirtt^asi 
t e r g u g a t  a s l i  I  tan g g a l 6 Oktober 1995 seb esa r 
R p . 9 . 907 . 000 . 000, - (sem bilan m ily ar sem bilan r^ tu s  
t u j u h  j u t a  ru p ia h )  P .3 ;

Bahwa m enuru t perh itu n g an  te rg u g a t a s l i  I I ,  s e ­
b ag a im an a  d i j e l a s k a n  didalam  su ra tnya  yang d itu jukan  
k ep a d a  k u a s a  Hukum penggugat a s l i  No.S-2089/WPN,08/ 
K P.0 2 /1 9 9 7 , ta n g g a l  27 Nopember 1997, s i s a  k re d it  peng­
g u g a t a s l i  a d a la h  s e b e s a r  Rp. 17.774.183 .437, - (t\*juh 
b e l a s  m i ly a r  tu ju h  r a tu s  tu ju h  puluh empat ju ta  se ra tu s  
d e la p a n  p u lu h  t i g a  r ib u  empat r a tu s  t ig a  puluh tu ju h  
ru p ia h )  b u k .:i P .4 ;

Bahwa dengan  dem ikian perbedaan jumlah ^ isa  
k r e d i t  p e n g g u g a t a s l i  a ta s  perh itungan  te rg u g a t a s l i  I 

dan  t e r g u g a t  a s l i  I I  yang sampai sa a t i n i  tid a k  je la s  
d a s a r  p e rh itu n g a n n y a  ;

Bahwa d i l u a r  p e rk ira a n  dan dugaan, t e r b i t  SK. 

M e n te r i  K euangan No.1134 KMK/013/1989 tanggal 10 Oktober
1989, ...............

t
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1989/ t e n ta n g  Pengenaan P ajak  E ksport a ta s  kayu gerga­

j i a n /  « aw n tim b er (yang san g a t t in g g i ,  kurang leb ih  sama 
dengan  h a rg a  j u a l )  h ingga t id a k  mungkin dapat d iek sp o r/ 
d i j u a ’L o le h  p en g g u g a t a s l i  ;

Eahwa a k ib a t  k e te n tu a n  SK M enteri Keuangan t e r s e ­
b u t ,  p r a k t i s  pengguga t a s l i  t id a k  dapat menjual/meng­
e k s p o r  h a s i l  p ro d u k s i kayu g erg a jian n y a , dan stock  l^ayu 
g e r g a j ia n n y a  yang  d ip ro d u k s i numpuk tid a k  dapat d i ju a l ,  
s e h in g g a  c a s h f lo w  penggugat a s l i  mengalami kemacetan ;

Bahwa u n tu k  m enanggulangi hambatan ekspor t e r s e ­
b u t ,  p e n g g u g a t a s l i  berupaya k e ra s  mencari dana ujituk 
m em beli m a s in -m e s in  re p ro c e s s in g , agar dapat memproses 
s to c k  k ay u  g e r g a j i a n  m enjadi kayu olahan, supaya be^bas 
d a r i  p a j a k  e k s p o r  s e s u a i  k e ten tu an  SK. Menkeu .te rseb u t 
d i a t a s ,  r*an yang  te rp e n t in g  s to ck  kayu g erg a jian  yang 
menumpuk d i p a t  s e g e ra  d iju a l/e k sp o r/d iu a n g k a n  sehingga 
c a s f lo w  p e ru s a h a a n  d ap a t b e r ja la n  normal kembali, jam­
b a ta n  e k s p o r  a t a s  h a s i l  p roduksi kayu g e rg a jian /s  awn t  im­
b e r  p e n g g u g a t a s l i  t e r s e b u t  d ia ta s  te r ja d i  pada tajiun 

1990 s / d  1994 . Dalam masa k e s u l i ta n  te rs e b u t, terutam a 
m a sa la h  c a s h f lo w  penggugat a s l i  bertahan  d a r i h ^ s il  
usah«, lo g g in g  o p e ra t io n  dengan bantuan p e ra la tan  d a ri 
L e a s in g  Company ,*

Bahwa p ad a  a k h ir  tahun  1994, penggugat a s l i  b e r­
h a s i l  m em pero leh  b an tu an  f in a n c ia l  d a r i  pihak k e tig a  
u n tu k  m em biayai pem belian  m esin-m esin reprocessing  kayu 
g e rg a i j ia n  d an  ju g a  dengan bantuan le a s in g . Penggugat 

a s l i  m u la i m e n g -o p e ra s ik an  kem bali IPKH Tondo - Palu dan 
m e r e a l i s i r  p e n ju a la n /e k s p o r  kayu g e rg a jian  yang te la h  
d ip r o s e s  m e n ja d i kayu o lahan  ;

Bahwa d a r i  h a s i l  o p a ra s i te rs e b u t d ia ta s  penggu­
g a t  a s l i  t e l a h  m elakukan angsuran s is a  k re d it  kepada

tergugat .............
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t e r g u g a t  a s l i  I  s e b e s a r  R p.300.000.000, - ( tig a  ra tu s  }u ta  

r u p ia h )  ;
Bahwa p ad a  b u la n  P eb ru a ri 1995 penggugat c^sli 

b e r h a s i l  m e r e a l i s i r  eksp o r sebanyak kurang le b ih  US$

7 5 0 ,0 0 0 ,-  ( tu ju h  ra u s  lim a puluh r ib u  D ollar Amerika 
S e r i k a t )  r e a l i s a s i  ek sp o r te r s e b u t  m elalu i Bank te rg u ­
g a t  a s l i  I  s e s u a i  s u r a t  lap o ran  penggugat a s l i  tanggal

28 F e b r u a r i  1995 dan ta n g g a l 8 Maret 1995 kepada te rg u ­

g a t  a s l i  I  b u k t i  F .5 dan P .6 ;
Bahwa d a r i  h a s i l  r e a l i s a s i  ekspor te rs e b u t,

p e n g g u g a t a s l i  kepada te rg u g a t a s l i  I  seb esa r
R p . 500 . 000 . 000, - ( lim a  r a tu s  ju ta  rupiah) ;

4 *
Bahwa, d i l u a r  dugaan t e r j a d i  tra g e d i yang l^uar 

b i a s a ,  p e r i s t i w a  yang amat sangat mengejutkan, y a i tu  
p ad a  aw al A p r i l  1995 Kepala Dinas Kehutanan Dat^ I  
S u la w e s i T engah  (K ad ishu t) dengan para  petugasnya datang 
m engadakan r a z i a  d i l o k a s i  IPKH penggugat a s l i  d i Tondo, 
P a lu , d en g an  tu d u h an  d ilo k a s i  IPKH penggugat a s l i  
t e r d a p a t  k ay u  i l l e g a l ,  tanpa b u k ti yang nyata dan tttftpa 
d a s a r  hukum m ereka melakukan penyegelan terhadap se lu ruh  
s to c k  k ay u  te ru ta m a  dan khususnya kayu hitam  (ebqny) 
m i l i k  p e n g g u g a t a s l i  ;

Bahwa, sam pai s a a t  i n i  tuduhan adanya k\ayu 
i l l e g a l  d i  IPKH penggugat a s l i  t id a k  dapat d ibuktikan ,
dan  u n tu k  je r n ih n y a  kebenaran dan nama baik  penggugat 

a s l i  a t a s  tu d u h a n  K adishut te rs e b u t, penggugat a s l i  
t e l a h  m em in ta Tim Pos t  A udit Departemen Kehutanan Jal^ar- 
t a  u n tu k  m elakukan  pengechekan kem bali, h a s i l  post a u d it 
t e r n y a t a  t i d a k  d item ukan  adanya kayu i l l e g a l  yang 
d i f i t n a h  o le h  K ad ish u t te rs e b u t d ia ta s .  Mengenai kasus 
p e n y e g e la n  kayu  yang  t id a k  mempunyai d asa r hukum te r s e ­

b u t ,  h in g g a  s a a t  i n i  sudah b e r ja la n  kurang leb ih  5 (lima)

tahun ...........

L
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ta h u n  t i d a k  ada tin d a k  l a n ju t  a ta s  kasus te rse b u t seca ra  
huk\im ;

Bahwa a ta s  p e rb u a tan  melawan hukum te rs e b u t 

p e n g g u g a t a s l i  te la h  mengajukan gugatan p erd a ta  te rhadap  
K a d is h u t S u lte n g -P a lu  d i  P engadilan  Negeri Kias I-A PaliL. 
d i  P a lu  t e r d a f t a r  dibawah r e g i s t e r  No.91_dan 92/Pdt.G /  
1997/ p n . p l . yang s a a t  i n i  memasuki tahap k asasi. j

Bahwa a k ib a t f i tn a h  dan penyegelan stock  41 kayu 
yang  d ila k u k a n  o leh  K adishut Sulteng-Palu , penggugat 
a s l i  t i d a k  d ap a t m enjual a tau  mengekspor stock  kayu 

m i l ik  p en g g u g a t a s l i ,  karena K adishut Sulteng-Palu  t id a k  
mau m en g elu a rk an  a ta u  memberikan pelayanan Surat Ang­
k u ta n  Kayu O lahan (SAKO), sedangkan tanpa Sako Hayu 
t i d a k  d a p a t  d ian g k u t, meskipun penggugat a s l i  sudah 
mempunyai k o n tra k  ju a l  b e l i  kayu dan LC a ta s  pen jualan  
s to c k  kayu  yang ada. LC dan C ontract kayu te rs e b u t, 
t e l a h  d is e ra h k a n  kepada te rg u g a t a s l i  I sebesar US$ 
1 ,6 3 0 ,0 0 0  ( s a tu  j u t a  enam ra tu s  t ig a  puluh r ib u  D olla r 

A m erika S e r i k a t ) ;
Bahwa a n d a ik a ta  hambatan te rse b u t tid a k  te r ja d i  

maka su d a h  d a p a t d ip a s t ik a n  angsuran s is a  k re d it  penggu­
g a t  a s l i  k ep ad a  te rg u g a t a s l i  I b e r ja la n  Lesuai renqana 
d an  ak a n  te rp e n u h i  ;
B agaim anapun ju g a  penggugat a s l i  te la h  melakukan ang­
s u ra n  k ep ad a  te rg u g a t a s l i  I  masing-masing sebesar 
R p. 3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 , - t i g a  ra tu s  ju ta  rupiah) dan 
R p .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,-  (lim a ra tu s  ju ta  rupiah) atau  sejumlah 

Rp. 800 .000  .0 0 0 , - (delapan  ra tu s  ju ta  rupiah) ;

Bahwa a k ib a t  hambatan-hambatan penyegelan stock  

kayu  d an  t i d a k  d i la y a n i  Sako te rse b u t d ia ta s , maka tid a k  

ad a  j a l a n  l a i n  penggugat a s l i  te rpaksa  melakukan pemu­

tu s a n  hubungan k e r ja  (PHK) terhadap karyawan yang ada 

d i  l o k a s i  IPKH Tondo dan yang ada d i a re a l HPH penggugat
a s l i  .............
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a s l i  p ad a  b u la n  O ktober 1995, dan sebagian PHK dilakijkan 
a t a s  p e rm in ta a n  d a r i  karyawan se su a i pernyataan SPSI 

U K .P T .lra d a t P u r i  ta n g g a l 7 Nopember 1995 ;

Bahwa a k ib a t  le b ih  jau h  a ta s  tindakan Kadishut 

S u l te n g  P a lu  yang t id a k  b e rse d ia  memberikan pelayanan 
Sako t e r u r a i  dalam  b u t i r  17 p o s i ta  gugatan in i ,  maka 
p en g g u g a t a s l i  t i d k  b is a  membayar angsuran s is a  k r e d i t  
k ep ad a  t e r g u g a t  a s l i  I ;

Bahwa seh a ru sn y a  te rg u g a t a l s i  I t id a k  langsung 

m engam bil t in d a k a n  yang amat d v a s t is ,  y a i tu  menyerahkan 
k ep ad a  K ep a la  K an to r Pelayanan Pengurusan Piutang Negara 
(KP3N) a t a u  se k a ra n g  te rg u g a t a s l i  I I  dengan m engklasi­
f i k a s i k a n  p en g g u g a t a s l i  sebagai d e b itu r  k re d it  m^cet 
yang  d i i k u t i  t in d a k a n  Peny itaan  dan Pelelangan a ta s  
a s s e t  p e n g g u g a t a s i  i  ;

Bahwa dalam  tin d ak an  p eny itaan  a ta s  se lu ruh  
a s s e t / b a r a n g -  jam in an  m il ik  penggugat a s l i ,  yang d ilak u ­
kan  o le h  t e r g u g a t  a s l i  I I  a ta s  permohonan te rgugat c^sli
I ,  P ih a k  p e n g g u g a t a s l i  maupun w akil yang sah penggugat 

a s l i  sama s e k a l i  t id a k  pernah d i ik u t  se rtak an  ;
Bahwa te r g u g a t  a s l i  I I  te la h  melakukan penyitaan 

te rh a d a p  s e lu r u h  a s s e t  penggugat a s l i  yang d i j  amir\kan
maupun y an g  tidak.._dijam inkan term asuk a l a t - a l a t  le a s in g, 

s e c a r a  m elaw an huk\im ;
Bahwa semua b aran g  a tau  a s s e t  penggu^at_asli yang 

d i s i t a  t e r s e b u t ,  se lu ruhnya berada dalam penguasaan 

te r g u g a t  a s l i  I  dan  te rg u g a t a s l i  I I  ;
Bahwa te r g u g a t  a s l i  I  dan te rg u g a t a s l i  I I  dengan 

s e n g a ja  t o l a h  m en e lan ta rk an  barang-jam inan k re d it t e r ­
s e b u t ,  d an  t i d a k  m elakukan pengawasan/penjagaan/pemel i - 

ha-raan  s e c a r a  la y a k  a ta s  barang jaminan k re d it m ilik

penggugat ...........
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penggugat a s l i  yang te la h  d is i t a  dan dalam penguasaan­

n ya , se h in g g a  pada tanggal _13 September 1997 te r ja d i  

k eb ak a ra n  yang memusnahkan se luruh  pabrik sawmill I  dan 

gudang s e lu a s  kurang le b ih  5.000 m2 beserta seluruh  

s to c k  kayu ebony dan kayu lunak yang sudah siap  diqks- 

p o r yang b erad a d i P ab rik  saw m ill- I  dan gudang tersebut, 

yang semuanya i t u  merupakan barang jaminan k re d it peng­

gugat a s l i  kepada tergugat a s l i  I  ;

Bahwa a ta s  k e ja d ia n  kebarakan tersebut tergugat 

a s l i  I I  mengatakan hanyalah sebagai musibah, sebagaimana 

d in y a ta k a n  dalam  suratn ya  No. S751/WPN. 03/1997 tanggap 19 

Septem ber 1997 (b u kti P .7) dan d ari surat tersebut 

d ik e t a h u i  te rn y a ta  tergugat a s l i  I I  sangat tidak p er­

tanggung jaw ab, y a itu  menyerahkan asset barang-jaminan 

k r e d it  m i l i k  penggugat a s l i  yang n ila in y a  puluhan mi^yar 

ru p ia h  kepada oknum yang tid ak  berwenang dan tidak punya 

k a p a s it a s  s e r t a  t id a k  dapat dipertanggung-jawabkan, tjaik  

s e c a ra  p ro sed u re  maupun secara  hukum ;

Bahwa perbuatan tergugat a s l i  I  dan tergugat a s l i  

I I  t e r s e b u t  d ia ta s  merupakan Perbuatan melawan hukum, 

dan a t a s  p erbuatan  te rseb u t penggugat a s l i  te lah  menga­

ju k a n  gugatan d i Pengadilan Negeri K ias I-A  Palu d i Palu 

dibaw ah r e g i s t e r  No . 121/Pdt .G/1997/PN.PL ;

Bahwa gugatan a quo oleh Pengadilan Negeri__ Kias

I  . A P a lu  d ite r im a  dan dikabulkan, yang salah..satu— ^mar. 

p u tu san n ya  menghukum tergugat a s l i  I  dan.tergugat _ a s l i

I I  d iw a jib k a n  membayar ganti rugi sebesar US$ 

8 ,5 0 0 ,0 0 0 ,-  (Delapan ju ta  lim a ratus ribu D ollar Amerika 

S e r ik a t )  kepada penggugat a s l i  ;

P u tu sa n  P en g ad ilan  Negeri K ias I .A  Palu d i Palu a quo 

t e la h  d ik u a tk a n  o leh  Pengadilan Tinggi Palu tanggal 14 

Nopember 1998 No. 85/Pdt/1998/PT.Palu, saat in i  4l£alam 

tah ap  k a s a p i ;

Bahwa ..............

L_
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Bahwa m eskipun te la h  ada putusan mengenai tu n ­
t u t a n  a t a u  g u g a tan  k e ru g ian  yang ditim bulkan ak ib a t 
k e l a l a i a n n y a ,  t e r n y a ta  te rg u g a t a s l i  I  dan te rguga t c \s li 

I I  m a sih  t e t a p  m e la la ik a n  tanggung jawabnya sebagai 
p ih a k  yan-j se h a ru sn y a  bertanggung jawab a ta s  keselam atan 
dan  k e u tu h a n  s e lu ru h  barang  jaminan k re d it  yang te la h  

d i  3 i  ta n y a  yang  s a a t  i n i  berada dalam penguasaan dan 

pengaw asannya ;
Bahwa t e r n y a ta  pada tanggal 23 Pebruari 1998 t\er- 

j a d i  l a g i  m u sib ah  kebakaran  yang memusnahkan ± 4.311 m3 
(em pat r i b u  t i g a  r a tu s  seb e la s  m eter k u b ik ). stock  kayu 
lu n a k  y an g  ad a  d i  IPKH Tondo ;
A k ib a t k e b a k a ra n  i n i  penggugat a s l i  mengalami kerugian  
s e b e s a r  US$ 1 ,4 0 4 ,5 2 3 ,-  (sa tu  ju ta  empat ra tu s  empat 
r i b u  l im a  r a t u s  dua pu luh  t ig a  D o lla r Amerika) . Terhadap 
k e ru g ia n  i n i  penggugat a s l i  mengajukan gugatan te rs e n ­
d i r i  k e p a d a  te r g u g a t  I dan te rg u g a t a s l i  I I  ;

Bahwa te r g u g a t  a s l i  I I  sampai h a r i  in i  masih 

m en g u asa i sepenuhnya  se lu ru h  barang-jam inan kre^lt^m^laJiL.
« Ml

p en g g u g a t yang  ada d i  lo k a s i IPKH Tondo-Palu dan „.t id a k 
m e n g ij in k a n  p en g g u g a t a s l i  memasuki lo k a s i IPKH m ilik--- * • ■ • N-
p e n g g u g a t a s l i  ;

Bahwa te r g u g a t  a s l i  I dan te rg u g a t a s l i  I I  d i-  
sam ping k e l a la ia n n y a  menjalankan tugas te rseb u t yang 

b e r a k i b a t  t e r j a d i n y a  kebakaran masih g ig ih  dan ngqtot 

m em aksakan kehendaknya m enjual le la n g  a s se t m ilik  p ihak 

k e t i g a  d an  p en g g u g a t a s l i  yang no ta  bene nota t^dak 

h a ra p  u l a n g i  t i d a k  m enjadi jaminan/agunan a ta s  k re d it  
p en g g u g a t a s l i  te rh a d a p  te rg u g a t a s l i  I  y a itu  sebagaima­
na t e r s e b u t  d a lam  s u r a t  gugatan ,*

N i l a i  a s s e t  p en g g u g a t a s l i  te rse b u t adalah sebesar US$ 

1 ,6 9 6 ,6 5 2 ,-  ( s a tu  j u t a  enam ra tu s  sembilan puluh enam

r i b u ...............

L
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r ib u  enam r a t u s  lim a pu luh  dua D o lla r Amerika S erik a t)  ;

Bahwa j e l a s  dan te g a s  tindakan te rg u g a t a s l i  I  
dan  t e r g u g a t  a s l i  I I  m enjual a s s e t  m ilik  pihak k e tig a  

dan  p en g g u g a t a s l i  yang t id a k  menjadi agunan a ta s  k re ­
d i tn y a  a d a la h  Absurd dan merupakan perbuatan melawan 
hukum, k a ren an y a  h a ru s la h  d i tu n tu t  membayar kerugian  
k ep a d a  p engguga t a s l i  ;

Bahwa k aren a  gugatan in i  d ia jukan  berdasarkan 
b u k t i - b u k t i  yang o r ig in a l  yang tid a k  terbantahkan /)c& e- 
n a ra n n y a , maka sa n g a tla h  b e ra la san  hukum putusan dc^lam 

p e r k a r a  i n i  d a p a t d ilak san ak an  te r le b ih  cl^hulu sekalipun  
t e r g u g a t  a s l i  I dan te rg u g a t a s l i  I I  mengajukan upaya 
hukum b a n d in g , k a s a s i  d an /a tau  v e rz e t (u itvoorbaar b i j  

voorraa<£) ;
U ntuk  m enjam in pembayaran g a n ti ru g i yang d id e r i ta  
p e n g g u g a t a s l i  se b e sa r  US$ 1 ,696 ,652 ,- (sa tu  ju ta  enam 
r a t u s  se m b ila n  pu luh  enam r ib u  enam ra tu s  lim a puluh dua 
D o l l a r  A m erika S e r ik a t)  penggugat a s l i  mohon kepada 
B apak d a n /a ta u  M a je lis  Hakim yang akan memeriksa dan 
m e n g a d il i  g u g a tan  i n i  berkenan melakukan S ita  Jaminan 
(C o n s e rv a to i r  B eslag) a ta s  se lu ruh  h a r ta  gerak maupun 
t a k  g e r a k  m i l ik  te rg u g a t  a s l i  I dan te rg u g a t a s l i  I I  ;

Bahwa d a r i  d a ta  dan fa k ta  yang te la h  penggugat 
a s l i  u r a ik a n  d i a t a s ,  maka je la s  dan tegas te la h  te rb u k ti  

s e c a r a  n y a ta  te rg u g a t  a s l i  I I  yang menerima dan melaksa­
n ak a n  tu g a sn y a  d a r i  te rg u g a t a s l i  I dalam "mengamankan" 
a s s e t  p en g g u g a t a s l i  teru tam a d ilo k a s i IPKH Tondo, ti,dak 
mohon d iu l a n g i  t id a k  menjalankan tugasnya dengan benar 

d an  b a ik ,  maka san g a t ah b e ra la san  hukum Katua dan /^ tau  

M a je l i s  Hakim berkenan  menjatuhkan putusan se la  agar 

k ep ad a  te r g u g a t  a s l i  I dan I I  d iperin tahkan  meninggalkan

lo k asi ...........
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l o k a s i  IPKH Tondo dan se la n ju tn y a  menyerahkan kem bali
k ep a d a  p en g g u g a t a s l i  untuk mengamankan lo k as i a guo ;

B e rd a sa rk a n  h a l-h a l  yang te la h  d iu ra ikan  d ia la s ,

p e n g g u g a t a s l i  mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kias
1 -A P a lu  u n tu k  memberikan pu tusan  sebagai b e r ik a t :
PUTUSAN PROVISI :
1 . M em erin tahkan  kepada te rg u g a t I I  membuat dan menanda­

ta n g a n i  B e r i t a  Acara Terima a s s e t - a s s e t  m ilik  penggu­
g a t  y an g  ada d i  lo k a s i  IPKH Tondo kepada penggugat 
seb e lu m  m eninggalkan  lo k a s i ;

2 . M em erin tahkan  kepada te rg u g a t I I  meninggalkan lo k a s i
IPKH Tondo, dan menyerahkan kembali kepada penggugat 
d a lam  w aktu  8 (delapan) h a r i  s e te la h  putusan i n i  
d iu c a p k a n  ;

3 . T id a k  d iin d ah k an n y a  putusan  in i ,  te rg u g a t dikenakan
u ang  p a k s a  (dwangsom) seb esar Rp. 100.000.000, - (se ­
r a t u s  j u t a  ru p ia h )  p e r  h a r i  ;

4 . M em erin tahkan  kepada penggugat untuk mengambil a l ih  
pengam anan lo k a s i  IPKH Tondo Palu ?

DALAM POKOK PERKARA :
1 . M enerim a dan  mengabulkan gugatan penggugat se lu ru h ­

n y a  ;
2 . M enyatakan  m enurut hukum te rg u g a t I dam te rguga t I I  

t e l a h  m elakukan  p erbuatan  melawan hukum (Onrecht- 

m a tig e d a a d )  sebagaim ana d ia tu r  dalam ketentuan ex 

p a s a l  1365 KUHPerdata ;
3 . Menghukum te r g u g a t  I  dan te rg u g a t I I  secara  tangcping 

r e n te n g  u n tu k  membayar g a n ti  ru g i m a te r i i l  kepada 

p e n g g u g a t se ju m lah  US$ 1 ,696 ,652 ,- (sa tu  ju ta  enam 
r a t u s  s e m b ila n  pu luh  enam rib u  enam ra tu s  lima puluh 

d u a  D o l l a r  Amerika S e rik a t)  dalam waktu p a lin g

lambat .............
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la m b a t 8 (d e lap an ) h a r i  k a len d e r s e te la h  putusan i n i  
d iu c a p k a n  ;

4 . M enyatakan  sah  dan b e rh a rg a  s i t a  jaminan a ta s  se lu ru h  
h a r t a  g e ra k  dan ta k  g e rak  m ilik  te rg u g a t I  dan t e r ­

g u g a t  J I  ;
5 . M enyatakan  p u tu sa n  p e rk a ra  i n i  dapat d ija lan k an  l$ b ih  

d a h u lu  s e k a l ip u n  ada upaya banding, k a sa s i dan v e rz e t 

y an g  d ia ju k a n  o le h  te rg u g a t I  dan te rg u g a t I I  (TJit- 
v o e r b a a r  b i j  v o o rraad ) ;

6 . Menghukum te rg u g a t  I  dan te rg u g a t I I  untuk membayar 
s e lu r u h  b ia y a  p e rk a ra  yang tim bul ;

- -  A tau  a p a b i l a  Bapak berpendapat l a in ,  maka penggugat 
mohon p u tu s a n  yang s e a d il- a d i ln y a  se su a i azas a lu r  
d an  p a t u t  (ex aeqou e t  bono) ;

Bahwa te rh a d a p  gugatan  penggugat a s l i  te rs e b u t 

t e r g u g a t  a s l i  I dan I I  mengajukan ek sep si yang pada 
pokoknya a t a s  d a l i l - d a l i l  :
E k sep sx  t e r g u g a t  I :

Bahwa te r g u g a t  I menolak gugatan penggugat seqara 
k e s e lu r u h a n ,  k e c u a li  yang secara  te g a s- te g a s  d iaku i 

o le h  t e r g u g a t  I ;
Bahwa g u g a ta n  penggugat pada pokoknya adalah kebera­

t a n  te rh a d a p  p e le la n g an  h a r ta  m iliknya. Adapun 
p o s i t a  g u g a ta n  penggugat dalam perkara  ini_ pada 

d a s a rn y a  sama dengan gugatan dalam perkara  te rdahu lu  

p e r k a r a  N o .l2 l/P d t.G /1 9 9 7 /P N .P a lu  yang sampai s^aat 
i n i  m a sih  dalam  pem eriksaan d i tin g k a t k asas i seh ing­

g a  belum  mempunyai kekuatan hukum yang p a s t i .  Dengan 
d e m ik ia n  guna m enghindari dualism e s e r ta  menciptakan 
ad an y a  k e a d i la n  maka sudah sepatu tnya  gugatan d^lam 

p e r k a r a  i n i  d in y a tak an  d ito la k . ;

Bahwa p engguga t t id a k  seca ra  j e l a s  menyebutkan i^ana

h a r ta  .............
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h a r t a  m il ik n y a  dan h a r ta  m ilik  pihak I I I ,  karenanya 

g u g a ta n  m e n jad i k ab u r dan tid a k  je la s  (obscure 

l i b e l ) ;

Bahwa p e n g g u g a t t id a k  mempunyai s u ra t  kuasa un tuk  

m e w a k ili  p ih a k  I I I  se lak u  pem ilik  obyek sengketa o leh  

k a re n a n y a  t id a k  mempunyai k u a l i ta s  hukum untuk menga­

ju k a n  g u g a ta n  ( d i s k w a l i f i c a to i r  excetion) . Dengan 

d e m ik ia n  b e r a la s a n  gugatan  penggugat dinyatakan t id a k  

d a p a t  d i t e r im a  ;

E k s e p s i  t e r g u g a t  I I  :

E k s e p s i  K om petensi A bsolut te rhadap  Kewenangan P ratun  : 

Bahwa tu n tu t a n  penggugat seharusnya d iajukan m e la lu i 

P e n g a d i la n  T a ta  Usaha Negara Palu, karena Pengadilan 

N e g e r i  P a lu  t id a k  berwenang memerika dan m engad ili 

p e r k a r a  i n i  ;

E k s e p s i  g u g a ta n  t id a k  sah :

Bahwa g u g a ta n  penggugat kurang sempurna karena tid a k  

m encan tum kan  s e c a ra  j e l a s ,  tem pat kedudukan hukum/ 

a la m a t  d a r i  penggugat/ P T .I ra d a t P u ri karena hanya 

m e n y e b u tk a n  d i  P alu  tan p a  d ip e rte g a s  dengan alam at 

yang  j e l a s / t e g a s  ;
• « u

Bahwa s e l a i n  i t u  penggugat juga  t id a k  menyebutkan 

d a s a r  hukum d a r i  pem beri kuasa, y a i tu  tid a k  menyebut­

k an  A nggaran  D asar Rumah Tangga d a r i PT .Iradat P u ri, 

s e h in g g a  h a l  te r s e b u t  menyebabkan gugatan penggugat 

k u ra n g  sem purna, maka gugatan penggugat harus d inya­

ta k a n  t i d a k  d ap a t d ite rim a  seluruhnya ;

Bahwa k a re n a  penggugat t id a k  menyebutkan d asar hukum 

p e m b e r i  kuasa/A D  .A r t . PT. I r a d a t  P u ri, dan t id a k  

m enyebu tkan  alam at P T .Irad a t Puri secara je la s / le n g ­

k a p , maka d a l i l  E ksepsi d ia ta s  dapat d ite rim a  dan 

d ik a b u lk a n  dengan menyatakan gugatan penggugat harus

dinyatakan .............
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d in y a ta k a n  t id a k  d a p a t d ite r im a  selu ruhnya (N iet 

O n v a n k e lijk  V erk laa rd ) ;

E k s e p s i  P e rso n a  S tu n d i Non Yudicio :

Bahwa g u g a tan  penggugat d inyatakan tid a k  dapat d i ­

te r im a  k a re n a  penggugat didalam  menyebutkan persoon 

t e r g u g a t  I I  k e l i r u ,  dan t id a k  d ik a itk a n  dengan Negara 

R .I  s e la k u  badan hukum induknya ;

H al t e r s e b u t  nampak pada halaman pertam a angka 2

g u g a ta n  penggugat dimana gugatan langsung d itu ju k an

k ep ad a  K epala  K antor Pengurusan P iu tang  Negaira Palu  ;
• »i i

Bahwa s e l a i n  i t u  penyebutan persoon te rg u g a t II- juga  

t i d a k  d i k a i t k a n  dengan Kepala K antor Wilayah V III 

BUPLN s e la k u  a ta s a n  d a r i  te rg u g a t I I ,  in  casu Kepala 

Badan U rusan  P iu tan g  dan Lelang Negara Pusat in  casu 

D ep a rtem en  Keuangan R .I  in  casu  Pem erintah/N egara 

R . I .  Bahwa h a l  te r s e b u t  disebabkan dalam melaksanakan 

tu g a s  dan  wewenangnya te rg u g a t I I  harus bertanggung 

ja w a b  k ep a d a  K epala K antor W ilayah V III BUPLN d i  

U jung Pandang, yang kemudian bertanggung jawab pada 

K ep a la  M e n te ri Keuangan dan se te ru sn y a . Dengan demi­

k i a n  d a lam  h a l  t e r j a d i  tu n tu ta n  terhadapnya juga  

d ik a i tk a n  dengan a tasannya te rs e b u t ;

- - Bahwa s e h a ru s n y a  penyeb 'itan  persoon  te rg u g a t I I  

b e r b u n y i  sebagaim ana d ise b u tk an  te rg u g a t I I  dalam 

ja w a b a n  halam an  p ertam a, karena didalam  gugatan 

p e n g g u g a t t i d a k  dem ikian maka h a l te rs e b u t membukti­

k an  bahwa p en y eb u tan  persoon te rg u g a t I I  k e l iru , maka 

h a ru s  d in y a ta k a n  t id a k  dapat d ite rim a  dengan menyata­

k an  t i d a k  d a p a t d ite r im a  seluruhnya (N iet O nvankelijk 

V e rk la a rd )  ;

E k s e p s i  N eb is  In  Idem :

- Bahwa .........
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Bahwa g u g a ta n  penggugat kurang sempurna, karena gu­
g a ta n  p engguga t i n i  sama p e r s is  dengan gugatan peng­
g u g a t  te rd a h u lu  yang t e r d a f ta r  dalam N o.l21/PdV G / 

1997/PN .PL . jo  No. 8 5 /P d t.G/1998/PT.Palu yang sa a t  i n i  

p em erik saa n n y a  dalam tin g k a t k asas i ;
E k s e p s i  O bscuur L ib e l Obyek :

Bahwa g u g a ta n  penggugat t id a k  sempurna, karena $eng 

g u g a t  t i d a k  menyebutkan dengan j e la s  obyek gugatan­

n y a  ;
Bahwa pengguga t d i  dalam p o s ita  gugatannya sama 
s e k a l i  t i d a k  menyebutkan obyek sengketa/barang agunan 
h u ta n g , penggugat pada te rg u g a t I ,  ba ik  barang b e r ­
g e r a k  maupun barang  ta k  bergerak , bahkan penggugat 
t i d a k  m enyebutkan dimana le ta k  obyek sengketa/barang 
ja m in a n  aquo, seh ingga dengan demikian gugatan kurang 
sem purna ;

E k s e p s i  G ugatan  Kurang Pihak :
Bahwa g u g a ta n  penggugat tid a k  sempurna, karena m^sih 
t e r d a p a t  p ih a k  l a i n  yang te r k a i t  dengan sengketa in i  
be lum  d ig u g a t  seh ingga gugatan kurang lengkap pijiak- 
p ih a k n y a  ;

Bahwa te rh a d a p  gugatan te rse b u t Pengadilan Negeri 
P a lu  t e l a h  mengambil pu tusan , y a i tu  putusannya tanggal 
19 A p r i l  2000 N o.67/Pdt .G/1999/PN.Paiu yang amarnya 

b e rb u n y i  s e b a g a i  b e r ik u t  :
1 . M engabulkan gug atan  p ro v is i  untuk sebagian ;
2 . M em erin tahkan  kepada te rg u g a t I I  membuat dan menanda­

ta n g a n i  B e r i t a  A cara Serah Terima a s s e t-a s s e t  penggu­
g a t  y ang  ada d i  lo k a s i  IPKH (In d u s tr i Pengolahan 
Kayu H ulu) Tondo kepada penggugat ;

3 . M em erin tahkan  kepada te rg u g a t I I  meninggalkan lo k a s i 

IPKH Tondo, dan  menyerahkan kembali kepada penggugat

d a la m .............
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dalam  waktu 8 (delapan) h a r i setelah putusan in i  

d iu cap kan  ;

4 . T id a k  d iindahkannya putusan in i ,  tergugat dikenakan 

uang paksa (dwangsorn) sebesar Rp.5 .000 .000 ,- (lima 

ju t a  ru p iah ) p e rh a r i ;

5 . M em erintahkan kepada penggugat untuk mengambil a l ih

pengamanan lo k a s i IPKH (In d u str i Pengolahan K̂ ayu 

Hulu) Tondo-Palu ;

6 . M enolak gugatan p r o v is i  selebihnya ;

DALAM EK SEPSI :

- -  M enolak e k se p s i tergugat I  dan tergugat I I  untuk se ­

lu ru h n y a  ;

DALAM POKOK PERKARA :

1 . Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

2 . M enyatakan menurut hukum tergugat I  dan tergugat I I

t e la h  m elakukan perbuatcin melawan hukum ;

3 . Menghukum terg u g at I  dan tergugat I I  secara tangcpm g

ren ten g  untuk membayar ganti rugi m a te r iil kepada 

penggugat se jum lah  US$ 1 ,696 ,652 ,- (satu ju ta  qnam 

r a t u s  sem b ilan  puluh enam rib u  enam ratus lima puluh 

dua , D o l la r  Amerika S e rik a t) ;

4 . Menghukum terg ug at I  dan tergugat I I  untuk membayar

s e lu ru h  b ia y a  p erkara  yang timbul dalam perkara in i  

s e b e s a r  Rp. 1 4 0 .0 0 0 ,-  (seratus empat puluh ribu ru- 

p ia ji)  ;

5 . M enolak gugatan penggugat se la in  dan selebihnya  

p u tu san  mana dalam  tin g k a t banding atas pemohonan para 

te rg u g a t  te rb a n d in g  te la h  d ip e rb a ik i oleh Pengadilan 

T in g g i P a lu  dengan putusannya tanggal_4..„. Oktober 2000 

No . 60/PDT/2 0 0 0 /P T . Palu  yang amarnya berbunyi sebagai 

b e r ik u t  :

- -  Menerima ...........
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- -  M enerim a permohonan pem eriksaan d itin g k a t banding 
d a r i  p a r a  te rg u g a t  pembanding ;

- - M em perbaik i p u tu sa n  P engadilan  Negeri Palu tanggap 19 
A p r i l  2000 No. 6 7 /P d t .G/1999/PN. Palu sehingga berbunyi 
s e b a g a i  b e r i k a t  :

DALAM PROVISI :
- -  M en y rtak an  tu n tu ta n  p ro v is i  dalam perkara in i  t id a k  

d a p a t  d i t e r im a  ;
DALAM EKSEPSI :
- -  M enolak  e k s e p s i  p a ra  tergugat/pem banding untuk s e lu ­

ru h n y a  ;
DALAM POKOK PERKARA :
- - M enguatkan  p u tu sa n  Pengadilan  Negeri Palu tanggal 19 

A p r i l  2000 No. 67 /P d t .G/1999/PN.Palu sehingga berbunyi 
s e b a g a i  b e r ik u t  :

1 . M engabulkan g u g a tan  penggugat/terbanding  untuk seba­
g ia n  ;

2 . M enyatakan  m enurut hukum te rg u g a t I/pembanding dan
te r g u g a t  I  I/pem banding te la h  melakukan perbuatan  
m elaw an huJ^um ;

3 . Menghukum te rg u g a t  I/pembanding dan te rguga t II/pem ­
b a n d in g  s e c a r a  tanggung ren teng  untuk membayarAMg a n ti 
r u g i  m a t e r i i l  kepada- penggugat/terbanding sejunjlah 
US$ 1 ,6 9 6 ,6 5 2 ,-  (s a tu  ju ta  enam ra tu s  sembilan puluh 

enam r ib u  enam r a tu s  lim a puluh dua D ollar Amerika 

S e r i k a t )  ;
4 . Menghukum te rg u g a t  I/pembanding dan te rg u g a t I I /  

pem banding  u n tu k  membayar b iaya perkara dalam kedua 

t i n g k a t  p e r a d i la n  yang dalam tin g k a t banding d ite g ap ­
k an  s e b e s a r  R p .140 .000 ,- (se ra tu s  empat puluh r ib u  

ru p ia h )  ;
5. Menolak .........
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5 . M enolak gugatan penggugat/terbanding se la in  dan s e ­

le b ih n y a  ;

bahwa sesudah putusan te ra k h ir  in i  d iberitahukan  

kepada para  tergugat/pembanding pada tanggal 7 Nopember 

2000 dan 8 Desember 2000 kemudian terhadapnya oleh para  

tergugat/pem banding (dengan perantaraan kuasanya khusus, 

b e rd a sa rk a n  su ra t  kuasa khusus masing-masing tanggap 9 

Nopember 2000 dan 28 September 1999 diajukan permohonan 

k a s a s i  s e c a ra  l i s a n  masing-masing pada tanggal 18 .iip^em- 

b e r  2000 dan 22 Desember 2000 sebagaimana ternyata d a r i  

a k te  permohonan k a sa s i No. 05/Pdt .G/2000/PN.Palu jo  

No . 6 7 /Pdt . G/ 19 99/PN. Palu • dan No . 5a/Pdt .G/2000/PN.Palu jo  

No. 67/Pdt .G/1999 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

N e g e ri P a lu , permohonan mana kemudian d isu su l dengan 

memori k a s a s i  yang memuat a la san -a lasan  yang diterim a d i 

K e p a n ite ra a n  Pengadilan Negeri tersebut masing-masing 

pada tan g g a l 29 Nopember 2001 dan 31 Januari 2001 ;

bahwa s e te la h  it u  oleh penggugat/terbanding yang 

pada tan g g a l 2 8 Pebruari 2001 te lah  d iberitahu tentang 

memori k a s a s i  d a r i  pemohon k a sa s i I  dan pemohon k asasi

I I  d ia ju k a n  jawaban memori k a sa s i yang diterim a d i 

K e p a n ite ra a n  Pengadilan  Negeri pada tanggal 10 Maret 

_ 2 0 Q1 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasapi I  a quo be­

s e r t a  a la sa n -a la sa n n y a  yang te la h  diberitahukan kepada 

p ih a k  law an dengan saksama diajukan dalam tenggang wâ ktu 

dan dengan c a ra  yang ditentukan dalam Undang-Undang, 

maka o le h  karen a  it u  permohonan k a sa s i I  tersebut form il 

dapat d ite r im a  ;

Menimbang, bahwa permohonan k asasi I I  diterim a d i 

K e p a n ite ra a n  Pengad ilan  Negeri Palu barulah pada tanggal 

31 J a n u a r i  2 001, sedangkan pemberitahuan putusan yang

dimohonkan ...........
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d im ohonkan  k a s a s i  i . c  pu tu san  P engadilan  T in g g i P a lu  

t a n g g a l  4 O k to b er 2000 No. 60 /P d t/2000 /P T .P alu  t e l a h  

t e r j a d i  p ad a  ta n g g a l 9 Nopember 2000 dan permohonan 

k a s a s i  d a r i  pemohon k a s a s i  I I  te la h  d ia jukan  pada ta n g ­

g a l  22 Desember 2000, sehingga dengan dem ikian p e n e r i ­

maan perm ohonan k a s a s i  te rs e b u t te la h  melampaui tenggang 

y an g  d i te n tu k a n  dalam p a s a l 46 Undang - Undang No. 14 tah u n  

1 9 8 5 , maka o le h  k a ren a  i t u  permohonan k a s a s i  d a r i  

pemohon k a s a s i  I I  te r s e b u t  harus d inyatakan t id a k  d ap a t 

d i t e r i m a  ;

Menimbang, bahwa k eb era tan -k eb era tan  yang d ia ju ­

k an  o le h  pemohon k a s a s i  I dalam memori kasasinya  t e r s e ­

b u t  p ad a  pokoknya ia la h  :

I . Ju d e x  f a c t i  t e la h  melakukan pelanggaran  p ro s e d u r /  

k e te n tu a n  hukum p ro se s  banding :

1 . Bahwa s e s u a i  r i s a l a h  pem beritahuan  d a r i  P engad ilan  

N e g e r i P a lu  kepada pembanding te r ta n g g a l 28 Agustus 

2000, pembanding/pemohon k a sa s i se su a i dengan k e ten ­

tu a n  hukum a c a ra  d ib e rik a n  kesempatan untuk memeriksa 

b e r k a s  p e rk a ra  (inzage) yang akan d ik irim  ke Penga­

d i l a n  T in g g i Palu  selam bat-lam batnya 14 h a r i  sebelum 

b e r k a s  d ik i r im  ke P engad ilan  _T inggi P a lu . Namun 

t e r n y a t a  P en g ad ilan  N egeri Palu tan g g al 29 A gustus 

2000 a ta u  l ( s a tu )  h a r i  s e te la h  tanggal pem beritahuan 

t e l a h  m engirim kan berkas p erkara  dimaksud ke Penga­

d i l a n  T in g g i Palu , sehingga pembanding t id a k  d ap a t 

m elakukan  pem eriksaan  b erkas perkara  dimaksud, pada­

h a l  ten g g an g  waktu u n tu k  memeriksa b erk as  p e rk a ra  

n a s  i h  ja u h  belum te r le w a t i .  Oleh karenanya tin d ak an  

P e n g a d ila n  N egeri Palu  yang mengirimkan berkas p e r ­

k a r a  ke P en g ad ilan  T ingg i te r s e b u t  j e l a s - j e l a s  me­

la n g g a r  k e ten tu a n  hukum aca ra , mengingat b a ta s  waktu
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p e n g ir im a n  b e rk a s  p e rk a ra  ada lah  14 h a r i  se jak  tan g ­
g a l  p em b eritah u an  untuk melakukan inzage d ite rim a  
pem banding  belum te r le w a t i ,  t e t a p i  o leh  Pengadilan  
N e g e ri P a lu  b e rk a s  te la h  d ik ir im  ke Pengadilan T inggi 

P a lu .  U ntuk i t u  sep a tu tn y a  Pengadilan T inggi Palu  

s e la k u  pengawas P engadilan  N egeri Palu memberikan 

te g u r a n  a ta u  p e r in g a ta n  kepada Pengadilan N egeri 
P a l u . Namun m engingat judex  f a c t i  t id a k  memberikan 
s a n k s i  t e r b u k t i  dalam s a lin a n  putuan judex f a o t ie  
sama s e k a l i  t id a k  ada pertim bangan hukum mengenai 
k e b e r a ta n  pembanding/pemohon k a s a s i , sehingga b e ra ­
l a s a n  pemohon k a s a s i  mohon kepada Mahkamah Agung 
s e b a g a i  lem baga te r t i n g g i  dalam -bidang y u d ik a tif , 
y an g  s a la h  s a tu  tugasnya ada lah  mengawasi ja lannya 
p e r s id a n g a n  dan tin g k ah  laku  hakim dan karyawan 
p e n g a d i la n  maka b e ra la sa n  Mahkamah Agung membatalkan 
p u tu s a n  ju d e x  f a c t  i  dan memberikan amar putusan 
s e n d i r i  y a i t u  menolak gugatan penggugat untuk, m e ­
lu ru h n y a  ;

2 . Bahwa s e s u a i  r i s a l a h  pem beritahuan pengirim an berkas 
p e r k a r a  d a r i  P engad ilan  N egeri Palu No.W.26.Db.HT. 
0 4 .1 0 -7 9 0  ta n g g a l 31-8-2000, berkas perkara No^67/ 
P d t .G /99/P N .P a lu  d ik ir im  kepada Pengadilan Tinggi 
P a lu  p ad a  ta n g g a l 31-8-2000 dan d ite rim a  oleh Penga­
d i l a n  T in g g i P alu  se su a i No.W26.HT.01.10-683 tanggal 

7 -9 -2 0 0 0 . P en g ad ilan  T inggi Palu se lan ju tn y a  m encatat 

p e r k a r a  dim aksud dan menetapkan m a je lis  hakim yang 

d i k e t a h u i  o p le h  M.Soedarsono S. D jdjoharedjo, SH. 

y an g  ju g a  se b a g a i Ketua Pengadilan Tinggi Palu se su a i 

s u r a t  p en e tap an n y a  N o.60/Pen/Pdt/2000/PT .Palu. tan g ­

g a l  8 Septem ber 2000. Pada tanggal 4 Oktober 2000 

ju d e x  f a c t i  t e l a h  memutuskan perkara  dengan ^mar
putusannya ...........
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p u tu san n ya  yang hanya menguatkan sa ja  i s i  putusan 

P e n g a d ila n  N egeri No. 67/Pdt .G/99/PN.Palu yang dimo­

honkan bandi;ng ;

3 . Bahwa dengan memperhatikan proses pengiriman berkas 

p e rk a ra  sampai dengan perkara dijatuhkan ternyata  

ju d e x  f a c t  i  hanya memerlukan waktu dalam satu bulaji 4 

h a r i  . P ro se s  pem eriksaan yang sedemikian cepat tentu  

s a ja  merupakan p re s ta s i yang sangat bagus dan ha l 

d e m ik ia n  adalah  menjadi dambaan semua pencari ke­

a d i la n  yang s e ja la n  dengan azas perad ilan  Yan9 

c e p a t . Namun yang menjadi pertanyaan apakah memang 

b e n a r d a r i  semua perkara yang dimohonkan banding dan 

d ip e r ik s a  o leh  Pengadilan Tinggi Palu ra ta -ra ta  d a ri 

p e n g irim a n  b erkas sampai dengan putusan hanya memer­

lu k a n  waktu selama 1 bulan 4 h a r i. Mengingat proses 

p em erik sa an  perkara  yang sedemikian cepat pada saat 

i n i  a d a la h  suatu yang jarang te r ja d i dan terasa  

ja n g g a l,  sehingga pemohon k asasi berkeyakinan bâ hwa 

p ro s e s  pem eriksaan perkara dalam waktu 1 bulan 4 h ari 

a d a la h  se su a tu  yang langka dan tidak wajar sebagai­

mana yang t e r ja d i  terhadap kasus-kasus atau perkara 

la in n y a .  A p a la g i j i k a  diperhatikan perkara gugatan, a 

quo b u kan lah  suatu perkara yang menjadi tuntutan dan 

so ro ta n  m asyarakat, a rtin y a  k u a lif ik a s i perkara ada­

la h  b ia s a  s a ja  ;

4 . Bahwa berkenaan dengan adanya pelanggaran prosedur 

b an d in g  dan kemungkinan pemeriksaan yang tidak wajar 

a t a s  p e rk a ra  terseb u t se p e rti adanya unsur nepotisme, 

k o r u p s i dan k o lu s i ,  sehingga mengakibatkan timbulnya 

k e ru g ia n  terhadap d i r i  pemohon k asasi. Mengir\gat 

dengan adanya proses pemeriksaan yang tidak wajar 

dan d ila k u k a n  secara  cepat (dalam 1 bulan 4 h ari)

sehingga ...........
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se h in g g a  d ap a t d ip a s tik a n  pertim bangan judex f ^ c t i  
t e r b u k t i  hanya menguatkan s a ja  tanpa memeriksa s e r ta  
m em pertim bangkan se c a ra  cerm at dan memenuhi i^asa 

k e a d i la n  yang d ic a r i  dan didambakan o leh  p a ra  p ih ak . 

P a d ah a l sebagaim ana diam anatkan o leh  Undang-Undang 
bahwa P en g ad ilan  h a ru s la h  b e r tin d a k  a d i l  dan t id a k  

memihak dan a sa s  hukum bahwa k ead ilan  d itegakan  

m esk ipun  l a n g i t  run tuh  ;
5 . Bahwa s e s u a i  p a s a l  53 ayac (1) dan (2) Undang-Undang 

N o. 2 ta h u n  1986 te n tan g  P e ra d ila n  Umum, secara  teg as  
d i a t u r  bahwa p engad ilan  melakukan pengawasan ^tas. 
p e la k s a n a a n  tu g as dan tin g k ah  laku  Hakim, P a n ite ra , 
S e k r e t a r i s  dan Ju ru  S i ta  d i  daerah hukumnya. S e la in  
i t u ,  K etua P engad ilan  T inggi d i daerah hukumnya 
m elakukan  pengawasan te rh ad ap  ja lan n y a  p e rad ilan  d i 
t i n g k a t  P en g ad ilan  N egeri dan menjaga agar p e rad ilan  
d is e le n g g a ra k a n  dengan seksama dan sewajarnya ; 
B e rd a s a rk a n  p a s a l  32 Undang-Undang No.14 tahun 1985 
te n ta n g  Mahkamah Agung, seca ra  tegas menugaskan 
k ep a d a  Mahkamah Agung untuk  melaksanakan pengawasan 
t e r t i n g g i  te rh a d ap  penyelenggaraan p e rad ilan  d i semua 
l in g k u n g a n  p e ra d i la n  dalam m enjalankan kekuasaan ke­
hak im an  dan ju g a  mengawasi tin g k a tla k u  dan perbuatan 
p a r a  hakim  d i  semua lingkungan p e rad ilan  dalam men­

ja la n k a n  tu g asn y a  ;
S e s u a i  p u la  Tap MPR No.XI/MPR/1998 ten tang  Penyeleng­
g a ra a n  N egara yang b e rs ih  dan bebas ko ru p sit k o lu s i 

d an  n ep o tism e  dan Undang-Undang No.28 tahun 3*999 
t e n ta n g  P enyelenggaraan  Negara Yang B ersih dan Bebas 

d a r i  K o ru p s i, K olusi dan Nepotisme, maka lembaga 

y u d i k a t i f  (hakim) sebagai penyelenggara negara b erk e­

w a jib a n  u n tu k  t id a k  melakukan perbuatan korujpsi,
k o lu si ...........
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k o lu s i  dan nepotisme (vide pasal 5) ;

Dengan dem ikian dapat disim pulkan proses pemeriksaan 

dan p en jatu han  keputusan dalam perkara a quo yang 

d ila k u k a n  o leh  judex f a c t i  te lah  melakukan seqara  

t id a k  w a ja r , t id a k  cermat dan sama se k a li jauh d a r i 

u n su r  k e a d ila n  se rta  bertetangan dengan Undang-Und,ang 

N o. 2 tahun 1986, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan 

Undang-Undang No. 28 tahun 1999, karenanya sepantarnya 

Mahkamah Agung membatalkan putusan judex f a c t i  dan 

m e n g a d ili s e n d ir i  dengan menyatakan menolak gugatan 

penggugat untuk seluruhnya ;

6 . Bahwa s e la in  h a l te rseb u t, dapat pula pemohon k a sa s i 

sam paikan perbandingan terhadap proses pemeriksaan 

p e rk a ra  a quo (No . 67/Pdt .G/99/PN. Palu jo  No.60/Pdt/

2 0 C 0 /P T .P 1 .)  dalam tingkat banding. Sebagaimana 

te r s e b u t  dalam jawaban tergugat I/pemohon k a sa s i, 

penggugat/term ohon k a sa s i I  te lah  mengajukan gugatan 

a t a s  obyek atau permasalahan yang sama te rh a d a p  

pemoohon k a s a s i d i Pengadilan Negeri Palu dalam 

p e rk a ra  No . 121/Pdt .G/97/PN. P a lu i. jo  3130 K/Pdt/99,

No . 6 8/Pdt .G /99/PN. Palu dan No. 101/Pdt .G/99/PN.Palu ;

7 . Bahwa p e rk a ra  No. 67/Pdt .G/99/PN. Palu diputus qleh

P e n g a d ila n  N egeri pada tanggal 19 A p ril 2000, d ik i­

rim kan  kepada Pengadilan Tinggi Palu sesuai sitrat

P e n g a d ila n  N egeri No .W26 .Da .HT. 04 .10-790 dan diterim a  

o le h  P engad ilan  T inggi Palu sesuai surat No.V^26. 

Da . H T. 01 .10-683 tanggal 07-09-2000 dengan te rca ta t  

dalam  p e rk a ra  re g is te r  d i Pengadilan Tinggi No.60/ 

P d t/2 0 0 0 /P T . Palu ;

8 . Bahwa p e rk a ra  No. 68/Pdt .G/99/PN. Palu diputus qleh

P e n g a d ila n  Negeri Palu pada tanggal 19 Aprii*"2000,

d ik ir im k a n  kepada Pengadilan Tinggi Palu sesuai sitrat

Pengadilan .........
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P en g ad ilan  Negeri No . W26 .Da .HT. 04 .10-782 dan d iterim a  

o le h  Pengadilan  Tinggi Palu sesuai surat No.W26. 

Da .HT. 01.10-673 tanggal 31-08-2000 dan te rca ta t dâ lam 

p e rk a ra  r e g is t e r  d i Pengadilan Tinggi No.57/Pdt/2000/ 

P T .P a lu  ;

9 . Bahwa a p a b ila  proses pemeriksaan perkara a quo 

No. 67/Pdt .G/99/PN.Palu jo  No. 60/Pdt/2000/PT.Palu d i ­

bandingkan dengan perkara No. 68/Pdt/99/PN.Palu jo  

No . 57/Pdt/2000/PT. Palu ternyata No. 67/Pdt .G/99/PN. 

P a lu  s e ja k  pengirim an berkas perkara, penerimaan p er­

k a ra  o le h  Pengadilan T inggi Palu, dan pencatatan  

r e g i s t e r  perkara  d i Pengadilan T inggi Palu, t e r ja d i  

b elakangan  dibandingkan dengan proses serupa atas 

p e rk a ra  No . 68/Pdt .G/99/PN. Palu namun kenyataannya 

p e rk a ra  No . 67/Pdt .G/99/PN. Palu jo  No. 60/Pdt/2000/PT. 

P alu  te la h  d ip u tu s  oleh Pengadilan Tinggi Palu t e r le ­

b ih  dahulu  dibandingkan dengan per/cara No. 6 8 / P d t / 9 9 /  

PN. P a lu  jo  No . 57/Pd t/2000/PT.Palu ;

B e rd a sa rk a n  p a sa l 57 Undang-Undang No.2 tahun 1986 

ten tan g  P e ra d ila n  Umum menentukan Ketua Pengadilan 

m enetapkan p erkara  yang harus d ia d i l i  berdasarkan 

nomor u ru t , te ta p i apab ila  terdapat perkara uang 

k aren a  menyangkut kepentingan umum harus d ia d i l i  maka 

p e rk a ra  i n i  d idahu lukan . Adapun perkara No.67/Pdt.G/ 

9 9 /P N .P a lu  jo  No.60/Pdt/2000/PT.Palu bukanlah terma­

suk dalam  p erk a ra  yang menyangkut kepentingan î mum 

yang h a ru s  d idahulukan pemeriksaannya, namun ternyata  

o le h  ju d e x  f a c t i  perkara a quo diputus leb ih  dahulu 

d ib an d in g kan  dengan perkara yang masuk dan dengan 

nomor r e g i s t e r  awal (No. 68/Pdt/99/PN.Palu) . Qleh 

k aren an ya  b e ra la sa n  putusan judex f a c t i  tersebut

harus ...........
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h a ru s  d ib a ta lk a n  karena te lah  bertentangan dengan Un­

dang-Undang No.2 tahun 1986 ;

I I .  Ju dex  f a c t i  t id ak  cukup memberikan pertimbangan h\̂ kum

yang cukup :

1 . Bahwa pertimbangan judex f a c t i  pada putusan a quo

yang hanya m enyetujui pertimbangan hakim pertama b a ik

u ntuk  e k se p s i maupun untuk pokok perkara dan ur^tuk
• i

i t u  beranggapan cukup a lasan  untuk menguatkan putusan 

t e r s e b u t , adalah putusan yang salah  dan k e liru  karena 

b erte n ta n g a n  dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang 

No. 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa hakim h^rus 

memberikan pertimbangan yang memadai atas putusannya. 

A p a b ila  d i l ih a t  d a r i pertimbangan tersebut ternyata  

t id a k  d ib e r ik a n  pertimbangan yang memadai dan cukup 

k e c u a l i  hanya menyetujui pertimbangan hakim pertama 

tan p a  memberikan pertltVJcifi h a l-h a l mana yang d ise tu ­

j u i  d a r i  pertimbangan hakim pertama tfcTSSiWC. 

k a re n a  i t u  b era lasan  pertimbangan judex fa c t i pada 

p e rk a ra  aquo untuk d ibatalkan  ;

2 . B e r k a it a n  dengan hal tersebut, dimohon perhatiannya 

te rh a d a p  y u risp ru d e n si tetap Mr.hkamah Agung RI, ya­

i t u  :

a .  P u tu san  Mahkamah Agung Uo. 68 K/Sip/1969 tanggal

22-07-1970 menegaskan bahwa putusan Pengadilan 

N e g e ri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup d i­

pertim bangkan harus d ibatalkan ;

b . P u tu san  Mahkamah Agung No. 672 K/Sip/1972 tanggal 

18-10-1972 menegaskan bahwa putusan Pengadilan 

T in g g i harus d ibata lkan  karena kurang cukup d ip er­

tim bangkan dan terdapat ketidak tertiban dalam 

b e ra c a ra  ;

M engingat bahwa judex f a c t i  dalam putusan ^quo

tidak ...........
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t id a k  cukup memberikan pertim bangan maka b e ra la san  
a p a b i la  pu tusan  judex f a c t i  harus d ib a ta lk an  ;

I I . P ertim bangan  hakim Pengadilan Negeri Palu baik  Dc l̂am 
E k se p s i maupun Pokok Perkara yang d is e tu ju i  o leh  
P e n g a d ila n  T inggi adalah  pertim bangan hukum yang 
s a la h  dan k e l i r u  sebagaimana te rn y a ta  d a r i  p e rtim ­
bangan  judex  f a c t i  y a i tu  :

A. Dalam E ksepsi :
l .  Bahwa ju d ex  f a c t i  te la h  sa la h  dan k e l i ru  dalam me­

n e ra p k a n  hukum berkenanaan sebagaimana pertim bangan 
ju d e x  f a c t i  jo  Pengadilan N egeri Palu h a l .41 yang 
m enyatakan  obyek sengketa a n ta ra  perkara No. 121/ 
P d t .G /1997/PN .Palu . dengan p erk ara  No.67/Pdt.G /1999/ 
P N .Palu  ad a lah  berbeda, karena dalam perkara No. 121/ 
P d t .G /1997/PN .Palu  berkenaan dengan kebakaran pada 
ta n g g a l  13 September 1997 sedangkan dalam perkara 
N o. 6 7 /P d t  .G /99/PN .Palu adalah  berkenaan dengan keba­
k a ra n  pada tan g g a l 23 P ebruari 1998 dan pelelangan 
h a r t a  m il ik  p ihak  I I I  yang berada d i lo k asi ^PHK 
Tondo, karenanya putusan judex f a c t i  harus d ib a ta l ­
k an ;
Sebagaim ana pertim bangan judex f a c t i  j  o Pengadilan 
N e g e ri P a lu  b a ik  dalam p erk ara  N o.l2 l/Pd t.G /1997/ 
P N .P alu  maupun dalam perkara  No.67 /P d t.G/99/PN.Ralu 

t e r n y a t a  yang m enjadi obyek perkara  adalah sama y a itu  

a s s e t  m i l ik  penggugat/te rband ing  I  d i Wilayah ^PHK 
Tondo. Dem ikian pu la  b u k ti-b u k ti yang disampaikan 

a t a u  d ia ju k a n  o le h  penggugat sebagai dasar g an ti J^igi 

ju g a  sama (v id e  b u k ti P .7, P. 10) ;

Ju d e x  f a c t i  jo  Pengadilan Negeri Palu juga ta la h  

s e d e m ik ia n  rupa  mengambil a l ih  pertimbangan m a je lis  

hak im  dalam  p e rk a ra  N o .l2 1 /P d t .G/1997/PN.Palu tenuang

prosedur ...........
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p ro se d u r  p en y itaan  a ta s  agunan yang dilakukan o leh  
te rg u g a t  I I .  Oleh karenanya adalah sangat t id a k  ac^il, 
a p a b i la  judex  f a c t i  j  o Pengadilan Negeri Palu m enja­
tuhkan  amar pu tusan  yang menghukum te rg u g a t I/pem ­
banding/pem ohon k a sa s i sampai b e rk a l i -k a l i  (ada 4 
p e rk a ra  yakni p erk ara  N o.l21/Pdt .G/1997/PN.Pc^lu,
No. <$7/Pdt .G /99/PN .Palu, No.68 /P d t.G/99/PN.Palu ’ dan 
No. 1 0 1 /P d t.G/99/PN.Palu) untuk membayar g a n ti  ^ug i 
a t a s  obyek sengketa yang sama dan b u k ti yang sama 
p u la .  Putusan demikian j e l a s - j e l a s  b e rten tan g an  
dengan p r in s ip  k ead ilan  yang didambakan o leh  p a ra  
p ih a k  yang b erp erk ara  dan d ijun jung  t in g g i  da^lam 
Undang-Undang dan merupakan tugas pengadilan  untuk 
menegakkan k ea d ila n  te rs e b u t. Oleh karenanya sai^gat 
b e r a la s a n  a p a b ila  Mahkamah Agung RI membatalkan 
p u tu s a n  judex  f a c t i  dan menyatakan gugatan penggugat 
d in y a ta k a n  tid a k  dapat d ite rim a  ;

2 . iiahwa ju d ex  f a c t i  te la h  sa lah  dalam menerapkan hi^kum 

a ta u  t id a k  menerapkan hukum sebagaimana m estinya 
sebagaim ana pertim bangan judex f a c t i  j  o Pengadilan 
N eg e ri P alu  h a l .42 yang menyatakan penggugat t id a k  
p e r lu  mendapatkan kuasa d a r i  pihak I I I /p e m ilik  bacang 
u n tu k  mengajukan gugatan karena barang sudah berada ' 
d ibaw ah kekuasaan penggugat, karenanya putusan j\^dex 

f a c t i  h a ru s  d ib a ta lk a n  dengan a lasan  :

a . Bahwa s e s u a i  h a s i l  persidangan, tid a k  ada satvipun 
b u k t i  yang menunjukkan adanya hubungan hukum b e r ­

k en aan  dengan barang-barang m ilik  p ihak I I I  a n ta ra  

term ohon k a s a s i  I/penggugat dengan pihak I I I  se lak u  
p e m il ik  b aran g . Oleh karenanya pertimbangan j\jdex 

f a c t i  j  o P engadilan  Negeri Palu yang menyatakan 

term ohon k a s a s i  I/Penggugat seo lah -o lah  mempunyai
• Alt

kekuasaan ...........
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k e k u a sa a n  se lak u  p em ilik  a ta s  barang yang d^pat 
b e r t i n d a k  dalam  se g a la  h a l termasuk melakukan gu­
g a ta n ,  p ad a h a l kuasa un tuk  i t u  tid a k  pernah ^da, 

s e h in g g a  tin d a k a n  penggugat ada lah  sama se k a li t id a k  
b e r d a s a r  hukum. Dengan t id a k  adanya su ra t kuasa cjari 
p ih a k  I I I  s e la k u  p em ilik  barang, te r le b ih  kuasa untuk 
b e r a c a r a  yang s e su a i dengan RBg harus d ib e rik an  ki^asa 

k h u s u s , j e l a s  p en g g u g a t/te rb an d in g  I  tid a k  mempunyai 
k u a l i t a s  hukum ( d is q u a l ic a to r ) , karenanya p e rtim ­
b an g an  t e r s e b u t  h arus d ib a ta lk a n  dan sepatu tnya 
g u g a ta n  d in y a ta k a n  t id a k  dapat d ite r im a  ;

b . Bahwa sebagaim ana te la h  d iak u i dalam p o s ita  gugatan 

dan  h a l  mana te la h  p u la  dipertim bangkan o leh  j\*dex
. . f a c t i  j o P en g ad ilan  N egeri Palu , barang-barang yang 

d i s i t a  a d a la h  s e la in  m ilik  penggugat juga m ilik  pi,hak
I I I .  B e rd a sa rk an  h a s i l  persidangan  te rn y a ta  judex 
f a c t i  j  o P en g ad ilan  N egeri Palu sama se k a li tid a k  
m em erik sa  a s a l  u su l barang, sehingga tid a k  je la s  atau  

k a b u r  manakah barang  yang m enjadi agunan, mana yang 
t i d a k  s e b a g a i  agunan, barang mana yang menjadi m ilik  
p ih a k  k e t i g a  dan mana yang menjadi m ilik  penggugat. 
H a l - h a l  dem ik ian  ju g a  t id a k  pernah dibuktikan  o leh  
p e n g g u g a t/  te rb a n d in g  I ,  karenanya dengan adspiya 
b a ra n g -b a ra n g  yang d ile la n g  sementara buk ti pem ilik  

d an  p e r in c ia n n y a  kabur dan tid a k  je la s  pemilityiya 

s e r t a  h an y a  sem ata-m aca d idasarkan  pada h a s il  k e tik an  
p e n g g u g a t/te rm o h o n  k a s a s i sebagaimana t e r t u l i s  ds^lam 

s u r a t  g u g a ta n  penggugat, maka b era lasan  putusan judex 

f a c t i  d ib a ta lk a n  dan b e ra la san  gugatan penggugat 
d in y a ta k a n  t i d a k  d ap a t d ite rim a  ;

c .  Bahwa t e r n y a t a  d a r i  h a s i l  b e r i ta  acara persidangan,

t i d a k .............
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t id a k  ada b u k ti ataupun sa k s i pihak I I I  selaku pemi­

l i k  barang yang mengajukan keberatan terhadap p e le ­

lan g an  ataupun penyitaan yang dilakukan oleh tergugat

I I .  O leh  karenanya tindakan termohon kasasi/penggugat 

yang b e rt in d a k  se laku  kuasa dan mempunyai kewenar^gan 

s e la k u  p e m ilik  a ta s  barang-barang pihak I I I  karena 

b erad a  dibawah kekuasaan d ir in y a , sedangkan pihak I I I  

s e la k u  p e m ilik  barang sama s e k a li tidak mengajukan
• A l  I

k e b e ra ta n  dan t id a k  pernah memberikan kuasa untuk 

i t u ,  ad a lah  tindakan yang tidak  beralasan dan tid ak  

b e rd a sa rk a n  hukum, karenanya putusan judex f^ c t i 

h a ru s  d ib a ta lk a n  ;

d . Bahwa s e s u a i p a sa l 572 KUH Perdata mengatur tiap-t*iap  

hak m i l ik  harus dianggap bebas adanya. Barang siapa  

membeberkan mempunyai hak atas benda m ilik  orang ^ain 

h a ru s  membuktikan hak it u . Sebagaimana ternyata d ari 

h a s i l  pem eriksaan dipersidangan, penggugat tidak

p ern ah  dapat membuktikan adanya bukti-buJcti p e m ilik a n  

b ara n g , mana yang menjadi m ilik  se n d iri dan mana ^ang 

m erupakan barang m ilik  pihak I I I  ;

B . Dalam Pokok Perka;ra :

1 . Bahwa ju d e x  f a c t i  te la h  sa lah  dalam menerapkan hî kum

khu su sn ya  hukum pembuktian * dan tidak menerapkan 

hukum khususnya Undang-Undang No.49 Prp tahun ^960 

se h in g g a  sampai pada kesimpulan yang menyatakan pem­

b a n d in g /te rg u g a t I  te la h  melakukan perbuatan melawan 

hukum, karenanya putusan demikian harus dibatalkan

dengan a la s a n  sebagai berikut :

a . Bahwa putusan judex f a c t i  yang menyatakan pemohon 

k a s a s i  te la h  melakukan perbuatan melawan hv\kum 

a d a la h  putusan tid ak  benar dan bertentangan dengan 

hukum atau  Undang-Undang serta  sama seka li tidak

didukung ...........
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didukung o leh  b u k ti-b u k ti yang sah menurut keten­

tuan  hukum pembuktian. Hal mana te r ja d i karena 

adanya p roses pemeriksaan yang demikian cepat dan 

waktu 1 bulan 4 h a r i sehingga judex f a c t i  hanya 

menguatkan sa ja  i s i  putusan Pengadilan Negeri ^alu  

tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan 

d ip e r ik s a  dengan cermat terutama memeriksa bu^ti- 

b u k t i pemohon k a sa s i ;

b . Bahwa sebagaimana te la h  dipertimbangan oleh j\^dex 

f a c t i  j  o Pengadilan Negeri Palu karenanya te la h  

t e r b u k t i ,  pembanding *-'ilah memberikan f a s i l i t a s  

k r e d it  kepada penggugat/terbanding I .  Jangka waktu 

f a s i l i t a s  k re d it  terseb ut te la h  beberapa k a l i  d i ­

p erp a n ja n g , guna memberikan kesempatan kepada 

penggugat/terbanding I  untuk menyelesaikan f a s i l i ­

t a s  k re d itn y a  pada tergugat I/pembacfij:^ ; 

c . Eahwa se su a i pertimbangan Pengadilan Negeri Palu 

h a l . 50-51 , dapat disim pulkan adanya SK Menteri 

Keuangan No. 1134/KMK.013/1989 tanggal 10-10-^989 

b u k a n lah  sebagai a lasan  penyebab terjad inya  k re d it  

m acet penggugat pada pembanding karena Surat 

Keputusan  terseb ut berlaku umum kepada seluruh  

pemegang HPH, sehingga dapat katakan keti,dak 

mampuan terbanding menyelesaikan hutangnya dan 

d ik a ta g o r ik a n  sebagai k re d it  macet disebabkan 

pembanding tid ak  mempunyai kemampuan menajemen 

dalam  m engelola usahanya ; 

d . Bahwa se e su a i pertimbangan judex fa c t i  jo  Penga­

d i la n  N egeri Palu h a l .52-53, te lah  terbukti k re d it  

a u.as nama penggugat te lah  dikatagorikan dalam 

k r e d i t  m acet, sehingga sesuai dengan Undang-Undang 

No. 49 Prp tahun 1960. Pemohon kasasi/pembanding

mempunyai .........

- 30 -

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



- 31 -

mempunyai kewajiban untuk menyerahkan k red it macet 

a ta s  nama penggugat kepada tergugat I I .  Dengan 

d em ik ian  tindakan  penyerahan p enyelesaian  k re d it  

te r s e b u t  te la h  sah sesu a i dengan perundang- 

undangan, karenanya putusan judex f a c t i  j  o Penga­

d i la n  N egeri Palu  yang menyatakan pemban­

d in g /te rg u g a t I  te la h  melakukan perbuatan melawan 

hukum adalah  sama s e k a li tid ak  berdasar dan kare­

nanya harus d ib ata lkan  ;

Bahwa pertim bangan judex f a c t i  jo  Pengadilan  

N e g e ri Pa lu  menyatakan penggugat/terbanding I  

m asih  sanggup m enyelesaikan kreditnya sesuai bukti 

P. 6 ad a lah  sama s e k a li  t id ak  benar. Adanya pertim ­

bangan te rse b u t, je la s  menunjukkan judex f a c t i  j  o 

P e n g a d ila n  N egeri Palu te la h  mengesampingkan dan 

t id a k  mempertimbangkan b u kti-b u kti pemohon kasasi/  

pem banding (T . 1-9 s/d T . I - I I c )  yakni kesempatan 

yang d ib e r ik a n  o leh pemohon k asasi kepada termohon 

k a s a i i  I  untuk m enyelesaikan kewajibannya, terma­

su k  j a n j i  d a r i  penggugat/tergugat k a sa s i I untuk 

m elakukan  pembayaran angsuran namun tidak  pernah 

d i t e t a p i  o leh  penggugat/tergugat k asasi I .  Sesuai 

dengan ketentu an  beracara , seharusnya judex fa c t i  

b e r t in d a k  a d i l  dengan memeriksa dan mempertimbang­

kan s e lu ru h  b u k t i-b u k ti d a r i para pihak dan tidak  

hanya b u k t i  m i l ik  penggugat s a ja . Dengan tid ak  

d ip e rt im b a n g k a n  b u k t i-b u k ti pemohon kasasi/pem­

ban d ing  maka judex f a c t i  j  o Pengadilan Negeri Palu 

t e la h  s a la h  dalam memberikan peertimbangan hukum 

se h in g g a  a k h irn y a  t e r ja d i amar putusan yang tidak  

te p a t  ;
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f . Bahwa te rh ad ap  permohonan penyelesa ian  k r e d i t  
pengguga t (vide P .6) o leh  pemohon kasasi/pem ban­
d in g  te la h  dijaw ab dan d ib e rik an  kesempatan yang 

cukup kepada penggugat untuk m enyelesaikan k e ­

w ajib an n y a  te r s e b u t ,  berupa keringanan pembayaran 
tu n g g ak an  bunga dan penambahan jangka waktu 
pengem balian  k r e d i t  (T. 1-9 s .d  T . I - l l c )  . N^tnun 

t e r b u k t i  termohon k a s a s i /penggugat hanya mem­
b e r ik a n  j a n j i - j a n j i  semata tanpa pernah m e re a li­
s i r  j a n j in y a  te r s e b u t  (v ide T .I -1 0 ) . Dengan demi­

k ia n  seharusnya judex  f a c t i  mempertimbangkan dan 
m enyatakan bahwa termohon k a sa s i/te rb a n d in g  yang 

t e l a h  melakukan wanpres t  as i / t id a k ,  dapat menyale- - 
s a ik a n  kew ajibannya se su a i dengan yang d ija n jik a n  
dalam  s u r a t - s u r a t  termohon k a sa s i dan bukannya 
m enyatakan  hanya a ta s  d a sa r  su ra t permohonan ke- 
r in g a n  pembayaran (P .6) judex  f a c t i  te la h  peroaya 
d an  berkey ak in an  bahwa penggugat/term ohon k a sa s i 

m a sih  sanggup membayar hutangnya ; 
g .  Bahwa dengan semakin b e r ia ru t- la ru tn y a  penyele­

s a ia n  kew ajiban  te rs e b u t sebagai ak ib a t tindakan  
p en gguga t/te rm ohon  k a s a s i ,  te la h  menimbulkan keru-• Alt
g i  an  pada pemohon kasasi/pem banding tergugat; Ii
s e la k u  bank pem erin tah  karena piutangnya m enjadi 
m acet dan bank t id a k  memperoleh pendapatan $ a r i  
p e n y a lu ra n  a tau  pem berian f a s i l i t a s  k re d i t  kepada 

peng g u g a t/te rm o h o n  k a s a s i, padahal uang k r e d i t  

t e r s e b u t  t id a k  la in  adalah  uang masyarakat yang 

d is im p a n  dan d i t i t ip k a n  pada pemohon k a sa s i ;
2 . Bahwa pemohon k a s a s i keb era tan  terhadap putusan judex 

f a c t i  j  o P engad ilan  N egeri Palu yang menghukum pem­

b a n d in g / te r g u g a t  I  untuk membayar g a n ti ru g i se ca ra
tanggung . . . .

I
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Canggung renteng sebesar USD 1 ,696,652,- karena j\}dex 

f a c t i  te la h  sa lah  menerapkan hukum khususnya hukum 

pembuktian sehingga beralasan untuk d ibatalkan dengan

a la sa n  :

a . Bahwa sebagaimana te lah  d iakui oleh termqhon 

kasasi/penggugat/terbanding dalam surat gugatannya 

dan karenanya te lah  te rb u k ti, barang-barang yang 

m enjadi obyek sengketa ataupun yang d ija d ik a n  

d asar g an ti rugi t e r d ir i  d a r i barang m ilik  p enggu ­

gat/termohon k asasi dan m ilik  pihak I I I .  Adapun 

keberadaan barang ditempat penggugat/termqhon 

k a s a s i  t id ak  je la s  hubungan hukumnya, sehingga 

apakah benar jumlah barang sebagaimana yang d ip e r­

in c i  dalam p o sita  penggugat masih belum terb u k ti 

kebenarannya. Termohon kasasi/terbanding t id a k  

pernah mendapatkan kuasa d a ri pihak barang untuk 

mengajukan gugatan ganti rug i, padahal didakiam 

Kbg/HIR menentukan le b ih  tegas, untuk beracara  

d ip e rlu k a n  surat kuasa khusus untuk it u .  Qleh 

karenanya tindakan termohon k asasi yang mengajukan 

tu n tu tan  ganti rug i atas dasar barang yang belum 

j e l a s  p e rin c ia n  dan siapa pemiliknya se rta  t id a k  

ada kuasa d a ri pem ilik  atas barang (pihak ^H) 

ad a lah  t id a k  beralasan ;

b . Bahwa d a fta r/ta b e l p erin cian  barang yang yang d i ­

ja d ik a n  dasar ganti rugi sebagaimana te rsu ra t  

dalam su ra t gugatan ternyata tidak didukung qleh  

b u k t i-b u k t i pem ilikan atau faktur pembelian, se ­

hingga diragukan kebenaran dan keberadaannya 

se c a ra  f i s i k  barang-barang tersebut. D afar/tab el 

p e r in c ia n  semata-mata hanya berdasarkan tu lis a n  

penggugat/termohon k asasi sebagaimana disebutkan

d a la m ..............
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dalam p o sita  gugatan dan bukan b u kti-b u k ti s e p e r t i  

k u it a n s i pem belian, atau fa k tu r . Oleh karenanya  

tindakan judex f a c t i  yang sedemikian rupa mengam­

b i l  a l ih  dan membenarkan apa adanya p o sita  penggu­

gat tanpa ada b u k t i-b u k ti yang sah se su a i dengan 

hukum pembuktian adalah tindakan yang k e l i r u  dan 

menyimpang d a r i ketentuan hukum acara  khususnya  

ketentuan  pembuktian sehingga dapat d ip a s t ik a n  

perh itung an  g a n ti ru g i t id a k  d is e r t a i  atau a ta s  

d a sa r  b u k t i-b u k t i yang sah yang dapat menentukan 

berapa n i l a i  sebenarnya ganti ganti ru g i, karena­

nya b e ra la sa n  putusan judex f a c t i  sudah se p a tu t­

nya untuk d ib ata lkan  ;

c .  Bahwa judex f a c t i  juga te la h  sa lah  dalam memper­

timbangkan n i l a i  atau harga suatu barang tanpa 

didukung oleh b u k ti-b u k ti pem ilikan sesuai fak tu r  

d a r i  barang. Judex f a c t i  hanya membenarkan d a l i l -  

d a l i l  perhitungan g an ti ru g i d a r i suatu barang 

a ta u  m esin se su a i p o s ita  penggugat sedangkan 

b u k t i- b u k t i harga barang yang merupakan dasar  

perhitungan ganti rug i tidak pernah ada ;

d . Bahwa se su a i p asa l 572 KUHPerdata mengatur t ia p -  

t ia p  hak m ilik  harus dianggap bebas adanya. Barang 

s ia p a  membeberkan mempunyai hak atas benda m il ik  

orang la in  harus membuktikan hak it u .  Sebagaimana 

te rn y a ta  d a r i h a s i l  pemeriksaan d ipersidangan , 

penggugat/termohon k a sa s i t id ak  pernah dapat 

membuktikan adanya b u k ti-b u k ti pem ilikan barang, 

mana yang m enjadi m ilik  se n d ir i dan mana yang 

merupakan barang m ilik  pihak I I I  ;

c .  Bahwa sesu a i b ukti-b u kti (vide P-9) , te rb u k ti
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termohon k a s a s i Z te la h  melaporkan p e r is t iw a  
kebakaran  a ta s  a s s e t  P T .Irad a t p u r i  kepada p ih ak  
k e p o l is ia n , sehingga te rhadap  tindakan  kebakaran  
m asih dalam p ro ses  penyid ikan  p ihak  b e rw a jib , 
seh in g g a  penyebab kebakaran belum j e l a s ,  s ia p a  
yang bertanggung jawab ju g a  belum te rb u k t i ,  k a re ­
nanya pertim bangan judex  f  a c t i  yang menghukum 
pemohon kasasi/pem banding untuk membayar g a n t i  
ru g i  kepada termohon k a s a s i  b e r a r t i  judex f a e t i  
t e l a h  melampaui wewenangnya dengan menyatakan 
pemohon kasasi/pem banding sebagai p ihak  yang 
bertanggung  jawab a ta s  kebakaran, padahal p rq se s  
p en y id ik an  pidana mmasih berlangsung dan'belum  ada 
p u tu sa n  p idana yang te la h  berkekuatan hukum yang 
t e t a p .  Dengan adanya pu tusan  pidana yang te la h  
mempunyai kekuatan hukum yang te ta p  te rse b u t maka 
d a p a t te rb u k t i  s ia p a  yang sebenarnya bertanggung 
jaw ab dalam kebakaran dan penyebabkan sehingga 
p ih a k  te r s e b u t  dapat d im in ta  pertanggungjawabannya 

dan  d i tu n t u t  untuk membayar g a n ti ru g i ^
3 . Bahwa pemohon kasasi/pem banding keberatan te rhadap  

p e rtim b an g an  judex f a e t i  j  o Pengadilan Negeri Balu 
p ad a  h a l . 57, yang pada pokoknya menyatakan tindakan  
te r g u g a t  I I  t e la h  sa la h  karena m elelang barang m i,lik 
p ih a k  I I I  yang bukan m enjadi agunan, karenanya p e r ­

tim bangan  te r s e b u t  harus d ib a ta lk an  dengan a la sa n  : 
a .  Bahwa s e s u a i h a s i l  persidangan , tid a k  je la s  mana 

b a ra n g  a ta u  mesin-m esin yang menjadi m ilik  I I I  

k a re n a  memang h a l te r s e b u t  tid a k  pernah d ib u k t i ­
k a n . D i s i s i  l a in  juga t id a k  pernah ada k eb e ra tan  

d a r i  p ih a k  I I I  se laku  p em ilik  barang a ta s  tin d ak an  

p e le la n g a n . Oleh karenanya dapat disim pulkan b^hwa
semua................

L
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2 . Bahwa m enurut hukum, merupakan hak d a r i  pemohon 

k a s a s i  un tuk  melakukan le lan g  eksekusi a ta s  b a ran g - 

b a ran g  m il ik  termohon k a sa s i, sebagai penggan ti a t a s  

p e lu n a sa n  pembayaran p iu tan g  pemohon k a s a s i , k a ren a  

term ohon k a s a s i t id a k  melakukan pelunasan pembayaran 

hu tangnya te rhadap  pemohon k a sa s i ;

3 . Bahwa j u s t r u  termohon k a s a s i  yang t id a k  m elakukan 

k ew a jib an  hukumnya, y a i tu  tid a k  m elunasi pembayaran 

h u tangnya  te rhadap  p iu tan g  pemohon k asas i ;

B erdasarkan  h a l-h a l  sebagaimana dikemukakan pada 

a d . l  sam pai dengan ad .3 , maka gugatan termohon k a s a s i ,  

bahwa pemohon k a s a s i I  te la h  melakukan perbuataua melawan 

hukum t i d a k  b e ra la s a n  hukum, maka gugatan penggugat 

h a r u s la h  d i to l a k  ;

Menimbang, b erd asark an  pertim bangan te r s e b u t  

d i a t a s ,  dengan t id a k  p e r lu  la g i  mempertimbangkan a la sa n -  

a l a s a n  k a s a s i  la in n y a  Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

t e l a h  cukup a la sa n  untuk mengabulkan permohonan k a s a s i 

d a r i  pemohon k a s a s i  I  te rs e b u t dan membatalkan pu tusan  

P e n g a d i la n  T in g g i Palu  tan g g al 4 Oktober 2000 N o.60/ 

P d t /2 0 0 0 /P T .P alu  yang memperbaiki putusan  P engad ilan  

N e g e r i  P a lu  ta n g g a l 19 A p ril 2000 N o.67/Pdt.G /1999A  

P N .P a lu  s e r t a  akan m engadili s e n d ir i  perkara i n i  dengan 

am ar s e p e r t i  yang akan d iseb u t dibawah in i  ;

Menimbang, bahwa o leh  karena permohonan k a s a s i  

d a r i  pemohon k a s a s i  I  dikabulkan dan pemohonan k a s a s i 

d a r i  pemohon k a s a s i  I I  dinyatakan tid a k  dapat d ite rim a , 

namun dalam  p e rk a ra  in i  gugatan d a r i  penggugat/term ohon 

k a s a s i  d i t o l a k ,  maka termohon k a sa s i dihukum membayar 

b ia y a  p e r k a r a  dalam semua tin g k a t p erad ilan  ;

M em perhatikan p a s a l-p a s a l  d a r i  Undang-Undang 

N o.14  ta h u n  1970, Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Un-

i
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M B M W A D I L I  :

M enyatakan permohonan k a sa s i d a r i  pemohon k a s a s i
11 . PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA cq . KEPALA BADAN URUSAN PIUTANG DAN 
LELANG NEGARA UJUNG PANDANG cq KEPALA KANTOR PELAYANAN 
PENGURUSAN PIUTANG NEGARA PALU, yang d iw ak ili kuasanya : 

JOHNY HARAS & MUNAWAR EKA FITRAH te rse b u t t id a k  d ap a t 

d i t e r im a  ;
M engabulkan permohonan k a sa s i d a r i  pemohon k a s a s i  

I .  PT.BANK MANDIRI (PERSERO) PALU EKS PT. BANK BUMI

DAYA (PERSERO) CABANG PALU, yang d iw ak ili kuasanya : 
JOHNY SIMON RUMAYAR dan kawan-kawan te rse b u t ;

M embatalkan pu tusan  Pengadilan  Tinggi Palu ta n g ­
g a l  4 O ktober 2000 No. 60/Pdt/2000/PT .Palu , yo pu tusan
P e n g a d i la n  N egeri Palu  tan g g a l 19 A pril 2000 No%67/
P d t .G /1 9 9 9 /PN. P alu  ;

DAN MENGADILI SENDIRI :
DALAM PROVISI :
- -  M enolak g ugatan  p ro v is i  untuk seluruhnya ;
DALAM EKSEPSI :
- - M enolak e k s e p s i te rg u g a t I  dan te rgugat I I  untuk s e ­

lu ru h n y a  ;

DALAM POKOK PERKARA :
- -  M enolak gug atan  penggugat untuk seluruhnya ;
- -  Menghukum penggugat/terbanding/term ohon k asasi ur\tuk 

membayar b ia y a  p e rk a ra  dalam semua tin g k a t p e ra d iia n , 

y an g  dalam  t in g k a t  k a s a s i in i  berjum lah seb esa r 

Rp. 1 0 0 .0 0 0 ,-  ( s e ra tu s  r ib u  rupiah) ;

D em ik ian lah  d ipu tuskan  dalam rap a t permusya­
w a ra ta n  Mahkamah Agung pada h a r i  Senin tanggal 2 Desem­

b e r  2002 dengan H.German H oediarto , SH. Ketua Muda yang 

d i t u n j u k  o le h  Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua S idang,

A rb ijo to , SH....................
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. -V-'1?
A rb i]o to ,-  SH. dan Soedarno, SH. sebagai Hakim-Hakim' 

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk î mum 

pada h a r i  : SENIN TANGGAL 30 DESEMBER 2002. o leh Ketua  

S id an g  te rse b u t, dengan d ih a d ir i , oleh A rb ijo to , SH. dan 

Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota,.• dan N y .B e ttin a  

Y ah ya ,S H . P a n ite ra  Pengganti dengan tidak  d ih a d ir i c^leh 

kedua b e la h  p ih a k .-  ’ ’

Hakim -Hakim  Anggota : K e t u a : .

.'■''¿M
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B ia v a - b ia v a  : ‘ ■ ’ • '  ̂ Panitera-Pengganti
X . M e t  e r  a i   ̂ . =Rp. £ . 010 0, -
2 . R e d a  k  s i  ................. =Rp. 1 .0 0 0 , -
3 . A d m in is t r a s i  k a s a s i . . .  =Rp . 9 3 . Q 0 Q t .i

J  u m 1 a h ......................  = Rp.l00.000, -
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K ' J t t R K A t f  K ET UH AN AN  YANG MAHA E S A  "

Sf^?h’3 a d i l a n  T i n g g i  S u l a w e s i  T e n g a h  d i  P a l u ,  y a n g  

■’•‘^ m o m e r i ' k s a  d a n  m e n g a d i l i  p e r k a r a — p e r k a r a  p e r d a t a  d a l a m  t i n g k a t  

b a n d i n g  t e l a h  m e n j a t u h k a n  p u t u s a n  s e b a g a i  b e r i k u t  d i b a w a h  i n i  

d a l a m  p e r k a r a  :

i .  P T .  b a n k : BU MI  DA / A CABANG P A LU  D I  P A L U ,  d a l a m  h a l

i n i  d i w a k i l i  o l e h  k u a s a n y a  PURWOKO 

d a n  A I N U R O F I K  b e r d a s a r k a n  S u r a t  

K u a s a  S u b s t i t u s i  t a n g g a l  2 7  

S e p t e m b e r  1 9 7 9  dan  s e l a n j u t n y a  

d i s e b u t  s e b a g a i  T e r g u g a t  I  /

P e m b a n d i n g  : ---------------------------------------------------------------

K E P A L A  K A N T O R  P E L A Y A N A N  PEN GURUSAN P I U T A N G  NEGARA ( K P 3 N )

CABANG P A L U  D I  P A L U ,  d a l a m  h a l  i n i  

d i w a k i l i  o l e h  k u a s a n y a  J OH N Y  HARAS 

d a n  ttUNAWAR EKA F I T R A  b e rd a s - a rk a n  

S u r a t  K u a s a  S u b s t i t u s i  t a n g g a l  28  

S e D t e m b e r  1 9 99  Nomor  S K S - 0 9  /

W P N .0 8  / K P . 0 2  / 1 9 99  s e l a n j u t n y a  

d i  s e b u t  s e b a g a i  T e r g u g a t  I I  / 

P e m b a n d i n g  ; ----------------------------------------------------------

MELAWAN

P T .  I R A D A T  P U R I B e r k e d u d u k a n  d i  P a l u  d i w a k i l i  

D i r e k t u r  U t a m a n y a  MIERAWAN HO LI ND O  , - 

SO NM O AN I ,  b e r a l a m a t  

r i n t f *  N o i - i »  J a k a r l
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g p ' r  t'!

' i n i  d i w a k i l i  o l e h  k u a s a  

.•l'7 h u k u m n y a  H - H A R T O N O , S H  A d v o k a d  dan  

k a w a n - k a w a n ,  b e r a l a m a t :  d i j a l a n

B a n g k a  I I  B l o k  I  N o .  4 it 5  P e l a m -  

p a n g  J a k a r t a  S e l a t a n  d a n  a t a u  

T o w u a  I  N o .  11 P a l u ,  b e r d a s a r k a n  

S u r a t  K u a s a  K h u s u s  t a n g g a l  12  J u l i

1 9 9 9  d a n  s u r a t  K u a s a  K h u s u s  t a n g ­

g a l  8 S e p t e m b e r  1 9 9 9 ,  s e l a n j u t n y a  

d i s e b u t  s e b a g a i  P e n g g u g a t  / T e r —

2

P e n g a d i l a n  T i n g g i  t e r s e b u t ;

T e l a h  me mbaca  b e r k a s  P e r k a r a  d a n  semua s u r a t - s u r a t  

y a n g  b e r h u b u n g a n  d e n g a n  P e r k a r a  i n i  ; --------------------------------------------------------------------

T E N T A N G  DUDUKNYA PERKARA

M e n g u t i p  s e g a l a  s e s u a t u  y a n g  t e r t e r a  d a l a m  s a l i n a n  

r e s m i  P u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  t a n g g a l  19 A p r i l  2 0 0 0  

N o  . ¿>7/Pd t . G / 1 9 9 9 / P N . P a  1-*. y a n g  a ma r  p u t u s a n n y a  b e r b u n y i  s e b a ­

g a i  b e r i k u t  :

1 .  M e n g a b u l k a n  g u g a t a n  p r o v i s i  u n t u k  s e b a g i a n  : --------------------------------- ---

2 .  M e m e r i n t a h k a n  k e p a d a  T e r g u g a t  I I  u n t u k  membuat  dan  menanda

t a n g a n i  B e r i t a  A c a r a  S e r a h  T e r i m a  A s s e t - A s s e t  P e n g g u g a t  

y a n g  a d a  d i  l o k a s i  I P K H  ( I n d u s t r i  P e n g o l a h a n  Kayu  H u l u )  

T o n d o  k e p a d a  P e n g g u g a t  : ---------------------------------------------------------------------------------------------

3 -  M e m e r i n t a h k a n  k e p a d a  T e r g u g a t  I I  m e n i n g g a l k a n  l o k a s i  IP K H  

T o n d o ,  d a n  m e n y e r a h k a n  k e m b a l i  k e p a d a  • P e n g g u g a t  d a l a m  

w a k t u  B  ( d e l a p a n  ) h a r i ,  s e t e l a h  p u t u s a n  i n i  d i u c a p k a n  ;  —

4 _  T i d a k  d i i n d a h k a n n y a  p u t u s e n  i n i .  T e r g u g a t  I I  d i k e n a k a n

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



1  . I  f : c n  g u g a t a n  P e n g g i . < g a t  u n t u k  s e b a g i a n  ;

2 -  M e n y a t a k a n  m e n u r u t  hukum T e r g u g a t  I  d a n  T e r g u g a t  I I  t e l a h  

m e l a k u k a n  p e r b u a t a n  m e la w a n  hukum ; ---------------------------------------------------------

e r a t  s e j u m l a h  U S *  1 . 6 9 6 . 6 5 2  ( s a t u  j u t a  enam r a t u s  s e m b i l a n  

p u l u h  e n a m  r i b u  anam r a t u s  l i m a  p u l u h  d u a  d o l a r  A m e r i k a  

S e r i  k a t )  ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 .  M e n g h u k u m  T e r g u g a t  I d a n  T e r g u g a t  I I  u n t u k  m e m bay ar  s e l u ­

r u h  b i a y a  p e r k a r a  y a n g  t i m b u l  d a l a m  p e r k a r a  i n i  s e b e s a r  

R p .  1 4 0 . 0 0 0 . —  ( s e r a t u s  snp.~\t p u l u h  r i b u  r u p i a h )  ; ----------------------

5 .  M e n o l a k  g u g a t a n  P e n g g u g a t  s e l a i n  d a n  s e l e b i h n y a  ; ----------------------

T e l a h  m e m b a c a  r -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 .  R i s a l a h  P e m b e r i t a h u a n  P u t u s a n  k e p a d a  K e p a l a  K a n t o r  P e l a y a ­

n a n  P e n y e l e s a i a n  P i u t a n g  N e g a r a  ( K P 3 N )  F a l u  T e r g u g a t  

1 1 / P e m b a n d i n g  p a d a  t a n q q a l  2 6  J u l i  2 0 0 0

N o  . 6 7 / P d t  . G / i 9 9 9 / P N . P a l u  o l e h  A B D . GAFAR SALAM J u r u  S i t a

P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  ;  — -----------------------------------------------------------------------------------------

R i s a l a h  P e m b e r i t a h u a n  P u t u s a n  k e p a d a  P T .  Bank  Bumi  D aya  

C a b a n g  P a l u  T e r g u g a t  I / P e m b a n d i n g  p a d a  t a n g g a l  2 3  J u l i

3 -  M e n g h u k u m  T e r g u g a t  I  r*an T e r g u g a t  I I  s e c a r a  t a n g g u n g  

r e n t e n c  u n t u k  ' . - i T b a y a r  ga ;> i . i  r u g i  M a t e r i i l  k e p a d a  P e n g g u  —
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2 0 0 0  N o . 6 7 / P d T T G / 1 9 9 9 / P N . P a l u  o l e h  ABDu&J. • • ll'tJSi
> S i t a  P f ? n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  ; ----------------------------»i • J-iricfti1 j • 

I s a  1 a h  P e r n y a t a a n  P e r m o h o n a n  B a n d i n g  yafv.*?>
' u n s a  P e m b a n d i n g  y a n g  d i b u a t  da n  

j ^ B D . G A N I  ,  GH P a n i t e r a  P e n g a d i l a n  N e g e r i -  

m e n e r a n g k a n  b a h w a  p a d a  t a n g g a l  0 2  Agustus* 

K u a s a  h u k u m  d a r i  P T .  B a n k  B u m i  D a y a  Cabang^ l

I / P e m b a n d i n g  ? t e l a h  m e n y a t a k a n  B a n d i n g  t e r h a d

P e n g a d i l a n  N e g e r i  P. - i lu t a n g g a l  19

£ » 7 / P d t  . G / 1 9 9 ^ / P N . P a l u  ; --------------------------------------------------------

R i s a l a h  P e r n y a t a a n  P e r m o h o n a n  B a n d i n g  y a n g  d i a j a k
U j

K u a s a  P e m b a n d i n g  y*mg d i b u a t  d a n  d i t a n d a j ^

A B D . G A N I , S H  P a n i t e r a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a i u ^  

m e n e r a n g k a n  ba h w a  p a d a  t c n g g a l  0 8  A g u s t u s  2 0 00  JH0N

' ;K u a s a  h u k u m  d a r i  K e p a l a  K a n t o r  P e l a y a n a n  P e n g u r u s a ip ^ f y ?  

t a n g  N e g a r a  ( K P 3 N )  P a l u  T e r g u g a t  1 1 / P e m b a n d i n g ,

m e n y a t a k a n  B a n d i n g  t e r h a d a p  p u t u s a n  P e n g a d i  1 an • Neger^i^^a^R 

t a n g g a l  1 9  A p r i l  2 0 0 0  N o .  £>7 / P d t . G  / 1 9 99  / PN . P a l u ; <fc§|r* 

R i s a l a h  P e m b e r i  t a h u a n  P e r n y a t a a n  P e r m o h o n a n  B a n d i n g  

S A f T J E L  S A M B E N , SM K u a s a  iuikur» d a r i  P T . I r a d a t  P u r i  P e n g g u g a t S v i ®  

/ T e r b a n d i n g ,  t a n g g a l  3 0  A g u s t u s  2 0 0 0  o l e h  f\BU.GAFAR  SALAJi^,^: r  ̂

J u r u s i t a  p a d a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  bahwa JH0N Y HARAS > \ 

K u a s a  H u k u m  d a r i  K e p a l a  K a n t o r  P e l a y a n a n  P e n g u r u s a n  P i u — ■ 

t a n g  N e g a r a  ( K P 3 N ) P ,* lu  T e r g u g a t  1 1 / P e m b a n d in g  t e l a h .  ‘ 

m e n y a t a k a n  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  t e r h a d a p  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  _ 

N e g e r i  P a l u  t a n g g a l  19 A p r i l  2 0 0 0  N o .  67 / P d t . G  / 1999 /

P N . P a l u  ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R i s a l a h  P e m b e r i t a h u a n  P e r n y a t a a n  Pe r m o h o n a n  B a n d i n g  kepada  

P T . B a n k  B u m i  D a y a  C a b a n g  P a l u  T e r g u g a t  I  / P e m b a n d i n g ,  

t a n g g a l  2 B  A g u s t u s  2 0 0 0  o l e h  A B D .G A F A R  SALAM J u r u s i t a  

p a d a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  bahwa JH ONY  HARAS K uas a  Hukum 

d a r i  K e p a l a  K a n l a y a n a n  P e n g u r u s a n  P i u t a n g  N e g a r a

( K P 3 N ) P a l u  ..................................
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5

( K P 3 N )  P a l u  T e r g u q a t  I I / P e m b a n d i n g  t e l a h  m e n y a t a k a n  p e r m o -

t a n g g a l  1 9  A p r i l  2 0 0 0  N o .  6 7  / P d t . B  / 1 9 9 ?  / P N . P a l u  ; --------

7 .  R i s a l a h  P e m b e r i t a h u a n  P e r n y a t a a n  P e rm o h o n a n  B a n d i n g  k e p a d a  

K e p a l a  K a n t o r  P e l a y a n a n  P e n g u r u s a n  P i u t a n g  N e g a r a  ( K P 3 N )  

P a l u  T e r g u g a t  1 1 / P e m b a n d i n g , t a n g g a l  28  A g u s t u s  2 0 0 0  o l e h  

A B D . G A F A R  SA L A M  J u r u s i t a  p a d a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  bahwa 

A I N U R O F I K  K u a s a  Hukum d a r i  P T . B a n k  Bumi  D a y a  C a b a n g  P a l u  

T e r g u g a t  I / P e m b a n d i n g  t e l a h  m e n y a t a k a n  p e rm o h o n a n  b a n d i n g  

t e r h a d a p  p u t u s a n  P—n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  t a n g g a l  19 A p r i l

2 0 0 0  N o .  6 7  /  P d t . G  / 1 9 9 9  / P N . P a l u  ; -----------------------------------------------------

8 .  R i s a l a h  P e m b e r i t a h u a n  M e m e r i k s a  B e r k a s  P e r k a r a  B a n d i n g  

k e p a d a  P e m b a n d i n g  SAMUEL S A M B E N , S H  K u a s a  Hukum d a r i  

P T . I r a d a t  P u r i  P e n g g u g a t / T e r b a n d i n g  t a n g g a l  30  A g u s t u s

2 0 0 0  o l e h  A B D . G A F A P  SALAM J u r u  S i t a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  

t e n t a n g  a d a n y a  k e s e m p a t a n  y a n g  b e r s a n g k u t a n  u n t u k  m em pel a ­

j a r i  b e r k a s  P e r k a r a  d a l a m  tenggang w a k t u  14  h a r i  t e r h i t u n g  

s e j a k  h a r i  b e r i k u t n y a  d a r i  t a n g g a l  p e m b e r i  t a h u a n  t e r s e b u t  

s e b e l u m  d i k i r i m  k e  P e n g a d i l a n  T i n g g i  S u l a w s s i  T e n g a h  d i

P a l u  : ---------------------------------------- - r ------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 .  R i s a l a h  P e m b e r i  t a h u a n  M e m e r i k s a  B e r k a s  P e r k a r a  B a n d i n g  

k e p a d a  P e m b a n d i n g  P T . B a n k  B u m i  D a y a  C a b a n g  P a l u  T e r g u g a t  

I / P e m b a n d i n g  t a n g g a l  2 8  A g u s t u s  2 0 0 0  o l e h  AB D .G AF AR  SALAM 

J u r u  S i t a  P e n g a d i l a n  M o g e r i  P a l u  t e n t a n g  a d a n y a  k e s e m p a ta n  

y a n g  b e r s a n g k u t a n  u n t u k  m e m p e l a j a r i  b e r k a s  p e r k a r a  d a l a m  

t e n g g a n g  w a k t u  14  h ^ r i  t e r h i t u n g  s e j a k  h a r i  b e r i k u t n y a  

d a r i  t a n g g a l  p e m b e r i t a h u a n  t e r s e b u t  s e b e l u m  d i k i r i m  ke

P e n g a d i l a n  T i n g g i  S u l a w e s i  T e n g a h  d i  P a l u  ; --------------------------------------

1 0 . R i s a l a h  p e m b e r i t a h u a n  m e m e r i k s a  b e r k a s  p e r k a r a  b a n d i n g  

k e p a d a  P e m b a n d i n g  yCepala  K a n t o r  P e l a y a n a n  P e n g u r u s a n  

P i u t a n g  N e g a r a  ( K P 3 N )  P a l u  T e r g u g a t  I I / P e m b a n d i n g  t a n g g a l

iIi

ii

h o n a n  b a n d i n g  t e r h a d a p  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u

2 8  A g u s t u s  2 0 0 0
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^ Z B / A g u s t u s  2 0 0 0  o l e h  A B D . GAF AR SALAM J u r u  S i t a  P e n g a d i l a n

- ' ^ ' f l e g e r  i P a l u  t e n t a n g  a d a n y a  k e s e m p a t a n  y a n g  b e r s a n g k u t a n

u n t u k  m e m p e l a j a r i  b e r k a s  P e r k a r a  d a l a m  t e n g g a n g  w a k t u  14  
t

h a r i  t e r h i t u n g  s e j a k  h a r i  b e r i k u t n y a  d a r i  t a n g g a l  p e m b e r i ­

t a h u a n  t e r s e b u t  s e b e l u m  d i k i r i m  ke  P e n g a d i l a n  T i n g g i  

S u l a w e s i  T e n g a h  d i  P a l u  ; ---------------------------------------------------------------------------------------------

T E N T A N G  P E R T I M B A N G A N  HUKUM

M e n i m b a n g ,  bahwa  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  

T e r g u g a t — T e r g u g a t / P e m b a n d i n g  d a l a m  t e n g g a n g  w a k t u  d a n  m e n u r u t  

c a r a  s e r t a  m e m e n u h i  s y a r a t - s y a r a t  y a n g  d i t e n t u k a n  o l e h  U n ­

d a n g - U n d a n g  ma ka  p e r m o h o n a n  b a n d i n g  t e r s e b u t  d a p a t  d i t e r i m a  ;

M e n i m b a n g ,  bahwa P a r a  T e r g u g a t —T e r g u g a t / P e m b a n d i n g

t i d a k  m e n g a j u k a n  m e m o r i  b a n d i n g  ; ------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g  b ahwa  M a j e l i s  H a k i m  P e n g a d i l a n  T i n g g i  

S u l a w e s i  T e n g a h  s e t e l a h  m e m e r i k s a  s e c a r a  - s a k s a m a  b e r k a s  

p e r k a r a  y a n g  t e r d i r i  d a r i  B e r i t a  A c a r a  p e m e r i k s a a n  

p e r s i d a n g a n .  b u k t i - b u k t i  s u r a t  d a n  s u r a t — s u r a t  l a i n  y a n g  

b e r h u b u n g a n  de n ga r»  p e r k a r a  y a n g  d i a j u k a n  k e d u a  b e l a h  p i h a k  

y a n g  b e r p e r k a r a  s e r t a  s a l i n a n  r e s m i  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  

P a l u  t a n g g a l  19  A p r i l  2 0 0 0  N o .  £>7/P d t . G / 1 9 9 9 /PN . P A L U , maka 

M a j e l i s  H a k i i n  b a r d i n g  m e n g a n g g a p  p e r l u  u n t u k  m e m p e r t i m b a n g k a n

h a l - h a l  s e b a g a i  b e r i k u t  : ----------------------------------------------------------------------------------------------------

T E N T A N G  P R O V I S I  :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ,  b a h w a  H a k i m  T i n g k a t  P e r t a m a  t e l a h  m e n g a b u l ­

k a n  t u n t u t a n  p r o v i s i  s e t e l a h  m e m p e r t i m b a n g k a n n y a  dt?ngan

b a i k  ; ---------------- :-----------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ,  b a h w a ' . a k a n  t e t a p i  M a j e l i s  B a n d i n g  m e l i h a t  

b a h w a  p i h a k  P e n g g u g a t  t i d a k  b e r s u n g g u h - s u n g g u h  d e n g a n  t u n t u ­

t a n n y a  k a r e n a  s e t e l a h  d i k a b u l k a n  o l e h  P e n g a d i l a n  N e g e r i  t i d a k  

t i n d a k  l a n j u t i  d e n g a n  p e r m o h o n a n  e k s e k u s i  s a m p a i  d e n g a n  

p e r  a cvr a  a q u o  d i p u t u s  d i  t i n g k a t  b a n d i n g  ; ---------------------------------------------------

bahwa ............................................
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'• ' ftahwa d a r i  s e g i  b e r a c a r a  t i d a k  a da  l a g i  h a l  y a n g/
m e n d e s a k  u n t u k  n e m e n u h i  t u n t u t a n  p r o v i s i  k a r e n a  s u d a h  ada

p e n y e r a h a n  a s e t  P T . I r a d a t  P u r i  o l e h  KP3N P a l u  d a l a m  h a l  i n i

d a r i  T e r g u g a t  k e p a d a  P e n g g u g a t  s e p e r t i  t e r n y a t a  d a l a m  b u k t i  

P — 2 0  d a n  P - 2 1  d a l a m  p e r k a r a  A n .  p a r a  p i h a k

N o . 6 3 / P D T / 2 0 0 0 / P T . ,r ' a l u  ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i n b a n g .  b a hw a  t u n t u t a n  p r o v i s i  d a l a m  k a s u s  a q u o

p a d a  h a k e k a t n y n  h s r a n g k a i a n  d e n g a n  t u n t u t a n  d a l a m  p ok o k  

p e r k a r a  s e h i n g g a  d i p a n d a n g  t u n t u t a n  p r o v i s i  i n i  s e b a g a i  

b e r l e b i h a n  t a n p a  p e r l u  ( o v e r b o d i g )  s e b a b  s e h a r u s n y a  d i s a t u k a n

d e n g a n  p o k o k  p e r k a r a  ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ,  bahwa s e p e r t i  t e r n y a t a  d a l a m  s e j a r a h  b e r l a ­

k u n y a  h u k u m  a c a r a  u n t u k  l a n d r a a d / P e n g a d i l a n  N e g e r i  t i d a k  

d i u t a m a k a n  a d a n y a  p e r b e d a a n  a n t a r a  t u n t u t a n  t e n t a n g  

p e r s e l i s i h a n  s e m e n t a r a  d e n g a n  t u n t u t a n  d a l a m  p o k o k  p e r k a r a  /

p o k o k  p e r s e l i s i h a n  ( B o d e n g e s c h i 1 > ;  -------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ; ,  bahwa s e p e r t i  t e r n y a t a  p u l a  a n t a r a  d i b e r —

l a k u k a n n y a  RV* d e n g a n  H I R / R B G  a d a  p e r b e d a a n  k a r e n a  s t r u k t u r  

m a s y a r a k a t  y u s t i s i a b e . T e n  a n t a r ? »  o r a n g  E r o p a h  y a n g  d i l a n d a s i  

c o r a k  p p t n i h i r n n  y u r i d i s  i n d i v i d u i l  d o n g a n  g o l o n g a n  • p r i b u n i  

y a n g  m e l a n d a s i  k e y  .M; i  n a n n y '.k u i - ' a t  k ^ e k i t d i f  .dengan

t u j u a n *  p e n e g a k a n  k e a d i l a n  a d a l a h  demi  p e n y e i m b a n g a n  n i l a i  

y a n g  g o n c a n g  d a l a m  m a s y a r a k a t  y a n g  p e r l u  d i p u l i h k a n  demi

k e  t e n  t  r  a m a n  p a r a  l e l u h u r  ( a d a t )  s e h i n g g a  paria ? : a r a  H I R  / RB3 

t i d a k  m e m u a t  s i s t e m  P e r a d i l a n  k i l .a t .  i k o r t  c m d i n g ) s e p e r t i

p a d a  R V  ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ,  bahwa M a j e l i s  b a n d i n g  m e m p e r h a t i k a n  s e p e ­

n u h n y a  m a k n a  GEMA N o . 3  / 2 0 0 0  t e n t a n g  U i t v o e r b a a r  B i j

V o o r r a a d  ;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ,  b a h w a  b e r d a s a r  p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g a n  

d i a t a s  d a n  m e n y i m a k  h a k e k a t  t u n t u t a n  p r o v i b i  maka t u n t u t a n  

p r o v i s i  d a l a m  k a s u s  i n i  k u r a n g  b e r a l a s a n  l a g i  dan k a r e n a n y a  

d i n y a t a k a n  t i d a k  d a p a t  d i t e r i m a  ; -------------------------------------------------------------------------
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M e n i m b a n g ,  bahwa t e n t a n g  g u g a t a n  d a l a m  po k o k  p e r k a r a

M a j e l i s  b a n d i n g  d a p a t  m e n y e t u j u i  p e r t i m b a n g a n  H a k i m  P e r t a m a  

¿>aik u n t u k  s k s e p s i  maupun u n t u k  p o k o k  p e r k a r a  dan  u n t u k  i t u  

b e r a n g g g a p a n  c u k u p  a l a s a n  u n t u k  m e n g u a t k a n  p u t u s a n  t e r s e b u t  ;

M e n i m b a n g ,  bahwa d a r i  p e r t i m b a n g a n  t e r s e b u t  d i a t a s

d i s i m p u l k a n  b a hw a  p u t u s a n  H a k i m  P e r t a m a  h a r u s  d i p e r b a i k i  

d e n g a n  s e k e d a r  m e n y a t a k a n  ba h w a  t u n t u t a n  p r o v i s i  t i d a k  d a p a t  

d i t e r i m a  d a n  m e r . g u a t k a n  p u t u s a n  H a k i m  P e r t a m a  d a l a m  e k s e p s i  

s e k a l i g u s  d a l a m  pofcDk p e r k a r a  s e h i n g g a  s e l e n g k a p n y a  b e r b u n y i

s e b a g a i m a n a  d i b a w ^ h  i n i  ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n i m b a n g ,  bahwa k a r e n a  p a r a  T e r g u g a t  a d a l a h  p i h a k

y a n g  k a l a h  maka m e r e k a  d i h u k u m  u n t u k  m e m b ay a r  b i a y a  p e r k a r a

d a l a m  k e d u a  t i n g k a t  P e r a d i l a n  ; ----------------------------------------------------------------------------------

M e n g i n g a t  p a s a l - p a s a l  d a r i  U n d a n g - U n d a n g  dan P e r a t u ­

r a n — p e r a  t u r a n  huk um  y a n g  b e r s a n g k u t a n ; ----------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

M e n e r i m a  p e r m o h o n a n  p e m e r i k s a a n  d i t i n g k a t  b a n d i n g  d a r i

p a r a  T e r g u g a t  P e m b a n d i n g ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e m p e r b a i k i  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  t a n g g a l  19 

A p r i l  2 0 0 0  N o .  6 7 / F d t . G / 1 9 9 9 / P N . P a l u  s e h i n g g a  b e r b u n y i  s e b a ­

g a i  b e r i k u t  ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D a l a m  P r o v i s i  ;  — ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

— M e n y a t a k a n  t u n t u t a n  p r o v i s i  d a l a m  k a s u s  i n i  t i d a k  d a p a t

d i t e r i m a  ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D a l a m  E k s e p s i  ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n o l a k  e k s e p s i  p a r a  T e r g u g a t / P e m b a n d i n g  u n t u k  s e l u r u h n y a  ; 

D a l a m  P o k o k  p e r k a r a  ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—  M e n g u a t k a n  p u t u s a n  P e n g a d i l a n  N e g e r i  P a l u  t a n g g a l  19 A p r i l

2 0 0 0  N o .  £>7/ P d t . G / 1 9 7 9 / P N . P A LU  s e b a g a i  b e r i k u t  ; ---------------------------

1 .  M e n g a b u l k a n  g u g a t a n  P e n g g u g a t / T e r b a n d i n g  u n t u k  s e b a g i a n ;  \}

2 .  M e n y a t a k a n
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- 3 .  M eng hu kum  T e r g u g a t  J / P e m b a p , d i n g .  d a r t o T e r j g u g a t  - I l a i A i E  P e m -

enam r a t u s  l i m a  p u l u h  d u a  c i o l a r  A n e r i k a  S e r i k a t )  ; -------------

4 .  M en g h u k u m  p a n  T e r g u g a t / P e m b a n d i n g  u n t u k  m e m b ay a r  b i a y a

p e r k a r a  d a l a m  k e d u a  t i n g k a t  p e r a d i l a n  y a n g  d a l a m  t i n g k a t  

b a n d i n g  d i t e t a p k a n ^  s e b e s a r  R p .  1 4 0 . 0 0 0 , -  ( s e r a t u s  e m p a t  

p u l u h  r i b u  r u p i a h )  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 .  M e n o l a ^  g u g a t a n  P e n g g u g a t / T e r b a n d i n g  s e l a i n  d an  s e l e b i h —

J « t

D e m i k i a n  d i p u t u s - t l a l a m  S i d a n g  P e r m u s y a w a r a t a n  M a j e l i s  

Hak' iro-  . P e n g a d i l a n  T i n g g i  S u l a w e s i  T e n g a h  d i  P a l u  p a d a  h a r i  

t a n g g a l  4 O KT OB ER  2 0 0 0  o l e h  M.  S0 ED ARS 0N0  S .  

D J O J O H A D I R E D J O , S H  K e t u a  P e n g a d i l a n  T i n g g i  S u l a w e s i  T e n g a h  

s e l a k u  H a k i m  K e t u a  M a j e l i s ,  M U H . A M I E N  UM AR, SH dan  WAHYANA 

E N D R A  J A R W A , S H  n i a s i n g — m a s i n g  s e l a k u  H a k im  A n g g o t a  M a j e l i s  

b e r d a s a r k a n  S u r a t  P e n e t a p a n  K e t u a  P e n g a d i l a n  T i n g g i  S u l a w e s i  

T e n g a h  t a n g g a l  B S e p t e m b e r  2 0 0 0  Mo.  6 0 / P E N / P D T / 2 0 0 0 / P T .  F a J u  

d a n  p a d a  h a r i  i t u  p u l a  d i u c a p k a n  d a l a m  s i d a n g  t e r b u k a  u n t u k  

umum o l e h  H a k i m  K e t u a  M a j e l i s  t e r s e b u t  d e n g a n  d i  h a d i r i  o l e h  

H a k i m - H a k i m  A n g g o t a  d a n  MUH. ARTVTJR L A H A Y , SH P a n i t e r a  

P e n g a d i l a n  T i n g g i  t e r s e b u t  t a n p a  d i h a d i r i  o l e h  ke dua  b e l a h  

p i h a k  y a n g  b e r p e r k a r a  ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

H A K I M - H A K I M  A N G G O T A .  K ETU A M A J E L I S ,

b a n d i n g  s e c a r a  t a n g g u n g  r e n t e n g  u n t u ^ ^ ^ e w b a ^ a ^ ^ g a n t i  

r u g i  M a t e r i i l  k e p a d a  P e n g g u g a t / T e r b a n d i n g  s e j u m l a h  US*

1 . 6 7 6 . 6 5 2  ( s a t u  j u t a  enam r a t u s  s e m b i l a n "  p u l u h  enam" r i b u

T T D

M U H .  A M I E N  U M A R. SH

T T D

M.SOEDARSONO S . D J O J O H A D I R E D J O . S H

P A N I T E R A

T T D

W A H Y A N A  EN D R A  J A R f̂ A « SH T T D

MUHAMMAD ARTHUR L A H A Y ,  SH

1 -  M a t e r a l  R p .  6

2 .  R e d a k s i  R p .  3

3 .  A d m i n i s t r a s i  R p .  40,  

4 -  P e m b e r k a s a n  R p .  9 1,

P e r i n c i a n  b i a y a  :

J u m l a h  Rp  „ 14<
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F'. ■’ ‘V)> J SMI KE AJILAN ÍE211ASAUCAN KETUHANAN YANG tfÁPA ESA "

i •s
• * *

----- Pengadilan Nesori Palu, yang memeriksa d£-*v;incnsadili perkara -
$"'■ s  s:- •rkara Por data pada tingkat pertama, teslah menjatuhkan putusan seba -
Imana toroontum dibawctL Ir i»  dalam perkara antara : ----------  -------------
I gABTGKONO. S .'i. Advokat dan ABSA T7I3AN A MffttA. S. E. Pengacara »-----
/

Pengacara, beralamat- di Jalen langka I I  Siak I  t li. 4- k 5 Pela -  
Mampar.g, Jakarta Selatan dan Jalan To-nua I  No. 11 Palu, dalan -  
hal in i bertindak b r:, dasarkan Su^at Kuasa Khusus dan karenar.ya- 

sclaku Kuasa Kulcum dari dan karena itu  untuk dan atas nama — —  
Sadan ¡Sulcum Panranr̂ an Terbata« bom ama P«T.IItA.MT P TIRI ,  berkedu- 

T d olean Pusat di Palu yang dalam hal in i diwakili »leh : ---------------
[r.

UIKKAWAN IOLTNJO SONMOAKI, yang bertindak dr.lam jabatannya sela­
ku iirev-tu r Itama» Vvjralamat di Jalan Samarinda No. 13 Jakarta -  

Pusat ( A s li Surat luaia Khusus Terlampir ) ealanjttaya disebut
s e b a ja i .......................................................P E t t G G T G A T  ; -

M E L_7 A 'N .

i T »T 4 3ÁJ'K JVJfcl ÍATA HAJANG P ALT di PALU, selanjutnya disebut -

s e b r^ a i......................................................................... .........  b'  G A T I  ; -

. KEPALA KAA’TOn PELATARAN PÊ -TR^SAN ÍIÜTANG NSTrAJU
( K P 3  ̂ ) CA5ANG TAL? BI PALU , aolCJijutnya dinebut ;----------

s e b a d a i...................................................... T l B G ' f G  A T I I  ;

---------Pengadilan Negeri t'ir^cbut ; ------ ----------------------------------------- ——

--------- Telah membaoa dan mempelajari surat-surat dalam perkara In i ; -
----------Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara serta melihat dan -

memperhatikan bukti-bukti eorat yang diajukan di-pers i  dan gas ; —

------------------------------------------- T1NTANG JTTIVKNTA PEftKAltA-----------------------------------

------------Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal-
16 J u li 1559 yang diteriun di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ?al’a
pada tanggal 22 Ju li 1555 ian didaftarkan dibawah N». ¿7/F17.G/1555 -

¿  Pfl.PL* antara lain

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



dibanah TU. 67/Pirr.G/l555/R,< . ?1. antara lain to l oh mcngomukakan

hr4-hal sebagai berikut i *------------------------------------------------------------------
1. Johrra PEMGGTGAT ada lah  pemegang Kak Pongusahaan la ta n  (IP I) -  

aolua* ' + 155.000 ña t e r l e ta k  di ? r» p in s i/* a e ra h  T ingkat I  

Sulawosi T en jah , dan m ow 'lik i I n d u s t r i  P en £• lahan lay ú  Eultt -
( O O  ) d i T»nd» -  P a lu  ; ----------------------------------------- :----------

2. labma dalam pong« peras ion KPI dan IPE5 torBo'but d ia tas,---------
PXNGGUCAT non-po-»-*loh fa s ilita s  larodit oksp»r madal kcrja dari 
TIRGUGAT-T, yang n«ta bono sudah punya hubungan solama ±_ 2S -

tahun ter.ialin  den,irán baik dan lan«ax ; ---------------------------------
F a s ilita s  kred it• khusus terurai sebadai berikut : ------------------ ---
2.1. 'Pntuk tambahan ni>dJL kerja kayu hitam (obony) berdasaj>— 

kan Per.1an.iian Kredit (PK) Tío. 17/010/?e/?la. taacjal :

7 Mei 15®5 «ebesar Rp» 5»-i0fi.090.000,- ( lima n ilyar empat 
ratus delapan .1 uta Rúpiah ) -  Jukti P- 1 ; ------------------------

2.2. Intuk tambahan r.*«al kerja kayu lunak berdisarkar. Perjan ­

jian  Kredit (PJC) R*. 17/00t/?e/Plu tanggal 2 8kt«ber 15*5 

dan PK. TC*. l7/005/?e/?lii tanggal 21 Jesember 1555 yang -  
dituangkan dalam akte T?#. C9 tanggal 23 Josomber 15*5 da­
r i  HAK S KANSTL S. M. T?«taris di Palu ««»•sar : -------------
Rp. *20),- (lima milyar empat ratus tica puluh -
sembilan juta Rupiah ) -  3ukt¿ P -  2 ; ------------------------------

2.3* Sisa kredit PENGGUGAT sesuai surat k&ttfilTCisX AT-I

tan.'j^al ¿ Okt*b<*r 1555 adalah se**sar Rp. 5»5O7.O0O.C©e,-
(sembilan milyav sembilan ratus tujuh .iuta rupiah ) --------

Ju k ti P -  3 -- -̂--------------------------------------
3. Jahwo, menurut por h it unjan T1KGVGAT-H, sebagaimana dijelaskan 

didalam suratnya yang ditujukan'kepada Xuasa lukum ?JNGGUGAT- 
. 3- 20ft5/WPR.Oft/KP.02/1557* tanggal 27 H»pomber 1557» aisa 

k ro d it PITNGGÍGAT adalah sebesar Rp. 17*77*.163.437.- ( Tujuh -  
belas m ilyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta soratus dela -  
pan puluh tig a  ribu empat ratus tiga pol uh tujuh Rupiah ) — —

K• Bahwa,
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. lahwa, dengan domikian a»a perbedaan jumlah sisa, kredit -  

JENG GUGAT ata3 perhitungan TS*GUr'AT -  I  dan TERGiGAT - I I  

yang sampai saat in i tidak jelas dasar perhitungannya ; -  

. iahTra, dilua.r perkirann dan dugaan, terb it S.K.Nontori lod -  

angan tio. 1134 M/013/15®3 ^hRffol 10 Oktcbor 1?&% tontang 
Pengenaan Pajak j?ksp*r atas kaya ffersajian/Ra.untimber (yang- 
aangat tingg i, kurang le tih  sama. dongan harga .iual) hingga -  
ticL.k mu*<jk*n daoat diekspor/dijual oleh PSNGGiGAT ; -------

<». iahtra* akibat kotintuan SK# Uentori louongajr. torsobut, prak­
t is  ?5NGG¥GAT tidak dapa.t raen.iual/mcng-ekspor hasil uroduksi 

kayu gorgajianrevo, vlan atock kayu gergajian yang- diprodukei-
numpuk tida-k dapat d i j u a l ,  sehingga cashfl©TT PIKGGGGAT---------
mengalami kema«etan • --------------------------------------------------------------------

7 • Jahwa, untuk menang pulangi hambatan elcspor torsobut, TENGG¥-

• GAT barupava koras moncari dana untuk membeli mo3in-mesin —  
reproaessing, agar dapat mom̂ roses atock kayu, gergajian men­
ja d i kayu ola-han, supa.ya boba.s da.ri pa.lak eksp»r sesuai ke -  

tontuan S I0 Li6nlfek tersebut dLiatas, dan yang terpenting stock 

kayu g o r^ J i^  T*** menumpuk dapat sejera dijaal/eksptr/di -

uangkan sehingga easflft^ 'f 0 dapat berjalan normal -----
k e m b a li ,  hamba.-ari ekspor a ta s  h a s i l  kaj’a  ^ - ^ r ^ a ja a n /

sa .n n tim b o r PTHGGSGAI te r s e b u t  d ia .tas t e r j a d i  peda tahnn —— 

1550 s / d  1554» ’ta lam  masa k e s u l i ta n  te r s e b u t ,  te ru tam a  m a s a ­

l a h  o ash flo w  PJilGGUGAT bortahan  d a r i  h a s i l  usaha l o g g i n g ------

operation dengan bantuan peralatan dari leasing Company ; -----
8« iahua, pa.da akhir ‘ca.hun 1554» MENGGUGAT berhasil memperoleh —  

bantuan finanoial dari pihak ketiga untuk membiayai pembelian- 
mesin-mesin reproeessing kayu gergajian dan juga dengan bantuan

1 G a sing  PENGGVGAT mulai meng-operasikan kembali OKI Ton d®-?ala. 
dan m orealisir jualan/ekspor kaya gergajian yang telah d i -

proses m enjad i, kayu » la h a n  ; --------------------------------------------------------

/  %  l a h n a ......................... . o * .
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lahwa, ¿ari hasil- »peram tersebut diatas PiiJGGWAT telah mela -

\ kukan angsuran sisa krodit ke y ada Tergurp-t «¿»''esar Rp« 30® .600.©09

( tiga  ratus juta rupiah ) ; ----------------------------------------------------------------

. lahwa pada Sulan Pebruari 15*5 PINGGUGAT berhasil m eralisir eks -  

p »r sebanyak k l. 75« .000,- (tujuh ratus lima puluh ribu 1# -

-■ lia r Amerika S o rik a t ) r e a l i s a s i  e k sp tr  te rse b u t m elalu i lank  -  

T erg u g a t -  I  oeauai su ra t laporan  Penggugat tongkol 25 Pobrriori -  

1555 *3° tang gal 5 Maret 1555 kepada TIKGUGAT -  I  J u k ti  ? -  5 ~

L l. lahwa dari hasil rnalieasi eknpor tersebut, PJSTC-GUGAI • tnlah pola- 

mengangsur sJ sa kredit. PSflGGUGAT kopada TIJrtGUGAT-I sebosar t - —

Rp. 500 .600.005,- ( lima ratus juta Rupiah ) ; --------------------------- --—

12. lahwa, diluar dugaan terjadi TRAGHI yang luar biasa, peristiwa -

yang amat sangat n.crgejutkan, yaitu pada awal April 1555 Kepala 

linas Kehutanan Ja ti -  I  Sulawosi Tengah ( KAilS^TT ) «lengan para 

petugasnya datang mengadakan razia dilokasi IPKE PSNGGUGAT di Ton­

il • , Palu, dengan tuduhan dilokasi IP1CR PIN-G GUGAT terdapat kaya 

ille g a l, tanpa bukt.i yang-nyata dan tanpa dasar hukum .mereka nela- 

kukan penyegelan terhadap seluruh sto«k kayu terutama dan khusus -  

n ya kayu hitam ( ebony ) milik PSNGGUGAT ; ------------------------------- -—

13. lahwa, sampai saat in i tuduhan adanya kayu illoca l di IPK3 PTNG -  

GUGAT tidak dapat dibuktikan, dan untuk jernihkan kebenaran dan —

nama baik PENGGUGAT atas tuduhan KAMSIH/T tersebut, PSNGGUGAT-----

telah meminta Tim Post Audit lepartamen Kehutanan Jakarta untuk -  

melakukan penge«heokan kembali, hasil pest audit ternyata tidak —  

ditemukan adanya kayu illo ja l yang difitnah oleh KADTSFCT tersebut 

diatas. Mergenai kasus penyegelan kayu yang tidak mempunyai dasar- 

hukum tersebut, hingga saat in i sudah bor jalan kurang lebih 5 (li -  

ma) tahun tidak ada tindak lanjut atas kasus tersebut seaara hukum.

14. lahwa, atas perbua\an melawan hukum tersebut PlCNGGUGAT te lah ----------

mengajukan gugatan yerdata terhadap KA1IS!TUT Sulteng-Palu d i --------

Pengadilan Negeri Kias I -  A Palu di Palu terdaftar dibawah Register 

No. 51 dan 52/PBT.G/1557/PN.PI». yctng saat in i memasuki tahap kasasi*
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L5o Johwa, akibat fitrah  dan penyegelan stock kayu yang 'dilakukan
• leh KAJ>TS?UT Sulteng-?alu, PENGGUGAT tidak dapat menjual atau 
monffekspor stook kayu m ilik iOiGGUGAT, karena KAJISrtUT Sulteng 

?alu tidak mau mongoluarkon atau memberikan pelayanan Surat -  

Angkutan Kayu Olahan (SAFO ) , sedangkan tanpa 3AX0 kayu tidak

dapat dianekut, meskipun PENGGUGAT sudah mempunyai kontrak -----

juaJL beli kayu ¿si LC atas penjualan st»«u kayu van* ada»-------
i  C don Contract kayu tersebut, telah disorahkan kepada----------
TIRGUGAT -  I  sebesar UŜ  l«63®fOOQ*- ( Satu juta enam ratus-
tiga  puluh ribu dollar Amerika Serikat ) ; ----------------------------------

16 . Johwa andaikata har.batan tersebut tidale terja.di, maka sudah —
dapat dipastikan angsuran sisa kredit P5T5GGUGAT kepada -------—
TT7!iGUGAT-I berjalan sesuai rencana dan akan terpenuhi ; ----------
lasaimonapun juga PXNGCUGAT telah melakukan angsuran kepada -  
TSRGUGAT-I masing-masing sebesar Up. 300.000.003,- (Tiga ratus 
juta  Rupiah ) di-n Tip• 508.000 .000,- (lima- ratus juta Itupiah) -  

atau sejumlah Up* Co® .000.000, -  ( Jelapcn ratus juta Rupiah ) , -  
17.*ahrra akibat hambatan-hambatan penyegelan stock kayu dan tidak-

(illayonl SAE0 tersebut diatas, maka tidak ada jalan la in ----------

PENGGUGAT torpO-kail mclc-kukan pemutusan hub*.:n*an kerja (?EK) -----

terhadap karyawan yang ada iilo k is i I?** T »n i* ¿an yang ada d i- 

areal EPH PENGGUGAT pada bulan Oktober 1595» Aon sebagian I IK .

atas permintaan i a ri karyawan sesuai pernyataan S? SI UH..PT. -

I  R.A'» AT PURI tanggal 7 Nopember 1*55 ; ---------

15. Jahwa, akibat iobih jauh atas tindakan KAWSHUT Sulteng Palu, - -  

yang tidak bersedia stemberikan pelayanan SaKO terurai dalam —  

butir 17 p«sita gugatan in i, maka P/2NGGUGAT tiiak  bisa membayar 

angsuran sisa kredit kepada TERGUGAT-1 ; -----------------------------------
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15» lahwa, seharusnya TTHRGUGAT-I tidak langsung mengambil tindakan 

\ yaxig amat drastis, yaitu menyerahkan kopada Kepala Kant*r Pola -

yanan Pengurusan Piutang Negara ( U3R ) atau scka.rang----------------

TKRGUGAT -  I I  dengan mengklasifikasikan PENGGUGAT sebadai-----

¿ebitur kredit maĉ t yang d iikuti tindakan Penyitaan dan Pele -

/J lm ^ a n  a ta s  tvsset PJINOGUGAT ; —---------------- ------------------------ —
//

^¿20. Jahwa. dalam tindakan penyitaan atas seluruh as^et/barar.g-jaminan 

m ilik  ?iJ?GGUGAT, yara- dilakukan ®loh TUJGUOAT-II a*as porro* -

honan TH7CUGAT-I, Pihak PENGGUGAT maupun wakil yang sah---------

PSNGGUGAT sama sekali tidak pernah diikut sertaknn * : —*•------------
21« Ja^ira, TTZRGT7SAT-II telah melakukan penyitaan torhadap seluruh-----

asset Penggugat yang ada dil#kasi 1PKI Torido dan yang'ada'di areal 

3PI, baik terhada» s.ar*fc/barong yang dijaminkan mau-oun yang tidak

dijaminkan torma.suk a lat-a lat leasina:, secara melawan hukum ; -----

22. Jahwa bosan barang atau a33et PIN G GUGAT yang disita tersebut, -

ncluruhnya beraba dalan ienguasaan dan Pengawasan T331GUG1T-I__

dan TffllSUSiT I I  ; ----------------------------------------------------------------------------

2^. 'Sahwa# T^GHliT- I  dai'- TEHTJGiT- I I  dencar» soi «-aja tol «.h

mentelantarkan barang-jaminan kredit tersebut, dan tid a k -----

akukan Pengawasan/Fon.icujrian/r omeli hara-*>n s^san layak ata.s

baronff -  Jaminan m ilik PiBSGUGiT yang telah disita dan

dalam penguasaannya. aohin^^a pada ^  September 1557- “

te rja d i kebakaran yang memusnc.hkan seluruh rv-.brik s — 

dan gudang seluas kurang lobih S.000 M2 beserta soluruh — 

st*«k kayu ebony dan kayu lunak yan* sudah siap diek«p#r yang

berada di Pabrik Sawmill-I dan gudan* tersnbut, yan* semuanya 
itu  merupakan barang jaminan kredit PENGGUOIT kepada TSilGUGlT-I ;
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l?-hwa, atas lco jadian kebakaran tersebut TSRGBGAT-II 

mengatakan hanyalah sebagai musibah, sebagaimc'.na di -  

nyatakan d'-lam suratnya N«* 3751/̂ »̂03/1557 tancrgal- 

15 September 1557 ( Bukti 'f — 'J 1 dan dari surat

tersobut diketahui ternyata TEBGUGiT- I I  sangat -  

tidak bertanggung jawab, vaitu menyerahkan asset 

barang jamii.an kredit milik PENGGUGAT yang nilainya 

uuluhan ttilyar Rupic.h kepada »knum yang tidak ber -  

wenarw dan tidak punya kapasitas serta tidak dapat

dipertanggung jawabkan, ba.ik ncaai-a prosedhri’maupun-

Bohwa, perbuatan TSKvJGAT-I dan , TZ^Tw A T -II. tersebut 

diatas merupakan Perbuatan Kol awan flukum, dan atas 

perbuatan tersebut PENGGUGAT telah mengajukan gugatan- 

di Pengadilan flegeri Kias I-A  Palu di Pnlu dibawah Regis­

ter No. 121/‘FOT.G/1557/P^.PL.----------------------------------------------
Ja^wa Gugatan a qu* «leh Pengadilan 'Nocori Kias I -  1

P.alu diterima dan dikabulkan, y?j-.g salah satu amar putus­

annya ^menghukum TTigGUG AT-I dan T^G^GAT-II diwajibkan 

mc*Kayar ganti ragi sebesar USSi. ft.509.000.- ( lolapan -  

j  uta lima ratus ribu Jtollar Amerika Serikat ) kepada — —

Putusan  ̂ Pengaii.ljin fleirori Kias I-A  Palu di Palu a qu* 

telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu tanggal -

14 flopember ?.558 N*. 85/P>T/l55*/PT.PlUJ, saat in i -

dalam tahap kasasi • ------ -------- — ---------------------------------------
Bahwa, meskipun telah ada putusar. mengenai tuntutan -  

atau guga.tan kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya,

j/ te rn ya ta ............................
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akibat kclalal ainnya, ternyata TERGUG1T I  dan 

TERGUGAT I I  masih tot.ap melalaikan tanggung jawabnya*-

keselamatan den keutuhan seluruh barang jaminan kredit -

25. Rahwa, ternyata pada tanggal 23 Pebruari 1?9* terjadi

la g i muaiboh kebakaran yang memusnahkan + 4.311 W3 -------

(Empat ribu tiga ratua 3~belas meter kubik) stock kayu -  

lunaki yai g ada di IPKH Ton d» ; ---------------------------------

lkibat kebakaran in i’PTJSGCJUGAT telah mengalami kerugian 
sebesar US#. 1.10A.S23»- C Satu juta empat ratua empat -  
puluh empat riba lima ratua dua puluh t isra lo lla r Ameri­

ka Serikat) . Terhadap kerugian in i P?J)'i GUGAT mengajukan 

guratan tersendiri kepada TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II ; -

29* J&hhâ . TERGUGAT I I  sampa.i hari in i masih mensruasai -
seocr.uhrya saiuruh barong -  jaminan kredit milik ------

PENGGUGAT yang ada lokasi IPKH Ton do -  Palu dan -  

Tidak mervrijinkan Pî GGUGAT memasuki lokasi IPKB milik 

PENGGUGAT ; --------------------------------------------------------------------------------

nya kebakaran masih ritfih  ngotot m e m a k —
kehendaknya menjual lelansr asset nilile pihak ketiga -

dan PENGGUGAT yang nota bene tidak harap u la n g i-----

tidak menjadi j.-uninan/agunan ataa krodit PENGGUGAT -----

t or ha dap TEBGUGAT -  I  yaitu J -----------------------------------------------

Ponguaaaan dan Pengawasannya ;

scba/cai Pihak yahg seharusnya bertang.-̂ ung jawab ataa

yang telah disitanya yang saat iri i  berada dalam : —
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Kotorongon flam Alat Borat

: 1 1 Spoci Boat Glass ukuran lbr.2 , 29 M.
i . P-lfir. 5,7 m
\ 1 ' Lo^ginc Truck O il 289 Renault
, 1 * Wheel Loaior Komatsu W 17®

2 * Buliozor Komo.tsu b 05 - SS . 1

i 1 * lu llio ze r Cattorpillar 3-8 K

« l  * Logging Truck MorcoAes 2024
* 1 ( Loc«in* Truck Nissan TZ 5®
« 1 ' Who cl Loaior Chongling ZLM 50

» 1 * Bump Truck Nissan RB 8

t l  ' 'Rallio^ßor merk Komatsu 1 50 A-12
t 1 ' Ballioozcr merk Komatsu B 65-  15

1 1 1 Logging Truck Hino TO 113 -  19
* 1 * Truck Nissan TZ 50
t 1 ' Trucl: ilarceies 2*24
» 2  1 T ra ile r Cha.3is  Marocicz
t 4 ' Lonccrinc Truck Work Nissan TZ 50
» 5 ' Bump Truck auto «ar 1C13
» 1 1 Logging Truck c«:'— '-Ic rc o J _ L®2- .

Renault fc BS 250 
. 1 2 1 togging Truck c:ork Ucrceios 2|»24
# * 2 ' Logging Truck täcrk Nissan TZ 50
. * 1 * Logging Truck Hino TO 1 ¿3
». * 1 ' Logging Truck merk Berllet Rei-auli

BH, 2fi0
t * Wheel LoaAcr Flat A lls 

^  « 1 ' Bump Truck mork Tzuzu
* 1 * Bump Truck mork Komatsu
» 3 * Logging Truck Sino TO 140

7 . 1 1 * Logging Truck B erlict
.g# f 1 ' Logging Truck Merk Marcoiez 2*24

* 1. * Bulldoojor Carterpillor B 8 H
3 30 •* 1 ,f Logging Truck mork Renault 
£1 . • 1 1 Logging Truck Renault * 8®

, r 3 * Logging Truck lino B 149
, * 1 * Logging Truck Hino B 140 TO

.•3 4 ,* 1 * Bump Truck Mork Nissan TZ 50
* 54 1 T o ta l N i l a i  Perolohan

1 la rg a /U n it 1 

«• N ila i  Bara *

T o ta l

1 25.000 * 20 .000
* 125.000 ' 125.000

* 150.000 11 150.000

' 110.00* * 2CO.OOO

• ?70.000 • 270.009

• 1W.OOO • 1W.00Ö

» 115.000 » 115.000

* 73.000 » 73.000

' So .000 1 ;o .000

11 135.000 * 135.900
• 143.030 • 143 . £20
* 115.000 • 115.000

1 120.000 • 120.000

* 1 ¿0.000 • 1*0.000

1 35.000 » 70.000

’ 12D .000 » 150.000
* 50.000 • 150.000

•' 135.000 ' 135.000
* 1 ¿3.000 * 2̂0.000
1 120.00-0 * 210.000
• 115.000 « 115.000

135.000
115 .000 
¡0.000 
JO .000

115.000

* I 35.OOO
1 1 *0 .0 0 0
* 270.000 
» 135.000
* 3 35.CCC
* 105.000 
• 105.000 
* 120.000

1,
T o ta l n i l a i  harija a l a t - a l a t  b e ra t a ia la h  20 ®£

» I 35.OOO

* S70 .000 
» ¿0.000
* ?0.000
* 345.000

* 135.000

* 1.0.000 
• 270.000
• 135.000
♦ 1 3 5 . 00® '
* 315.000
• 105.000
* 120.000
'3 fc.k2llö2®" 

• f  1 .32 4 .3 M

I
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’ 15

Truck Mareedes 917 

Truck Vareados ?17 

Truck Marccdos 517

Torctor Ford ¿»10

t 

11 45.954 
45.554

45.954

28.000

' 51.5M

137*9*2 

51.9 M

140.000

Total n ila i perolehan

Totc.l n ila i harga a lat-a la t 
berat adalah

40. i* ' $ 164.784

ïïheol Loador Kcoiving Type 5?0 1
C a tte rp illo r ' 270.000
Fork ift Klark Kapasitas 3 ton ' 2Í .000

F o rk lift M0rk Manitou V.C 30C '

F o rk lif t Merk Von itou MC 30 C & Ï.ÎC100
I

F o rk lift Moâel 4 RS -0 I  & SVMP Truck
I

FSW clift Merk Patria FD 30 , 21.750
Motor Grador Merk Ko mat su G!) «00 , 105*000
Rotary COmpser Meik Chucn Chien 
Tndust -  54, Taiwan

Total K ila i perol ehan

75.000

270 .000 
2? .000 

74.475

129.585
¿2*553
21*750

105.000

75.000

Tota l N ila i harga a lat-a la t borat 
adalah t 187*504

Totol N i l  ai h arc a a lat-a lat borat adalah -  $
* l.¿5*.»52

lila i assot PiNG'UIGAT tersebut adalah sobosar US0 l.»5*.*52t- 
Satu juta  onam ratus sorr.bilan puluh eram ribu enam ra.tu9 lima puluh dua 
S o lla r Amerika Serikat ) •------------------------------------------------------------------------

¿_ 31 • Bahwa

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008
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/
31. lahira, Jelas dan tagas tindakan TERGUGAT-1 den TERGUGAT-II 

yang menjual asset m ilik Pihak ketiga dan PEKGOJOlT yang- 

tidak menjadi agunan ata« kreditnya adalah A3SUR1 dan —

merupakan perbuatan melanan hukum, karenanya haruslah di -  

tuntut membayar kerugian kepada PENGGUGAT ; -------------------
32. Jahwa, karena gugatan in i diajukan bordasarkan bukti-bukti 

yang orisina l yang tidak terbantahkan kebenaran r ya, maka- 

sangatlah beralasan hukum putusan dal an perkara in i dapat- 

di lak santan terlebih dahulu sekalipun TERGUGAT-I dan -  

TERGUGAT -  I I  mengacukan upaya hukum banding, kasasi dan/

atau verzot ( uitvo«vbaar b ij voorraad ) ; ---------------------

Untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang diderita PENGGffGAT 

sebesar UŜ  l.W5n.b52,- ( Satu juta enam ratus «embilen —  

puluh enam ribu enam r a t U 9  lina  puluh dua io lla r Amerika —

So r Ikat ) PENGGUGAT m*hon kepada Bapak dan/atau Majelis Ha — 
kim vans akan memeriksa dan mongadili gu.<̂ atcn in i berkenaan 

melakukan SITA JAIJINlil ( Conscrvatoir icsloc ) atas — 

seluruh harta sorak maupun tak gerak m ilik TERGUGAT-i dan 

TERGUGAT -  I I  *, -----------------------------------------------------------------------

33-. iahwa, dari data ten fakta yonc telah PBfcOGUGAT uraikan d i-
•%

atas, maka jelas dan tegc.s telah terbukti seoara r.vata 
TiRGUGAT-II yang menerima dan melaksanakan tugasnya dari-

TERGUGAT-I dalam .’’mengamankan” asset ?3JGGUGAT torutama- 
d il»kasi IPEH To'ndo, tidak mohon diulangi tidak menjalan­
kan tugasnya dongan benar dan baik, maka sangatlah bor -  

alasan hukum Ketua dan/atau Majelis nakim berkenan menjatuh 

k an putusan sela, agar kepada TSRGUGAT-I dan I I  diperintah­

kan meninggalkan lokasi IPKI T«ndo dan selanjutnya, menyorah 

k an kembali kepada PENGGUGAT untuk mencamankon lokasi a qu«.

1  Maka,
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'Baka ''Q"Ar*riT)$% hal-hal yarg telah PSi&GinAT uraik- 
r-J^r.r.UOlT nohon kepada «Cetua Pengadilan Negeri Kelan 1-1 Palu,

berkenan untuk menerima* memeriksa dan selanjutnya mcneadili- 

dan memutus perkara in i denran amar putusan sebagal berikut i

PUTUSAN PftCVISI : --------------------------------------*-------------------------------

1 . iiomer intahkon kopada TERGUGATKU mombuat dan menemda tangani 

3erita Acara Serah Terima, asset-asset milik PENGGUGAT yanz -  

ada di lokasi IPKR Tondo kepada PSNGGUGAT sebelum menin/rirnl—

2 . Memerintahkan kepada TERGUGAT -  I I  mcr.ir.jtgalkan lokasi
IPKE Ton d» kepada PEî GGUGAT ddbaih waktu 8 (delapan) hari —  
setelah putusan in i diucapkan ; ---------------------------------------------

3. Tidak diindahkannya putusan in i, TERGUGAT dikenakan uang -  

paksa C dTtorgroir ) sebesar Rp. 100.090.000,- ( Seratus juta- 
Rupiah ) per hari ; --------------------------------------------------------------------

3. 1£ om e r  in t a.hk an kepada PENGGUGAT »antuk mengambil alih penga­
manan lokasi IPKR Tondo -  Palu ; ______________________

S ILA?.' POKOK TERKIRA : --------------------------------------------------------------------

1. Menerima dan mencabulkan gugatan PSi’T'-UOAT soluruhnva : —

2. r.cnyatakan menurut hukum Tr3GUGAT-I dan TT?vG'*3AT-II telah -
melakukan Perbua.tan Melawan Hukum ( Cr.recmatigedaad) seba -
gair.ana diatur daJ.r.m ketentuan ex rasai 13*5 KUH.Perdata *, -  

w
3 . Mcnghuk m TEKGTE AT-I daji TERG1CAT-II secara tanggung -  ren.

tong untuk membayar garti rugi neteriil kepada PENGGUGAT-----

sejumlah USi l*65t*W52r“ ( Satu Juta enam ratus sembilan 
puluh enam ribu enam ratus lima puluh dua Itollar Amerika -  
Serikat) dalam waktu paling lambat 6 (dolapon) hari kalen -  
dor sotolah putusan in i di ucapkan ; ---------------------------- ---------

4. Menyatakan sah dan berharga SITA J AVTN AN atas seluruh harta

gorak dan taK gerak milik TERGUGAT-1 dan TEItGUGAT-II ; —
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Menyatakan putusan porkara in i dapat dijalankan lebih dulu 

sekalipun ada upaya banding, kasasi dan/atau vorzet yang -  

diajukan «leh TERGUGAT-I dan TERGUGAT -  I I  ( aitvoabaar

b ij vo®rraad ) ; — ------------------------------------------------------------ -

t .  Menghukum TERGUGAT-1 dan TERGUGAT-II untuk membayar -

s e lu r u h  biaya perkara yang timbul ; ---------------------------------------

Atau apabila lapak borpendapat la in , maka PENGGUGAT nwhon pu -  
tusan yang seadil-adilnya sesuai azas alur dan patut --------------

( ex acq^o et bon* ) ; ----- -----------------------------------------------------------

---------- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tela.h di te­
tapkan, Pcnccrugat datang- di nokili Kuasanya yakni ---------------------

3AMUEL SAM30<, S.fl. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal : -  

S Scptcnbcr 15*5 T>o. 1202?A555 dilndapan C1UFBAN TiviT., S.I*
?Ut3.ris  di Jakarta dan t.elah di daftarkan di Kepaniteraan __

Pencadilm Negeri Palu, tanggal 23 September 1?®* flomar : -
173/SK/1555 ; -------------------------------------------------------— ---------------------------
Untuk TERGUGAT-I , telah datang menghadap kuasanya yakni -
PUJIWOKO, Pegawai PT. 3ANK MU* 31 RI (PESERO) Cabang Palu --------------
El: s 3ANK JUMI 3AYA dar. AIRUROFDC -  Pegawai PT. UAI--K m ’»IR I -----

( FESERO ) Cabang Palu Eks.RANK 2UM1 .T'V.TA, sesuai surat kuasa. -

Khususi / Kua.sa Substitusi, tanggal 27 September 1??? ; -------------

-  Untuk TERGUGAT-1", to l ah datang menghadap Kuasanya yakni : -----

]»Ai-I.EL PELAKON IA, S. H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -

2A -  Agustus 1*55 Ko. SKU . 3*0/MK.l/l5?5 dari M enteri-----
Keuangan R .I. dan telah didaftarkan di Kepon i teraan Pengadilan 

Negeri Palu, tanggal 20 September 1595 No. 1»2/SK/ 1555 ; -

-----------Wen imbang, bahwa a o telah diupayakan perdamaian antara -
kedua bolah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil -
maka pemeriksaan perkara in i dilanjutkan dengan membacakan-------

surat gugatan Penggugat yang solanjutrya Penggugat melalui —  

kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan--------

/ Menimbang, • • • « « •

-  13 -
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-  Mcn imbong, brvv.n atas gu ô.tan Pon^gusat tersebut pn.ro. -  

iERGUOAT telah men̂  '<o.n jr-vio.brn cvisins-no.jr.irf; sebagai berikut:

Javrabo-n T^GUOat-T , 'ukan pada tanggal 5 Oktober 159? 7^3 ~
l • «:i Eksepsi dan* tahan Balo-m Tokok------
p- ••?., scbago.i berikut i -----------------------------

1. Sesuo.i Tojso.1 3 hur* r b PT» 'N«. 27 Tahu* 53 tentang Pengga -
b angan dar. Penganbll alihan Perseroan T- vtas diatur bahwa ——

aktiva dan p a s s i v  \u hok dan kewaji’ perseroan yang meng­

gabungkan d iri b-; ilih  karena hukum kepa perseroan yang------

2. Sesuo.i JLkto. Peng*/ '-'»ngan No. ICO Noto.ris Su ipte, S.E. tanggal
24 Ju li 1555 PT.BaMC EJKI DATA. (Pe sero) tol '.orgabung/merger 
paia PT. Bank Moniiri ( Persero ) ; ---------------------------------------------

3. Beriasarkon butir i  (so.tu) ¿an 2 (iua) i i  atas, mako. hak ian -
kewajibon PT. Ion k. Buni Uaya (Pevrcro) telah beralih ¿emi -  
hukum kepaia PT.Bank Haniiri (P:- oro) , Oleh karenanya PT. -  

Bank Wan ¿ ir i ( Persero ) mempunyai o.las hak untuk menanggapi-  
gugatan Penggugat yang ¿itujukan kopaAa PT.Bank Bumi Baya —
( Persero ) selaku Tergugat 1, sebagai berikut : --------------------

I .  SILAM EKSCPSI t

1. Bahwa Tergugat I  nerolak ^ASyugat seaara keselu -
ruhan, ke«uali yang secara to^as-tegas vlch  -
gat I  ; ----------------------------------------------------------------------------------

2‘i Bahwa gugatan Penggugat paia pokoknya a¿alah k^boraton ter-

haAap pclclongon harta miliknya ( pcint 30 ) l¿apun Posita 
gugatan Penggugo.t tersebut ¿alam perkara in i pa¿a ¿asarnya
sama ¿engan gugatan ¿alam perkara tar¿ahulu -perkara--------
N o* 121/PDT G/1557/Pn»Pilu, yang sampai ¿encan saat in i -  
masih ¿nlam poraeriksaan ¿i tingkat Kasasi sehingga belum
mempunyai kekuatan hukum yang po.sti. Dengan ¿emikian guna

menghinAari putusan ¿ualisme serta men«iptakan a ^ y a  ke- 
aAilan moka su¿ah sopat.utnya gueratan ¿alam porkora in i —  
¿inyatakan ¿.i t  elok ; ------ ■— -------------------  ---------------------------

J_ 3. Bahwa •••••• •••

-  14 -
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U;lahwa sebagaimana pesitanyo hal 7 poin 30» Penggusat mcnye- 
rp butkan baranc-barang yang akam dilelang oleh Terpusat- H , —  

adalah harta miliknya dan pihak I I I .  Namun Penggugat tidakO '\
\'̂ Asoaara jolas menyebutkan zona harta miliknya dan harta m ilik 
J y pihak I I I ,  kc.reno «b'/ok gugatan Fenjsgu^at mon.iadi kabur ion- 

/Z tidak jelaa ( obsemre lib c l ) .  Bcngon demikian guga.tan Penjr- 
gu^at yang didaborkon pnda obyek seneketa tidak jelas, so -
hingga beralasan untuk tidak dapat diterima ; -------------------

4. lahra dalam hal barang m ilik pihak IH , sudah barang tentu —  

Penggugat untuk mengajukan gugatan harus mendapatkan kuasa -  

dari pihak I I I  selaku pemilik. Oleh karenanya. Pengguscat yang 

tidak mempunya.! surat kuasa untuk mewakili pihak I I I  sclaku- 
pemilik obyek sengketa tido.k mempunyai kualitas hukum untuk 
mengajukan gugatan ( d isk ra lifi«a to ir exe«tion) • Dengan 
demikian beralasan g u ikatan Penggugat dinyatakan tidak dapot

n . diljlm pokok ; ------------------------------------------------ I_______

1 . lahwa hal-hal yang telah disebutkan. 2alan\ Sksepsi, mohon -
dianggap tercantum dan terulang kcmtali di sini ; -------------

2. £ahwo Pengguga.t telah mendapatkan fa silita s  kredit dari —  
Tergugat I  sebagaimana tersebut dolan perjanjian kredit -  

No. 17/00i/Pl/PlU tanggal '2-10-l?85 ( T . I - l ) ,  Ro. 17/003/P3/PI 
/?I»U tanggal .21-12-1585 beserta addendumnya ( T. 1-2) z^u- 
puo Akta per.gckuan hutang dengan jamincn Fiduoia dan Kuasa 
Untuk menjual terhadap seluruh borong dogr-ngon dan mesin -  
mesin V *. 34 i  tanggal OW-H-1J75, K o. 10 tanggal 07-01 —

_ " I 58O yang dibuat *loh Tiotaris ISuharamod Nawir Lamakarote, S.H* 

dan Akta pengakuan lutang R*. 8# yang dibuat »loh Rotaris -  
HAUS KADSIli, S.K* tanggal 23-l2-l?85 ( T .1-3 s/d T .1-5 ) i 

3*3ahwa torhodop fosilitoa  kredit torsebut, ternyata Penggugat 
telah wanprestasi/tidak dapat menyeler.aikan kewajiban seba­

gaimana mestinya ; --------------------------------------------------------

[_ 1 • lahrja
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-  -1,6. -

A» Bahfza dengan adanya nonprestasi tersebut, Tergugat I  sesuai

dongan TJU. No. 45 Prp.Tahun 1}W wajib menyerahkan penyolo -  

saion piutang negara macei kepada Tergugat I I  sebagaimana surat

N o. Plu/l?4/?4/Cr. tanggal 12 Maret 15M ( T .I -  fc ) ,  dengan -  
jumlah hutarg sebesar Rp. 1 w.15W.M®.578,7 i. Jumlah hutang ter­
sebut sesuai pula dengen porhitungan Tergugat I I  sebagaimana -  
tersebut dalam surat tanda penerimaan piutang negara atas nama- 
Penggugat Mo. S.3'5 k /T '& n v fT L ll'U fW l tanggal 2^-3-1954------

5* Eahwa Tergugat I  menolak posita poin 2 Penggugat tenteng adanya 
perbedaan jumlah hutang sebab jumlah hutang Penggugat telah — 

dijelaskan pula oleh Terguaat I I  melalui surat kepala kuasa hii -  
kum Penggugat No. S-20i*?/WFS .05/KP.02/1557 tanggal 27-H-1557 -
b ?h rasanya. hutang Ferggugat yang belum terselesaikan adalah------

sebesar 3p-. Rp. 17*774.1"3»437»" ( tujuh belas milyor tujuh 

ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ti~a ribu 
on'.pat ratus tiga  puluh tujuh Rupiah ) ( T. I  -  * ) ; ----------------

^ . 3?_V/a Tergugat I  menelak posita Penggugat yang mengatakan
Penggugat mengalami kredit macet karera adanya, surr.t keputusm -  
Kork^u No. 1134 m i/013/15̂ 5 tanggal 10- 10- 1»?} tanggal 10-10 -

1555 tentang Pengenaan Fajak Ekspor atas kayu gergajian/savaVtim -
bor, mor.gingat surat Menkeu tersebut berleku secara umum den------
tidak hanya berlaku kepada Penrcugat saja. Demikian pula -alasan-  
adanya tindakan. Kadishut Sulawesi Tengah yans tidak memberikan -  
SA.K0 adalah ala*nn yang dicari-cari guna menghindari dari pome -  
nuhan pembavaran kewajiban kepada Tercusat I .  Selain itu alasan -  

alasan tersebut hanya merupakan d a lil-d a lil ulangan sebagaimana -  

gugatan dala™ perkara No. 121/FIT.C/57/FN .Palu, sehingga sangat -  

tidak tepat dan harus di tolak : -------------------------------------------------------
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^  //K,/y
'Bahwa meskipun penyelesaian piutang negara macet .atas nama

n

\ Pengsu^t telah disorohkan kepada Tergugat I I ,  namun Ter -  

gus-at I  ma*»ih membor ikan kesempatan kepada Penggugat untuk 
m e n y e le sa ik a n  krodit donecan *ara restrukturisasi k re iit -  

dan m enarik  kembali dari Torgucpit H , asalkan Penggugat —  
i  apa t memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam su -  

r a t  Tergucat I  tertangcal 6 Okt®bcr 1555 perihal penyele­

saian Kredit a/n. Penggugat ( T .1-5 ) ,  ya itu Penggugat -  

melakukan penyetoran sebesar Pp. 1*551 »000.090,- dan mem-

bavar blava administrasi sebesar 2,5$ kepada Tergu -  
gat I I .  Adapun kemudahan tersebut akan di ka ji ulang se -

tiap 3 bulan dan apabila syarat-syarat dimaksud tidak -  
dapat dipenuhi maka penyolesaiar. hutang sooara otomatis -
kembali kepada iUPL'rt/Tergugat I I  dengan posisi k re d it-----

• sebagaimana seharusnya ( pembebasan tidak berlaku ln g i)

S. Sahwa kenya*a?nrya Ponar̂ ugat hanya memberikan Ja n ji-ja n ji -

serata tarpa pernah memenuhi syarat-syarat tersebut..----------

Sekalipun Ponggucat melalui surat Pernyataan flo. 03n/SF-IP/ 
IX/5» tertangg?.l 15 Sovtombor 155® to\C.h pula Jbcrjanji -  
akan menyetorkan ivar.g muka sebenar Pp. 1. 5?1 .''30.000 , —— 

selambat-lambatnya tg l. 14-10-155» dan bila terjadi penging, 

karan waktu maka sejak tanggal 15- 10- 155* pengurusan pe -

nyelesaian kredit Penggugat dikembalikan pada BUPLN-----

( TERGUGAT I I  ) untuk segera di laksanakan pelelangan atas

agunan yang ada ( T -I .  10 ) .  flomun Penggugat telah ingkar -  
ja n ji karena tidak pernah melakukan setoran sebagaimana Is i 

surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat. Oleh karenanya 

penarikan kembali pcncu'iffanan penyelesaian kredit Penggugat- 

darl To’VUfliVfc 11 tidak dat>at dilCtksOJlOkan, dan hutang--------

Penggugat kombali lca poflifli semula sorta Tergusat I I  sosuai
wewenangnya berhak ni:tuk monindak liUlJUfci penyemaian -----

k red it Penggugat, termasuk mololcu'vr agunan yai'C CHa ! ----------

i_ 5» Bahwa
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5. lohra berdasarkan ikta Pengakuan Iutong dengan Jaminan fiiu « ia

dan Kuasa untok menjual terhadap soluruh barang dagangan dan -

m e sin -m e s in  R#« 34^ ta n g g a l  8^-11-1575 No. 1® tan g g a l ®7**1 “

1 yang dibuat »leh H»taris inmUJUi flAV/IR. IAMAKjLMTE, 3.5# 
dan Ikta  Pengakuan Iutang R*. 6t tanggal 23-12-1565 yang di -  

buat «leh fltta rie  lans Kansil, 8©h* ( t *I-11 s/dT*Io- 11 ) ; 

telah se«ara tegas disebutkan Penggngat menyerahkan se«ara «* 

lcepor«ayaan (fidatia ) kepada Tergugat I  berapa soluruh st#«k -  

bahan baket, barang setengah Jadi dan barong jadi/sawntimbor • 
yang: terletak di 3»kasi pabrik/HPI dan seluruh mesin-mesin, -  

peralatan Samnill, m*ulding unit dan f illio g  band supp»rt, -
peralatan, kenderaan berm*tor dan alat-alat berat ; — --------—

lio  Berdasarkan butir 4, 6 dan 5 di atas, ternyata Penggugat masih 

mempunyai hutang kopada negara t q Tergugat I  yang bel om ter -  

selosaikan, dan berdasarkan akta TU. 34̂ , 1© dan i-9 seluruh -  

asnfet barang bergerak m ilik Penggugat telah diserahkan sebagai 
jaminan, karenanya Tergugat I I  sesuai THJ 45 Prp. Tahcn -  

15̂ 0 berhek untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta 
m ilik  Penggugat guna penyelesaien hutang kepada negara *q* Tex*> 

gugat I  • Ia l mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 1131 

K'OH* Pordata* soluruh harta milik berhutang merupakan jaminan- 
pelunasar 'hutang tersebut* Oleh karenanya tindakan penyerahan -  

dan pelelangan »byek sengketa adalah telah sesuai dengan keten­
tuan yang beriak d dan bukan raeriipakan. tindakan yang melanggar -

11* Bahna tuntutan ganti rugi dari Penggugat adalah kabur sebab -  

sampai dengan saat in i belum ada pelelangan atas ebyek sengketa 
sehingga kerugian nyata-nyata yang ditanggung «leh Penggugat -  

beltba te rja d i, sehingga beralasan tuntutan ganti rugi di t»lak;
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12. Selain alasan di atas, tuntutan ganti rugi kepa.da pa.ro. Ter -  
v

gugat harus dit»lak pula sobab n ila i sobesc.r USD. 1.̂ 5^«̂ 52 a  

adalah atas dasar penilaian sepihak tanpa memperhitungkan -

n ila i r i i l  barong ita  sendiri, seporti kapan bareng dibeli, 
kondisi fis ik  sekarang dan r.ila i penyusutan yang sebenarnya» 
ldapnn penilaian tersebut tentu harus dihitung *leh pihak —  

yang mempunyai nenenang'untuk itu  dan bukan eleh Penggugat -  

sendiri. Selain itu  tuntutan gar.ti rugi didasarkan pada »byek 
sengketa yang tidak jelas siapa pemiliknya (tidak jelas pola 

barang mana yang menjadi milik Penggugat dan mana yang menjadi 
m ilik pihak I I I  ) .  Dengan demikian tuntutan ganti rugi dida­

sarkan pada *byek sengketa yang kabur dan tidak je la « , --------

sehingga harus t«lak ; ------ ----------------------- —— ------------

f.UJCl : Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Tergu -• 
gat I  m*h»n kopc.da Majelis Hakim agar berkenan untuk memu-

tuaken hal-hal sebagai berikut : -------- -------------------------------- -
PJLLiM PROVISI i ------------------------ ------------------------------------------------

-  Men*lok putusan Provisi ; ---------------------------------------------

SATkAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------

-  Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I  ; --------
DALAM PCKOK PEKSAlti : -----------------------------------------------------------

-  Menalak gugatan Penggugat secara kesoluruhan ; -----------

-  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; —— 
Jawaban Tergugat H  diajukan pada tanggal 2® September 1555, yang -  

t e r d ir i dari Eksepsi, dalam P r»v is i, dalam p*k*k perkara, sebagai -

l 0 BALAM EKSEPSI l ------------ — -------------------— ------------------------------------
1. Jahwa Terguflp.t H  tetap raen«lak dengan tegas seluruh dalil -  

Penggugat dalam surat gugatannya, baik dalam f©sita maupun -  

dalam p#titomnya, dan mentlak soluruh tuntutannya, ke»dali
torhadap hal-hal yang telah diakui se»ara tegas ; ------ -----— —

i  2. EKSEPSI............. ... .
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2 .  HKSEPSI KOMPOTgtSI xBSOLUT TERHADAP KETTENAflGAfl PR1TUN : ------------

2.1 o Uahwa. Tergugat I I  berpendapat bahr;a guratan Penggugat-------

dengan petitum 3olam P r«v ls i angka 1 dan 2 telah meminta -

vgar M ajelis Hakim mengabulkan perm®h*nan Penggugat agar -  
ergugo.t H  diperintahkan IJa je lis  Hakim untuk menanda -  

tangani T e rita  JL«ara Serah Terima aset-aa et m ilik  Teng gugat 
yang ada d ilck a s i IPKH dan neminta agar M ajelis Hakim meme­

rin tahkan Tergugo.t Il-k n tu k  meninggalkan l«k a s i IPKH T*nd«

2.2o lahwa tuntutan Penggugat tersebut seharusnya diajnkc.n me — 
la lu i  Pengadilan Tata Usaha flegara Pala karena Pengadilan 
flegerV. Palu tidak berwenang memerintahkan Tergugat I I  — —

untuk melakukan Tuntutan Penggugat Salam P r«v is i tersebut ; 
2 .3» Hahwa hal tersebut disebabkan karena Tergugat I I  adalah -

selaku Pejabat Tata Bsaha Hegora, sohingga Pengadilan -------
G egeri Palu tir*ak berwenang memerintah Tergugat I I  untuk —  
menanda tangani T e rita  Aoara serah terima aset Penggugat —
sebagaimana dim«h«nkan Penggugat aqu«, sehingga Hakim-------
Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang mcr.gabulkor» petitum- 
Por.ggugat tersebut ; --------------------------------------------------------------------------

2.4« Bahwa hal tc-rsebut sesuai dengan Pasal 1 angka 3 dan 4 -----
Un dang—Undant; 'N«* 5 Tahun 155* tentang Peradilan Tata “—  
Usa.ha Negara» «*leh karena itu  d a lil Eksepsi in i m®h©n Ü  — 

terim a ion dikabulkan dengan memberikan Putusan pendahuluan, 
dengan menyatakan Pengadilan flegeri Palu tidak berwenang -  
memeriksa dor. mengadili porkara in i, karena merupakan wc wo 

nang d a ri Pfcngadilan Tata Usaha Hegara Pala ; ——
KK3TSFSI GUGATAN TIDAIC S.\F i -------------------------------------------------------------------

3*1« Bahwa Tergugat I I  berpendapat, bahwa terhadap gugatan Peng — 

gugat a que haru3 dinyatakan kurarur sempuma dan dapat di -  

nyatakan kuran* sempurna dan dar»at dinyatakan tidak dapat — 
d iterim a seluruhnya, korona Penggugat tidak menyebutkan se«ar- 
ra  j  o la s  tempat k o dudukan hukum/alamat dari Pcrggugat/PT» — 
Ira d a t P u r i, Karena hanya disebutkan di Palu tanpa dipertegas

dengari alamat yang Jelas/tegas ; -----------------------------------------------------
/  3« 2* Bahwa selain • . . « »
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' N Bahwa selain itu  Povggugat juga tidak menyebutkan Basar -
.0  V\
^V^tukum dari Pemborikuasa, yaitu tidak menyebutkan Anggaran

/¡Dasar Rumah Tangt-.a dari PT.Iradat Puri, sehingga hal ter -  
-'/ \ J r  sebut menyebabkan gugatan Penggugat kurang sempurna, naka 

.J:_gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima -

seluruhnya ; ------------------------------- — — ---------- -------— — — -----  -----
3 . 3 . l?±iwa karena Penggugat tidak menyebutkan dasar hukum Pemberi 

Kuasa/AD. ART. PT. Iradat Puri, dan tidak nonyebutkon ala -

ma.t PT.Iradat Puri setara jolasAengkap, maka d a lil Eksepsi 
diatas dapat ditorirra dan dikabulkan dengan menyatakan -  

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima -

seluruhnya ( Niet Onvankelijk Yerklo.urd ) ; --------- ----------------

. EKSEPSI PERSONA STCTSI KOR TVHCIO i ----------------------------------------------------

A..1. Bahwa Tergugat I I  berpendapat bahwa gugatan Penggugat -  * 
t or ha dap Tergugat I I  herue dinyatakan keliru  dan haru.«?..- * -  
dinyatakan tidak dapat diterinva karena Forggugat di dolan—  
r.onycbutlcan psrsoen Torgucat H keliru , dan tidak dikaitkan
dengan Negara RI. selaku badan hukurc induknya ; -------------— -
Ral tersebut nampak pada halaman pertasa angka 2 gugatan —  
Penggugat dirmna gugatan langsung ditujukan kepada Kop Ĵi^

Kant*r Pon^uruean Piutang Negara Palu ; ----------------------- -------

4.2» Bahwa Kar.tor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Palu ada -
lah bukan morupoken badan hukum yang berdiri oenAiri, ne -
lainkan hanya merupakan bagian dari badan hukum yang d ise ­
but Negara P.I, sehingga Tergugat I I  tidak berkualitas —— 
untuk dapat dituntut «Limuka Peradilan umum jika tidak di -  
kaitkan dengan badan hukum induknya torsobut ; — — ---------------

4 . 3 . Bahwa selain itu  penyebutan porao®n Tergugat I I  juga tidak -
dikaitkan dengan Kepala Kant*r Wilayah V III  BffPLN soloku -  
atasan dari Torgugat H , intasu Kepala Badan TJrusan Piutang- 
don Ioolang Nogara Pusat intasu Dopartemon Kouangen RI.in«asa

Pomorintah/ tteirara R»I. Bahwa hal torsobut dicebabkan dalam-

/ melaksanakan • • • .
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mdlaksarakrr tugas dan wowenangrya Tergugat I I  harus bortanr -f •
ung jawab kopada Kopala Kantor Wilayah Y III 3UF1H ¿i Ijung 

Pandang, ycn.g kemdian bortarggung jawab pada Kepala Menteri -

Keuargan dan sotoruarya. Jongan demikian dalam hal terjadi ------

tuntuten terhadapi ya juga harus dikaitkan dengan atasannya tcr>-

<•4« Bahwa seharusnya penyebutan perso*n Tergugat I I  berbunyi seba -  
gaimana disebutkan Tergugat I I  dalam Jawaban halaman perta.ma., -  
karer?. d i  dal am gucacan Penggugat tidak demikian maka hal ter -  
sebut membuktikan bahwa penyebutan persoon Tergugat I I  ko liru ,-

maka harus dinyatakan tidak dapat diterima der.gan menyatakan -

tidak dapat diterima seluruhnya ( Niet Onvankelijk Verklaard ) .

EKSEPSI fl53US IN ID5M : ------------------------------------------------------------------------ -

5.1. Jahwa guga.tan Ferggagat juga. harus dinyatakcP kurang sempurna -  
dan dinyatakan tidak dapat diterima., karena gugatan Penggugat -  
in i sama persis dengan gugatan Penggugat terdahulu yang ter —  
daftar dalam N®. l2l/F2T.G/l?*7/PN .PL. j» .  fle.¿5/Pdt.G/lJ5fi / 
PT»F&1u yang saat i:.i pemeriksaannya dalam tingkat Kasa.si ; —  

5*2« Bahwa para pihak maupun permasalahan permasalahan y?ng di ja -  

d ikan dasar pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara in i sama •
dengan permasalahan yang diajukan dalan gugata: Perkara------

• • 12l/?BT.G/l‘ 57/PN ,FL. tersebut sehingga untuk menghindari -  
putusan yang saling bor ton f  angan, mata da lil Resepsi in i mohon
dapat diterima dan dikabulkan dengan menyatakan erucatan -------
Penggugat in i tidak dapat diterima, seluruhnya ( fliet ------------

Onvankclijk Vorkloard ) ,  karena perkara 'ini Ncbis in idem ----
dengan perkara flo. 121/PIT.G/1957/FN.FL. Je.N#.ft5/FBr.c/l556 /

/  b. EKSEPSI
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. .  EXSZF3I 0jSCUTJÄ LI331L OJJTEK i -----------------------------------------------------
I

o .l.  Bahwa Tergugat I I  berpendapat bahwa gusatan Per^gu^-t juga 
harus dinyatakan tidak sompurna dan harus dinyatakan tidak 

dapat diterima, karena. Pensrgucat tidak menyebutken den̂ on 

jelas ©byek gugatannya, hal tersebut nampak di dalam posi-fc

ta gugatan Pen̂ <̂ uc:at ; -----------------------------------------------------------

<».2. Bahwa Penggugat di dalam Posita gu«?atannya sama sokali
tidak menyebutkan *byok sengketa/barang agunan hutang, -
Penggugat pada Tergugat I ,  baik barang bergerak maupun —  
barang tak bergerak, bahkan Pcn^ucat tidak menyebutkan -  
d i  man a letak obyek sen rjkot a/barang jaminan aquo, sehingga 

dengar demikian terbukti penyebutan obyek yang demikian -  

dapat di katago r  ikan sebagai penyebutan obyek scr.gkcta —  
yang kurang .jelas, alias kabur/obscuur lib o l, sehingga —  
berakibat gugatan kurar.g sempurna dan dapat dinyatakan t i ­
dak dapat diterima seluruhnya. ; ---------------------------------------- -----

W. 3» Bahwa d a lil Eksepsi diatc.s didukung oleh Yurisprudensi —  
Mahkamah Agux>* R .I. flo. A52 K/Sip/1570 tanggal 1* Desem -  

bor 1^4 W4?  K/s1?/15̂ 5 tanggal 17 April 1*75 dan —

f?o. 2*55/F'ir.A3fi5MHl 1?*? yrjlg borbür,yi
" A ta3 guc?. ton yvng t id a k  J o i a» b a ta s -

ke ta mengakibatkan gu t̂itan n\cn^di kabur dan sea —
puma., karena, tidak memenuhi syarat tertib  " ,

7. IgKSSPSI GUGATAN KVRAKG PIHAK : ----------------------------------------------- ---
7*1« Bahwa. Tergugat I I  tetap pada d a lil Dalam Eksepsi diatas, -  

dan totap borpendarpat bahwa gugatan Fenggucat harus di -  
nyatakan kurang sempurna da.n dapat dinyatakan tidak dap/jt

diterima, karena masih terdapat pihak lain yang terkait -  

dengan senskota in i, akan tetapi pihak tersebut belum d i- 
g uirat a.tau. dengan kata lain gugatan kurang lonrckap pihak-

7.2. Bahwa.........................  •
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7 • 2• • Srihr# T ergu«at I I  tetap borpcrdaoat ba.hv/a Kerala linas -

Kehutanan Propinsi Ba.ti I  Sulteng ( KADISTtUT ) , sol aka -  
pi hak/Pejabat yang dijadikan dasar pennra-.iuan gugatan Peng­
gugat perlu dijadikan pihak dai ain perkara in i, juga peme -  

nan g lelang ( Sdr.Poltak Simbol o*-. ) selaku Pemenang Lelang 

atas obyek sengketa q quo , juga Pa.nitera. Kepala. Pengc-dilan 

Gegeri Palu yenĝ  bortihdak sebagai penjual dalam pelelangan 
obyek sen-kota. a ouo, sehingga, layak dan harus dijadikan -
pihak agar gucatan 1 ennko.p dan sempurna ; --------------------------------

Bahwa pihak buruh dari PT. I  rada t Puri (Sdr. RITAV7ATI dkk /
2 f 6 ® ran g' <3an Sdr. I r .  MUSLIM KUSDARTORO dkk/7 orang juga -
perlu d ita rik  sebagai pihak dalam perkara ir.i, sobab---------
mereka selaku Pemohon lelang atas obyek sengketa a quo ; -  

7.3* iahvc. dengiin belum ditariknya pihak-pihak tersebut dia.ta.s, 
maka berakibat «rusrat.an Pengguî at kurang sempurna dan kurang 
lengkap pihak-pihaknya, maka 2ksoo3i  in i rrohon dikabulkan -  
<3engan mor.yatakon gugatan Pen.-r̂ uga.t tidak dapat diterima -

seluruhnya ( Niet Cnvankelijk vorklaard ) ; ------------— ■ —

7.1. Bah «a. d a lil didukung oleh Turisprudersi Mabkamoh -

Agung R I. H0. 1421 K/Sip/l?75 /twi 2?”?7* yang -

berbunyi Saliva, tidak da.pat. diterinanva gugatan /bar. t ahan -  
in i adalah karena, ada. kesalahan formil mengenai pihak yang 
seharusnya, digugat akan tetapi belum di gugat " ; ---------------

loRwa berdasarko.n araiab tersebut dia.tas, kiranya «ukup berdasar -  
jik a  bersama in i Torgugo.t I I  memohon kehadapan Majelis Eakim agar 

berkenan menerima dan mengabulkan Eksepsi diatas seluruhnya., don- 

berkenan memberikan Putusan Sela dengan menyatakan Pengadilan-----

Negeri Pala tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara in i, 
karena bukan merupakan wewenangnya, melainkan merupakan wewena.r*: 

dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu setidak-tidaknya terhadap
petitum Dalam ^rovisi angka 1 dan 2, dan menyatakan gugatan -------
Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ( Niet Cnvankelijk

/  J , DALAM PROVISI . . . . o . o
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LAL1- IflOVTSI . : ----------------------------------------------------------------------------------
. Jahwa untuk lcbin lengkapnya terhadap hal-hal yang telah di -  

kemukakan di dalam jawaban, Dalam Eksepsi diatas, mohon di -
anggap telah termuat dalam jawaban Dalam Provisi in i ; ----------

o Bahwa Tergugat I I  tetap menolak dongan tegas seluruh da lil -  
gugatan Fcngguga.t dalam surat gugatannya, baik dalam Posita -

maupun dalam Fetitunnya, juga dai cm Provisinya, serta menolak 
seluruh tuntutannya., kecuali terhadap hal-hal yang telah -
diakui seaa.ro. tegas ; ----------------- -----------------------------------------------

3« Ba.hwa Tergugat I I  sangat menolak dengan keras tuntutan Peng -
gu*5?.t Dalam Provi.si, yang meminta agar Tergugat I I  moncvnda-----
tangani le rita  A«c.ra Sorah Terima Asot m ilik Penggugat yang —  
ada di lokasi IPKI Ton do kepada Penggugat sebelum meninggal -  
kan lokasi dan meminta agar Tergugat H  meninggalkan lokasi —  
IFKH Ton d o Palu dan menyerahkan kepada Favggugat dalam waktu -  
5 hari se.lak putusan di bacakan, disertai donran uang paksa -  
( dwanerson) sebesr-r Rp. 100.000.000 , -  ---------------------------------------

l .  Bahwa tuntutan Penggugat Dalam Provisi tersebut sangat tidak -  
relevan dan sangat tidak bor dasar hukum, karena tuntutan ter -  
sebut tidak dilandasi denc-on alasan/dasar yang sah/kuat, sebab

seluruh aset yar.g dirdnta diserahkan tersebut adalah morupa -  
lcan agunan hux«.vng Pcnggucat pada Torgucat I ,  sementara itu  —
Fonggugat sokali tidak membayar hutangnya ; -----------------------

5« Bahwa solain itu  tuntutan Dr\lam Provisi yang diajukan o le h ------
Penggugat tersobut tidak didukung, dengan da lil Dalam Posita —  
ynng kuat, dan Tuntutan Penggugat bukan sobagai Pihak kotica -
yang borkcpcnt.Vnt*an atas barang jaminan hutangnya pada Tergu -  

gat I ,  melainkan Penggugat selaku Dcbit.ur Negara., oloh karena 
itu  permohonan Penggugat tersebut h.arus di t^lak ; --------------------

/  W, Bahwa..................................

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



Por '̂̂ ii.'C-t Dalam Provisi yar.g meminta. ac;ar Tor- 

g ugat I I  menarda tangani Berita A tara Serah terima Aset Peng­

gugat di Ton do F alu, dan menyerahkan soluruh aset torsebut -  
kepada Fcnggucat adalah merupakan permintaan yang berlebihan? 

karena Pon^ucat tidak menyadari sebagai Debitur Necara yang -  

nakal dan macet, totapi justru sebaliknya lebih calak Per.ggu -
ĉ at y on r  berhutan a- daripada yang borpiutong ; ------------------------------

7. ?ahua seluruh aset yan^ torletak di Tondo Palu telah diletak -  
kan Sita Kksokusi oleh Tergucrat I I  adalah sah dan berdasar 

hukum, aohinega aset/jaminan yang telah d isita  tidak dapat —  

diserahkan kepada Debitur/?en^cugat, karena hal tersebut cikan- 

mcrucikan Keuangan Necara, tetapi jik a  Ferrgucat berniat baik

baik hanya sekedar mo rrhon t u mencavrasi dan-r.cn jaga boleh saja, 
oleh karena itu  Foncgugat harus menanda tangani Dorita Aoara -
S i t a  E ksekusi sebig.-.i penyimpan Sarang te r s e b u t,  t e t a p i . -------

penguasaannya tetap berada pada Tergucat I I  ; --------------------------
5. 3ahua berdadarkan uraian diatas, bersama in i Tergurat I I  mohon

kehadapan Majelis 'i aki m yon,- memeriksa perkara ir.i agar borko-
nar menolok soluruh pormohonar. Penggucat Dr.lar. Frovisi terse -

but, karena permohonan Fon.-gugat tersebut pantas un+uk ditolak
dan sama sekali tidak berdasar hukum ; ----------------------------------------

. DALAU FCKOK FSRKARA : ------------------------------ -----------------------------------------

1. Bahwa untuk lebih singkatnya terhadap hal-hal yang telah dike -  
mukakan dalam Eksopsi maupun Dalam P r o v is i  diatas, mohon diang­
gap juga telah termasuk Dalam Jawaban Dalam Pokok Fcrkara in i ;

 ̂• Br-hr/a Tergugat I I  tetap mcnola-k dengan tegas soluruh da lil -------

Ponggugat dalam surat gugatannya, baik dalam Posita maupun-------
dalam Petitumnya, dan mcnola.k dongan tegas soluruh tuntutannya, 
keouali terhadap hal-h&l yang so«ara tegas telah diakui ; — —
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J_ 3* Bahwa
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Bahwa gucvtan Perggugat diajukan sehubungan dengan tolah -  

dilimpahkannya penagihan piutang ma«et ata3 hutang Penggugat 
pada Tergugat I ,  yang borakibat diletakannya Sita Eksekusi -

dan ditindak lanjuti dongan pclolar^an sebagian barang j a -  
minan hutang Penggugat* Bahwa Penggugat merasa keberatan —  
atas Pololangan tersebut dengan cJasar. terdapat porbodaan -  
porhitungan aisa hutang antara perhitungannya dengan perhi -  
tungan Tergugat H , dan Tergugat I I  dianggap salah tolah -  
menjual lelang barang jaminan/kayu' yang dolar« keadaan dise -  
gel oleh Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah ; ------------------------------

. Ba.hno Penggugat juga, keboroton atas sita  yang diletakkan -----
• leh Torguga.t I I  a\as seluruh barar.g/a.set Pong~ugat yang-------
berada, di Tondo Polu, dengan ala.san Tergugat I I  tidak menjaga, 
s e lu r u h  aset terr.cbut, sehingga torja.di kebakaran pa.da tang -  
ga.l 13 Soptember 1557, ba.hkan terjadi kebakaran lagi pada -
tanggal 23 Februari 155®t sehingga Penggugat mengajuka.n ------
guga.tan in i disortoi dergan tuntutan uang ganti rugi ; ------------

Bahwa tcrha.dap seluruh d a lil maupun keberatan Pong^^at ter -  
sebut, dan terhadap tuntutan uong gar-1 i  rugi Pengcugat atas -  
musibah kebakaan tersebut, jelas harus ditolak dongan keras, 
sebab tuntutan tersebut sangat tidak benar dan tidak berda -  
sar hukum, oleh karera itu  seluruh ruratan Penggugat harus -  
ri i  t olak ; ---------------------------------------------------------------------------------------

s. Bahwa, jika, diperhatikan dari seluruh d a lil posita gugatan -  
Penggugat, adalah .sama persis dengan d a lil yang dikonukakan 
dalam gugatannya terdahulu dala.ra perkara i°o. l2l/Pdt .0̂ 1557/ 
FiJ.Palu yang sc:at in i dalam tingka.t Kasasi, sehingga guga.tan 
Perggugat in i ‘ sebaiknya dinyatakan tidak dapa.t diterima/di -  
tolak karena. R abis in idem dongan gugatan tersebut ; ------------

Bahwa eeluruh d a lil dan alasan guga.tan Fcrggugat dalam per -  

kara, in i sama persis dengan d a lil dan alasan Pcigguint dalam
Perkara. Ve. ‘*i/PIT.G/l595/Pt?.Palu, sehingga seharusnya--------
guga.tan in i divolek seluruhnya ; ------------------------------------------------

]_ 7« Bahwa seluruh . . . .
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7 o Bcvhsra' seluruh d a lil posita gugatan Penggugat sorgat tidck 
 ̂ jo lr .3 dan kabur, sebab Ponggugat tidak mer yebutkan alamat / 

domisili hukum dari PT.Iradat Puri/Per ggû a t prinsipol dan 
tida.k menyobutkm Anggaran Sasar Rumah Tangga dari PT.Iradat 

Puri, sehingga hal torsebut membuktikan bahwa gugatan Tcns -  
gugat kabur, maka harus ditolak seluruhnya ; — -----------------------------

fi. ioh-na. d a lil gugatan Penggugat sepalang yang ditujukan ter -  
hadap Tergugat I I  adalah menyangkut proses penagihan piuteng
ma*ot atas hutang Penggugat pada Torgugat I  dengan jaminan -
beberapa bidang tanah, pabrik berikut bahan-bahan s to k ----
didalaimya, sorta toberapa mesin dan kenderaan, sampoi — —
pel ol angannya ; ------------------------------------------------------------ ------- —

Penggugat merasa keboratan terhadap Tergugat I I  yang telah -  
menyita seluruh agunan/aset Ponggugat yang berada di Tondo -
Palu, totapi Perggugat bordalih bahwa Tergugat I I  tidak___
menjaga soluruh aset tersebut sehingga terjadi kebakaran__

pada tangsal 23 P e b r u a r i o l e h  karena itu  Penggugat__
meruntut uang ganti rugi ; -------- -------- ---------------------------------- -

5. Bahwa d a lil Posita gugatan Perggugat angka 1 dan 2 s/d 2.2. -  
telah membuktikan r»e«ara Ŝ h, hC’.hrr.a Porg-gugat sc.laku Pcbitur- 
T?ogara, dan Pcs'.̂ cugat nocpunyai hutrii£ tadci Tcrrmrzt I  selaku

perusahaan m ilik Negara sebesar Kp. 5»4©5.§o*.309,-  ̂ \irv?. -  
milyard empat rc.tus dolar m juta rupiah ) , oleh karena itu  -  

terhadap d a lil dan pengakuan tersebut mohon ditetapkan seba -  
gai AKTA yang murupaksn per.gakuan yr^g tidak perlu di bu k tik  m

kebenarannya ; --------------------------------------------------------------------------------

1®. Bahwa d a lil angka 2, 3 jelas harus ditol?.k, karena, da lil ter­
sebut tidak benar, dan surat Tergugat I  tersebut telah di -  
ralcvt/diperbaiki densan surat dari Tergugat I  dengan tembusan 

kopada Tergugat I I  ; --------------------------------------------------------------

/ 11. Bahwa dalil
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11. Jahna d a lil posita gugatan Penggugat ongka 3, 5, b, 7, S, •>„
I

10, 11, 2)2, 13, 14, 15, 1*. 17, 18, l j ,  29, 21, 22, seluruh d a lil 
torsobut sama persis dotgan d a lil dan alasan yang dikomuk.-J-:cn 

Ion i gugat dalam porkara tJo. 121/PDT.G/1537/FN ,PL. dan dalam per -  
kara No. •S/PDT.C/l9?5/FN.PL. d a lil torsobut sama sekali tidak -  
benar dan tidak berdasar hukum, moka seluruh d a lil torsobut harus 
ditolak ; ---------------------------- r ---------------------------------------------------------------------

12. flahra d a lil posita angka 23, bonar karena Tergugat I I  tolah mela­
kukan penyitaan terhadap seluruh jaminan hutang Ponggu£p.t pada -

Tergugat I ,  karena hutanc Penggugat telah dinyatakan seberai -  
piutang ma«ot, namur. yoru? nenai-da tangani Porita Acara Penyitaan 
adalah Kepala Kelurahan setempat, yanc: bortindak solalcu Por.jc«:a 
dari baranpr yang d is ita  Tergugat I I  ; --------------------------------------------------

13» Jahua d a lil angka 25 dm 23 jelas harus ditolak dongan tegas, —  

sebab d a lil torsobut telah dikomukakan dai om gugatan 'fio.l2l/FT)To

G/l?57/PN.PL. dan saat in i dalrjn pemeriksaan tingkat Kasasi,-------

sebagaimana diakui eleh Penggugat dalam gugatannya torsobut, dan 

kemenangan Penggugat atas perkara torsobut dalam tingkat pertama 

dan kedua adalah karena adanya faktor x dan atas putusan tersnbut 

Tergugat I  dan n  tolah mengajukan Kasasi, karena pada prinsipnya 
Tergucrat I  dan n  3angat menolak dan keberatan atas putusan yang -  

benar-benar sanca t tidak a d i l  tersebut ; --------------------------------------------

14» lahw a d a l i l  P o c i ta  pcuo-atan Penggugat angka 33 dan 31 j e l a s  harus 

d i to la k  dengan te g a s , sebab d a l i l  to rso b u t sangat t id a k  bonar dan 

t id a k  b o rd a sa r  hukum, sebab yang melaksanakan pelelangan  barang -

b a ran g  to rs o b u t ad a lah  K etua Pongadilon fleg eri P alu , dan Toucu -

c a t  I  dan I I  samn. s e k a li  t id a k  molakukan pe le lan g an , sobab ----

barang barang torsobut tolah diletakkan Sita JSksekusi oloh Ketua -

Pongadilan flogori Pala berdasarkan Borita A«ara Penyitaan i ----------

N o . 9 2 /lA /S B A ?5 8 /F fl.P a lu  tan g g al ©2 J a l i  1558 ; ---------------------------

/  15. lahwa pololangan ...............
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5. Bahwa p e ld a n g c n  yang d ilaksanakan  tc r s o b u t  ad a lah  untuk mo -  

laksanakan  i s i  Putusan Pa.nitia. Penyolesaia-n P e r s e l is ih a n  P a r -

buruhan Pusa.t ( PiP ) flo. ^ ¿ /1 9 3 / i / xxIII/?H K /5-5* tan g g a l ----

27 Moi 199» dan putusan P an itia . Ponyoleso.ian P e rs e lis ih a n  P e r ­

buruhan Daerah ( ?4D) P ro p in s i Sulaw esi Tengah flo. 2 '* A 3 /ö 3 /ö 2 / 

X X IIl/1997 tan g g a l 1? Agustus 1957» dan yang m elaksanakan p c le -

dongan adalah Pengadilan ftogeri Po.lu, oleh korona itu  d a l i l -----

P en g g u ca t t e r s e b u t  j e l a s  h a ru s  d i t o l a k  ; --------------------------------------

16. Bahwa d a lil dan tu n tu ta n  Per-ggugo.t sebagaimana diuraikan dalan>- 

angka 32 gugatannya jelas harus ditolok dengan tega.s, sebab-----

hal tersebut bortcr.to.ngan dongan Surat S daran l'ahkacah Agun a: —
^ o • ® 3 Tahun 197* y a rg  sec a ra  te g a s  n o la ra rg  tu n tu ta n  --------------

M i tv o o rb a a r  bi.i v oo rraad  ; --------------------------------------------------------

Bahwa d a l i l  dan tu n tu ta n  Penggugat t e r u r a i  pada. angka. 32 j e l a s — 

ho.rus d i to la k ,  sebab permohonan Penggugat agar se lu ru h  harta . —■ . 

m ilik  T ergugat I  dan I I  d ile tak k an  S i ta  Jam ir.ar ab a lah  sangat -  

lc o l iru  dan sama s e k a li  t id a k  b e rd asa r hukur., karei'.a se lu ruh  - —

aset Tercucot I dan I I  adalah m ilik TSerara, sehingga jika  d isita  
akan tidak sesuai dorg-lT »» Icw ; ---------------------------------------

17. Bahwa demikian juga d a lil on^ka 33 guratan Yoi^ugr.t ¿'¿¿r-

d i to la k  dongan te g a s , soba.b se lu ru h  d a l i l  dan tu n tu tan  Penemu -

erat sangat kaliru  dan sama sekali tidak berdasar hukun terlebih

tuntutan uang ganti rugi yang dimohonkan Ponggurat sama sekali -

tidak dilandasi dengan dasar hukum yang sah, dan tidak d irinci -  
secara jelas/lengkap sebagaimana di i  syaratkan oleh ketentuan -  
yang berlaku, maupun Turisprode^ si Mahkamah Agung R.I# ; ------------

lu . Bahwa d a lil dan tuntutan uang ganti ruc:i yon«? dimohonkan Pon Ku­
prat sebagaimana terurai pa.da angka 17 suratannya, jelas harus-----

d ito lak, sebab sama sekali tidak torbukti Tergugat I  dan I I  melar*

kukon perbuatan mola.wan hukum oleh karena itu  tuntutan u a n g -----
ere-nti ruüri tersebut jelas harus ditolak den c an kera.3 • Justru -----

Roharusnya Pcrur,?agatlah yanc membayar uanir ganti, sebab sudah-------

menorima uanir pinjaman dari Negara begitu besar, totapi tidak bei>* 
tanggung jawab donran hutancriya, justeru sebaliknya mencari kam -

bing hitam dan bahkan menuntut uan* «a rti rusri . ( in ilah .iannn
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( in ilah  jaman leformasi Debitur NaJcal tidak membayar hutan* 

malah mencari untung dongan tuntutan ganti rugi ???? ) ;

15. Bahwa kebakaran yang t or jadi pada tanggal 23 Pebruari 155® -  
maupun sobelumnya adalah merupakan musibah belaka, dan bukan

merupakan kesalahan atau kelalaian dari Tergugat I  dan II*  
seandainya dijaga oleh Penggugatpun kalau memang harus terja ­
di kebakaran ticok dap--t dihindari, sehingga d a lil Penggugat- 
y~T.ec mcndalilkar. kebakaran adalah merupakon kesalahan dan ^— 

tanggung j  a v/a b Tergugat I  d?n I I  adalah sangat keliru , -

t e r l e b ih  a t a s  tu n tu tan  c a n t i  ru g i a ta s  kobokeran t e r s e b u t ---- •

soiregt. tidak berdasar hukum ; ---------- — — ----------------------------------

i Bahvra perlu dijelaskan d isin i seluruh proses penjaminan, po -  

masangan Hipotik -aupun seluruh proses penagihannya sampai -  

dengan Pelelangan sebagian barang agunan hutons Penggugat -  

telah dilaksanakan dorean bena.r dan berdasar hukum, maka — 
tidak ada alasan lag i b?-gi Penggurat untuk meminta uana- ganti 
rus;! dalam gugatvn rya, a quo ; --------------------------------------------------

21. It'-hr.-a perlu ditegaskan disini bahwa d a -il s^^atan Penggugat -  
dolan perkara in i yang didasarkan atas Pelelangan r.esin-mcsin 
sebagaimana diuraikan dalam angka gugotar.nya adalah sangat 
k e liru  , sebab lelelangan tersebut dilaksor?kon oleh Ketua —  

Pengadilan Negeri Palu atas permintaan delegasi dari Pengadilan

flegeri Jakarta Tusat cuna melaksanakan putusan P4F dan PiD Su -  

lawesi Tengah, dan uang dari Pelelangan tersebut untuk dibayar­

kan kepada para 5uruh/Fcmohon LclriK yr.it a « i  tana t i  dkk (2&3) —

orang dan I r .  MUSLIM KUSDAJITONO dkk: ( 7) orang dai', sisanya oleh -  
Ketua. Pengadilan Negeri Palu diserahkan kepada Tergugat I  dan I I  

untuk pembayaran hutang Penggugat ; ----------------------------------------------

[_ ?2, Bahwa untuk
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22. Bahkan untuk rnemb.in tah rencana Pelelangan tersebut Tergugat I

i telah berupaya menteajukon Vcrzet/bantahan atas penyitaan yarv?

dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palu yang terdaftar dongan -  
No. K/PXrrrVZPA558 / PN «Palu tanggal 24 Agustus 1*5$» namun 
sampai saat in i perkara tersebut belum diperiksa tanpa, alasan -  
yang jelas kemudian Tergugat I I  di demo oloh Para Buruh terse­
but dan dionoam agar Verzet/bontahan dicabut dibawe.h anoaman-

para Buruh tersebut, sehingga da.lil dan tuntutan Penggugat-----

dengan dalih Felolancan maupun kebakaran sa.rgat amat tidak — 

benar dan keliru , oleh karena itu harus ditola.k dengan tesas ;

23» Bahwa dencan demikian• seluruh d a lil Pengguga.t tidak benar, -  

dan tidak berdasar hukum, dan tidak terbukti Tergucat I I  mela­

kukan perbuatan melawan hukum, maka seluruh tuntutan Penggugat 

sebagaimana terurai dalam petitumnya'yang te rd iri dari Dalam -  
P rovisi angka 1 s/d 4 dan D-.lam Pokok Perkara te rd iri dari —  
angka 1 s/d w harus ditolak, terlebih tuntutan ganti rugi — 

r,ya, dan putusan danat dilaksanakan lebih dahulu,

karena b e r to n  tangen  dengan Surat j^-ung R .I  , -

N o. 0 3 Tahun 157 v*. T̂ .hrra terhadap tuntutr^ BrJm Provisi 
angka 1 dan 2 adalah merupakan wewenang dari Pengadilan -  
Tata Usaha Negara Palu ; --------------------------------------------------------------

M A K I :  "Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama in i
Terguga.t I I  mohon kehadapan Majelis Hakim yang memo -  
riks?r perkara in i acar berkenan memutuskan sebagai -----

A. D AL Ali EKSEPSI : -----------------------------------------------------------
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Torgugat I I  -

seluruhnya i ---------------------------------------------------------
2. Vor.yata.kcn Pengadilan Negeri Palu tidak borwe -  

nan* momeriksa dan mcncradili perkara in i, karena 

morupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha -

j_ Negara Palu . . «
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. Uenytvtokcm «uisatan Pcisggugp.t t id a k  dapat d ito rim a  seluruhnya 

( M e t  O nvankelijk  V erk laard  ) ; --------------------------------------------

l . Menolak gugatan Penggugat soluruhnya ; -------------------------------------

B. DALAI! PBQVTSI : ---------------------------------------------------- .---------------------------

Menolak seluruh permohonan Bal am Provisi yang diajukan -

-  Menolak permohonan/tun tutor. uang dwangsom dari Penggugat -  

seluruhnya ; ----------------------------------------------------------------------------------------

C. DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------------

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ------------------------------

2. Menyatakan Pengadilan 'Negeri Palu, tidak berwenang memeriksa -
dan mengadili perkara a quo karena bukan merurakan —------*

wewenangnya, melainkan merupakan wewenang dari Pengadil cm 

TitC l U 3^0  ̂egara Palu so tidak-tidaknya petitun Dalam Provisi

aneka 1 dan 2 ; - — -------------------------------------------------------

3. Menyatakan Tergugat I I  tetap dap̂ .t iro laksanaku ^c^cl“-ngri-7 -  
?.tas seluruh Barang jaminan hutang Penggugat ioni menyelamat­
kan Keuangan rlegara ; ----------------------------------------------------------------

4# Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditorima seluruhnya

( fiic t Onvankolijk Verklaard ) : --------------------------------- --------

5* Menghukum Penggugat untuk mombayar biaya, perkara seluruhnya ;

6. Mehon putusan yang soadil -  adilnya ; -------------------------------

------------‘Menimbang, bahwa dalam A«ara jawab menjawab atau bantah -

membantah, selanjutnya di persidangan para pihak setara tertu lis 

te lah  mengajukan lial-hal sebagai berikut : ------------------------------

L  Untuk
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U ntuk Pcngfraagt j  -----—— ---------  -----------  -----------------------

-  b olak mongajukon lo / lik  baik untak Tergugat I  »aupua Torju -

gut I I  tertanggal 17 Oktebor 15-53 » -------- --------------- ~-----

-  T alah  aicngajukan kesim pulan to r ta n g g a l 27 Sosoabor 1595 ;

Untuk Tprgu^at I —------------- ----- --------—----- ----- -
-  Tolak noogajukon duplik yang ¿lajukan pada yorsidangan pada-

tanggal 2 TWpowber 15J5 ; -------- ------- ——  ------------------ *r-----
Tolak Bongojukan kesistpalan t  or t  anggai , 20 »oaomber 1,555 i “

 II * — —.------------------ .-------------  -----:----
-  Talak mengajukan lu p lik  tortonggal 11 Tlepenber 1.555 . » -------
-  T e la k  noogajukcj^ keaiarjKLaa to t ta n g g a l  27 le se n b e r  1555 » “

-----------Meni*bong, bahvra eleh karona kedua cclah pihak borperkara
Hcnjatakaji jawab nen j.awab t.olah cukup maka tibolah saatnya para- 
pihak untuk membuktikan ¿ a lil -  dalilnya ; ----------------------------------

-----“ Meninbang, bahira elok karona gugatan Pong.~ugat di sang -

k a li #lch para Tergugat, naka *onjc|i kewajiban bagi Pcng/wgat -

untuk neabuktikon d a lil-d a liln ya  tcrlob ih  dakulu ; -------------------

____ -  WdOlnkZT'ir bah*/o. untuk nonguatkan d a lil-d a lil gugatannya,

Ponggugat tolah mcr.gaj'jkan bakti berupa surat-surat ~

dlnana surat-surat bukti tersebut borupa f* t# '~

dibubuhi motorai soeukupnya dan-setolok d ite lit i ternyata sosuol

dongan aslinya, keeuali buk£i-..P. 1̂ aslinya, t i/3ok o.da ------

-  lu k ti s urat- b urat gaba^ai berikut * --------------------------------------

1 .  Fete o*py porpanjangan jangka waktu Krodit PT. I1A3AT PUHI 

fle. Kredit : lt»5/AI>/?9 tan g g a l 8 TWpomber 15^5 ( tanda P . l )

2. Pete cepy surat Akta Pengakuan JIutang fl«. fO tanggal j -----

23 S escnbor 1585 ( tanda P . 2 ) ; -------------——  ---------

3. F* t* cepy S*rat Penyolosaian Kredit PT. IRAiAT PU1I f  alu 

tanggal 6 Ckteber 1555 ( Tanda P. 3 ) * ----------------- -----

L K* F*te eepy
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4 . Foto «opy S urat Pcnyelepaian K redit F T .I rad a t P u ri 'No.S-20?>5/ 

W c « 8 /K P .0 2 /l9 9 7 t tanggal 27 Nopcnber 1957 ( tan d a  T . O  5 

5 . F o to  oopy h a s i l  R e a lis a s i  Eksport Kayu Olahan "No. 0Q 3/lP,JX  /

s / l l / 9 5 ,  tan g g al 28 F eb ru a ri 1595 ( t a n d a  P . 5 ) *, ---------

t  . Foto «opy permohonan K ebijaksanaan P enyel^sa ian  K re d it d a r i  -  

F T .I ra d a t  F u r i  No. 0 0 5 /lP “JK /liI l/lI l/5 5  tan g g a l 8 Maret 1*55 **

7 . Foto oopy s u ra t  d a r i KP3R. tfo. S-751/WFN .08/K P.02A 997 tang -  

g o l 1? September 1597, p e r ih a l  Bcnaana Kebakaran F T .Ira d a t —

P u r i  ( tan d a  P . 7 ) ; ---------------------------------------------------------

8* F o to - fo to  kebakaran PT.IIUlLAT POM sebanyak 8(delapan) lem bar

( ta n d a  P . 8 ) ; ----------------------------------------------------------------

5 . Foto eopy S u ra t Pengaduan tambahan d itu ju k an  kepada K apolres 

D onggala d i P a lu  tan g g a l 28 P e b ru a ri 155* ( tajida P . 5 )

1 0 .  Foto oopy S urat Pem beritahuan Lelang d a r i K?2R. No. S-3®85/ 

vTFN *05/K ?.02/1597, tan g g al 12 Desember 1597 ( tanda. P .10 ) i

•r » ---- **’ i-'e n imbang, bo.lr.7a Por^(oi^o.t menyatakan b u k ti berupa s u ra t  —

sudah oukup dan t  IA", u PlCflS^Jukan sak s i ; ---------- ----------

---------- t'enim bang, br.hv/a seb a lik n y a  untuk i l - d a l i l  -

san g k a lan n y a  p a ra  T ergugat tclo .h  pu la mengajukan naaing-ro.slnS ~

a l a t - a l a t  b u k ti  berupa s u r a t- s u r a t  sebagai b e r ik u t -----------------------

Sr.tuk T erg u g a t I  i ----------------------------------------------------------------------

1 .  Foto eopy p e r ja n j ia n  K red it H». 1 1 /7 4 /P . ta rg g a l 5 Ropember -

1579 C tan d a  ,T .I -  la )  ; -----------------------------------------------------

2 . F o to  oopy F e r ja n j ia n  K red it Ro* 11/75/F* tanggal 5 Ropcmber -

1575 ( tand a  T . I .  lb  ) ; ------------------------------------------------

3. Foto  eopy P e r ja n jia n  K rodit No. 11 /88 /P . tanggal 31 Desember -

1979 ( tan da  T. I .  1« ) ; --------------------------------------------------
4« Foto oopy P e r ja n j ia n  K red it Ro* 1 7 /ilO /F ./P ltf  • tanggal 7 Mei -

1<;?,5 ( tci.-lo T . T. ld  ) ; --------------------------------------- ----------------

/  Foto eopy .......................
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5. Foto copy Perjon;Ji,-m Kredit No. 17/00fc/Po/PLtf tanggal 02 btliin

' Oktabor tahan 15?5 ( tanda T. I  -  le  ) ; -----------------------------

» . Foto eopy Perjanjian Krodit flo. 17/00 fl/FJ/PIF tongyal 21 Be-
sombor 1553 ( tanda T« I  -  4 2 ) ; --------------------------------------

-fig Fot» «opy Porgakuan »lutung dengan jaminan Fiducia dori Kuasa

umfctkk menjual £-©. No. 34» tangcal Ot. flopcr.ber 1975 C tanda -  

T. I .  -  3 ) -------------------------------------------------------------------------------

S* F o to  #ory Akta. Fergokuan TTutar.g dongan Jam inan F iducia . dan -  

K uasa untuk m enjual No. 10 ta n g g a l 7 J a n u a r i  1?#0 ( ta n d a  T . I .

i  ) ; ---------------- --------- ------------------------------------------------------------------------------

5 . F o to  oofy Pengakuan Butane- tto . f0 ta n g g a l 23 Desember l ? i 5  ~

( tanda T. I  -  S ) ; ----------------------------------------------------- ----------------

10. Foto copy Penyelesaian Piutang Vo.oet atas nama FT.IRADAT PIHII 
No. Flu/l54/5*/c*- tanggal 12 tioret 1554 ( tenda T .I -  • ) ;

11. Foto eop,r Penerimaan Pengurusan Piutang Negara atas nama PT.

Iradat Puri No. S -  3*5 A/PUPtfC/VII I .14/ ¿ } 54 tangki 24 Karet 

15*4 ( Tanda T. I .  7 ) i ----------------------------------------------------------

12» Foto copy Penyelesaian Krodit PT.Iradat Puri. "No. S- 20̂ 9/te? .

OS/KP.02/1557 tanggal 27 Nopcmbor 1*57 ( tar. do. T .I .  -  * ) ; —
13. Foto «opy surat dari Bank Bumi D?.ya tangral • Oktober 1555 “

Perihal Penyelesaian Krodit An. PT. Iradat Puri ( Tanda -------

T I  -  5 ) ; ----------------------------------------------------------------------------------------

14. Foto copy Surat Pernyataan flo. 03^/SP#IP/lx/5k tanggal : -

15 September 155̂  ( tanda T. I  -  10 ) ; ------------------------

15* Fot® copy surat dari Bank Bumi Daya fio. PLTJ/1015/55/Cr tanggal 21 1
21 Desember 1595 ( tanda T. I  -  lla  ) ; ---------------------------------

U .  Foto »opy Surat dari PT. IfcKKaWEHrXlTk K o. TLB/Ofe/5t/Cr -

tanggal 15 Pobruari 19?  ̂ perihal Penyelesaian Kredit PT.Iradat

Puri ( tanda T. I  -  llb  ) ; ---------------------------------------------------

¿  17o Foto copy
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17* Foto oopy Surat dari Bank Buud Daya Ro# PLK/102/5* tanggal

\ 25 Maret 155 <• p e rih a l penyelesaian K redit PT. I ra d a t P a r i  -

( tanda T. I  -  11« ) ; ; ----------------------------------------------

--------- Menimbang, bolvr.n, bukti s u ra t-s u ra t  te rse b u t d ia ta s  berupa

F o to  oopy yang te la h  dibubuhi M eterai seoukupnjra dan ie ia la h  d i­

t e l i t i  to m y a ta  sesua i dengan a s lin y a  sehingga dianggap sebagai

— —  f'en inbar 5 , boh^a Tergugat I  m elalui Kuasanya menyatakan -  

bahwa b u k ti su ra t sudah «ukup dan menyatakan tid a k  akan mengaju­

kan sa k s i-sa k s i  ; ——- —--------------------------------------------------—---—-------

Untuk Tor^ac-at I I  te la h  mengajukan b u k ti-b u k ti su ra t sebagai

1 . Foto oopy su ra t d a ri 3?xk Bumi Saya Palu  Ro .F IU /l? i/? i-/C r0 

p e rih a l  Penyerahan Penyelesaian P iu tang  V.oeot ar.PT .Ir?,dat

P u r i  ( t  ordo T .I I  -  1 ) ; —------------------ ------— — —

2o Foto eoFy su ra t Ro. S-3*5 A/PUFSC/VIII/ l x / l » 9i. tanggal -

24 K aret 15?4 p e rih a l Penerimaan Pengurusan Piutang »Segara 

a r,. rr.I?,ADAT ru a i  ( tanda T. I I  - 2 ) ----------------------------

3. Foto copy Surat fto* S. 33^1/VTR.0 5 ^ .0 2 0 2  /  1??1 periha l -

Penyelesaian  P iu tang  Regara ( Tor.da ? .  I I  -  3 ) ; ---------- —

4 . Foto oopy 3 * ::ita  A«Sra Tanya Jawab Ro. !ATJ-0*/WPH/ ©S/KP.

®2A ??4  tanggal 14 A pril 1594 ( tar.da T. I I  -  4 ) ;
5 .  Foto o$py su ra t  Ro. S -  544Ar H.03/KP.02A?M  tanggal : -

2 J u l i  1554 p e rih a l penyelesaian  Dr.tcir.g kepada Rogara —

Foto copy Keputusan Ketua P a n i t ia  Urusan F iatang Negara — 

Cabang Palm Ro» PJPH -  240/PUTJ»c/VIII.14/19«4 ( tanda T . n

7 • Foto «opy Surat Paksa d a ri P a n i t ia  Urusan Piutang Regara 

Cabang Palu  Ro. ST -  3M /Hn^C/VTII-14 /  1$?4 tanggal * 

21 Oktober 1*54 ( tanda T. I I  -  7 ) i -------------------
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u. Foto copy Surat Perintah Penyitaan No. SPP- 101/PUPNC/VTII.lA 
/155», tanggal £ 5 Agustus 19*6 ( tanda T. I I  -  S ) ;

9. Foto oopy Berita Acara Penyitaan f? o. BAP/ll»2/WFN. 08/KP.02 /
15*6 tangki 13 Agustus 19*6 ( Tanda T. I I  -  9 ) ; -----------

10. BoifctCopy Derita Aoara penyitaan flo. 'B. A. -  151/WFN .0S/KP.02/

1951, tanggal 30 Agustus 1596 ( tonda T. I I  -  10 ) ; --------
11« Foto «opy Sarat Perintah Penjualan lararg Sitaan : ---------------

No. SPPJS -  liS/FCPNC/7III.UA556 tanggal 5 September 1996

13<» Foto copy Sarat Verintah Penjualan Barong Sitaan : ------------
Ro. SPPBS. 115/FTJpr?C/VIII,li/l556 tanggal 5 September 155* -

13. Foto «opy Surat flo. S. 3212 /77FR, ©&/KP.02A596 tanggal j -

k Januari 199̂  pevihal pornintaan Jerita  A«ara Penyitaan ata3
Barang Janinan/larta Kekayaan Penanggung Hutang / Por.̂ arrdr. -
Hutang i*«T. I?vA.'.\.T FUIil ( Tanda u?* H  *» 13 ) i -----------------

14. Foto eopy Surat dari PT. Iradat Puri K-o. 35/1 P.JK/b/IX/*6 -  
tanggal 20 September 1996, Hal Permohonan Penunda?-n Lelang

(  Tonda T . n  -  1 0  ; ----------------------------------------------------------

15. Foto oopy sarat W*. S -  W9 /SW tanccal : —
11 Agustus 1959 Perihal ion tahan dan Fc-nangguhan Lel ~
( Tanda T . I I  -  15 ) ; ---------------------------------------------------------

16. Foto oopy Surat Vo. 112/\VFN.08A?.02A??? tanggal 0 5 Mei 1559
Perihal Surat Ket'ocatan/Sontahan dan Penangguhan Atas Pelak -  
sanaan Lelang ( Tanda T. I I  -  16 ) ; -----------------------------------

1 T . Foto cory Sarat Tanda Pcncrinarn Laporan No. Pol : 5<S . IX  /

1557/ RES* BGLA. tanggal 13 September 1997 ( Tar ia T . I I -17) * 
— —  Monimbang, bahwi V>uktl surat-surat tersebut liatas berupa — 

foto eopy yang tola.h dibubuhi Meterai seeukupnya dan setelah di — 

t o l i t i  ternyata sesuai dongan_aslinyaf sehingca di anggap sebogo-i 
bukti yang sah ; ---------- ----------- ■— -------------------------------------------------------

/  ------- Menimbang
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“ 3* -

----------- M eniabong, bahara T o rg u g a t I I  n o l e l u i  Kuasanya, m enyatakan

 ̂ bahwa b u k t i  b u r a t - a u r a t  audak  cukup dan m enyatakan t i d a k  akan  -  

ao n g a ju k a n  a a k a i - a a k a i  ; -----------------------------------------;-----------------------

---------- Weni abang , bahwa u n tu k  i to la n ja tk y a  kodua b o la k  p i h a k -------

b o r p o r k a r a  a e n y a ta k a n  bahwa su d ah  t i d a k  akan ao n g a ju k an  b u k t i  —

apapun l a g i  dan koduanya »*h»n p u tu a a n  ; — ------— —•— -— — —

---------- M oniabang, bahwa a n tu k  a e a p o ra in g k a t  u ra ia n  p u tu sa n  i n i -

Bvaka d i  tu n ju k  h a l - h a l  a e b a g a in a n a  ya n g  t e r o a n tu a  d a la  j» B o r i t a -  

JLaora p o n e r ik s a a n  d i p erB id an gan  d ia n g g a p  aerupakan b a d a n  yang

t  a* te r p i s a h k a n  d a la a  p u tu s a n  i n i  ; -------------------- ---------------- ----------

------------------------------------ -- TCITAflC. IttKTMBT A, -------------------------------------

---------- M ani n  ban g , bahwa m cks.ui dan tu ju a n ' g u g a ta n  P onggugat a d a ­

l a h  B o p e r t i  to r a e b u t  d a la a  a u r a t  g u g a ta n n y a  t o r t a n g g i l  16 J u l i  -

---------- M oniabang , bahwa d a la a  g u g a ta n  P o nggugat s a la in  a a a u a t -

g u g a ta n  aLalga p»k»k p p rk o ra  ju g a  a o a u o t g u g a tan  t ----------

---------- lla n in b a n g , Viiliwa n o ta la h  U a jo l i a  » o n c e r a a t i  dan B e n e l i t i -

g u g a ta n  P r» v i s i *  n i i  P o n g g u g a t, a o r t a  jaw aban T e-rfu g a t, a ak a  -----

oukup j o l a a ,  bahr/a d a l i l - d a l i l  P o n g g u g a t roengorai t e r j a d i n y a -----

K eb ak a ran  so b an y ak  2 ( dua ) k a l i ,  y a k n i : -----------------------------

-  K obakaran ko -  1 t o r j a J i  pada ta n g g a l 13 Septonbor 1957 “

yang monghanguakan/aom usnahkan p a b r ik  Sawail I  dan gudang 

s o ja a la h  kayu E b* n y  dan kaya lu n ak  yang sudah s iap  Ekspor ;

-  K obakaran  ko -  I I  t o r j a i i  p ad a  ta n g g a l  23 P o b ru a r i  1^*8

y an g  Bon̂ knnguBkan/ooinuBnahkan £ 4*311 M3 a to k  kaTu lu n ak  -
y a n g  a d a  d i  IPK5 T*n d», se h in g g a  ao n g ak i ba tkan  k o ru g ian  -  

cukup b o a a r  b a g i  P o n g g u g a t ; -----------------------------------------------

L — Voniabang,
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-------- Menimbang, bahr;a barang- barang yang musnah tcrbr.kor tor -

s^but diatas adalah barang-barang " milik Penggugat yang semuanya 

menjadi jaminan terhadap hutang-hutang Pcriggugat kepada Tergu -

gat I  ; ------------------------ ----------------------------------- --------------------------------------
----------- Menimbang, bahwa barang-barang atau asset Fen^gugat yang-
rr.cn jad i jamiran kepala Tergugat I oleh Tergugat I I  telah d ila  -  
kuk'ji Penyitaan sehingga baranbarong ynng- telah disita di barrah 
kekuasaan dan pengav/asor: oleh Tergugat I I  bukai. kepada Tersita /
Fenggugat ; ------------------------------------------------------------------------ •---------------

Kal in i menurut '-'a je lis t in d akar Tergugat I I  telah melanggar----
prosedur Hukum Per.yitaor seharusnya borar.g-boroivg y mg d isita -  

oleh Tergugat I I  tetap diserahkan atau di kuasai olc-h Tersita —  
ya itu  Penggucat, separ.jong tidak di pindah targarkon atau di jual 
kepada c r r r la in  , r.onun demikian kenyataannya tetap di kuasai -  
oleh Tergugat I I  sebagai pihak Per.yita, karena kurangnya Fensra -
vra&’.J'. sehingga terjadi Kebakaran sebanyak 2 (dua' kali y-afg ------
r. c musnahkan barong-barr.rg m ilik Penggugat yarg di jalikon jaminan 

terhadap Kutong-hutorg •• nya kepala Tergugat I,  sehingga —
FclJSsU'pt nen le rita  kcrueion cukup besar ; --------------------------------------

-----------Mori .-.bor r , bahwa gugltlU ?rcvi s icn ii pada princirr.vo ada -
lah morupokor. suatu permohonan untuk dilokukonrya tiftdokon scz^>r- 

tara  guna kopontirgon salah satu pihak sebelum M jatuhkan pu -
t u s a n  a k h i r  ; ---------------------------------------------------------------------------------

Jadi dengon derrdkian lingkup dori gugatan provisionil hanyalah -

sebatas pada tindakan yang bersifat sementara yang didasarkan -  
pada kckhawatirai timbulnya Iteniglan pada salah satu pihak dan -
bukan untnk hal-hal yang bersifat fina l yang harus didasarkan-----
pada hasil pembuktian. ; -----------------------------------------------------------------------
----------- Menimbang, bo'rrc- tuntutan Provisi Penggugat sebacrai berikut:

1. Memerintahkan kepada Tergugat i i  membuat d?.n menanda tangani 

B erita  Aoara Gerah Terima asset -  asset m ilik Penggugat yonk 
ada di lokasi IPKH Ton do kepada Penggugat ; -----------------------------

J_ 2* Memerintahkan •
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\ Ton do, den rx.-r.ycrahkor. kembali k opa do. Per-ggugut ; ----------------
Tidak d iii d .' V.anrya putusan in i, Tergugat dikenakan uang 
Taksa ( 'D j g30m ) sebesar Rp. 100.000.0"!0,- ( Seratus juta 
Rupiah ) i ia ri ; ------------ '----------------------------------------------------------

4 . Momerinta* j: kepada Penggugat untuk mengambil a lih  penga -  
maf* ukar.i IPK3 Ton do -  Palu ; -----------------------------------------------

------------V* ‘*ang, bahea untuk neneogah terjadinya kerugian bagi —
Fcncgu ~r.t -.u pihak ketica bahv.-a dilokasi IFKT{ Ton do sangat ravran
terhadap ’ i bah Kebakar-an dan terbukti sejak diV -.~ah s ta tu s -------

Penyitaan t h Torgucat I I  dan dibanah kekuasaan dan Fongagasan -  
Tcrguc^c.t I I  t *1ah terjadi kebakaran sob?.r.yak 2(dua) ka li yr/Vg da — 
pat memusnahkan .-sot-aspet Penggugat. TTal ir .i menunjukkan bohrva -  
Tergu-^at I I  kur m - pengawr.san tor^adap ar.not-assct rd lik  Pen^cu^at 
yang d is ita  , mer ::*ut E a jo lis  h.', i r i  tidak bisa di biarkan bor -  
la ru t-la ru t sebab di khav/atirkan akan terjadi musibah lebih fatal — 
la r i y?r»g dapat mangald.batkan timbulnya kerugian lebih besar la c i
bagi Penggugat ; ---------------------------------------------------------------------------------------
T-aka o u. < u v* beralasan r.v.nurut ' :ukum Tui*. tutor. Frovisional Penggugat-

radp. point 1'3 * J 1 < J ratut untuk di kabulkan : ------

----------- ?.’oi ir.;b:-*- .  bahr.-a Tuj tut^n T^rc.visli’C? '̂ r/'-r-rucat pa-ia re 5n t -

ke 3t oleh :!a jc lis  di r-'jcr.p c-r J  *at beri obi bar, yrjg  panti-S ‘iTT ** 
R ealitas menur uthukur. apabila Tergugat tidcik mclak-'janal.'ar. putusan -  
in i di dikenakan uang paksa sebesar Rp. 5*000.000,- ( Lira juta -  
rupdah ) per hari ; --------------------------------------------------------------------------------

-----------M enim bang, bahwa b e rd a s a rk a n  p e rtim b an g an -p ertim b an g an  t o r  -

sebut diatas, maka gugatan F rov is ion il Per.ggu~at dapat dikabulkan -
hanya untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ; ---------------------------

----------- Menimbang, bahwa biaya perkara akan diperhitungkan dan di —

putus dalam pokok perkara ; -------------------------------------------------------------------
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\  ̂ Ek9opsi para Tergugat : ------------------------------------------------------------------

; ■’ D1LAM EKSEPSI ; ------------------------------------------------------ --------------------------

UNTUK TERGUGAT I  t --------------------------------------------------------------------------

----------  Venimbang, bahwa Jawaban Tergugat I  te rd iri dari Eksepsi
dan Jawaban dalam Pokok Forkara., maka Majelis alcan mempertimbang­

kan Eksepsi Tergugat I  tersebut, sebagai berikut : ------------------- -----

l )  . -  Uahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah keberatan ter­

hadap Pelelangan harta miliknya, adapun posita gugatan ------

Penggugat terf-c-but dalajn perkara L'? i  pada dasarnya sama-----

dengan gugatan dalam Perkara T?o. 121/PUT.G/1557/PH . F l . -------

2) • -  Bahra sebagaimana Fositanya halaman 7 toin p  Per.gguga.t 
nenyebut barang-barang yang alcan di lelang oleh Tergugat I I  
adalah harta miliknya dan Pihak I I I ,  namun Ponggucat tidak-

menyebutkan mana harta miliknya dan harta m ilik Pihak ko -
I I I  ;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j  j * r  J&hwa dalam hal barang m ilik Fihak ke I I I ,  Pengcugat untuk 

mengajukan gugati ̂ ¿A* atkan Kuasa dari-Pihak I I I  -

selaku Pemilik ; -------------------------------- - - • » ---------------
Ad. 1. : ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Menimbang, bahwa Eksersi Tergugat I  rada poin ko I  tidak
beralasan menurut Wukum, oleh karena itu  harus ditolak karena —  
obyek sengketa dalajn Perkara No. l2l/PUT.G/l597/r> ,pl. yang se -  
karang masih proses Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung H .I. —  
obyeknya adalah asset-a-sset m ilik Penggugat yang hangus dan —  

musnah terbakar pada tanggal 13 September 1997 di bawah status —  
Penyitaan dan Pengawasan Tergurat I I ,  sedangkan obyek sengketa -  
dalam perkara in i yakni Perkara fi#. %7/Fl)T.G/l959/rN.PL. obyek -  

nya adalah assot-assot m ilik Pengguritt yang hangus dan muenah —  

Terbakar p?.da tanggal 23 Februari 1998 dan Pelelangan terhadap -  

barang-barang m ilik pihak ketiga yang bora.da di lokasi IPKH —  
Penggugat, yang tidak dijadikan jaminan, namun ikut disita dan 
di bawah Pengawasan Tergugat I I  ; -------------------------------- ---------

i  Ad. 2. d?n 3
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Ad. 2 dan 3 i ------------------------------------------------------------------ ---- >—

----------Menimbang, bahwa Iksepsi Tergugat I  ycng termuat pada -
ke 2 don ke 3 tidok bordasar menurut lu k u a , * leh  k a ren a  i t u  h a ru s  -

lah di tolak, dengan portimbangan sobagai berikut t ---------------------------
-  Sobab barang-batang m iiik  pihak k e t ig a  yang berada d i lo k a s i  IPK3 

Penggugat yang ik u t d i s i t a  dmx lolong »lek Torgugat I I ,  adalah . -  
barong-Varong boirgorak dibawak kekunsoan Penggugat yang tentu - 

nya karena ada hubungan Hakim a n ta ra  Penggugat dengan P ih a k  — 

K otiga te rse b u t «leh k a re ra  i t u  no opok.cn barang-barang  b erg erak  

dan n y a ta -n y a ta  iibawah kekuasatn Penggugat ian tanggung Jawab- 

Penggugat, reka Penggugat dalaa bal b ertin d ak  iidepan  H u k u a ----

tid n k  p e r ia  a itn y a  su ra t  k aaaa  i a r i  Pihak k e t ig a  te rs o b u t  ; ------

Oleh karena  i t u  Bksopsi Torgugat I  pada p»in ko 2 ion 3 k o rti» -

la b  d i nyatakah untuk d i t* lc k  ; —r----------------------- — -----——

gntuk TUtGUGAT I I  : --------------------------------------------------------------------

--------- Menimbang, bahwa se lan ju tn y a  M aje lis  akan monpertimbangkan
E k sep si d a r i Tergugat I I  ; ----------------------------------------------------- —

--------  Meninsbang, bahwa Majelis terhadap Iksepsi Tergugat H  pada-
p#lnt 0̂ H  tentnng K*mp#tonsi Abs»lut torhadap kcKcnangan : -------

P engad ilan  T ata  Usaha Wc^Cira t  olah ce n ja d i kewajiban M a j e l i s -------

untuk  menjatuhkan Putusan S ela  pada tan g g al N*pember 1533* -

yang pada V*k*knya : Mer*lak Eksepsi Tergugat I I  dan m enyateku -

p e rk a ra  i n i  dapat d ila n ju tk a n  pomeriksaannya ; --------------- ----------

3 . EKSEPSI CEGATAN TIDAK SAB : -------------------------------------------------

--------- M erintang, bahwa Kkeopsi T ergugat I I  pada p « in t k e  3 yang “

t e r d i r i  d a r i b u t i r  1 , 2 dan 3 to rn y a ta  sa lin g  borhubungan d a n ----

terkait yang pada p»k*knya sobagai bor ikut : --------------------- —— ----  —
1 , Bahwa gugatan Penggugat kurang senpum a karena Ponggugat t id a k

m on cantumkan sec a ra  J e la s ,  tompat kodudukon Sukun/alam at i a r i  -  

Penggugat /  P .T . I r a d a t  P u r i  karena henya disebutkan d i P a la  -

tan p a  d i p o rte g a s  dengan alam at yon g J o la s / te g a s  ; ------------——

2 . Bahwa Per^fgugat t id a k  nonyobutkan Basar Hukum Pombori Kuasa, - 

y a i tu  t id a k  monyobutkan Anggaran Dasar fiunah Tangga d a ri -------

P.T .H A l^!? PiRT, sehingga gugatan dianggap kurang sempurna ; —
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3. "Bahwa, ka.ror-a Penggucat tidak menyebutkan Dasar Hukum Por.beri 

Kuasa /AD. ART. Pr.Iradot Puri dan tidak menyebutkan -alamat -  

PT.IRADAT PURI secara, jolas/lengkup, maka gucrc.tan harus di -
ayat akan tidak da.pat ditorima. ; ---------------------------------------------------

Ad. 3 j -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Menimbang, bahwa Eksepsi Torgugat I I  pada Point ke 3 butir —
1, 2 dan 3 tidak beralasan menurut Mukum, oleh karena itu  haruslah -
ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut : --------------------------------------

---------- Mon imbang, bahwa 1-io.jolis Hakim sotelah meneliti dan menoermati
guc .̂tan Penggugat ternyata torlampir adanya Surat Kuasa Khusns yang 
mencantumkan Penggucat Prinsipalnya yaitu iIIIRA7/\N IOLINDO SONMOAII, 
beralamat di Jalan Samarinda, flo. 13 di Jakarta Pusat, bertindak dalam 
jabatannya selaku Direktur Utama PT.IRADAT PURI, berkedudukan Pusat -  
di Palu yang anrgaran Tdasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara -  

RI* tanggal 2 Oktober 1*75 No. 75 tambahan No. 555 yo* Berita Negara
RI. tanggal 2 Oktober 1575, tambahan flo. 55i To. Akte -  BAR. P .T . --------
IRADAT TURI tanggal 5 Desember 1553 No. 52 Tang aslinya dibuat 
dan ditar.da tangani di liadapan CEOFRAN EAlili, S.H. Notaris di Jakarta, 
selanjutnya dikebut sebagai Pemberi Kuasa : __________________

dan Penerima Kuasa Khusus, abalah : -------------------------------------- ---------------

1. I .  HARTONOf S»5' ADVOKAT /F EN G ACARA, S*. Menteri Kehakiman R .I.

No. A -  29 3 3 K-o. (M. 13. di Jalan Bangka I I  Bl®k I  -
No. 4 & 5 Pela Manpang Jakarta Sclatan : — -----------------------------------

2. SAMUSL SAMD3N, S.I„ t -----------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 1555 Nomor :
120 25/1555» dihadapan CHUFRAN UU'Al, S .i. Notaris di Jakarta dan —  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pongadilan Negeri Palu tanggal t

23 September 1555 N*. 173/SKA555 ; ----------------------------------------------------
-----------Menimbang, bahwa d i dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa PT.

Iradat Puri berkedudukan Pusat di Palu, dongan menyebutkan is tila h  bei>- 

kedudukan yang mengandung a rti beralamat di Palu, dengan demikian — -

L  P.T. IRABAT PURT
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P .T .  I2U3A3V-PURI m enunjuk a la m a t  y an g  j e l a s ,  madah d im e n g e r t i  —

dan d i k e t a h u i  tn n y a k  o r a n g  se b a b  d i  W ila y a h  P a lu  S u la w e s i  T e n g a h

su d a h  b an yak  o r a n g  y a n g  m e n g e ta h u i, bahwa s a t u - s a t u n y a  j ------------

P .T .  IR ADAT PURI a d a la h  h a n y a  P .T . IRADAT PURI se b a g a im a n a  -

y a n g  to r o a n tu m  dalam  G u gatan  P e n g g u g a t , t i d a k  a d a  y a n g  l a i n  ; ------

d en g a n  d e m ik ia n , maka E k s e p s i  T e r g u g a t  I I  p ad a  p o in t  k e  3 b u t i r  -  

1 ,  2  dan 3» t id a k  b e r a la s a n  m enurut Rukum, o l e h  k a r e n a  i t u  ——

h a r u s la h  d i t® la l;  ; —-------—----------------------------------------- — ------- —----------—------

A . EKSEPSI PERSONA STUNJI NON TUPICIO : -----------------------------------------------

------------ M onimbang, bahwa E k s e p s i  T e r g u g a t I I  pada  p o in t  k e A b u t i r  —

l t  2 , 3 dan i. merupakan s a tu  k e sa tu a n  e r a t  hubungannya, p ad a  po —

k o k n y a  E k s e p s in y a  efcb aga i b e r ik a t  t ------------------------------ *---------------------

— lah w a  Pengguerat te la n  k e l i r u  dalam gugatannya ya i t u langsung d i — 

tu juk an  kepada Kantor Pelayanan  Pengurusan F lu tang Negara tanpa 

nenoanturrkon Pem erintah /N egara  Republik Indo nesia  Cc. Doparterr.en 

Keuangan  R . I .  Cq . Kepala  3TJPUS Fusat Cq. Kepala  Kantor 7711 ayah — 

V I I I  BUFLN Ujung Iwirdang ; -------------------------------

A d .  A : -------------------------------------------------------------------------------------
------------V .cninbang, bp.hwa E k s e p s i  T er g u g a t I I  pada F o in t  ke i  b u t ir  —

1 ,  2 , 3 dan A t id a k  b e r a la s a n  menurut hukum, o le h  karena i t u  ---------

hnoruslah d i t o la k ,  dengan p ertim b an gan  se b a g a i b e r ik u t  : --------------------

----------- M enimbang, br*.*:wa m en ccra i E k se p s i i . i i , M a je l is  berpe^da^at» —

bahwa pencantuman Kentor Pelayanan Pengurusan Piutang »Agara Cabang

P a l u , adalah  sudah benar sobab su-iah je la 3 dan tepat, t e r l e b i h --

l a g i  Penggugat juga nudah mencantumkan alamak Krntor Fel-ayonan —-- —

Pengurusan Fiutang Nesara TJabang Palu secara jelas dan lengkap ; ———

----- Vienimbang, bah’.ra dengan hanya mer.oanturicnn Kentor Felayoncn -

Pengurusan Piutang Necora di Palu , menurut Majelis sudah b e n a r ---

sebab KP3N dapat bertindak dan molakuken perbuatan Kuku m sor* diri - 

didalrun maupun diluar Pcncadi 1 .on tanpa mendapat Kuasa atau Polirapahan 

wewenang dari atasannya seperti Kepala Kantor 7Ti layah V III  BUPI-ii — 

Ujung Pandang atau Pemer intah/N ogara R . I .  sebait KF3?J . Cabang Pala--

a d a la h  m erupakan
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a d a la h  merupakan Konon .jangan Tangan K antor F u sa t Departem en

Keuarrjan, o le h  k aren a  i t u  ad a la h  sah  a p a b ila  gugatan  d i tu  -  

j akan lan gsu n g  kepada KP 3  ̂ Cabang F a lu  ; -----------------------------------

---------- Menimbang, bahwa E k sep si t e r s e b u t  d ia ta s ,  t id a k  bor -

a la sa n  menurut Hakim, o lo h  karona i t u  haru olah  d i n y a ta k a n  -

di Tolak ; -------------------------------- --------------------------------- ---------------- ---------------

5. EKSEPSI NSBIS IK I3EK ; -------------------------------------------------------------------
—  —  -  -  ■■■    ■

------------Kcninbars, bahwa Skr.oFsi Torgugat I I ,  rada Poin t  k© 5 -

b u tir  1, 2 yang reda pokoknya, sebagai berikut : -------------------------

—  Bahwa g u g a ta n  P e n g g u g a t k u ra n g  sem p u rn a , o l e h  k a r o n a  i t u  -  

t i d a k  d a p a t  d i t e r i n a ,  k a r e n a  g u g a ta n  P e n g g u g a t i n i  8a r a  p e r -  

s i a  d en g a n  g u g a ta n  F c r.g g u g a t t e r d a h u l u  y a k r i  K o. l ^ l /F U T .G /  

l 5 5 7 / n » .F l .  Jo . ¿ 5 A K T * C /1 9 5 * A T .P a lu  yrr.g s a r .t  i n i , -

p e m e r ik s a a n ry a  dalam  T in g k a t  K a s a s i  ; — ----------------------------------

------------ Menimbang, bahwa Ik a o p sl Torgugat I I  pada Foint ke 5 bu­

t i r -----1, 2 tidak beralasan morurut Hukum, oleh karoca i t u  ha -
m slah d i Tolak Ringan pertimbangan sobagai borikut t -------------

_-Menir, bar g, bah*a mengenai Eksopai in i «a jo lis  berpendapat

bahwa yang diartikan gugatan KSBI3 TR I£JETJt ia lah  suat u gugatan 

yang pernah diterima, d ireriksa  dan diputuskan oleh Kakim/n'ajolis 

ditnona Subyek Hukum maupun Obyok Perkara dalam gugatan tersebut —

a d a la h  sama p o r s i -3 , so h in g g a  p e rk a ra /g u g a ta n  yen g  audah d i p u tu s  

t i d a k  d a p a t  d i a ju k a n /d i  g u g a t un tuk  ke 2 ( 'iua) k a l in y a  ; —— ------

-------—  Moriimbang, bahwa s  o to la h  M ajelis Hakim mon «orm ati g-ugatan -
Penggugat i»®. 67/P0Lt«S2il393/rw .Pi* dan gugatan Ke» 121/FIT.C/1P5,7 
/FN.FI». ternyata Subyok Hukumnya adaiab sama yaitu Penggugat ada­
lah PT.IRABAT PURI ¿i Palu, Tergugat I  adalah FT.BAKK M  BATA -  
Cabang Fp.lu di Palu dan Tergucat I I  adalah Kepala Kantor Palaycnan 
P e n g u ru sa n  PiutanR Hflgara (  KP3̂  ) Cabanir Palu di Palu, — difan­

akan tetapi ebyek perkaranya berbada yaita untuk Perkara t —

/N o. 121/PHT.G/1357 . . . .
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Perkara fl». 121/P Sr3.fi/ I557/FR ,p i .«byek perkaranya adalah per -  

buatan melawan hukum yang dilakukan .leh  Tergugat I  dan Ter­

gugat I I  karena kelalaiannya pada tanggal 13 September 1 })7  -  

te rja d i Kebakaran yon g memusnahkan seluruh Pabrik: Sawnil I  -
dan gudang seluas karang lebih 5000 M2 beserta seluruh St*ok -  
kayu Ibeny dan kayu lunak yang siap di Ikaper yang menimbulkan

kerugian meterai bagi Penggugat sebesar VS£. 8. 500.000, -  -------

( »olapan juta li-na ratus ribu D*liar Amerika Serikat ) 5 ___

Sedangkan ebyek Fjr.<ara in i yakni Perkara fle. fc7/PDT.C/l55VFn •
• byeknya adalah mengenai perbuatan melawan Hukum yang di — 

lakukan Tergugat I  dan Tergugat I I  telah melakukan Pelelang- 

terhadap Asset m<lik Pihak Ketiga yang berada di lekasi —  —  
Penggugat ; ]>*ngan deaikian maka Bcsepsi Tergugat I I  pada Point

5 u tir 1, 2 tidak beralasan menurut Hukum eleh karena itu
harus dinyatakan di Telak ; _____________________________

w* jysgp.si 0J s q m _ i 1rain OYTCTT f ______________________________

eninb'"'X'̂ J kauwa Eksepsi Tergugat I I  pada Peint ke 6 butir
1, 2 dan 3 pa^a pekeknya sebagai berikat : ---------------------------------------

gugatan Penggugat t id a k  menyebutkan dongan jo la s  ebyek -  

gugatannya , soh ingga g u g a t i  tlcW c gaspum o., kabur ; --------------—

M on imbang, bahwa Kksopsi Tergugat -H pada peint ko • butir 
1 » 2 dan 3 tidak b oral asan nonurut hukua, eleh karena itu  harus —
l«Ji _di T*lak dengof pertimbangan sebagai berikut --------------- ---------

Mo îabong, bahwa sotolah J iijo lis  monoliti dan menoermati -  
gugatan Pongguga-fc ternyata ebyek gugatan Penggugat adalah jolas 
yakni perbuatan molawan Hukum yang dilakukan eleh Tergugat I  dan- 
Tor^ugat *1 nolcikukon lelang atas barang m ilik pihak ketiga yang 

bjkan barang jaminan Hutang Ponggugat sobagaimana di uraikan dan 
dijelaskan pada hala?nn 7 dan hilaaan 8 butir ko 30, dongan -  

domikian, naka Bcaepai Tergugat I I  pada pein t ko i  butir 1, -
2 dan 3 t id a k  b o ra la san  menurut Hiicum* e lo h  karena i t a  -------
h a ru s la h  d i J e la i;  ‘ ; ____________________________________________

l  .7. HCSEPSI............... o
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7 .̂ EK-SEPS:r"GUGATAN KUJANG PIJT1K : --------------------------------------------------

--------- iicn imbang, bahwa Eksepsi Torgugat I I  pada poin t  ke 7

b u t i r  1» 2, 3 dan 4 pada pokoknya sebagai b e r ik a t : ------

Jahwa gugatan Penggugat Kurang sempurna dan harus dinyatakan
t id a k  daPat di te rim a  k aren a  masih ada pihak-p ihak  yang ----

belum digugat /akni j ----------------------------------------------------------------
1 . K epala Dinas Kehutanan P ro p in s i  D ati I Sulteng (KADIS2UT).

2 • Pemenang ‘Lolong ( Sdr.FOLTAK SIM30LCN ) ; --------------------

3. P a n i te ra  Kepala Pengadilan  N egeri Palu bertindak  seb ag ai

Pen.iual Lolong ; ----------------------------------—-------------------------

l .  Pihak lu ru h  FT.IXADAT PURI ( S d r i .  RITAWATI dkk/255

orang  dan Sdr. Ir^MUSLIM KUSDARTCNO dkk/ 7 • r n.ng ; —

--------- Menimbang, bahwa E ksepsi Tergugat I I  pada poin t  ke 7 -

b u t i r  1, 2, i ,  dan 4 t id a k  b era lasan  mer.urut Eukum o leh  —

karena itu  Eksepsi tersebut haruslah di Tolok dengan pertim -
bangar. sebagai b e r ik u t : ------------------------------------------------------------
--------- Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I I  pada poin t

ke -  n M a je lis  berpendapat bahwa berdasarkan gao-ton Penggugat

clClllfl hiil 4 b u t i r  ke 14 te la h  diuraikan

secara Jelas alc.ei-^'ilaaon TcfiggMfrV jTAMSKET DATI I  -

SULTi^G t id a k  diniasukkan sebadai Pihak dolcia perkara in i  -------

aebab te la .h  d i ta r ik  .atau di m3. s ulekan sebadai Pihak dalam -  

P e rk a ra  gugatan P e rd a ta  tc r c e n d i r i  dan te la h  d idaftarkan  di -

P e n c a d lla n  N egeri K ias I  PoJ.u dibawah No. Jl/FUT.0 /1 9 9 7 ^^  »PL -  

dan Perkara. F o rd a ta  d i .bawah R e g is te r  No. 92AUT*r'AS97 »FL .

----------Menimbang, bahwa Pemenan/r Lelang Sdr. FOLTAK SIMBOLCN

P c v n ittc a  K epala Pongadilor. N egeri Palu  sebagai Penjual Lelang -  

dan P ih ak -P ih ak  Boruh PT. IR ADAT FURI , yakni Sdr. RITAWATI dkk. 

dan  S d r. Ir*  MUSLIM KUSDART0N0 dkk t tid o k  p erlu  di gugat b e r -­

sama-sama dengan T ergugat I  dan Tergugat I I  karena dianggap ----

t i d a k  ad a  hubuncan denoran perbuatan melawan hukum yang d ilakukan 

o le h  p a ra  T ergugat ; -  --------------------------------------------------------------

[_ --------- U o :;in h an g ,...................... ,
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—-Men imbang, bahwa masih ada pihak- lain yang harus di — 

masukkan/ditarik aebagai pihak dalam perkara in i menurut pare.

Tergurat , hal in i adalah menjadi Eak dari Penggugat untuk-----

menentukan bagi s ia p a - s ia p a  harus d itjo^ik  a ta u  dimasukkan

sebagai pihak dai a m perkara i n i . -------------------------------------------------------

2 a l in i  berdasarkan  T u risp ru d o n si Mahkamah A^ung 5 .1 .  No. 3̂ 5 K/ 

Si?/I571 ; -------- ------------------------------------------------------------------------------------

----------Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

Eksepsi Tergugat I I  pada Point 7 butir 1, 2, 3 dan K tidak

beralasan menurut Hukum, oleh karena itu  h^rus di nyatakan -------
di Telak ; -------------------------------------------------------------------------------------------

-----  Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-urai ar tersebut di atas

terhadap semua Eksepsi Tergugat I I  Majelis berpendapat, baliwa -  
guer-tan Pen^gucrut sudah benar, jelas dan lengkap maka gugatan -  
Penggugat dalam perkara in i t alah di ajukan ke Pengadilan R egeri 

Kias I  Palu, di anggap sudah benar, sebab perkara in i sudah -  

jelas dan ny?.ta -  nyata menjadi Kewenangan Fengadilan flogeri -  

Kias I  Palu untui'. ueP.erJta fcn nsng-a d ili bukan menjadi kewo—  

nongan dari Pcr.gaiilan Tata usaha Negara H  ttarrio oleh karena -  

itu  secuir, Sksersi Tergu^it I I  tiia k  beralasan rr.crurut Hukum - ,

o le h  k aren a  i t u  harus *i nyatakan ¿ i Tolak ; ----------------------

---------- Monimbang, bahwa gugatan Penggucat selain men oantumkan
gugatan ¿alam Provisi, juga t olah men ean t umkan gugatan i alam -

pokok perkara, ; ----------------------------------------- :-----------------------------------------

---------- Menimbang, -bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbang­
kan gugatan ¿alam pokok perkara : ------------------------------------------------
3 ALAM POKOK PESKARA t -------------------------------------------------------

-----------Menimbang, bahwa ntaksui gugatan Penggugat aialah sebagal

mana tersebut ¿i atas ; -----------------— ------------ ----------- — -----------------

-----------Monirr.bang, bahwa Majelis lakim setelah meneliti dan men­

cermati gugatan Peragu/pt maka ia l i l - ia l i l  yang harus iibukti -  

kan oleh Penggugat, sobagai berikut : -----------------------------------------
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//
//'C )*  Apakah sebagai Pemegang KPH. Penggugat telah mendapat fasi­

lita s  Kredit dari Tergugat I  ?

2) . Apakah seUbnya terjadi Kredit Macet dan bcurainana upaya -
Fenggucat untuk menyelesaikan hutangnya kepada Tergugat I  ?

3). Apakah benar Tergugat I  telah menyerahkan Urusan Piutangnya

ke~ada Tergugat I I  ? ; ---------- ---------------------------------------------------------

l .  Apakah benar bar nng-barang atau assot Penggucat yang dijadi­
kan jaminan terhadap hutang-hutangnya yang berada i i  lolcasi- 
IFKH Iradat Puri dibawah status Penyitaan dan Pengawasan -

Tergugat I I  . Telah terjadi Kebakaran karena kelalaian —  
Tergurat I  dan Tergugat I I  telah melakukan pelelangan -
terhadap barang-barang/assot PihaV: Ketica yang tidak di ja -

d ikan'Jaminan torhc.dap i  utang Penggugat, sehingga Fcncgugat -
menderita kerugian ? ------------------------------------------------------------------

5» Ap?.kah beralasan untuk menjamin kerugian at.au ganti rugi ke­

pada Penggugat karena Perbuatan Kel?.«an BuV-m oleh Tergu -

gat I  dan Torgunrat I I ,  dapat dilakukan Penyitaan (C5 ) 

terhadap barang- barang/as set milik Terguo.t I  d*>n Tergu -  

gat I I  ; ---------------------------------------------------------------------------------------

U .  1 : .............. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----------V,onimb?J'g, bah^ *°mpertiir,bcng -

kan poin t ke -  1 yang paii pokoknya scN-vg-ai fcoi'lfcut :

-  Apakah sebagai Pemegang oP3, Penggugat tclr\h racnd?.pat -
fa s ilita s  Kredit dari Tergugat I  ? ----------------------— --------

-----------Menimbang, bahwa untuk menjawab dalil poin t ke 1 tersebut,
P e n g g u g a t  telah mengajukan bukti bukti surat yaitu bukti P. 1 -

z / l  P« 1®» sedangkan yeng Relevan / berhubungan dencan point -  

ke I  in i antara lain bukti P. 1, P. 2, P, 3, P. 4 i?* P« 6 i
----------- Monimbang, bahwa dari bukti bukti tersebut dapat ditarik -

kesimpulan, bahwa ternyata benar Fenggugat telah melakukan poiv- 

jan jian  K re iit atau Hutang Piutang dlongan Tergugat I  ( M i ) ------

[_ ¿i mana
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i  imam Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I  ( B.B.D. ) 
sebagai Kreditur ; Bahwa hal in i tolah ¿iakui so n iiri oleh 
Pcngguga.t yang teroantum ¿alam gugatannya pada Hal. I  point -  
ko 2 ; Bahwa nenurut Hukum Penata Por.gakurji adalah sebago.i

bukti ŷ jna: sah ion ser.rpuma ; -------------------------------------------------------

Dongan ¿omikian hubungan Hutang Piutons/For janjian ^ ^ ¿ it - 

ontara Penggugat ( Debitur ) . ¿encon Tergugat I  ( Krc¿itu^ ) -

benar telah terjadi, Hal in i merupakan fakta Hukum yar-g ¿ i -----
anggap sebagai bukti yang sah ; --------------------------------------------------

^ ----- --------------------------------------------------------------
-------I.'oninbong, bahwa selanjutnya M -jolis okaii mempertimbangkan -
l i l  guca.tan pc.da point ke -  2 yang pai a pokeknya sebagai berikut :

Apakah sobatnya terjadi Kredit J'acct ¿an bo^ainiora upaya Fer.ffgu -

sal untuk mcnyelosaikon hutar.gr.ya. kepada Torgugat I  ? ----------------

-------Weninh-arî , baht.-a scvab-sebab terjadinya Kredit T .̂cot sesuai -

lasan-alasan Penggugat ar.tara lain sobacoi berikut : --------------------

2 ) f Karena "Hanya pc-rubahan Feraturar» Pemerintah ¿cj gar- terbitnya 

SK. to ri Ksuvsar n .  \13</Rr.C13A;?; 10 CUtobor

1??? Tcrtarg r-igcnaar. Pajak Skswr yanj r-ar<£.\t, tinggi atas -

kayu Gcrga-jian/Sariitimber, hingga tidak r.ungkin -sarat i i  o':s- 

p*r/dijual oleh Penggugat ( lalaman 2 point ko. 5 ) ialan« da lil 
gugatannya ; ----------------------------------------------------------------------------------

-----------Memimbang, bahwa menurut Majali* SK. Menteri Keuor-gan 'N* -
nor : 11"U/KMK. 01 tanggal 10 Ck+ober 1?*5 adalah bcrsiTat-
Umum artinya tidak hanya berlaku atau ¿itujukan hanya torhadap -  
Porusahaan Ponggu.rat saja, akan totapi socara umum berlaku terha -  
¿ap Perusahaan-perusahaan lain yang bergerak / Sovrmil yang mempro_i« 
¿uksi kayu gergajian yang berkwalitas eksport atau Tujuan untuk —

¿i ekspor ; ---------------------------- ------------ ---------------------------------------------------

-----------Monimhanrc, bahwa pengenaan Pajak Ekspor Hasilnya merupakan

Pemasakan untuk Kas Negara ¿alam bidang Fiskal/Pajak yang kegunaan 

nya untuk biaya Pembangunan Nasional atau untuk kepentingan Kemak -  

muron ilnkyat gohingga peraturan terse^'t dio.tur ; E-jrua di ta iiti -  

atau dilaksanakan oloh Perusahaan sohubungan dongan peraturan tor -
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sehubungan « l o i peraturan tersebut, tcrrrr.uk Perusahaan -

renggugat y ai ta 1T. ITIADAT FITRI di Palu ; ---------------------------

_____ Menimbang, bahT.-a alasan Penggugat diatas menurut V.n/e-

l is  tidak tcpat di jadikan alasan seberai penyebab kemacetan -

U saha Penggugat t e r s e b u t  : --------------------------------------------------------------

b.) * Bahwa alasar» ?ain menurut Penggugat macetnya kredit —  
Penggugat antara .lain disebabkan k arc r. a atas dasar tin  -  
dakan KADI3HT7T DATI I  SULT^G paia April 15Î5 telah —
melakukan penyegelan atas stock kr.yu terutama kayu -------
Ebony m ilik Penggugat, ¿encan tuduhan ¿i lokasi IFKX —  
Penggugat terdapat kayu ILEGAL, tanpa bakti y an c nyata -

dan tanpa dasar Hukum mereka melakukan penyecelan ter­
hadap seluruh stock kayu Terutama ion khususnya kayu-----

Eitan ( F.bony ) m ilik Pcnggucat ( hal. 3 Point, ke 12 )
d a lil guratan Penggugat ; -------------------------------------------------------

-----------Menimbang, bahr/a Majelis terhadap alasan tersebut, tidak

akan dipert 5mbar gkan karena sudah masuk Kewenangan Peréata-------

yang menerima, memeriksa dar. nengaiili perkara Format Nomor : 
®1AOT.GA?57/TTv.FI.. dan Ferkara Per-iata Kc. ;2/rur:0/l??7/FN. 
FL, sohuburgar- dengan kasus penyegelan tersebut ; --------------------

------------Monimharr, ^ “ >-t dalar. situasi serba, su lit -

y .M c  menimpa Ferusaharvrmryrv/ Scin-.il ?crggaî .\> rs. -
ternyata Fcncgu gat ras .ih berupaya untuk nvrnqrarçsur atau aembcyar

!‘utar.gr-ya , ya itu  sebagai berikut L ----------------------------- --------------

-  Fn.dda bulan fî pombcr/Besembor tahun 1554 telah mengani -

sur hutangnya sejumlah Rp. 300.000.000, -  ( tiga ratus —
ju ta  rupiah ) ; -------------------------------------------------------------------------

-  Pada bulan Pebruari/^aret tah'n 1555 telah membayar--------
angsuran sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus ju t a -----

Rupiah ) bukti F. (i ; -------------------------------------------------------

----------- Menimbang, bahwa Penggugat telah men.gar.gr. ur Kutangnya ter­
sebut dipandanc sebagai T)cbitur yang masih beriktikad baik ; -----

L Menimbang,
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, b\hwa Penggugat rrasih sanggup men unjukkan Upo.yo.
. untuk rr.ei>gaigsur Hutan«-Uutangrya meskipun adanya berbagai hojn -  »

batan bor apa -  parcrcnaan Pro ok Ekspor yang sar.gat tinggi dan han- 

batan dari KADISHUT fTULTStfG tiia k  mor.̂ oluarkan SAKO , schincsa 
Penggugat terhalang untuk mengangkut kayu yan£ akan di.iual atau -  

A i  ck3por, padahal Kontrak Jual le l i  kayu LC dan Kontrak kayu 
tersebut, telah i i  di serahkan kepada Tergugat T ( bui: t i  P. 5 )

---------- i'cnir.bcr.g, bahwa selanjutnya Penggugat tetap berusaha-------
keras nercari dana untuk membeli mosin-mesin ileproeoRsinit agar -  
dapat memproses cti«k  kayu gergajian menjaii kayu olahan dan-----

mendapat bontuan peralatan dari Loasinr Compony ( yar.tr tidak ikut 
dijaminkan terhadap hutan c; Fencgugat) alcar. tetapi barang-borang -  
tersebut d isita  do.n sebagian i i  lelanc oleh Tergugat I I  ; -----

-----------Menimbang, oo.hwa usaha rcngga^o.t tersebut diatas dipandang
sebagai fakta Hukum atau bui-: t i  yang sah ; ----------------------------

A d«__3__: ~
-----------Menimbang, boh-va H ojclis akan nempertimbangkan da lil 5u.50.tan —
Pencrgugat pada poin t len 3 yans pada pokolenya sebagai berikut : 

Apakah benar Tcrgudt I  telah menyerahkan U rusa" Piutang kepa-

fcv Torsu^t I I  ? ----------------*-■------------------ ---------- ----------------------------

-----------Menimbang, bahwa berl?.S^kST bukti surat yang iia.iukon oleh -

Fenegugat ya itu  bukti P» 4 raupun bukti surat vanR Aiajukan oleh 
Tergugat I  yaitu bukti T. I* * dan T. I .  7 dar. bukti surat -  
surat yan« diajukan oleh Tergugat I I  yaitu bui: t i  T. I I -  1 ¿an 
T . I I  -  2 ; Ternyata dari bukti-bukti sura* tersebut Aiatas satu -
sana la in  borsesuaian dan berhubuncran, sehingga dapat ditarik suatu 
kosimpulan b oli v/a Tergucat I  terbukti Telah menyerahkan Uruson —  
■*Utong Piutangnya kooaia Torprugo.t I I  yaitu pada tanggal 12 Maret -  
1?91 ( bukti T .I  -  » dan T. I I  -  1 ) paiahal Penggugat masih
sanggup untul: mengangsur Hutarcnya ( bukti P. • ) ; -------------------------
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---------- Moninbang, bahwa solanjutnya Kojclis akan mcmrcrticibon^-
kan poin t kn -  J, yor.g pada pokoknya sebadai borikut : ---------

-  Apakah benar barang-barang ” atau as set Penggugat yanc: di­
jadikan jaminan terhadap Hutangnya yon f: berada i l  lokasi -
IFKS PT. IBADAT PURI di bawah status penyitaan dan -------
Pengawasan Tergugat TI t o1 ah terjadi Kebakaran, karena. -  
Kelalaian Tergugat. I  dan Tergugat I I  / per buatan melawan -  
Rukun ) dan telah melakukan Pelelangan terhadap baranc —
baronc: / asset Pihak ketisa yonc  tid?.k di jadikan jaminan

terhadap Hutan s-hutang Penggugat, sehingga Pcrggucat men-

'*---------- Ken'r.barc, bahv/a setelah Tergugat I I  r.onerinc. penyerahan
Urusan Fiutv.g dor* Tergugat I  ( Dukti F. i ,  T. I -  • , T .I -  7
dan bukti 7. I I  -  1, T. TI -  2 ) dor. eloh i s sudah —

di per t ir.bor.gkori rada point ko -  3 teriyata terbukti dan r.eru -
pakan fakta hukiir. ; ------ ------------------------------------------------------------------
---------- i.ion?.r;barg. bahwa penyerahan Ururor P i  ut. ar/s dari Terrugr.t I

kepada Tergugat I I ,  _yang nen urut Torgugat " I » ? dikategorikan iiieet,

maka berdasarkan ketentuan dalam UU No» 4* ?RP/l*%0 ada kow?.jiban

bagi Tersrugat I  untuk nenyerahkan Kredit atau r̂usan Piutang -
Ne~ara kepada Tergugat I I  3cbosar R?. 1».15S»V5.578-----------------
( cr.a.m bolas milyard seratus lima puluh delapnn juta tica ratus -  
empat puluh delapan lira  ratus tujuh puluh delapan rupiah ) ; -----

_____ MoiUmte/jg, bahwa atas penyerahan Urusan Fiutang Negara,

kemudian Tergugat I I  telah mengaribil T in ^A 'a ri-tirdakan sebagai

berikut : -------------------------------------------------------------------------------------- - - - -
a) . Mengirim sura.t kepada Tergugat I  yan/fc isinya perihal -

Penerimaan Pengurusan Piutan~ Negara atas n.?jna : ----------------

P .T . IR ADAT PURI ( T. I I  -  2 ) ; -----------------------------------

b) • Melakukan Pemanggilan lewat surat torggal 2*-3“l??4 kepada 

Penggugat dalam rangka penyelesaian Fiutanc Negara (T .II-3 ) *

/ o). Melakukan
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«) • Melakukan poringatan panggilan tanggal 2 J u li 155-* kepada 
penanggung jawab Eutan^ yakni PT.IRADAT PURI ( T. U  -  5 )
atau Penggugat ; ----------------------------------------------------------------------

d) • Membuat Berita Tanya Jawab Tanggal 14 A p ril 1??4 antara -  
Kepala Sub hieksi Perbankan KP̂ R Palu dengan Penanggung -  

Hutan c: ya itu  MISRAWAN, H, S. /M rektur Utara PT.IRADAT PURI

( T. I I  -  4 ) ; --------------------------------------------------------------------------------

f )  • tfer.buot Keputusan Ketua PUPN Cabang Falu ?>o. FUPR-240 / —

FFFRC/7III.14/1594 targgal 20 Oktobnr -  1554 tentang 
Penetapan Jumlah Piutang Kogara atas nara FT.I*ADAT PURI —
( T . I I  -  k ) ; -------------------------------------------------------------------------------
Tang in tin ya  Ju ri ah Piutanc Nogaro .V-nc harus di lunasi —

cleh PT. ITALAT TURI adalah sebesar Rp. 1*.158*343.575,-----

ditambah 10 'f« biaya adm inistrasi FlTFi'J dari jumlah -------

Pintar.^ V. pgora yang harus Ai 1 una s i  /  d i  s c l c r  a ikan kepada-----

Per.arggunc ’iu t-jic  ; ----------------------------------------------------------------------

f ) . Sarat Faksa Ko. SF. 3*4/ ? »J?«C/VI11.14/ lT U  yenir is inya  —  

mcr.erintr.nkcx: Sdr. !TT3?A7:.*jN H. S./Dircktur/TT.IRADAT FURT -  

untuk sesrci-a membayar Kutangi ya  kepada  ̂ocar- Cq • FT.BAKK 

DATA ( PTSSERO ) Cabang Fa lu sejumlah : -------------------

Rp. 1?.774*1*4*43*»ditetapkan tanggal 21 Cktcbcr 1?54 

( T . I I  -  7 ) . --------------------------------------------------------------------------

r ) .  S u rit Ferin tah Penyitac.r f a .  ST?. 101/TUFrC/VTII.li/l??», 

tanggal 5 Agustus 15?k ; -------------------

Torh?.da? barong- barang m ilik  T en anggun g Tiutarg antr.ra -  .

la in  s o bagai borikut : -----------------------

l )  • Sebuah Pabrik Pengolahan Kayu te rle ta k  41 desa -

Ton do, Kecacatan Falu Tim ur Kabupaten Don^/pla-----

t e r d ir i dari : ---------------------------------------------------------------------

-  TCLnah seluas £ 1S0.290  M2 . borikut bangun?.n-------

Kantor, bangunan Industri porkayuan, Perumahan - 

Karyawan, BaiK^airaana tersebut dalam S TK} B. --
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SIfGl. No. 2/Tondo tanggal 23 Agustus -  l?*« ari» FT.IBADAT -
PURI ; ------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesin-mesIn peralatan pabrik dan a lat-a la t berat sorta Ken -  
deraan n iilik FT.IRADAT FUrtl yang terletak di lokasi Ton ¿o;

-  Stock Kayu Elx>ny serta jenis kayu lainnya yar.g terletak d i-
1 o lcar> i Fabri.k FT. I  n ADAT FUHI dan yang berada ^i Io«: d a r»_
yar.fi: m r. i  h berada di hutan ; -----------------------------------------------------

-  Saham-Saham -tas fl.ama ITTERA'VAN' M. S. nebanyak 1.372 lembar*

dongan n ila i ?.?. 3-430.000.000 ; -------------------------------------------

2 . S ebi dari c tanah meluas +_ 102 ?*2 berikut bangunan yan$ berdiri

di t. tasnya terletak di Jalan S-lavrosi i;o . 4.2/-4 -4 Desa ________
Pattonoang Kabupaten '"a j  o Kodya Ujung Fcr.dar.sr, sesuai SHIi. -  
*?o. 1233/Pattoncang atas nara MIERA7TAR, H.S.( bukti T. II-»*

H. Dibuat Berita Aca^a For.yitacr. ‘*?o. 'SAP -  l«2/i7?" »0?/KP.02/13?i,  _ 
tr-r'S~al 13 Agustus 1?®» terhadap barar* jaminan dan harta keka -  
yaan n iilik  Pcnan^cung l:utang/Fonjcurdr. Butanc yaitu FT. I71.VDVP
FUHI ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Uahrra Penyit.VJ- aVi r.l~jJ:ar. oleh DAi’IEL FDLaK'.Oi'-TA, 3.H. selaku -  

Jurusit.a yar.s* d i'nekat berdasarkan Surat Keputusan r.Tentcri Kc -  

uan^ft l .L  ?€'. 05/Fii/uT>.llA9?2, tr^ rra l 20 r-opamber -

1?52 ( Ttalcti. T. t t  -  y  <i'ji T. ¥ i  i -">0—

T .) .  Surat Ferjj-.t:h Fen'.ualcr âr-ang Sitaan flo. SFT.B5 - l4*-/PUFi»C) 

V III-1 4 A ? ? » tanggal 0? September 1??* ( T. I I  -  11 ) ; -------

J ) .  Pergumunan I.elorg Barong bercorak flo» FENG-iO/V/TI® .05/KP.02/l?°7
i  5. s alah satu Koran Terbitan Palu " Mercusuar " taiggal * Dcson-

ber 1?97 ; ------------------------------------------------------------------------------------------

----------- tfoniinbong, bahwa berdasarkan Fcnyerahan Urukan Piutang dari -

Tcrgu-at I  kepada Te.r5u3.at IT ( bukti F .4, T .I-* , T .I .  -  7 den —  

bukti T. I I  -  1, T. I I  -  2 ) tertang m?*! 12 Maret 1??4, rraka Tergu -  
cat I I  telah melakukan langkah langkah atau tindakan-tindakan terse­
but Aiata« antara la in telah molakokan Pc&yitaan terhadap barang -  

barai’c jaminan baik barang berderak maupun tidak berderak milUa -  
P e r.gcuga t  /ba-r ar sr yan^ dikuasai oleh Penggugat, berdasarkan le rita  -

/ Aoara ......................
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~ 'fcerita. Aca.n Fenyitaan Wo* BAT-1 /̂?7?N o0*/KP.02/l?9¿ pp.da 

hari ool?.ca, tanggal 13 Agustus !??• pukul 11.33 vYitc. olah 

Viti*IÏL  FSLiram , ?.H. selaku JurusUa KP3N ( bukti T .IT -3

dan T. I I  -  5 ) ; -------------------------------------------------------------------------

---------- Menimbang, bahrra tata, o ara a ta. u pro s g Iur e yarg benar-------
nonurut Hukua lüoi'gcnai Berita Acara Fenyitaar. adalah harus ne -  
muat Rincian hal-hal yang harus dicatat, antara lain pencatatan 

ten tans Pn-nagasaa F en jagaan Turidis br.ranc--b~.r-r~ yang di n i  ta ; 

Biasanya rada bar i an teralchir Berita Acara Penyitaan ¿ir:--, t un -  
kan kalisat yar~, bori si Por. egasa.n Fenycrahan Fcxn agam kepada. 

Piha.k Tersita, ba.hrra Pcncga.san yang demikian r.erupakan syarat -
fermai hak per Jagaan ; ' -----------------------------------------------------------------
---------- Menimbang, ba.hr«*?. berdasarkan ketentuan tersebut diata.s,

soha.ru 3T. ya Fihak KP}N sebo lu r. melakukan Fenyitaar harus te ri e -  
bih dahulu memberi tahukan kerai a. r en-*; aura, t’. Tar t an c kari i  an 
tangral akan dilaksarakan Fenyitaan terhadap barong-barang------

Pengaugat yang telah di jaminkan, dongan do cik i  or diharapkan

Penggugat sebagai Pihak Tersita, b is-', hadir untuk r.r n vak 3 ik an -

barang-barangrv \ yon.:* r.kan disita, Hal in i untuk r.on“hindari —

IcesnJ.ohan yang loftVh bar t  g -  hr.rarg yang akan

disita. sor. uar y a rrdlik Penggugat atau sobrarían ràlïk ôT̂ QÇ, lain 
a t a. u setidak-tidaknya untuk menghirdari fco salaban yang lobih -  
Fatal ; -------------------------------------------------------- -------------------------------------

Menimbang, bahwa. barang-barang yang disita, seharusnya -  

d ititipkan  tetap dikuasai oleh Tersita ‘ ntuk tetap di pakal

atau dinikmati dengan ketentuan dilarang untuk dipinda.h tangan -

kan, kepada orang la in , kocue.li terhadap barang-barang yang------

habis ‘ dalam penakalan ; ----------------------------------------------------------------

----------- Menimbang, bahwa Tujuan Penyitaan adalah untuk menempatkan
seca.ra paksa, harta kekayaan Torsita  sebidai jaminan yang na.nti -  

n ya akan diperhitungkan dongan Hutnng-hutangnya setelah dilaksa -  

n akan lelang . Hasil lelang akan dibayarkan atau disetorkan kepada

Kreditur, kalau ana sisa kembali kepada Tersita ( Debitur ) ; ___

L --------Menimbang, bahwa . . . .
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---------- i.!cr.i:r.bar.1r, bahwa. setelah Majelis ir.crnrclccc.ri dan menccr -

nr.ti secara seksama terhadap T?crita. Acara Penyitaan ( bukti -----

T I I  -  5 ) tertanggal 13 Agustus 19?® ternyata barong -  b:>-

ran« yang disita dititipkan kepada Kepala Kelurahan Ton do, Koc?./-

natan Palu, yang kenyataannya to l ah dijaga atau d ititipkan oleh

orang luar/ piheve kotiga yaltueks Karyawan Pengsrô rat : : --------—

---------- Menimbang, bâ ;7a bor dasarkan uraian tersebut diata«* tei?—
n yata Tercru.-̂ at 'II  t olah melakukan kelalaian yare’ soharusr*va ia —

lam penyitaan t.orsobut harus diberitahukan kepada Tersita dan —  

barang-barang harus dititipkan dan aijasa oleh Tersita 3obagai -  
Pemilik ba.rang yang sangat berkepentingan tor;:?.da? baran~-ba -  
reng tersebut ; ----------------------------------------------------------------------------------

---------- v*er.ir.bar.g, b?.h?ra dengar dititipkan: ya kepada. ? i  hak ketiga
yaitu Eks Karyawan Poncrgu^at yanc sudah di FTIK, tindakan i n i -----.

manurut Majelis merupakan tindakan yang san-at aeroboh, kurang' 
hati-hari drji tidak bertanggung jawab sccora prosedurc maupun -  
mcr.urut Eukura. Sal ir .i terbukti kurcnsjya perha.tiar penca.'wasan 
terhadap barang-barang yar.r, disita, akhirnya terjadi kebakar.vi 

berturut-turut pada tanggal 13 Scrt.cr.bor 1T'5? ~̂-n kebakaran -  

ke I I  <3 Pobruari 19?* yra-$ r.cr “hanguskan -

d'-T. rseaucnihkor ba.ron^-ba.rjirwj./assot ^VWr; •; —

---------- Menir.bcng, bahwa karena kelalaian atau kecor.>bnhnn Ter­

gugat I I  pada saot melakukan penyitaan tanpa dihadiri oloh —  
Tersita , sebinasa terjad i kesalahan Penyitaan den Pelelangan -  
terhadap barang-barang rr.il ik pihak kotiga yang berada dilokasi 

IPKfl Pcnggucat yang ikut diaita dan di lelang, padahal tidak -  
menjadi jam>nan atau agunan kredit Ponagugat terhadap Tergu -  

gat I  ya itu  jebagai borikut : ----------------------------------------------

Nama alat barat : ------------------------------ ---------------------------------------------

/ V oma
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2. 1 Locr.-inr: truck CBIi 2?0 Roi ?.ult

3. 1 'Vhool Loader ICoir.atsu 170
4. 2 3uldozor Ko.T...t sa  T) *5 -  55 -  I
5 . 1 Bulldozer Cat to rp ille r  ]) î  K

%. 1 Losxing Truck Itvreodcs 2*24

-7 . 1 Lofi-isinûr Truck 'Nissan TZ 50

? . 1 7,'hoel Loader Chanelir.a: ZLM 50

®. 1 'Bu.r'.p Truck N issan ILD 3

10 . Bulldozer nerk Kcrr.tsu 3) SO A-12

11 . 1 bulldozer r.ei-k licratsu D 35 -  13

12 « 1 Lc/s.~ii Truck Tir.o \T, 140-10
13. 1 Truck Wissrj: T Z 50
i  i . 1 Truck * a rcedes 2*24

1 5 » 2 T r '- ilo r  Shasis ^arcedc-z
1 » . 4 Lê ~i.*£; Truck .mrk A' i r sa* T Z 50 *
1~ . 5 Dump Truck auto car 1*13
2 ' .  J Lo~çLrr. Truck *erault • u;-: 250

2 Lc-^ir.ç Truck r.crk îîorccàes 2̂ 24
? Log.-irç Truck r.erk Nissan TZ 50

21 . 1 Lcgqir.r; Truck Tir-o VjG HO
22 . 1 Loççir -  Truck r.erk "Beril et Renault

IH 0*0 *
23* « ".heel Leader ?1 at A lls

2/ . 1 Durr.p Truck ~erk Isuzu
25. 1 Dump Track rr.crk Kor.atcu
2 » . 3 Lo~~in^ Truck Ilir.o VVG 1*0
27« 1 Lo.^cirg Truck TSrrliot
23. Î  L o g in s  Truck Hèrb Wareodez 2»2i
2“ . 1 Pul dozer C a tto rp illa r 7) 3 '4

30 • 1 I. o/j“irï.ç Truck, tnork Renault
31. 1 L o g -irç  Truck Renault » BIT *>3
3 2. 3 Logçirç Truck Ilino D 140
33 . 1 J,o^*siiiK Truck Hino D 140 VG
34 . 1 Durr.p Truck Mer.k Nissan TZ 50 

54 Tota l n ila i pern Ichor.
Tota l n ila i har.30 al at-a In t bo rat

1 *■

1 y jj« :.
liars a -  . 20.000,-
!iarra -  . 125.000,-

hart?a i  - . 150.000,-
harça 2^0.000,-
harga —  . 270.000,-

icirc;a 7--. 1*0.000,-

barça 115.000,-
harga 73.000,-

horga 30.000,-

harga
/

135.000,-

hr.r̂ c. 143.520,-

hcxîra I I 5.OOO,-
harr ~ 12D.000,-
harra loO.OOO,-
1------ 70.000,-
har^a 4*0.000,-
bar-a 450.030,-
h~ — — b'-* 135.000,-
Xircr. 320.000,-
barer. 2 0 .000, -
har^a H 5.OOO,-

harça 135.030,-
harsra 1-4 5-339. 

370.000,-
har-c. •3.030,-
baryta 30.000, -
barga 345.000,-
barn: a 135.000,-
tors a -1 *0 .000, -
harga 270.000,-hors; 135.300,-
har^a I 35.OOO,-
h'-rg?. 315.000,-
har^a 105.000,-
harga 120.000, -

t ®. »21.320, —
= 20 «? $ 1.324.3*4,-

L  1 . 2 Truck
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DulkC-n ; ------------

Ad# «5 ; Menimbang, bahr/a se la n ju tn y a  M a je lis  akan memportia -

barglcar po int ko 5 yanij rai-'*. pokoknya sebadai b e rik u t :

-  Apakah beralahan, urtuk rnorjamin kerugian kepada Por^'ai^at

karena perbuatan melawan TTuktun oleh Ti-rsu^at T dan Ter^u  -

$ a t I I ,  dar- at dilakukan Penyitaan ( C. "2. ) terhadap ------

barrXK“ bararz  /  a s s o t - a s s e t  m il ik  Ter^u^at I  dar. Tergugat 112

_________?.Ton i  n bar./s, banwa Terg u rat I  ( EBD ) abalah Bar.k U i h i l u

mi l i k  ‘N ogara bo.^itu pula Tergugat I I  ( KP3^ ) adalah Kartor ??ilik -

_________Men i - ban.?:, bah’.va karona T o r ^ u ^ t  I ( 33TJD ) dan Tor^u.~at I I  -

( KP 3 ̂  ) seir.ua -assotrya adalah  rr.ilik Negara, b e r da s ar k ar. Un dar .c: -

Undarc rerber doh?.rca*' A’ ar ar a bagian X Pasal *5 dar. • •  barar. /r - 

barar.s; assot yarg mcr.ja^i rr.ilik N e~ara atau kc’-ayaar N egara. tidak -

dapat dilakukan  Foryitaan ; ---------------------------------

--------- J.'onirr.bar bahwa berdasarkan  uraian  te rscb '.t  d ia ta s  n o k a _________

p e t it a n  ¿ruwatan Tcr^.'-u.^.at vOirt KQ 4 dan 5 menurut M ajalis

t id a k  bor^alaisan menurut. Hukum, karena itu  haruslah ditolak ; _________

----- " c  n m  bon r , barpv/a berdasarkan per t ir.'.bar- :~an - p cr t ir.ban ̂ or ter -

s eb u t  di a ta s , M a je lis  berpendapat bahwa oleh karera rong.-^u^cit hanya 

m_>mrr-u i.io<abiilvt ikc^ii s g ba«-», i >_̂n dari c^tujat an n ya., maka sudah seran tasnya ~ 

tu sa ta n  Por/ssugat dikabulkan untuk sobelian dan menyatakan menolak - 

s e la in  dan seleb ih n y a  : ------—-----------------

L ----- Kor,imbang................................
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j|ghukui* Tergugat I  dan Torgugat I I  aocara tanggung

renteng untuk membayar g anti rugi M ateriil kepada Penggugat 

sejum lah VSj2 l * b 9 6»¿52*— ( Satu juta  enaa rat*3  sembilan — 

puluh. enam rxbu onoi ratus lim a puluh dua ^# lla r  Amorlka -

4 • Moi^hukua torgugat I  dan Tergugat I I  untuk membayar —

sel uruk biaya perkara yang timbul dalam perkara in i  sebesar — 

R p . 140.C00 ; - ( seratus empat puluh ribu rupiah ) • —------

5* Menelak gasakan Pen/rjarugat ’ s  o  lain  dan selebihnya ; -----

----- Howikiaiilak di putuskan dalam rapat p erm usy aw aratan----

M a je lis  Hakim pada hari SBNTN. tanggal 14 Pobruari 2000, —  

eleh  karti ABBUI» 2ACHIM, S .H . Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu

sebarai Ketua Haj a lis , SUttAItDI, S .E . dan ACH. FAVZI, S .E , -

masing-masing sebagai Eakim An^geta, dan putusan ini dl u capkan -

dalam sidang  terbuka untuk umum pada hari in i , 1  A H  , tanggal

w ?see s »
1 5  A pril 2000 , eleh  M ajelis  Hakim yang sama, dongan di bantu -

ulî  TV'i i/tfY-
el ah SJKJtAfJI SAW EJA , Panitera  Pengganti Pongadilan flogeri - 

P a l u , d ih a d ir i  eleh  tuas a  Pooggugat» tanpa dihadiri eleh Kuasa -

IAK IM  AflGGOOU, KEEIFA,
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    u ™ g m p e r iia t  11:on  pG.3 c . l - p c .G 2 1  d .? .n  p e r a t u r a n --------

p e r a t u r a n  a t a u  k e t e n t u a n - k e t e n t u a n  H ukum  y a n g  b e r s a n g k u t a n  ; —

O i i G A D l L I  -------------------------------------------------

1 *  -  M e n c a b u lk a n  sr u sr a ta n  F r o  v i s i  u n t u k  s e b a g i a n  ; -------------------------------

2*  ■ M f if l l f lr l f l te h k ? /;  k e p a i a  T e r g u g a t  I I  u n t u k  m em b u a t dan m e n a n d a

t a n c r a n i  . B e r i t a  A c a r a  S e r a h  T e r i m a  A .ssct-k S S & ^>  F c ~  

y a n g  a d a  ¿ a  l o k a s i  IPKH ( I n d u s t r i  P e n g o l a h a n  K ?ya  H v .iu -, )  -  

T o n  d o k e p a d a  P e n s r g u g a t  * — ----------------------------, . ________ , — — —— ■

3 *  -  M e m e r i n t a h k o n  k e p a d a  T e r g u g a t  I I  m e n i n g g a l k a n  l o k a s i  IPKH -  

T e n d o  , dan  m e n y e r a h k a r  k e m b a l i  k e p a d a  P e n g g u g a t  d a la m  w a k t u

( d o l a n  r / ) )  l i a r i . ,  s o t o l a h  p u t u s a n  i n i  d iu c a p k a n  ------------------------

4 *  T i d a k  d i i n d o l i k a n r y a  p u t u s a n  i n i ,  T o r g u g a t  I I  d ik e n a k a n  uan.fi: -  

P a k s a  (  ID w angsom  )  s e b e s a r  R p . 5 * 0 0 0 . 0 0 0 , -  (  L im a  j u t a  -

R u p i a h  )  p e r h a r i  ; ----------------------------------------------------------------------------------------

5 .  -  M e m e r i n t a h k a n  k e p a d a  P e n g g u g a t  u n t u k  m e n g a m b il  a l i h  P e n g u a s a a n  

l o k a s i  IP K H  ( I n d u s t r i  P e n g o l a h a n  K a y u  H i i lu r  )  T on  do -  P a l u  ;

•  • — K e n o l a k  g iw w t a r i  F r o v i s i  s e l e b i l i n y a  j - _____ _____ ____ ___________ —

T)ALAM S K S E P 3 I  ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n o l a k  E k s e p s i  T e r g u g a t  I  d or. T e r g u g a t  I I  u r ;tu k  i ________

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008



.Ju m ra h  R p . 1 4 0 . 0 0 0 , -
lI

( Seratus empat puluh ribu rupiah ) ,

CA2A2AN i

p u tu 3 a n  i n i  bolum  m em io-oleh k ek u a tan  Hukum yang to ta p  k a ren a  d in y a ta ­

k a n  B and ing  o le h  T®xgugat X pada ta n g g a l 02 A gustus 2000, s e s u a i Ak&&- 

p e m y a ta a n  porm ohoaan B anding ES». ITo* 02/H H 1. G/2000/ h T• PALU*

Akibat hukum..., Mohamad Ibrahim, FH UI, 2008
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